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OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)  TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN 
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN 
MELANGGAR HUKUM. 

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, 
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. 

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA 
INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.  

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.  
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PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM  
 

Sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, 
dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen)  dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran 
Umum Perdana Saham (”Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang 
harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah 
sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah) 
 
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 2026, di buat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum., M.Kn., Notaris di 
Jakarta Barat (“Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026), Perseroan mengalokasikan sebesar 1,04% (satu koma nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham ini  atau sebesar 5.447.300 (lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock 
Allocation atau “ESA”) 
 
Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor 
penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham 
bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (”HMETD”) dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.   

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh ( full comittment) terhadap Penawaran Umum Perdana 
Saham Perseroan.  

 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 

 
 
 

 
 
 

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT INA SEKURITAS INDONESIA 
 

 
PENJAMIN EMISI EFEK 

 
PT YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS 

 
 
 

 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONSENTRASI PELANGGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA 
LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI. 

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.  

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-
SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL 
EFEK INDONESIA (“KSEI”). 

 
 

 
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2026
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PT Esa Medika Mandiri Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan 
dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat 
Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. 036/ESA/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 perihal Surat Pengantar untuk 
Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk, sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 
1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut 
“UUP2SK”) dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen 
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau 
Sukuk (“POJK No. 7/2017”), dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan 
Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (“POJK No. 8/2017”). 
 
Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini direncanakan akan dicatatkan 
pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang di 
keluarkan oleh BEI dengan Surat No. S-06951/BEI.PP1/06-2026 tanggal 12 Juni 2026. Apabila syarat-syarat 
pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum 
dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan 
UUPM dan Peraturan No. IX.A.2. 
 
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini 
bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar 
profesi masing-masing. 
 
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan 
keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan 
tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.  
 
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya serta Lembaga dan Profesi Penunjang 
Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak 
memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan 
mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjamin Emisi Efek dan Bab XIV tentang 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. 
 

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU 
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH 
INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN 
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT 
TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA 
PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN 
MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI 
NEGARA TERSEBUT. 

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN 
PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU 
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN 
PUBLIK. 

 



 

 

  
 

1 
 

DAFTAR ISI 
 

RINGKASAN ......................................................................................................................................................... 11 

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ................................................................................................ 21 

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA ............................................................................................................ 27 

III. PERNYATAAN UTANG ............................................................................................................................. 32 

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .................................................................................................. 40 

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .............................................................................. 44 

VI. FAKTOR RISIKO ....................................................................................................................................... 70 

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ........................................... 76 

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA 
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .......................................................................................... 77 

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .......................................................................................... 77 

a) Riwayat Singkat Perseroan ................................................................................................................. 77 
b) Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan .......................................... 78 
c) Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 3 Tahun Terakhir .......................... 79 
d) Perizinan yang Dimiliki Perseroan ...................................................................................................... 83 
e) Perjanjian-Perjanjian Penting .............................................................................................................. 88 
f) Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan ..................................................................................... 96 
g) Keterangan Mengenai Asuransi ........................................................................................................ 105 
h) Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan Yang Mungkin Berdampak Material 
Terhadap Penggunaan Aset Emiten ........................................................................................................... 107 
i) Strukur Kepemilikan Perseroan ........................................................................................................ 107 
j) Pengurusan dan Pengawasan Perseroan ........................................................................................ 108 
k) Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG) ................................................. 114 
l) Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) .................................................................................. 121 
m) Manajemen Risiko............................................................................................................................. 122 
n) Struktur Organisasi Perseroan .......................................................................................................... 124 
o) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau “CSR”) ....................... 125 
p) Sumber Daya Manusia...................................................................................................................... 126 
q) Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi 
Perseroan dan Perusahaan Anak ............................................................................................................... 137 
r) Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak ............................................................................ 138 

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN 
PERUSAHAAN ANAK ....................................................................................................................... 152 

a) Kegiatan Usaha ................................................................................................................................ 153 
b) Kecenderungan Usaha Perseroan .................................................................................................... 162 
c) Hak Kekayaan Intelektual ................................................................................................................. 162 
d) Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan ................................................................................ 164 
e) Persaingan Usaha............................................................................................................................. 164 
f) Riset dan Pengembangan ................................................................................................................. 165 
g) Data penjualan Perseroan ................................................................................................................ 165 
h) Keunggulan Kompetitif ...................................................................................................................... 165 
i) Prospek Usaha ................................................................................................................................. 167 
j) Strategi Usaha .................................................................................................................................. 169 
k) Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”) dan Keberlanjutan ................................ 170 



 

 

  
 

2 
 

IX. TINJAUAN MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI ..................................................................................... 171 

X. EKUITAS ................................................................................................................................................. 175 

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN .............................................................................................................................. 178 

XII. PERPAJAKAN ......................................................................................................................................... 179 

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK ..................................................................................................................... 181 

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .................................................................... 184 

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR .......................................................................... 186 

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM........................................................................................................ 205 

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ............... 214 

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ............................................................................................................ 215 

XIX. LAPORAN KEUANGAN ........................................................................................................................... 216 

 

 

 

 

  



 

 

  
 

3 
 

DEFINISI DAN SINGKATAN 
 

“Afiliasi” : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1  
UUPM sebagaimana diubah dengan UUPPSK dan UU No. 1/2026 yaitu: 
a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, 

baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang 
dengan: 
1. suami atau istri; 
2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 
3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 
4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari 

saudara yang bersangkutan; atau  
5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. 

b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, 
baik secara horizontal maupun vetikal, yaitu hubungan seseorang 
dengan: 
1. orang tua dan anak; 
2. kakek dan nenek serta cucu; atau 
3. saudara dari orang yang bersangkutan. 

c. Hubungan antara pihak dan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak 
tersebut; 

d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu 
atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas 
yang sama; 

e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh 
perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan 
dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; 

f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik 
langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam 
menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak 
yang sama; atau 

g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak 
yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kurang 20% (dua 
puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan 
tersebut. 

“Akuntan Publik” atau “KAP” : Berarti Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang melaksanakan audit 
atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana 
Saham. 

“Anggota Bursa” : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. 
“Anggota Kliring” : Berarti Anggota Kliring sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. 
”BAE” 
 
 

: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu  pihak yang berdasarkan kontrak dengan 
Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak 
yang berkaitan dengan efek, yaitu PT Datindo Entrycom. 

“Bank Kustodian” : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang memperoleh persetujuan 
Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan perundang-undangan mengenai pasar modal. 

“Bursa Efek” atau “BEI” : Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal 
ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, tempat saham 
Perseroan akan dicatatkan. 
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“Daftar Pemegang Saham” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang 
kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI 
berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. 

“Efek” : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional 
dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang 
memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak 
langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu 
berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan 
dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud UUP2SK.  

“Efektif” : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan 
Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 45/2024, 
yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara 
lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK. 

“Emisi” : Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang 
ditawarkan kepada  masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham 
di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di BEI. 

“ESA” atau “Employee 
Stock Allocation” 

: Berarti bagian dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham yang dialokasikan secara khusus kepada karyawan 
Perseroan yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di bidang pasar modal. 

“Grup” : Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak. 
“Harga Penawaran” : Berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum  

Perdana Saham, yaitu sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) 
setiap saham.  

“Hari Bursa” : Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan 
efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan 
sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.  

“Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius 
tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang 
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja 
biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja. 

“Hari Kerja” : Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta 
hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur 
nasional. 

“Konsultan Hukum” : Berarti Hiswara Bunjamin & Tandjung yang melakukan pemeriksaan atas 
fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang 
berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. 

“KSEI” atau “Kustodian 
Sentral Efek Indonesia” 

: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta 
Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai 
dengan UUP2SK. 

“Lembaga dan Profesi 
Penunjang Pasar Modal” 

: Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam 
Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Hiswara Bunjamin & 
Tandjung selaku Konsultan Hukum, KAP Mirawati Sensi Idris, Kantor 
Notaris  Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., dan PT Datindo Entrycom 
selaku Biro Administrasi Efek. 

“Manajer Penjatahan” : Berarti PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 
dan POJK No.41/2020. 
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“Masa Penawaran Umum 
Perdana Saham” 

: Berarti jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, 
yang berlangsung sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah 
pernyataan pendaftaran menjadi Efektif sesuai dengan Peraturan OJK No. 
41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham 
sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan 
Saham. 

Masyarakat : Berarti perorangan, dan/atau institusi dan/atau badan hukum, baik warga 
negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha 
Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau entitas hukum asing 
dan/atau badan usaha asing baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan 
di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. 

“MHRI” : Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu bernama ‘Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia’, yang berubah nama menjadi ‘Menteri 
Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia’ dan ‘Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia’ sebelum akhirnya berubah 
terakhir kali menjadi ‘Menteri Hukum Republik Indonesia’. 

“OJK” : Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang 
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai 
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan 
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK (sebagaimana diubah 
dengan UUPPSK dan UU No. 1/2026). 

“Partisipan Admin” : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek 
dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas 
penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah  
PT BRI Danareksa Sekuritas. 

“Partisipan Sistem” : Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa 
Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk 
mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020. 

“Pasar Perdana” : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan 
kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang 
Ditawarkan dicatatkan pada BEI. 

“Pasar Sekunder”  Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan. 
“Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau 

sub rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. 
“Pemerintah” : Berarti Pemerintah Republik Indonesia. 
“Penawaran Awal” : Berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon 
pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham 
sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017, Peraturan No. IX.A.2 serta 
Peraturan OJK No. 41/2020. 

“Penawaran Umum” atau 
“Penawaran Umum 
Perdana Saham” 

: Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk 
menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam 
UU No. 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya.  
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“Pengendali” : Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:  
a. memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 

seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau  
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak 

langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan 
Perseroan. 

“Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak 
yang kepentingannya diwakili oleh KSEI. 

“Penjamin Emisi Efek” : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin  
Penawaran Umum Efek Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa Efek 
yang tidak terjual.  

“Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek” 

: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan 
Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa 
Sekuritas dan PT Ina Sekuritas Indonesia. 

“Penjatahan Pasti” : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan 
alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek. 

“Penjatahan Terpusat” : Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan 
dengan cara mengumpulkan seluruh pemesan Saham Yang Ditawarkan dan 
kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam 
POJK No. 41/2020. 

“Penjatahan Terpusat Ritel” : Berarti bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan 
Ritel. 

“Penyedia Sistem e-IPO” 
atau ”Penyedia Sistem” 

: Berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola 
Sistem e-IPO, dalam hal ini BEI. 

“Peraturan No. IX.A.2” : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK 
No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Dalam Rangka Penawaran Umum. 

“Peraturan No. IX.A.7” : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK 
No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan 
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. 

“Peraturan No. IX.J.1” : Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar 
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 
Perusahaan Publik. 

“Peraturan OJK No.  
 3/2021” 

: Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan 
Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 

“Peraturan OJK No. 
 7/2017” 

: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan 
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek 
Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. 

“Peraturan OJK No. 
 8/2017” 

: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus 
dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat 
Ekuitas. 

“Peraturan OJK No. 
15/2020” 

: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 

“Peraturan OJK No. 
16/2020” 

: Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang 
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara 
Elektronik. 

“Peraturan OJK No. 
17/2020” 

: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan 
Perubahan Kegiatan Usaha. 

“Peraturan OJK No. 
23/2017” 

: Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2015 tanggal 22 Juni 2017 tentang 
Prospektus Awal dan Info Memo. 
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“Peraturan OJK No. 
25/2017” 

: Berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang 
Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. 

“Peraturan OJK No. 
30/2015” 

: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 

“Peraturan OJK No. 
33/2014” 

: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

“Peraturan OJK No. 
34/2014” 

: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 

“Peraturan OJK No. 
35/2014” 

: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 
tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. 

“Peraturan OJK No. 
41/2020” 

: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk 
Secara Elektronik. 

“Peraturan OJK No. 
42/2020” 

: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan 
Transaksi Benturan Kepentingan. 

“Peraturan OJK No. 
55/2015” 

: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit 

“Peraturan OJK No. 
56/2015”  

: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. 

“Peraturan OJK No. 
45/2024” 

: Berarti Peraturan OJK No. 45/POJK.04/2014 tentang Pengembangan dan 
Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. 

“Perjanjian Pendaftaran 
Efek” 

: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor 
Pendaftaran: SP-006/SHM/KSEI/0226 tanggal 30 Maret 2026 yang dibuat di 
bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT 
Kustodian Sentral Efek Indonesia.  

“Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek” atau ”PPEE” 

: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana 
Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 178 tanggal 25 Februari 2026 
sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 212 
tanggal 26 Maret 2026 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 183 
tanggal 15 Juni 2026, dan Perubahan III dan Pernyataan Kembali Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 399 tanggal 26 
Juni 2026, yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, Notaris di 
Jakarta.  

”Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham” 
atau ”PPAS” 

: Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum 
Perdana Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk  Nomor 179 tanggal 25 Februari 
2026 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa Medika 
Mandiri Tbk  Nomor 213 tanggal 26 Maret 2026, Perubahan II Perjanjian 
Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa 
Medika Mandiri Tbk Nomor 184 tanggal 15 Juni 2026, dan Perubahan III dan 
Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Esa 
Medika Mandiri Tbk Nomor 400 tanggal 26 Juni 2026, yang dibuat di hadapan 
Notaris Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta.  

“Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam 
rangka Penawaran Umum Perdana Saham. 

“Perseroan” : Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal 
ini PT ESA Medika Mandiri Tbk, yang didirikan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang belaku di Negara Republik Indonesia dan 
berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia. 
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“Perusahaan Anak” : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan 
Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di 
Indonesia. 

“Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau 
perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud 
dalam UUP2SK. 

“Prospektus” : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan 
informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar 
pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dengan isi dan bentuk 
sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan Peraturan OJK No. 8/2017. 

“Prospektus Awal” : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus 
yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, 
kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga 
Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan 
dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan 
Peraturan OJK No. 8/2017. 

“Prospektus Ringkas” : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan OJK No. 8/2017. 

“Rupiah” atau “Rp” : Berarti mata uang Republik Indonesia. 
“Rekening Dana Nasabah” 
atau “RDN” 

: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek 
berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah. 

“RUPS” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang 
saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan 
pelaksananya. 

“Saham Baru” : Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh 
Rupiah)  yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.  

“Saham Yang Ditawarkan” : Berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh 
Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam 
jumlah sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus 
lima puluh tujuh ribu) saham biasa saham atas nama yang seluruhnya 
adalah Saham Baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima 
puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada 
Tanggal Pencatatan.    

“SEOJK No. 25/2025” : Berarti Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.04/2025 tanggal 17 November 
2025 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan, dan 
Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Secara 
Elektronik  

“Sistem e-IPO” atau “Sistem 
Penawaran Umum 
Elektronik” 

: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham 
sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK 
No. 25/2025. 

“Sub Rekening Efek” atau 
“SRE” 

: Berarti rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek 
partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

“Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada 
para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam 
jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek. 

“Tanggal Pembayaran” : Berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan 
Admin kepada Perseroan setelah dikurangi dengan imbalan  jasa atas 
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pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum 
yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal 
Pencatatan. 

“Tanggal Pencatatan” : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam 
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa 
Penawaran Umum.  

“Tanggal Penjatahan” : Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan, yang dilaksanakan 
secara otomatis oleh Sistem e-IPO dengan memperhatikan SEOJK No. 
25/2025, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. 

”UU OJK” : Berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253, sebagaimana diubah dengan 
UUP2SK. 

“UUPM” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara 
No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terakhir diubah 
dengan UUP2SK. 

”UUP2SK” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 
Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 
sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang 
Perubahan atas  Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan 
dan Penguatan Sektor Keuangan berikut peraturan perubahannya dan 
peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUCK”), 
UU OJK, dan UUPM. 

“UUPT” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, Lembaran negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 
2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana terakhir diubah sebagian dengan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang. 
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SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN   
 

EBT : PT Esa Behrindo Trijaya 
MMM : PT Med8 Makmur Mandiri 
SUN : PT Sonnen Utama Nasional 
SSN : PT Sinar Surya Nasional 
EWI : PT Esa Wego Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

11 
 

RINGKASAN 
 

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, 
termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya 
tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber 
dari laporan keuangan Perseroan dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia. 
 
 

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA 
 

a) Keterangan Mengenai Perseroan  
 

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan 
berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama “PT Esa Medika 
Mandiri“ sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 26 Januari 2000, dibuat 
di hadapan Tuti Setiahati K. Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Surat Keputusan No. C-
11.204 HT.01.01.Th. 2000 tanggal 31 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Perseroan Nomor: 975 
Tahun 2001 tanggal 13 Februari 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 
13 tanggal 13 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 975 (“Akta Pendirian”). 
 
Kemudian, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan 
pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Total Nilai Nominal Saham 
(Rp,-) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 10.000 Rp1.000.000.000 - 

Surya Gunawan Widjaja 1.375 Rp137.500.000 55 
Eddy Lie 875 Rp87.500.000 35 

Andre Fajar Surya Gunawan 250 Rp25.000.000 10 

Modal Ditempatkan dan Disetor 2.500 Rp250.000.000  100 

Saham Dalam Portepel 7.500 Rp750.000.000 - 

 
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali 
perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan Akta No. 202 
tanggal 25 Maret 2026. 
 
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, adalah: 
 
a) Kegiatan utama menjalankan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran 

untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, 
alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia; dan  

b) Kegiatan usaha penunjang, adalah 
a. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup 

usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, antara lain perabot rumah tangga 
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti 
radio, televisi, perekam dan pemutar CD (Compact Disc) dan DVD (Digital Versatile Disc), perlengkapan 
stereo, konsol video game, alat penerangan, berbagai peralatan makan dan minum dari porselen dan 
gelas, peralatan sendok, pisau, dan garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan gabus, karpet, 
serta barang sejenis lainnya. 
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b. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (kode kbli 46599), yang mencakup usaha 
perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 
46591 sampai dengan 46594, antara lain mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik, dan 
mesin untuk keperluan rumah tangga. termasuk di dalamnya perdagangan besar robot produksi selain 
untuk pengolahan, mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk keperluan 
perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi 
peralatan lainnya, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang 
dikendalikan komputer, serta peralatan dan perlengkapan pengukuran. 

 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, alat 
farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. 
 
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali 
perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham  
PT Esa Medika Mandiri Nomor: 153 tanggal 23 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami., S.H., 
M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, berkedudukan di Jakarta, akta mana telah mendapat 
Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia (“MHRI”) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
0012255.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026 serta telah memperoleh penerimaan pemberitahuan 
dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-
AH.01.03-0059037 tanggal 23 Februari 2026 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan 
No. 202 tanggal 25 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang 
telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0088678 tanggal 26 Maret 2026 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0063055.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 26 Maret 2026. 
 
Perseroan berdomisili di Esa 8 Building, Lantai 10, Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong 
Tangerang, Banten – 15332. 
 

b) Kegiatan Usaha  
 
Perseroan merupakan suatu perusahaan terbatas yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang perdagangan 
besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup 
kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia. 
 
Dari sisi operasional, Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dan produksi, yaitu 1 kantor pusat, 2 pabrik, dan 
4 kantor perwakilan, serta sales representative yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga Perseroan 
dapat menjangkau kebutuhan fasilitas kesehatan secara lebih luas. 
 
Selain itu, Perseroan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui 
penyediaan produk berkualitas tinggi dan teknologi terkini, serta menyediakan layanan purna jual untuk rumah 
sakit. Perseroan juga merupakan pemegang beberapa merek global medtech eksklusif di Indonesia, yang 
mencerminkan kepercayaan mitra dan memperkuat keberlanjutan pasokan alat kesehatan. 
 
Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat 
farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan 
besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia. 
 
Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah kegiatan usaha perdagangan besar 
alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia sesuai KBLI 46691. 
 

c) Prospek Usaha  
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Prospek Perekonomian Nasional  
 
Perekonomian Indonesia terlihat tetap stabil dengan momentum pertumbuhan yang terjaga. Kebijakan suku bunga 
Bank Indonesia yang mempertahankan BI Rate di 4,75% berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank 
Indonesia pada 18-19 Februari 2026 mencerminkan perilaku yang mengutamakan stabilitas namun juga potensi 
pelonggaran didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali. Bank sentral terus melakukan stabilisasi nilai tukar 
melalui strategi triple intervention (NDF Offshore, Transaksi spot serta pembelian SBN di pasar sekunder) dengan 
mengedepankan sikap market confidence. Neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus selama 6 
tahun berturut-turtut dimana sepanjang 2025, surplus perdagangan kumulatif mencapai USD 41,05 miliar, 
melonjak signifikan dari USD 31,33 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh 
surplus nonmigas yang kuat. Lebih lanjut berdasarkan Purchasing Managers Index (PMI), PMI terjada di level 
ekspansi mencapai 52,6 pada Januari 2026 dimana pasar domestik menjadi faktor pendorong utama kinerja 
tersebut. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi tetap kuat yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, 
investasi, stimulus fiskal serta pertumbuhan kredit dimana inflasi meningkat menjadi 3,55% pada Januari 2026. 
 
Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 
2026 berada di kisaran 4,9-5,7% yoy dimana didukung oleh adanya sinergi kebijakan moneter,makroprudensial 
dan sistem pembayaran dengan stimulus fiskan dan sektor riil. Berdasarkan data dari Warta Ekonomi, alokasi 
anggaran kesehatan terlihat meningkat selama  beberapa tahun terakhir dimana pada APBN 2025 anggaran 
kesehatan sebesar Rp132,4 triliun atau sekitar 60% dari total Anggaran Sektor Kesehatan naik dibandingkan 
realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp129,2 triliun. Total anggaran kesehatan untuk 2025 sekitar Rp217,3 triliun 
atau mencapai sekitar enam persen dari total APBN tahun 2025. Anggaran tersebut termasuk pembiayaan untuk 
peningkatan saran dan prasarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan fasilitas pelayanan primer) serta  
layanan kesehatan masyarakat 
 
Prospek Usaha Perseroan 
 
Perseroan beserta Entitas Anak beroperasi pada industri sektor kesehatan dengan fokus pada perdagangan besar 
alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. 
 
Di Indonesia, industri alat kesehatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pascapandemi. Kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya kesehatan terus meningkat, sehingga permintaan terhadap alat diagnostik, 
monitoring, dan pencegahan penyakit semakin bertambah. Sektor ini juga didukung oleh Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan fasilitas rumah sakit dan klinik, serta kebijakan substitusi impor dan 
peningkatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), sehingga membuka peluang besar bagi produsen lokal 
untuk mengembangkan manufaktur alat kesehatan sederhana hingga menengah, distribusi dan perdagangan alat 
medis khusus, serta produksi barang habis pakai (consumables). Beberapa alat kesehatan yang saat ini paling 
diminati antara lain alat monitoring pasien seperti patient monitor, ventilator, dan ECG, serta peralatan diagnostik 
seperti USG, X-ray digital, dan hematology analyzer. 
 
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor kesehatan melalui berbagai 
kebijikan fiskal dan program strategis nasional. Dari sisi fiscal policy, pemerintah secara konsisten mengalokasikan 
anggaran kesehatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk peningkatan belanja untuk 
penguatan fasilitas layanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta transformasi sistem kesehatan nasional.  
Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah menjalankan agenda Transformasi Sistem Kesehatan yang 
mencakup enam pilar utama, antara lain transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi 
sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan serta 
transformasi teknologi kesehatan. Program ini mendorong modernisasi rumah sakit, peningkatan kapasitas 
laboratorium, serta penguatan industri alat kesehatan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor. 
Dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas, Perseroan berkeyakinan bahwa bisnis operasional perusahaan 
dapat terus berkembang seiring dengan adanya pertumbuhan kinerja sektoral kesehatan. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari tautan Business Indonesia tentang medical equipment and devices, pasar 
teknologi medis Indonesia diproyeksikan memiliki pertumubuhan yang kuat, dengan pendapatan diperkirakan 
mencapai USD 2,65 miliar pada tahun 2025, menurut Statista. Di sektor ini, alat kesehatan diperkirakan mencapai 
USD 2,26 miliar dari total nilai pasar pada tahun yang sama. Antara tahun 2025 dan 2030, pasar diperkirakan akan 
tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 8,68% mencapai perkiraan USD 4,02 
miliar pada tahun 2030 
 
Perseroan menempati posisi sebagai penyedia alat kesehatan terintegrasi yang berfokus pada peralatan rumah 
sakit kritikal seperti operating theatre dan ICU. Selain itu, Perseroan sedang dalam proses untuk mengembangkan 
segmen usaha ke barang habis pakai melalui produksi benang bedah, termasuk melalui kerja sama strategis (joint 
venture) dengan mitra global. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pendapatan berulang 
(recurring income), meningkatkan profil margin, serta mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap proyek 
yang bersifat non-recurring. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun serta jaringan distribusi nasional, Perseroan 
telah melayani lebih dari 200 rumah sakit dan institusi kesehatan di Indonesia, dengan basis pelanggan yang 
didominasi oleh rumah sakit pemerintah dan fasilitas kesehatan institusional. Posisi ini menempatkan Perseroan 
pada segmen penyedia solusi alat kesehatan untuk proyek rumah sakit dan pengadaan institusional, yang 
umumnya memiliki nilai kontrak relatif besar dan bersifat project-based.  
 
Secara industri, pasar alat kesehatan Indonesia masih didominasi oleh produk impor dengan porsi lebih dari 75% 
dari total perangkat medis yang digunakan di Indonesia, sehingga peluang bagi produsen dan distributor domestik 
masih sangat besar. Dengan kemampuan distribusi nasional, fasilitas manufaktur lokal, serta kemitraan dengan 
berbagai produsen alat kesehatan internasional, Perseroan berada pada posisi yang kompetitif untuk 
memaksimalkan peluang pertumbuhan pasar tersebut, khususnya dalam pengadaan alat kesehatan rumah sakit 
yang diprioritaskan dalam program peningkatan infrastruktur kesehatan nasional dan kebijakan TKDN pemerintah. 
 

2. KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN 
 

Berikut adalah ringkasan mengenai Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini: 
 

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus 
lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan 
dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham 

Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham 
Harga Penawaran : Sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, 

yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan 
yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik 

Nilai Emisi : Sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar 
tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu 
Rupiah) 

Perkiraan Masa Penawaran Umum  : 2-6 Juli 2026 
Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI : 8 Juli 2026 
Jumlah dan Persentase Program ESA : Sebesar 5.447.300 (lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu 

tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya sebesar 
1,04% (satu koma nol empat persen)  dari jumlah Saham Yang 
Ditawarkan. 

 
3. RENCANA PENGGUNAAN DANA        
 
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya yang 
berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini akan digunakan oleh Perseroan untuk: 
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1. Sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian 

pokok pinjaman Perseroan. 
2. Sekitar 6,4% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam bentuk pembiayaan belanja 

modal yaitu pembangunan gedung pabrik Cikupa. 
3. Sekitar 72,3% akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan antara lain pembelian barang 

terkait proyek serta pembelian bahan baku/ persediaan. 
 

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut 
di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal 
yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan. 
 
Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II. 

 
4. STRUKTUR PERMODALAN  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026  dan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan 
dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp50,- per saham 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

 Jumlah 
Saham  

 Jumlah Nominal 
(Rp)  

 %   Jumlah Saham  
 Jumlah Nominal 

(Rp)  
 %  

Modal Dasar 4.300.000.000 215.000.000.000  4.300.000.000 215.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 
Disetor: 

      

1. Surya Gunawan Widjaja 367.246.000 18.362.300.000 30% 367.246.000 18.362.300.000 21% 
2. Eddy Lie 176.944.000 8.847.200.000 15% 176.944.000 8,847.200.000 10% 
3. Andrew Ignatius Widjaja 285.410.000 14.270.500.000 23% 285.410.000 14.270.500.000 16% 
4. Florian Chris Widjaja 195.200.000 9.760.000.000 16% 195.200.000 9.760.000.000 11% 
5. Andrian Matthew Widjaja 195.200.000 9.760.000.000 16% 195.200.000 9.760.000.000 11% 
6. Kepemilikan mayarakat 

dibawah 5% 
   522.857.000 26.142.850.000 

30% 

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Disetor 

1.220.000.000 61.000.000.000 100% 1.742.857.000 87.142.850.000  

Jumlah Saham Dalam 
Portepel 

3.080.000.000 154.000.000.000  2.557.143.000 127.857.150.000  

 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 
2026 dan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham  dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp50,- per saham 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

dan Pelaksanaan Program ESA 

 Jumlah 
Saham  

 Jumlah Nominal 
(Rp)  

 %   Jumlah Saham  
 Jumlah Nominal 

(Rp)  
 %  

Modal Dasar 4.300.000.000 215.000.000.000  4.300.000.000 215.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 
Disetor: 

      

1. Surya Gunawan Widjaja 367.246.000 18.362.300.000 30% 367.246.000 18.362.300.000 21,1% 
2. Eddy Lie 176.944.000 8.847.200.000 15% 176.944.000 8,847.200.000 10,2% 
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Keterangan 

Nilai Nominal Rp50,- per saham 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

dan Pelaksanaan Program ESA 

 Jumlah 
Saham  

 Jumlah Nominal 
(Rp)  

 %   Jumlah Saham  
 Jumlah Nominal 

(Rp)  
 %  

3. Andrew Ignatius Widjaja 285.410.000 14.270.500.000 23% 285.410.000 14.270.500.000 16,4% 
4. Florian Chris Widjaja 195.200.000 9.760.000.000 16% 195.200.000 9.760.000.000 11,2% 
5. Andrian Matthew Widjaja 195.200.000 9.760.000.000 16% 195.200.000 9.760.000.000 11,2% 
6. Kepemilikan mayarakat 

dibawah 5% 
   

 517.409.700   25.870.485.000  29,7% 

7. ESA     5.447.300   272.365.000  0,3% 

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Disetor 

1.220.000.000 61.000.000.000 100% 1.742.857.000 87.142.850.000  

Jumlah Saham Dalam 
Portepel 

3.080.000.000 154.000.000.000  2.557.143.000 127.857.150.000  

 
 

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING  
 

Sesuai dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan laporan laba rugi 
dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, 
yang disusun oleh manajemen, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang seluruhnya 
tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik  Mirawati Sensi Idris dengan dengan 
opini tanpa modifikasian No. 00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 dan ditandatangani 
oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929). Pada tanggal 31 Desember 
2025. 
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2024 dan 2023 sebelum penyajian kembali yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, telah 
diaudit KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang 
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya masing-masing tertanggal 3 Desember 
2025 dan 25 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan 
Publik No. AP 0929) dan Juninho Widjaja (Registrasi No.AP 1029). 
 

a) Laporan Posisi Keuangan  

(disajikan dalam Rupiah) 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Jumlah Aset Lancar 286.775.324.336 454.315.625.452 101.418.575.185 
Jumlah Aset Tidak Lancar 277.663.837.462 260.076.743.683 239.215.900.146 

TOTAL ASET 564.439.161.798 714.392.369.135   340.634.475.331 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 312.234.971.868 555.430.821.159   212.871.652.218 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 107.189.293.454 85.588.707.358 71.700.417.089 

TOTAL LIABILITAS 419.424.265.322 641.019.528.517 284.572.069.307 
TOTAL EKUITAS 145.014.896.476 73.372.840.618 56.062.406.024 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 564.439.161.798 714.392.369.135 340.634.475.331 

 
b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

 

  (disajikan dalam Rupiah) 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

PENJUALAN BERSIH  454.636.079.798 384.934.998.108   172.980.977.744 
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  (disajikan dalam Rupiah) 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 
BEBAN POKOK PENJUALAN 291.208.936.001 249.020.655.533   84.280.349.807 

LABA KOTOR 163.427.143.797 135.914.342.575 88.700.627.937 

Beban penjualan   14.566.874.691 18.388.045.822   20.083.551.665 
Beban umum dan administrasi 82.019.137.957 76.926.954.978   59.463.103.453 

Jumlah Beban Usaha 96.586.012.648 95.315.000.800   79.546.655.118 
LABA USAHA 66.841.131.149 40.599.341.775   9.153.972.819 

Beban bunga   (30.439.198.598) (29.512.939.201) (22.632.662.378)  
Beban administrasi bank (413.902.196) (1.060.560.633)   (943.646.110) 
Selisih kurs - neto (387.792.813) (378.345.284) (95.593.619) 
Pendapatan sewa bangunan 2.610.065.700 2.962.347.924 3.369.449.367 
Pendapatan jasa kirim 415.832.892 495.504.200 2.935.848.000 
Bagian laba Investasi pada Ventura bersama 4.100.629.692 1.625.819.911   - 
Lain-lain bersih 362.984.065 (895.315.006 )   9.045.866.123   

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 43.089.749.891 13.835.853.686 833.234.202 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN    

Kini (10.823.029.762) (2.764.384.249) (256.533.420) 
Tangguhan 173.147.231 183.441.066 362.719.734 

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 32.439.867.360 11.254.910.503   939.420.516 

PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN    
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi     

pada periode berikutnya: Liabilitas imbalan 
kerja karyawan 

1.983.924.647 193.833.769   575.680.345   

       Efek Pajak Penghasilan  (436.463.422) (42.643.429) (126.649.676) 
Surplus revaluasi aset tetap 37.654.727.275   

Jumlah Penghasilan Komprehensif lain 39.202.188.500 151.190.340 449.030.669 

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 71.642.055.860 11.406.100.843   1.388.451.185 

JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

   

Pemilik Entitas Induk 34.132.250.882 11.008.679.290   939.420.516   
Kepentingan Non-pengendali (1.692.383.522) 246.231.213   - 

JUMLAH 32.439.867.360 11.254.910.503   939.420.516   

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN 

   

Pemilik Entitas Induk 73.334.093.119 11.163.393.669   1.388.451.185   
Kepentingan non-pengendali (1.692.037.259) 242.707.174   - 

JUMLAH 71.642.055.860 11.406.100.843   1.388.451.185   

    
Laba Per Saham Dasar 27,98 9,02 0,77 

 
c) Rasio Keuangan  

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Rasio Pertumbuhan (%)    

Penjualan bersih 18,11% 122,53% -6,93% 

Laba kotor 20,24% 53,23% -12,13% 

Laba usaha 64,64% 343,52% -54,04% 

Laba sebelum pajak penghasilan 211,44% 1560,50% -93,90% 

Laba bersih tahun berjalan 188,23% 1098,07% -90,98% 

Total aset -20,99% 109,72% 8,69% 
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Total liabilitas -34,57% 125,26% 7,79% 

Total ekuitas 97,64% 30,88% 13,49% 

    

Rasio Usaha (%)    

Laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan bersih 9,48% 3,59% 0,48% 

Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total aset 7,63% 1,94% 0,24% 

Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas 29,71% 18,86% 1,49% 

Laba bersih tahun berjalan terhadap penjualan bersih 7,14% 2,92% 0,54% 

    

Rasio Aktivitas (x)    

Perputaran Persedian  6,60x   6,21x   -    

Perputaran Piutang  3,28x   3,85x   -    

Hari Persedian (Hari)  55   58  -    

Umur Piutang (Hari)  110   94   -    

    

Rasio Keuangan (x)    

Jumlah aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek 0,92x 0,82x 0,48x 

Jumlah liabilitas jangka panjang terhadap jumlah ekuitas 0,74x 1,17x 1,28x 

Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas 2,89x 8,74x 5,08x 

Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset 0,74x 0,90x 0,84x 

Rasio imbal hasil aset (ROA)*) 0,06x 0,02x 0,00x 

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)**) 0,22x 0,15x 0,02x 

Interest Coverage Ratio (ICR)***) 2,47x 1,47x 1,06x 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)****) 1,94x 1,56x 1,26x 
 
Catatan: 
*) Rasio imbal hasil aset (ROA) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset 
**) Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah ekuitas 
***) Interest coverage ratio adalah adalah EBITDA / (Beban Bunga + Angsuran tetap) 
****) Debt service coverage ratio adalah EBIT dibagi dengan Beban Bunga 

 
Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya  
 
Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT 
Bank Ina Perdana Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk, berikut merupakan batas rasio keuangan yang 
dipersyaratkan beserta tingkat pemenuhan oleh Perseroan: 
 

Kreditur Rasio Keuangan 
Yang Dipersyaratkan 

Batas Rasio 
Keuangan 

Nilai Penemuhan Status 
Pemenuhan 

PT Bank Ina Perdana Tbk 
Debt to Equity Ratio 

(DER) 
Maks 300% 289% Terpenuhi 

PT Bank OCBC NISP Tbk Leverage Ratio Maks 3,50x 2,89x Terpenuhi 

PT Bank OCBC NISP Tbk DSCR Min 1,25x 1,94x Terpenuhi 

PT Bank OCBC NISP Tbk Current Ratio Min 1,00x 
0,92x Tidak 

Terpenuhi 

 
Atas kondisi tidak terpenuhinya syarat Current Ratio pada Bank OCBC, Bank OCBC telah menyampaikan 
acknowledgement melalui surat tertanggal 6 Mei 2026 perihal Surat Pemberitahuan yang dikirimkan ke Perseroan. 
 

6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK 
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Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak melalui kepemilikan 
langsung dan 1 (satu) Perusahaan Anak melalui kepemilikan tidak langsung dengan rincian informasi sebagai 
berikut: 

 

No. 
Nama 

Perusahaan 
 

Kegiatan  
Usaha 

Domisili 
Perusahaan 

Tahun 
Pendirian 

Tahun 
Penyertaan 

Tahun 
Operasional 

Status 
Operasional 

Kepemilikan 
Saham 

% 

Kontribusi  
Pendapatan  
31 Des 2025  

% 

Perusahaan Anak melalui Kepemilikan Langsung  

1.  EBT 

Perdagangan 
besar alat 

laboratorium, 
alat farmasi 

dan alat 
kedokteran 

untuk 
manusia  

Kabupaten 
Tangerang 

2020 2023 2020 Beroperasi 60 0,003% 

2.  MMM 

Perdagangan 
umum, 

Pembanguna
n 

(kontraktor), 
Jasa, 

Keagenan, 
Perwakilan, 
Periklanan, 
Angkutan, 
Pertanian 

dan industri 

Kabupaten 
Tangerang 

2013 2023 2013 Beroperasi 55 - 

3.  SUN 

Perdagangan 
Eceran dan 

Perdagangan 
Besar Alat 

Laboratorium
, Alat 

Farmasi dan 
Alat 

Kesehatan 
untuk 

Manusia 

Kabupaten 
Tangerang 

2021 2023 2021 Beroperasi 90 0,929% 

4.  SSN 

Belum 
melakukan 
kegiatan 
usaha 

Kabupaten 
Tangerang 

2024 2024 

Belum 
beroperasi 

secara 
komersial 

Belum 
beroperasi 

secara 
komersial 

99 - 

Perusahaan Anak melalui Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SSN 

1.  EWI 

Belum 
melakukan 
kegiatan 
usaha 

Kabupaten 
Tangerang 

2024 2024 

Belum 
beroperasi 

secara 
komersial 

Belum 
beroperasi 

secara 
komersial 

55 - 

 
7. FAKTOR RISIKO 
 
Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang 
material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak 
paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko 
yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, 
kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. 
 
A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN 

USAHA PERSEROAN 
 

• Risiko Konsentrasi Pelanggan  
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B. RISIKO USAHA 
 

• Risiko Regulasi dan Perizinan 

• Risiko sebagai perusahaan distribusi independen yang bergantung pada prinsipal untuk sebagian besar 
produk yang dipasarkan dan didistribusikan di Indonesia 

• Risiko Tidak Adanya Kontrak Penjualan Jangka Panjang dan Perubahan Hubungan dengan Pelanggan 

• Risiko Pasokan Bahan Baku 

• Risiko Persaingan 

• Risiko Operasional dan Produksi 

• Risiko Kerja Sama dengan Pihak External 

• Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 

• Risiko Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturang Perundang-undangan yang berlaku dalam 
Industrinya 

• Risiko Perubahan Teknologi 

• Risiko Sumber Daya Alam 
 
C. RISIKO UMUM  

 

• Risiko Kondisi Politik Indonesia  

• Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing 

• Risiko Perekonomian Makro dan Global 

• Risiko Persaingan Usaha secara Domestik  

• Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah  

• Risiko Gugatan Hukum 

• Risiko Kepatuhan Terkait Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan 

• Risiko Terjadinya Bencana Alam 
 
D. RISIKO BAGI INVESTOR 
 

• Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham 

• Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan 

• Risiko Terkait Kebijakan Dividen 

• Risiko Terkait Penerbitan Saham atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya 
 
Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI. 

 

8. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku yang berakhir pada tahun 2027 dan seterusnya, 
manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah 
sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian 
dividen ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan akan bergantung pada hasil kegiatan usaha 
dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi 
Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.  
 
Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI. 
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I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 

Sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama 
yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50,- 
(lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen)  dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (”Saham Yang 
Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus 
tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang 
dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham 
ini adalah sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh 
ratus sembilan puluh ribu Rupiah) 
 
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 
2026, di buat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“Akta No. 153 
tanggal 23 Februari 2026), Perseroan mengalokasikan sebesar 1,04% (satu koma nol empat persen) dari 
Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini  atau sebesar 5.447.300 (lima juta empat 
ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan 
(Employee Stock Allocation atau “Program ESA”) 
 
Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala 
hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak 
atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (”HMETD”) dan hak 
atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.   
 

 
 

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK 
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia 

 
Kegiatan Usaha Utama  

Bergerak dalam perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia  
 

Kantor Pusat 
Esa 8 Building, Lantai 10 

Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong 
Tangerang, Banten – 15332 
Telepon: +62 21 3970 2800 

Email: ptesa@esamedika.com 
Website: www.esamedikamandiri.com 

Pabrik 
Pabrik Cikupa 

Jl. Bhumimas V No.12, Talaga, 
Kec. Cikupa, Kabupaten 

Tangerang, Banten 15710 
Telepon: +62 21 3972 0177 

Email:admin@sonnenutamanas.
com 

Pabrik Solo 
Gedung Intercamp Lantai 3 
Jl. Adi Sucipto KM 9.9, Kec. 

Colomadu, Kab. Karanganyar, 
Jawa Tengah 57174 

Telepon: +62 5089 8805 
Email: admin@ptebt.com 

 
 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONSENTRASI PELANGGAN. KETERANGAN 
SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO 
DALAM PROSPEKTUS INI. 

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN 
DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN 
SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI. 

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM 
PERATURAN OJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK 
DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN. 
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A. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Sebelum Dan Sesudah Penawaran Umum 
Perdana Saham  

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 
2026, adalah sebagai berikut 
  

Keterangan 

Nilai Nominal Rp50,- per saham 

Jumlah Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

% 

Modal Dasar 4.300.000.000 215.000.000.000    
Modal Ditempatkan dan Disetor:    
1. Surya Gunawan Widjaja 367.246.000 18.362.300.000 30% 
2. Eddy Lie 176.944.000 8.847.200.000 15% 
3. Andrew Ignatius Widjaja 285.410.000 14.270.500.000 23% 
4. Florian Chris Widjaja 195.200.000 9.760.000.000 16% 
5. Andrian Matthew Widjaja 195.200.000 9.760.000.000 16% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.220.000.000 61.000.000.000 100% 
Saham dalam Portepel 3.080.000.000 154.000.000.000  

 
 
Akta 153/2026 telah (i) memperoleh persetujuan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0012255.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026, (ii) memperoleh  penerimaan pemberitahuan dari 
MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan  Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-
0059037 tanggal 23 Februari 2026 ; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-
0039241.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026.   
 
Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar  522.857.000 (lima 
ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah 
Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan , dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap 
saham, yang mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah 
Penawaran Umum Perdana Saham. 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026  dan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan 
dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp50,- per saham 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

 Jumlah 
Saham  

 Jumlah Nominal 
(Rp)  

 %   Jumlah Saham  
 Jumlah Nominal 

(Rp)  
 %  

Modal Dasar 4.300.000.000 215.000.000.000  4.300.000.000 215.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 
Disetor: 

      

1. Surya Gunawan Widjaja 367.246.000 18.362.300.000 30% 367.246.000 18.362.300.000 21% 
2. Eddy Lie 176.944.000 8.847.200.000 15% 176.944.000 8,847.200.000 10% 
3. Andrew Ignatius Widjaja 285.410.000 14.270.500.000 23% 285.410.000 14.270.500.000 16% 
4. Florian Chris Widjaja 195.200.000 9.760.000.000 16% 195.200.000 9.760.000.000 11% 
5. Andrian Matthew Widjaja 195.200.000 9.760.000.000 16% 195.200.000 9.760.000.000 11% 
6. Kepemilikan mayarakat 

dibawah 5% 
   522.857.000 26.142.850.000 

30% 

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Disetor 

1.220.000.000 61.000.000.000 100% 1.742.857.000 87.142.850.000  

Jumlah Saham Dalam 
Portepel 

3.080.000.000 154.000.000.000  2.557.143.000 127.857.150.000  
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Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri. 
 
B. Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation / ESA)  

 
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 
2026, di buat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“Akta No. 153 tanggal 
23 Februari 2026”), Perseroan mengadakan Program Employee Stock Allocation (“ESA”) sebesar 1,04% (satu 
koma nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini  atau sebesar 
5.447.300 (lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus)  dari Saham Yang Ditawarkan pada saat 
Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan (“Program ESA”). 
 
Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi 
ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan 
ditentukan oleh Perseroan. Saham Penghargaan dalam Program ESA dapat dialokasikan kepada karyawan 
Perseroan sebagaimana diatur dengan ketentuan berikut: 
a. Karyawan tetap dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) yang telah melewati masa 

kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum Tanggal Pencatatan atau tanggal lain yang ditetapkan 
Perseroan; 

b. Karyawan kontrak dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) yang telah melewati masa kerja 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun  sebelum Tanggal Pencatatan atau tanggal lain yang ditetapkan 
Perseroan; 

c. Karyawan yang masih menjalani Masa Persiapan Pensiun (“MPP”) dan MPP aktif; 
d. Karyawan yang tidak sedang dikenakan sanksi administrative; 
e. Karyawan lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar yang 

telah ditetapkan di atas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri. 
 
Karyawan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf e merupakan bagian dari karyawan Perseroan dan 
pelaksanaannya akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 

 
Dalam hal karyawan berhenti dari Perseroan sebelum tanggal distribusi saham dan/atau masa lock-up, maka 
Perseroan akan memberikan instruksi kepada Penjamin Pelaksana Efek untuk mengalihkan alokasi saham 
kepada karyawan lain yang akan ditentukan kemudian. 
 
Hak kepesertaan dalam program ESA akan gugur apabila : 
a. Karyawan berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode lock-up, kecuali apabila karyawan tersebut 

pensiun; 
b. Apabila karyawan terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu lock-up; 
c. Karyawan menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri; 
d. Selama masa lock-up bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka 

hak atas saham dari ESA menjadi gugur. 
e. Saham dari ESA berlaku dan ditujukan kepada ahli waris yang sah menurut hukum apabila karyawan 

meninggal dunia; 
f. Peserta program wajib menandatangani pernyataan dan tunduk pada ketentuan ESA. 
 
Apabila terdapat porsi saham dalam Program ESA yang tidak teralokasikan karena hak dari karyawan telah gugur 
maka Perseroan berhak menentukan peserta Program ESA yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan 
diatas sebagai pengganti penerima hak dari karyawan yang telah gugur. 
 
Setelah lock-up period Program ESA Saham Penghargaan berakhir, karyawan peserta ESA Saham Penghargaan 
dapat melakukan penjualan saham dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. ESA 
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diimplementasikan oleh Perseroan dalam hubungannya dengan Penawaran Umum Perdana dengan 
memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. NOMOR 41 /POJK.04/2020 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara 
Elektronik. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA Saham Penghargaan tidak terbagi 
habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat. 
 
Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga 
pelaksanaan Saham Penghargaan akan sama dengan Harga Penawaran. Direksi dengan ini menunjuk pejabat 
departemen sekretaris perusahaan, departemen sumber daya manusia dan departemen hukum Perseroan untuk 
menjadi pengelola ESA. Ketentuan pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut: 

A. Saham diberikan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan dan atas nama dari masing-masing 
peserta. 

B. Saham Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak 
tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. 

C. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan saham Saham Penghargaan. 
 

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah: 
1. Sebagai bentuk penghargaan dan sebagai bagian dari program total reward kepada karyawan atas 

kontribusinya kepada Perseroan; 
2. Meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat 

meningkatkan nilai Perseroan (shareholder value); dan 
3. Sebagai sarana/media yang dapat digunakan untuk menarik (attract), mempertahankan (retain), dan 

memotivasi (motivate) karyawan dalam meningkatkan shareholder value. 
 
Program kepemilikan saham dilaksanakan bersamaan dengan tanggal Penawaran Umum perusahaan. Alokasi 
Program ESA bagi peserta akan ditetapkan 14 hari sebelum tanggal pendistribusiannya. Pelaksanaan teknis 
pembagian, distribusi dan transaksinya akan ditetapkan dalam surat keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan 
Komisaris. 
 
Jumlah pegawai yang mendapatkan Saham Penghargaan adalah sebanyak 26 orang. 
 
Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham 
Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program 
ESA yang ditetapkan Direksi Perseroan. 
 
Tata Cara Pelaksanaan Program ESA 

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan 
untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-
tindakan administratif yang diperlukan sehubungan dengan Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan 
menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek. 
 
Bagi Peserta Program ESA yang mendapatkan Saham Penghargaan/Penjatahan Pasti, maka Perseroan akan 
melakukan pembayaran dari kas internal Perseroan dengan jumlah penuh atas seluruh saham dalam Program 
ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang 
ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka 
Penawaran Umum dengan jumlah penuh dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) 
masing-masing peserta ESA Saham Penghargaan maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum 
berakhir. 
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Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung dan tanpa 
proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program 
ESA Saham Penghargaan karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan. Perhitungan pengalokasian Saham 
Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan peringkat jabatan, prestasi 
kerja dan masa kerja peserta. 
 
Aspek Perpajakan Program ESA 
Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, 
atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: 

a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 
0,1% dari nilai transaksi. 

b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari 
capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang 
berlaku. 

 
Hak-hak Peserta Program ESA 
Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Penghargaan/Diskon/Penjatahan Pasti 
berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan 
oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan 
hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana 
Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA 
secara proforma menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp50,- per saham 

Sebelum Penawaran Umum Perdana 
Saham 

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan 
Program ESA 

 Jumlah 
Saham  

 Jumlah Nominal 
(Rp)  

 %   Jumlah Saham  
 Jumlah Nominal 

(Rp)  
 %  

Modal Dasar 4.300.000.000 215.000.000.000  4.300.000.000 215.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 
Disetor: 

      

1. Surya Gunawan Widjaja 367.246.000 18.362.300.000 30%       367.246.000          18.362.300.000  21,1% 
2. Eddy Lie 176.944.000 8.847.200.000 15% 176.944.000            8.847.200.000  10,2% 
3. Andrew Ignatius Widjaja 285.410.000 14.270.500.000 23%        285.410.000         14.270.500.000  16,4% 
4. Florian Chris Widjaja 195.200.000 9.760.000.000 16%        195.200.000        9.760.000.000  11,2% 
5. Andrian Matthew Widjaja 195.200.000 9.760.000.000 16%       195.200.000          9.760.000.000  11,2% 
6. Kepemilikan mayarakat 

dibawah 5% 
   

 517.409.700   25.870.485.000  29,7% 

7. ESA     5.447.300   272.365.000  0,3% 

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Disetor 

1.220.000.000 61.000.000.000 100%  1.742.857.000   87.142.850.000  100,0% 

Jumlah Saham Dalam 
Portepel 

3.080.000.000 154.000.000.000   2.557.143.000   127.857.150.000   

 
  
C. Pencatatan Saham di Busa Efek Indonesia  

 
Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di 
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas  
No. S-06951/BEI.PP1/06-2026 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 12 Juni 2026 apabila memenuhi persyaratan 
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pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun 
lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan 
saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham 
Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para 
pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK dan Peraturan No. IX.A.2.  
 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar  
522.857.100 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus) saham biasa atas nama 
yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan  atau mewakili sebesar 30% (tiga 
puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham atas nama 
pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua 
puluh juta) saham biasa  
 
Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebesar 1.742.857.000 (satu 
miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 
100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum 
Perdana Saham. 
 
D. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum   

 
Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai 
konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau 
seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran 
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (lock-up period).  
 
Tidak terdapat pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi 
dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh 
kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan 
Pendaftaran menjadi Efektif. 
 
Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury). 
 
Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan Surat 
No. BIP/CBA/0451/0226 tanggal 13 Februari 2026 terkait Persetujuan Perubahan Syarat dan Kondisi PT Esa 
Medika Mandiri dari PT Bank Ina Perdana Tbk, dan  surat elektronik tertanggal 19 Februari 2026 sehubungan 
dengan pengesampingan pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit 405/2021, dengan 
catatan perubahan kondisi akan dicantumkan dalam adendum perjanjian kredit setelah Penawaran Umum 
Perdana Saham selesai dilaksanakan. 
 
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 45 POJK 45/2024, berdasarkan penetapan pengendali yang disetujui 
oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026, 
pengendali Perseroan adalah Bapak Surya Gunawan Widjaja. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Surya 
Gunawan Widjaja sebagai Pengendali Perseroan menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas 
Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan 
Penawaran Umum Perdana menjadi efektif sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham 
Pengendali PT Esa Medika Mandiri Tbk tanggal 26 Maret 2026. 
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA  
 
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi 
saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 
 
 
1. Sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman 

Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 
 
Perjanjian Kredit Bank Ina Perdana no. 405/BIP-ARB/KMK-TBH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2021 juncto Akta 
Addendum Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Sri Buena, S.H., M.Kn., Notaris 
di Jakarta, yang terbagi dalam 2 (dua) jenis fasilitas yang akan dilakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman dengan 
rincian sebagai berikut : 
 

A. Fasilitas Kredit Modal Kerja - Demand Loan (DL) dengan sublimit fasilitas pinjaman Bank Garansi 

Keterangan  Penjelasan 

Pemberi pinjaman : PT Bank Ina Perdana ("Bank INA") 

Nomor dan tanggal perjanjian : Perjanjian kredit No. 405/BIP-ARB/KMK-B/XII/2021 
tanggal 7 Desember 2021 dengan PT Bank INA Perdana 
Tbk (“Bank INA”) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dan terakhir diubah dengan Akta Addendum 
Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 17 Maret 2026, yang 
dibuat di hadapan Sri Buena, S.H., M.Kn., Notaris di 
Jakarta (“Perjanjian Kredit 405/2021") 

Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja - Demand Loan (DL) dengan sublimit 
fasilitas pinjaman Bank Garansi 

Sifat hubungan Afiliasi : Tidak Terafiliasi 

Nilai pinjaman seluruhnya : Rp. 90.000.000.000,- 

Nilai pinjaman saat ini (per 8 Juni 2026) : Rp. 87.777.117.552,73 

Jumlah pokok pinjaman yang akan 
dibayarkan menggunakan dana Penawaran 
Umum Perdana Saham 

: Rp. 44.877.117.552,73 

Perkiraan sisa pinjaman setelah dibayarkan 
sebagian 

: Rp. 42.900.000.000,- 

Tingkat suku bunga (efektif) : 10,5% p.a. 

Jatuh tempo : 9 Februari 2027 

Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman 
yang akan dibayarkan sebagian 

: Pembiayaan e-katalog dan modal kerja / proyek – proyek 
one off lainnya seperti IDB/World Bank, dll, serta 
penerbitan Bank Garansi untuk penjualan  via e-katalog 
/ project lainnya yang membutuhkan Bank Garansi.  

Riwayat pinjaman yang akan dibayarkan : Kronologi penarikan:  
1. April 2023    : Rp44.000.000.000 
2. Mei 2023   : Rp6.000.000.000 
3. Oktober 2023  : Rp10.000.000.000 
4. Maret 2026    : Rp32.900.000.000 

Prosedur dan persyaratan pelunasan 
dipercepat 

: Menyerahkan surat pemberitahuan tertulis yang tidak 
dapat ditarik kembali sedikitnya 7 hari kerja sebelumnya 

Rencana periode pelunasan : Hingga Agustus 2026 

 
B. Fasilitas Kredit Investasi 

Keterangan  Penjelasan 

Pemberi pinjaman : Bank INA 

Nomor dan tanggal perjanjian : Perjanjian Kredit 405/2021 

Jenis Fasilitas : Kredit Investasi 

Sifat hubungan Afiliasi : Tidak Terafiliasi 

Nilai pinjaman seluruhnya : Rp. 20.000.000.000,- 
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Nilai pinjaman saat ini (per 8 Juni 2026) : Rp. 15.348.485.924,52 

Jumlah pokok pinjaman yang akan 
dibayarkan menggunakan dana Penawaran 
Umum Perdana Saham 

: Rp. 5.122.882.447,27 

Perkiraan sisa pinjaman setelah dibayarkan 
sebagian 

: Rp. 10.225.603.477,25 

Tingkat suku bunga (efektif) : 10,5% p.a. 

Jatuh tempo : 31 Juli 2033 

Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman 
yang akan dibayarkan sebagian 

: Pembangunan pabrik di Cikupa 

Riwayat pinjaman yang akan dibayarkan : Kronologi penarikan:  
1. Agustus 2022   : Rp4.430.676.000 
2. Desember 2022: Rp4.430.676.000 
3. Februari 2023   : Rp4.430.676.000 
4. Maret 2023     : Rp4.430.676.000 
5. Mei 2023     : Rp710.000.000 
6. Juli 2023    : Rp1.420.000.000 

Prosedur dan persyaratan pelunasan 
dipercepat 

: Menyerahkan surat pemberitahuan tertulis yang tidak 
dapat ditarik kembali sedikitnya 7 hari kerja sebelumnya 

Rencana periode pelunasan : Hingga Agustus 2026 

 
Catatan: 
*Sumber dana untuk membayar sisa pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan pada poin A dan B diatas adalah 
menggunakan kas internal Perseroan. 
**Dalam hal terdapat denda/penalti atas rencana pelunasan dipercepat, sumber dana yang akan digunakan oleh 
Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut adalah menggunakan kas internal Perseroan. 
 
Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga untuk melakukan pelunasan dipercepat atas Perjanjian Kredit 
405/2021. Selanjutnya Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan surat permohonan pelunasan dipercepat kepada Bank 
INA sebagai syarat pembayaran dipercepat atas jumlah pokok terutang berdasarkan pinjaman sebagaimana dimaksud. 

 
2. Sekitar 6,4% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam bentuk pembiayaan belanja modal yaitu 

pembangunan gedung pabrik Cikupa dengan rincian sebagai berikut: 
 

Keterangan  Penjelasan 

Alamat Pabrik : Jalan Bhumimas V No. 12, Desa/Kelurahan Talaga, 
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi 
Banten 

Estimasi Biaya yang Dibutuhkan : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp30.251.420.000 

Spesifikasi Lahan : 1.050 m2 di atas SHGB No. 00557/Talaga yang dikuasai 
oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa 
tanggal 2 Oktober 2025 dan Perjanjian Sewa Menyewa 
tanggal 19 Juni 2026. 

Alasan dan Tujuan : Pembangunan gedung pabrik baru dikarenakan 
diperlukannya fasilitas baru terkait dengan produksi produk 
baru Perseroan terkhusus untuk pembuatan clean room 
yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan masing-
masing jenis produk. 

Rencana Pembangunan : Selambat-lambatnya dimulai pada Q4 2026 dan selesai 
pada Q4 2027 

Rencana Penggunaan Pabrik 
untuk kegiatan produksi 

: Q4 2027 

Perkembangan terkini : Dalam proses penyusunan desain dan rancangan teknis 
pembangunan pabrik oleh vendor pembangunan pihak 
ketiga 

Perizinan  : Perusahaan Anak Perseroan yaitu SUN telah memiliki 
PKKPR No.  04032610213603072 tanggal 4 Maret 2026 
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untuk lokasi usaha di Jl. Bhumimas V No. 12, 
Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten 
Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15710.  
 
SUN juga telah melakukan penunjukkan konsultan yang 
akan membantu pengurusan PBG berdasarkan Surat 
Penunjukan Resmi No. 010/SUN/IV/2026 tanggal 15 April 
2026. Lebih lanjut, SUN telah mengajukan permohonan 
PBG sebagaimana didukung dengan dokumen tangkapan 
layar detail permohonan dari website https://simbg.pu.go.id/ 
dengan No. Registrasi 360318-18062026-006, estimasi 
waktu penyelesaian pengurusan PBG pada bulan 
Desember 2026. 
 
Selanjutnya, SUN telah melakukan penunjukan PT Kanaka 
Subur Lestari selaku kontraktor yang akan  membuat 
desain rencana pembangunan pabrik, melakukan 
perhitungan teknis, menyusun dan membuat rancangan 
anggaran biaya (RAB) serta memberikan rekomendasi 
teknis yang diperlukan terkait perencanaan pembangunan 
pabrik di Cikupa berdasarkan Surat Penunjukan No. 
007/SUN/V/2026 tanggal 28 Mei 2026. 

 
Pabrik Cikupa yang akan dibangun, akan digunakan untuk proses produksi produk baru Perusahaan Anak Perseroan 
yakni SUN.   
 

3. Sekitar 72,3% akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan antara lain pembelian barang terkait proyek 
serta pembelian bahan baku/ persediaan dengan rincian sebagai berikut: 
 

a. Sekitar 6,1% akan digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja pembelian barang terkait project softloan. 
 
Project softloan adalah proyek dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) untuk pembelian perlengkapan medis 
dengan menggunakan skema pinjaman dengan bunga rendah dan jangka waktu pengembalian yang lebih lama. 
Proyek ini didanai oleh lembaga internasional dan/atau pemerintah untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, 
peralatan medis, dan program kesehatan masyarakat. 
  

b. Sekitar 93,9% akan digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja terkait pembelian persediaan yakni: 
 

No. Jenis Produk Fungsi Pihak Penjual Hubungan  
Afiliasai 

Nilai Transaksi 

1 Instrumen 
Bedah 

Pembelian persediaan 
instrumen bedah merek 
Medicon oleh Perseroan 
untuk penjualan ke 
customer 

Medicon eG Pihak Ketiga Sekitar 
Rp30.000.000.000,- 

2 Electrosurgical 
Unit 

Pembelian persediaan 
electrosurgical unit 
dengan merek Bowa dari 
SUN untuk penjualan ke 
customer 

PT Sonnen 
Utama 
Nasional  

Pihak Afiliasi Sekitar 
Rp30.000.000.000,- 

3. Lampu Operasi Pembelian persediaan 
lampu operasi dengan 
merek Simeon dari SUN 
untuk penjualan ke 
customer 

PT Sonnen 
Utama 
Nasional  

Pihak Afiliasi Sekitar 
Rp23.000.000.000,- 
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4. Minimally 
Invasive Surgery 
System 

Pembelian persediaan 
Minimally Invasive 
Surgery System dengan 
merek Gimmi untuk 
penjualan ke customer 

Gimmi GmbH Pihak Ketiga Sekitar 
Rp15.000.000.000,- 

5  Benang Bedah Pembelian persediaan 
Benang Bedah dengan 
merek Wego Sutures 
dari EWI untuk penjualan 
ke customer 

PT Esa Wego 
Indonesia 

Pihak Afiliasi Sekitar 
Rp21.400.000.000,- 

6 Electro Cauter Pembelian persediaan 
Electro Cauter dengan 
merek Aspen Surgical 
untuk pemenuhan 
proyek World Bank. 

Aspen Surgical 
Product Inc 

Pihak Ketiga Sekitar 
Rp45.600.000.000,- 

Total 
Sekitar 
Rp165.000.000.000,- 

 
Rencana penggunaan dana sehubungan dengan keperluan modal kerja yang melibatkan pembelian persediaan kepada 
Perusahaan Anak, yakni SUN dan EWI merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020. 
Namun demikian, keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan dengan pihak afiliasi tersebut termasuk dalam 
operational expenditure (OPEX) Perseroan dan merupakan transaksi yang termasuk kegiatan usaha. Sesuai dengan 
ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan dikecualikan dari kewajiban (i) menggunakan penilai untuk 
menentukan nilai wajar dari obyek transaksi afiliasi, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi kepada 
masyarakat, (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (iv) terlebih dahulu 
memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan dengan mengingat transaksi pembelian persediaan merupakan 
kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang 
dan/atau berkelanjutan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk 
memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum pada awal transaksi dan 
(ii) diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. 
 
Apabila nilai dari pembelian persediaan kepada Perusahaan Anak dan pihak ketiga lainnya tersebut mencapai 20% dari 
ekuitas Perseroan, maka transaksi pembelian persediaan tersebut merupakan suatu transaksi material dan Perseroan wajib 
memenuhi ketentuan Peraturan OJK 17/2020. Namun demikian, keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan dengan 
pihak afiliasi dan pihak ketiga tersebut termasuk dalam operational expenditure (OPEX) Perseroan dan merupakan transaksi 
yang termasuk kegiatan usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK 17/2020, Perseroan dikecualikan dari 
kewajiban (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi material, (ii) mengumumkan 
keterbukaan informasi atas transaksi material kepada masyarakat, (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen 
pendukung kepada OJK dan (iv) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan dengan mengingat transaksi 
pembelian persediaan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan 
dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk 
mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. 
 
Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, 
maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan. 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 
("Peraturan OJK 30/2015"), Perseroan  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan realisasi penggunaan dana 
(“LRPD”) yang tunduk kepada ketentuan Peraturan OJK 30/2015. OJK lebih lanjut telah  menerbitkan  Peraturan  OJK  No.  
40  Tahun  2025  tentang  Penggunaan  Dana  Hasil Penawaran Umum (“Peraturan OJK 40/2025”), yang mulai berlaku dan 
akan menggantikan Peraturan OJK 30/2015 pada tanggal 22 Juni 2026. Dengan demikian, Perseroan tunduk pada ketentuan 
Peraturan OJK  40/2025,  yang mana  LRPD wajib disampaikan kepada  OJK  dan  diumumkan  kepada masyarakat melalui 
situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 
Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta  wajib  pula  
dipertanggungjawabkan  pada  RUPS  tahunan Perseroan  sampai  dengan  seluruh  dana  hasil  Penawaran Umum Perdana 
Saham telah direalisasikan. 
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Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka 
sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan 
penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan 
penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS. 

 
Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham 
ini adalah sekitar 4,28714% (empat koma tiga lima enam tiga dua persen)  dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:  

 
1. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 2,27778% (dua koma dua tujuh tujuh tujuh delapan persen)  
2. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,12500% (nol koma satu dua lima nol nol persen)  
3. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,12500% (nol koma satu dua lima nol nol persen)  
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,96442% (nol koma sembilan enam empat empat dua persen) yang 

terdiri dari biaya jasa: 
a) Akuntan Publik sebesar 0,51680% (nol koma lima satu enam delapan nol persen)  
b) Konsultan Hukum sebesar 0,32554% (nol koma tiga dua lima lima empat persen)  
c) Notaris sebesar 0,12208% (nol koma satu dua dua nol delapan persen)   

5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,05900% (nol koma nol lima sembilan nol nol persen) yang terdiri 
dari biaya Jasa Biro Administrasi Efek. 

6. Biaya lain-lain sebesar 0,73594% (nol koma tujuh tiga lima sembilan empat persen) yang antara lain terdiri dari biaya 
pernyataan pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, pencetakan prospektus, iklan surat 
kabar dan kegiatan publikasi lainnya. 

 

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL 
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN 
PASAR MODAL YANG BERLAKU. 
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III. PERNYATAAN UTANG  
 

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025, yang 
diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 
yang telah diaudit. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2025 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan 
sesuai dengan SAK di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan 
global Moore) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian No. 
00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/V/2026 tertanggal 15 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Emanuel Handojo 
Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929). Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan 
mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp 419.424.265.322 yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar 
Rp 312.234.971.868 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 107.189.293.454 dengan rincian sebagai berikut: 

 
(disajikan dalam Rupiah) 

KETERANGAN   31 Desember 2025 

LIABILITAS JANGKA PENDEK    

Utang bank Jangka Pendek 146.430.903.744 

Utang usaha  

Pihak ketiga 116.777.164.239 

Pihak berelasi - 

Utang lain-lain  

Pihak ketiga  6.776.470.801 

Pihak berelasi - 

Uang muka pelanggan 636.186.736 

Beban masih harus dibayar 338.490.040 

Utang Pajak 17.080.659.278 

Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang  

   Utang bank 22.049.139.340 

   Utang pembiayaan konsumen 2.145.957.690 

Jumlah Liabilitas jangka pendek 312.234.971.868 

   

LIABILITAS JANGKA PANJANG  

Utang bank 101.247.490.045 

Utang pembiayaan Konsumen 2.646.408.660 

Liabilitas imbalan kerja karyawan 3.295.394.749 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 107.189.293.454 

JUMLAH LIABILITAS 419.424.265.322 

 
Tidak terdapat syarat dan pembatasan dalam hal pembatasan yang menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham 
dan merugikan pemegang saham publik.  
 
Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut: 
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A. Utang Bank 
Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp269.727.533.929,-. Dengan 
rincian sebagai berikut: 
 

(disajikan dalam Rupiah) 

Uraian Jumlah 

Utang Bank Jangka Pendek  
PT. Bank Ina Perdana Tbk  
Demand Loan  54.653.247.004 
Pinjaman rekening koran 30.563.160.902 
PT.Bank OCBC NISP Tbk  
Healthcare Financing Combine Limit Facility – 3 27.648.551.365 
Healthcare Financing Combine Limit Facility – 1 22.282.000.000 
Fixed Loan 8.000.000.000 
Kredit rekening koran 3.283.944.473 
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek 146.430.903.744 
  
Utang Bank Jangka Panjang  
PT. Bank Ina Perdana Tbk  
Kredit Investasi 16.031.295.481 
PT Bank OCBC NISP Tbk  
Term Loan 1 54.600.000.000 
Term Loan 2 33.942.622.885 
Healthcare Financing Combine Limit Facility – 4 13.408.651.924 
Term Loan 3 4.707.212.324 
EMB CPLA Primary Tanah Kosong 606.846.771 

Jumlah Utang Bank Jangka Panjang 123.296.629.385 

Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun  
PT Bank Ina Perdana Tbk  
  Kredit Investasi 1.596.063.073 
PT Bank OCBC NISP Tbk  
  Term Loan 1 11.700.000.000 
  Term Loan 2 8.146.229.496 
EMB CPLA Primary Tanah Kosong 606.846.771 
Subjumlah 22.049.139.340 

Jumlah Bagian Jangka Panjang 101.247.490.045 

 
Seluruh pinjaman di atas merupakan penarikan dari fasilitas-fasilitas pinjaman terkait yang diperoleh oleh Perseroan sebagai 
berikut :  
 
PT Bank Ina Perdana Tbk 
 
Berdasarkan perjanjian No SPPK/CCB/017/0222 tanggal 04 Februari 2022, Entitas Induk memperoleh fasilitas pinjaman dari PT 
Bank Ina Perdana Tbk. 
 
Perjanjian tersebut telah diamendemen pada tanggal 13 April 2023 melalui perjanjian nomor 11 dengan perubahan pada fasilitas 
kredit menjadi sebagai berikut: 
 
a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp19.148.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 10 tahun.  
b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp43.268.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 

Februari 2030.  
c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.  
d. Demand Loan 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.  
e. Demand Loan 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.  
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f. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp11.439.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 
Februari 2027.  

g. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka 
waktu 6 bulan setelah penerbitan LC.  

h. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 
2024.  

 
Berdasarkan perjanjian Nomor : 295/BIP-ARB/KMK-TBH/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, Entitas Induk dan PT Bank Ina Perdana 
Tbk setuju memperpanjang jangka waktu pinjaman untuk fasilitas PRK, Demand Loan 1 dan Demand Loan 2 sampai dengan 09 
Februari 2025 dan memberikan fasilitas kredit tambahan Demand Loan 3 sebesar Rp10.000.000.000 bersifat non revolving. 
 
Berdasarkan amendemen perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai fasilitas kredit sebagai berikut: 

a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp18.147.939.311. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 10 tahun. 
b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp40.304.608.100. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 

Februari 2030. 
c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai dengan 09 

Februari 2025. 
d. Demand Loan 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 

2025. 
e. Demand Loan 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 

2025. 
f. Demand Loan 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 02 Juli 

2025. 
g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp9.089.448.168. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 

Februari 2027. 
h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki 

jangka waktu 6 bulan setelah penerbitan LC.  
i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 

2024. 
 
Berdasarkan perjanjian Nomor : 538/BIP-ARB/LC-P/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Perusahaan memperpanjang jangka waktu 
fasilitas L/C maksimal 1 tahun sampai dengan 09 Februari 2025. 
 
Berdasarkan perjanjian Nomor : 536/BIP-ARB/KMK-RBH/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, Perusahaan mempunyai fasilitas dan 
jatuh tempo sebagai berikut : 

a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp18.016.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 
Juli 2033. 

b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp39.712.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 
Februari 2030. 

c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai dengan 09 
Februari 2025. 

d. Demand Loan 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 
2025. 

e. Demand Loan 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 
2025. 

f. Demand Loan 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 28 Juni 
2025. 

g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp8.594.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 
Februari 2027. 

h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki 
jangka waktu 1 tahun setelah penerbitan LC. 

i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan  
9 Februari 2024. 

 
Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi oleh debitur yaitu Debt to Equity Ratio maksimal 3. Pada posisi keuangan per 31 
Desember 2025, perusahaan telah memenuhi persyaratan diatas. Tingkat bunga untuk pinjaman KI-1, KI-2, PRK, DL-1, DL-2, 
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DL-3 dan KMKA setiap tahunnya sebesar 10,5% per tahun yang dihitung dari jumlah outstanding pokok fasilitas pinjamannya, 
dengan ketentuan tingkat bunga dapat berubah dan akan ditinjau setiap saat oleh Bank (floating rate). 
 
Berdasarkan perjanjian Nomor: 589/BIP-ARB/KMK-RBH/XI/2024 tanggal 28 November 2024, Perusahaan mempunyai fasilitas 
dan jatuh tempo sebagai berikut: 
 

a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp17.599.524.390. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 
Juli 2033. 

b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp38.822.821.038. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 
Februari 2030. 

c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai dengan 09 
Februari 2025. 

d. Demand Loan 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 
2025. 

e. Demand Loan 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 
2025. 

f. Demand Loan 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 28 Juni 
2025. 

g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp7.835.009.277. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 
Februari 2027. 

h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki 
jangka waktu 1 tahun setelah penerbitan LC. 

i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 
dengan 9 Februari 2024. 

 
B. Utang Usaha 

 
Utang usaha pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp116.777.164.239,-. Dengan rincian sebagai berikut: 

 
(disajikan dalam Rupiah) 

Uraian Jumlah 

Pihak Ketiga  
PT Mulya Husada Jaya 40.001.544.832 
PT Teras Sejahtera Teknik 36.500.000.000 
PT. Polaris Alkes Starindo 7.931.775.600 
PT. Dyrsa International 6.599.081.801 
PT. Unggul Kemala Husada 5.660.855.676 
PT Siemens Healthineers Indonesia 4.930.250.000 
Medtronic 3.390.411.288 
PT. Emiindo Jaya Bersama 3.185.547.973 
PT Mega Andalan Kalasan 2.083.482.009 
S.I.M.E.O.N. Medical Gmbh & Co.KG 1.888.587.161 
PT Besindo Medi Prima 625.580.083 
PT Transmedic Indonesia 255.529.920 
PT Tripatria Andalan Medika 57.465.635 
Lain-lain (di bawah Rp2.000.000.000) 3.667.052.261 

Jumlah Utang Usaha 116.777.164.239 

 
Rincian utang usaha berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut: 

 (disajikan dalam Rupiah) 

Uraian Jumlah 

Rupiah 111.498.165.790 
Dolar USD 3.390.411.288 
EURO 1.888.587.161 
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Jumlah 116.777.164.239 

 
Rincian utang usaha berdasarkan Umur utang usaha adalah sebagai berikut : 

(disajikan dalam Rupiah) 

Uraian Jumlah 

Pihak ketiga  
Belum Jatuh Tempo 24.866.180.094 
Sudah Jatuh Tempo  
1-30 Hari 5.610.524.427 
31-60 Hari 43.987.701.120 
61-90 Hari 1.155.000 
Lebih dari 90 Hari 42.311.603.598 

Jumlah 116.777.164.239 

 
3. Utang Lain-lain Pihak Berelasi 

Per 31 Desember 2025, Perseroan sudah tidak memiliki saldo utang lain-lain pihak berelasi 
(disajikan dalam Rupiah) 

Uraian Jumlah 
Surya Gunawan Widjaja - 
PT. Esa Industri Mandiri - 
Florian Chris Widjaja - 
Lain-lain - 

Jumlah - 
 

4. Utang Lain-lain Pihak Ketiga 
Utang lain-lain pihak ketiga mayoritas merupakan pinjaman dari pihak ketiga sehubungan dengan operasional 
Entitas Anak. 
 

Uraian Jumlah 
Utang lain-lain – Pihak ketiga 6.776.470.801 

Jumlah 6.776.470.801 

 
5. Uang Muka Pelanggan  

Pada tanggal 31 Desember 2025 uang muka pelanggan Rp 636.186.736 merupakan pembayaran yang telah 
diterima dari pelanggan namun belum dipenuhi kewajiban pelaksanaannya oleh Grup, dicatat pada akun “Uang 
muka pelanggan“ pada Laporan Posisi Keuangan konsolidasian. 
 

6. Beban Masih Harus Dibayar 
(disajikan dalam Rupiah) 

Uraian Jumlah 

Beban masih harus dibayar 338.490.040 

Jumlah 338.490.040 

 
7. Utang Pajak 

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 17.080.659.278,-. Dengan 
rincian sebagai berikut:  

(disajikan dalam Rupiah) 

Uraian Jumlah 

Entitas Induk  
Pajak Penghasilan :  
PPh 4 (2) 596.907.342 
PPh 21 5.631.598.974 
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PPh 23 585.685.223 
PPh 25 1.092.279.632 
PPh 29 :   
  2024 357.802.644 
  2025 8.242.426.461 

Subjumlah 16.506.700.276 
  
Entitas Anak  
Pajak Penghasilan :  
PPh 4 (2) 60.463.618 
PPh 21 59.634.863 
PPh 23 105.837.979   
PPh 25 - 
PPh 29 - 
Pajak Pertambahan Nilai 348.022.542 

Subjumlah 573.959.002 

Jumlah  17.080.659.278 

 
8. Liabilitas Imbalan Kerja 

Perseroan menyelenggarakan program imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta kerja No.6/2023 
mengenai imbalan pasca kerja. Perusahaan telah menunjuk aktuaris, yaitu Kantor Konsultan Aktuaria Budi 
Ramdani untuk melakukan perhitungan beban imbalan kerja seperti yang disyaratkan dalam PSAK No. 219 
(revisi 2018), “Imbalan Kerja” per 31 Desember 2025 dengan No Laporan No.1107/PSAK/KKA-BR/I/2026 
tanggal 21 Januari 2026, per 31 Desember 2024 dengan No Laporan No.724/PSAK/KKA-BR/VI/2025 tanggal 
11 Juni 2025 dan per 31 Desember 2023 dengan No Laporan No.723/PSAK/KKA-BR/VI/2025 tanggal 11 Juni 
2025. 

 
Asumsi – asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja Per 31 Desember 
2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: 
 

(disajikan dalam Rupiah) 

Uraian  

Tingkat Bunga Aktuaria 6,79% 
Ekspektasi Hasil Investasi N/A 
Tingkat Kenaikan Gaji 5,00% 
Tabel Mortalita TMI 2019 
Tingkat Cacat 10% TMI IV (2019) 
Tingkat Pengunduran Diri - 
Usia Pensiun Normal 65 
  

 
(disajikan dalam Rupiah) 

Uraian  

Tingkat Bunga Aktuaria 7,13% 
Ekspektasi Hasil Investasi N/A 
Tingkat Kenaikan Gaji 5,00% 
Tabel Mortalita TMI 2019 
Tingkat Cacat 10% TMI IV (2019) 
Tingkat Pengunduran Diri - 
Usia Pensiun Normal 58 
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(disajikan dalam Rupiah) 

Uraian  

Tingkat Bunga Aktuaria 6,73% 
Ekspektasi Hasil Investasi N/A 
Tingkat Kenaikan Gaji 5,00% 
Tabel Mortalita TMI 2019 
Tingkat Cacat 10% TMI IV (2019) 
Tingkat Pengunduran Diri - 
Usia Pensiun Normal 58 
  

 
9. Utang Pembiayaan Konsumen 

 
Saldo utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar  
Rp 4.792.366.350,-. Dengan rincian sebegai berikut: 

(disajikan dalam Rupiah) 

Uraian Jumlah 

Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang 2.145.957.690 
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 
waktu satu tahun 

2.646.408.660 

Jumlah 4.792.366.350 
 

 

 

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS 
INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA 
LIABILITAS MATERIAL YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. 

 

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA 
LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI 
DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH 
TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN. 

 

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 15 JUNI 2026, DAN DARI TANGGAL LAPORAN 
AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN 
PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN 
LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA 
LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI. 

 

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN 
DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN 
KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH 
DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. 

 

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH 
TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN 
PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA 
RESTRUKTURISASI UTANG. 

] 
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SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, 
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE 
COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. 

 

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG 
DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN 
YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK 
PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN 
TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM 
KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM 
RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT. 
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING  
 
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan 
laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang 
tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, calon investor juga harus membaca Bab VI 
Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.  
 
Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian 
Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 
2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, 
telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia.  
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025, 2024, dan 2023 telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global 
Moore) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya 
yang diterbitkan kembali No. 00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/V/2026 tertanggal 15 Juni 2026 dan ditandatangani 
oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0929) 
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2024 dan 2023 sebelum penyajian kembali yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, telah 
diaudit KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang 
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya masing-masing tertanggal 3 Desember 
2025 dan 25 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan 
Publik No. AP 0929) dan Juninho Widjaja (Registrasi No.AP 1029). 
 

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN  

(disajikan dalam Rupiah) 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

ASET    

ASET LANCAR    
Kas dan bank 31.929.503.991 92.552.051.442 12.979.038.237 
Piutang usaha    

Pihak ketiga 61.094.682.358 23.506.645.331 21.989.839.362 
Pihak berelasi 52.743.261.843 82.698.912.883 3.744.950.000 

Piutang lain-lain    
Pihak ketiga 265.520.806 4.869.000.000 891.615.809 

Persediaan 35.152.733.148 53.049.023.890 27.133.051.088 
Uang muka dan beban dibayar dimuka 34.534.186.267 91.646.593.272 15.683.279.215 
Pajak dibayar dimuka 22.115.709.711 22.994.527.204 18.996.801.474 
Setara kas yang dibatasi penggunaannya 48.939.726.212  82.998.871.430 -  

Jumlah Aset Lancar 286.775.324.336 454.315.625.452 101.418.575.185 

ASET TIDAK LANCAR    
Piutang lain-lain    

Pihak berelasi 8.328.073.955 43.339.640.260 19.134.603.638 
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi 
penyusutan sebesar Rp103.844.477.544, 
Rp87.117.442.723 dan Rp69.390.272.397 pada 
tanggal 31 Desember 2025,2024 dan 2023 251.202.559.459 197.440.142.353 168.314.653.233 
Uang Muka 7.336.096.577 12.337.167.100 46.557.698.411 
Investasi pada ventura bersama 5.726.449.603 1.625.819.911 -   
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Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Aset pajak tangguhan - neto 924.188.441 1.187.504.632 1.062.475.437 
Tagihan pajak penghasilan 4.146.469.427 4.146.469.427 4.146.469.427 

Jumlah Aset Tidak Lancar 277.663.837.462 260.076.743.683 239.215.900.146 

JUMLAH ASET 564.439.161.798 714.392.369.135 340.634.475.331 

 
 
LIABILITAS DAN EKUITAS    
LIABILITAS    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Utang bank jangka pendek 146.430.903.744 160.397.910.873 144.473.296.659 
Utang usaha    

Pihak ketiga 116.777.164.239 211.341.705.083 23.528.156.420 
Pihak berelasi -   1.695.250.000 2.918.000.000 

Utang lain-lain    

Pihak ketiga 6.776.470.801 3.517.140.702 6.723.056.000 
Pihak berelasi -   11.995.671.000 16.757.785.992 

Uang muka pelanggan 636.186.736 72.176.275.800 668.418.887 
Beban masih harus dibayar 338.490.040 1.201.901.650 1.388.507.142 
Utang pajak 17.080.659.278 3.805.912.139 2.989.840.613 
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka 
panjang    

Utang bank 22.049.139.340 86.773.517.678 10.759.022.991 
Utang pembiayaan konsumen 2.145.957.690 2.525.536.234 2.665.567.514 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 312.234.971.868 555.430.821.159 212.871.652.218 

LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi 
bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu 
tahun    

Utang bank 101.247.490.045 80.822.514.723 65.625.374.067 

Utang pembiayaan konsumen 2.646.408.660 273.906.108 2.151.071.012 
Liabilitas imbalan kerja karyawan 3.295.394.749 4.492.286.527 3.923.972.010 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 107.189.293.454 85.588.707.358 71.700.417.089 

JUMLAH LIABILITAS 419.424.265.322 641.019.528.517 284.572.069.307 

EKUITAS    
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham 
pada tanggal 31 Desember 2025 dan 
Rp100.000 per saham pada tanggal 31 
Desember 2024 dan 2023 61.000.000.000 40.600.000.000 40.600.000.000 

Saldo laba    
Telah ditentukan penggunaannya 200.000.000 100.000.000 -   
Belum ditentukan penggunaannya 36.429.196.201 21.249.830.358 10.186.436.689 

Revaluasi aset tetap 37.654.727.275 -   -   

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 135.283.923.476 61.949.830.358 50.786.436.689 

Kepentingan Non-pengendali 9.730.973.000 11.423.010.260 5.275.969.335 

JUMLAH EKUITAS 145.014.896.476 73.372.840.618 56.062.406.024 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 564.439.161.798 714.392.369.135 340.634.475.331 

 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN   

(disajikan dalam Rupiah) 
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Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Penjualan Bersih          454.636.079.798 384.934.998.108 172.980.977.744 
Beban Pokok Penjualan          291.208.936.001 249.020.655.533 84.280.349.807 

LABA KOTOR          163.427.143.797 135.914.342.575 88.700.627.937 
Beban penjualan             14.566.874.691 18.388.045.822 20.083.551.665 
Beban umum dan administrasi             82.019.137.957 76.926.954.978 59.463.103.453 

LABA USAHA             66.841.131.149 40.599.341.775 9.153.972.819 

Beban bunga (30.439.198.598)  (29.512.939.201) (22.632.662.378) 
Beban administrasi bank (413.902.196) (1.060.560.633) (943.646.110) 
Selisih kurs - neto                 (387.792.813)  (378.345.284) (95.593.619) 
Pendapatan sewa bangunan                2.610.065.700 2.962.347.924 3.369.449.367 
Pendapatan jasa kirim 415.832.892 495.504.200 2.935.848.000 
Bagian atas laba bersih ventura bersama                4.100.629.692 1.625.819.911 -   
Lain-lain – bersih 362.984.065  (895.315.006)  9.045.866.123 

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN             43.089.749.891 13.835.853.686 833.234.202 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN    
Kini (10.823.029.762)  (2.764.384.249)  (256.533.420) 
Tangguhan 173.147.231 183.441.066 362.719.734 

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN             32.439.867.360 11.254.910.503 939.420.516 

Penghasilan Komprehensif lain    
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 
pada periode berikutnya:    
Liabilitas imbalan kerja karyawan                1.983.924.647  193.833.769  575.680.345  
Efek pajak penghasilan (436.463.422)  (42.643.429)  (126.649.676) 
Surplus revaluasi aset tetap - tanah             37.654.727.275 - - 
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain 39.202.188.500 151.190.340 449.030.669 

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF    71.642.055.860 11.406.100.843 1.388.451.185 

JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA:    
Pemilik Entitas Induk 34.132.250.882 11.008.679.290 939.420.516 

Kepentingan Non-pengendali (1.692.383.522)  246.231.213  -    

Jumlah   32.439.867.360  11.254.910.503 939.420.516 

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG 
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:    

Pemilik Entitas Induk 73.334.093.119 11.163.393.669 1.388.451.185 
Kepentingan Non-pengendali (1.692.037.259) 242.707.174 -  

Jumlah           71.642.055.860  11.406.100.843  1.388.451.185  

LABA PER SAHAM DASAR 27,98 9,02 0,77 

 
RASIO KEUANGAN 

 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Rasio Pertumbuhan (%)    

Penjualan bersih 18,11% 122,53% -6,93% 

Laba kotor 20,24% 53,23% -12,13% 

Laba usaha 64,64% 343,52% -54,04% 

Laba sebelum pajak penghasilan 211,44% 1560,50% -93,90% 

Laba bersih tahun berjalan 188,23% 1098,07% -90,98% 

Total aset -20,99% 109,72% 8,69% 

Total liabilitas -34,57% 125,26% 7,79% 
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Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Total ekuitas 97,64% 30,88% 13,49% 

    

Rasio Usaha (%)    

Laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan bersih 9,48% 3,59% 0,48% 

Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total aset 7,63% 1,94% 0,24% 

Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas 29,71% 18,86% 1,49% 

Laba bersih tahun berjalan terhadap penjualan bersih 7,14% 2,92% 0,54% 

    

Rasio Aktivitas (x)    

Perputaran Persedian  6,60x   6,21x   -    

Perputaran Piutang  3,28x   3,85x   -    

Hari Persedian (Hari)  55   58  -    

Umur Piutang (Hari)  110   94   -    

    

Rasio Keuangan (x)    

Jumlah aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek 0,92x 0,82x 0,48x 

Jumlah liabilitas jangka panjang terhadap jumlah ekuitas 0,74x 1,17x 1,28x 

Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas 2,89x 8,74x 5,08x 

Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset 0,74x 0,90x 0,84x 

Rasio imbal hasil aset (ROA)*) 0,06x 0,02x 0,00x 

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)**) 0,22x 0,15x 0,02x 

Interest Coverage Ratio (ICR)***) 2,47x 1,47x 1,06x 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)****) 1,94x 1,56x 1,26x 
 

Catatan: 
Catatan: 
*) Rasio imbal hasil aset (ROA) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset   
**) Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah ekuitas   
***) Interest coverage ratio adalah adalah EBITDA / (Beban Bunga + Angsuran tetap) 
****) Debt service coverage ratio adalah EBIT dibagi dengan Beban Bunga  

 

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya 
 
Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT 
Bank Ina Perdana Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk, berikut merupakan batas rasio keuangan yang 
dipersyaratkan beserta tingkat pemenuhan oleh Perseroan: 
 

Kreditur Rasio Keuangan Yang 
Dipersyaratkan 

Batas Rasio 
Keuangan 

Nilai 
Penemuhan 

Status 
Pemenuhan 

PT Bank Ina Perdana Tbk Debt to Equity Ratio (DER) Maks 300% 289% Terpenuhi 

PT Bank OCBC NISP Tbk Leverage Ratio Maks 3,50x 2,89x Terpenuhi 

PT Bank OCBC NISP Tbk DSCR Min 1,25x 1,94x Terpenuhi 

PT Bank OCBC NISP Tbk Current Ratio Min 1,00x 0,92x Tidak Terpenuhi 
 

Atas kondisi tidak terpenuhinya syarat Current Ratio pada Bank OCBC, Bank OCBC telah menyampaikan 
acknowledgement melalui surat tertanggal 6 Mei 2026 perihal Surat Pemberitahuan yang dikirimkan ke Perseroan. 
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Laporan Keuangan Perseroan 
beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII dalam Prospektus ini. Laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 
2024, dan 2023 telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan 
standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan 
kembali No. 00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/V/2026 tertanggal 15 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Emanuel 
Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0929). 
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2024 dan 2023 sebelum penyajian kembali yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, telah 
diaudit KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang 
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya masing-masing tertanggal 3 Desember 
2025 dan 25 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan 
Publik No. AP 0929) dan Juninho Widjaja (Registrasi No.AP 1029). 
 
1. UMUM  
 
Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan 
berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama “PT Esa Medika 
Mandiri“ sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 26 Januari 2000, dibuat 
di hadapan Tuti Setiahati K. Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Surat Keputusan No. C-
11.204 HT.01.01.Th. 2000 tanggal 31 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Perseroan Nomor: 975 
Tahun 2001 tanggal 13 Februari 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 
13 tanggal 13 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 975.  
 
Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan 
(“Anggaran Dasar”) telah diubah beberapa kali, terakhir sehubungan dengan rencana Penawaran Umum 
Perseroan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan perubahan Pasal 1 ayat (2) anggaran dasar 
Perseroan berdasarkan Akta No. 202 tanggal 25 Maret 2026. 
 
Kegiatan usaha utama yang saat ini telah dijalankan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini 
diterbitkan adalah di bidang perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia 
(Kode KBLI 46691). 
 
Secara pelaporan komersial, Perseroan menjalankan usaha-usaha tersebut dalam dua segmen usaha yang 
meliputi manufaktur dan distribusi. 
 
2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN 

PERSEROAN  
 

Kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi alat kesehatan. Dalam menjalankan 
kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, yang beberapa diantaranya akan terus 
mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Penjelasan lebih lanjut disampaikan sebagai berikut: 
 
Kemampuan Perseroan dalam mengantisipasi Persaingan Usaha 
Kemampuan Perseroan dalam mengantisipasi persaingan usaha sangat berpengaruh atas penjualan dan 
pemasaran produknya, untuk itu diperlukan penerapan strategi yang tepat guna untuk mengantisipasi persaingan 
usaha dan mengikuti perkembangan yang ada, serta memperluas jaringan pemasaran dan distribusi. 
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Alokasi Anggaran Pemerintah di Bidang Kesehatan 
Penjualan Sebagai Perseroan yang bergerak pada distribusi alat kesehatan untuk pemerintah, dimana anggaran 
Pemerintah terhadap bidang kesehatan berpengaruh penting kepada pendapatan Perseroan yang secara 
langsung berelasi kepada kinerja keuangan Perseroan. Minimnya penjualan kepada Pemerintah pada triwulan 
pertama tahun 2019 dikarenakan sistem penjualannya dilakukan melalui proses pengadaan E-Katalog LKPP atau 
tender, sehingga sudah menjadi siklusnya kalau di triwulan awal tahun hampir selalu belum ada pengadaan. 
 
 
Jumlah Prinsipal dan Portofolio Produk 
Perseroan bekerja sama dengan sejumlah prinsipal terkemuka dalam produksi dan distribusi produk alat 
kesehatan. Hingga saat ini, Perseroan memiliki prinsipal yang berasal dari berbagai negara, mulai dari Asia hingga 
Eropa. Seiring dengan komitmen Perseroan untuk terus melakukan ekspansi di bidang alat kesehatan, termasuk 
produk barang habis pakai, portofolio produk Perseroan terus berkembang sejalan dengan program Pemerintah. 
Perseroan memiliki reputasi yang kuat dan meyakini bahwa Perseroan dapat terus menambah prinsipal baru, yang 
pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan usaha serta kinerja keuangan Perseroan.  
 
Distribusi dan penjualan produk Perseroan 
Perseroan memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di Tangerang, 2 pabrik yang berlokasi di Cikupa dan Solo, serta 
4 kantor perwakilan yang tersebar di Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan. Selain itu, Perseroan memiliki 
tenaga Sales Representative yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga Perseroan mampu 
melakukan distribusi dan penjualan produk secara luas ke seluruh Indonesia. Jaringan distribusi yang luas tersebut 
mendukung kemampuan Perseroan dalam menjangkau pasar nasional, yang pada akhirnya diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, khususnya dari sisi pendapatan. 
 
Persaingan 
Perseroan beroperasi dalam pasar yang tersegmentasi, sehingga tidak memiliki pesaing langsung yang 
menawarkan produk yang sama persis dengan produk Perseroan. Namun demikian, Perseroan menghadapi 
persaingan yang berbeda pada masing-masing lini produk. Beberapa perusahaan yang diyakini Perseroan 
sebagai pesaing utama antara lain PT Jayamas Medica Industri Tbk dan PT Itama Ranoraya Tbk. Tidak satu pun 
dari perusahaan-perusahaan tersebut mendistribusikan produk dan/atau SKU yang identik dengan Perseroan, dan 
Perseroan meyakini bahwa portofolio produk Perseroan lebih luas dibandingkan dengan para pesaingnya. 
 
Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk bersaing di pasar Indonesia serta 
memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain reputasi yang kuat di industri dan keterkaitan Perseroan 
dangan produk-produk berkualitas tinggi, kemitraan dengan merek-merek terkemuka dalam kategori produk  
 
Perseroan, hubungan jangka panjang dengan banyak rumah sakit besar di Indonesia, serta dukungan tim 
manajemen yang berpengalaman di bidang usaha Perseroan. 
 
Namun demikian, Perseroan tetap harus mampu bersaing secara efektif dalam setiap kategori produk dengan 
pelaku usaha lain, baik dari segi kualitas produk dan tingkat layanan maupun dari segi harga 
 

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
 
Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
 
Diterapkan pada tahun 2025 
 
Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2025, relevan bagi Grup 
namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan 
konsolidasian: 
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Amendemen PSAK 117, “Kontrak Asuransi”: Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi 
Komparatif 
PSAK 117 mengatur relaksasi beberapa ketentuan antara lain berupa penambahan pengecualian ruang lingkup, 
penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan 
transisi. PSAK 117 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis 
asuransi dengan yang berasal dari kegiatan investasi. 
 
Amendemen PSAK 221, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”: Kekurangan Ketertukaran 
Ketika kondisi ekonomi suatu negara memburuk, misalnya hiperinflasi, akan menyebabkan kesulitan dalam 
menentukan apakah mata uang negara yang bersangkutan tertukarkan menjadi mata uang lain serta kurs yang 
digunakan ketika mata uang tersebut tidak tertukarkan. Amendemen ini menetapkan cara menilai apakah suatu 
mata uang adalah tertukarkan dan bagaimana menentukan nilai tukar spot jika mata uang tersebut tidak 
tertukarkan. Amendemen ini juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan 
keuangan untuk memahami dampak dari mata uang yang tidak tertukarkan. 
 
Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif 
Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai 
pada atau setelah: 
 
1 Januari 2026 
 
Amendemen PSAK 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 107, “Instrumen Keuangan - Pengungkapan”: 
Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan 
Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan 
liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas (solely payments of principal and interest) 
untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, aset keuangan dengan fitur non-recourse, dan instrumen yang 
terikat secara kontraktual seperti tranche. 
Selain itu, amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi 
pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah 
ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus 
kas kontraktual. 
 
Amendemen PSAK 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” 
tentang Kontrak Yang Mengacu Pada Listrik Bergantung Alam 
Amandemen ini mengubah persyaratan ‘pengunaan sendiri' dan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 serta 
memperkenalkan persyaratan pengungkapan khusus untuk PSAK 107. Ketentuan ini hanya berlaku untuk kontrak 
yang melibatkan variabilitas dalam pembangkit listrik yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak dapat 
dikendalikan, seperti cuaca. Kontrak-kontrak ini dikenal sebagai 'kontrak dengan referensi listrik yang bergantung 
pada alam'. 
 
1 Januari 2027 
 
PSAK 413, “Penurunan Nilai” 
PSAK 413 mengatur tentang penurunan nilai atas aset keuangan syariah dan pengakuan provisi kafalah 
penjaminan risiko kredit. PSAK 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian (expected loss) yang 
mensyaratkan pengakuan penyisihan untuk ekspektasi kerugian penurunan nilai. Perhitungannya mencerminkan 
jumlah tidak bias dan probabilitas tertimbang dan informasi wajar dan tersokong, serta tidak mencerminkan nilai 
waktu atas uang. 
 
PSAK 118, “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan” 
PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan 
mengubah cara entitas melaporkan “laba atau rugi operasional.” PSAK ini menetapkan struktur yang jelas untuk 
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laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak 
penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran 
kinerja tetapan manajemen (UKTM), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen 
atas kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang 
didefinisikan dalam PSAK 118. 
 
PSAK 119, “Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan” 
PSAK 119 adalah standar akuntansi sukarela yang didesain untuk mengurangi persyaratan pengungkapan yang 
ditetapkan dalam PSAK lainnya. Standar ini ditujukan untuk entitas anak yang tidak memiliki akuntabilitas publik, 
yang entitas induknya menyusun laporan keuangan konsolidasi yang tersedia secara publik dan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK), International Financial Reporting Standards (IFRS), atau standar 
akuntansi IFRS lainnya. Anak perusahaan tersebut akan tetap menerapkan persyaratan pengakuan, pengukuran, 
dan penyajian dalam dalam SAK, IFRS, atau standar akuntansi IFRS lainnya, tetapi dapat mengganti persyaratan 
pengungkapan dalam standar tersebut dengan persyaratan pengungkapan yang dikurangi. PSAK 119 berlaku 
untuk anak perusahaan yang memenuhi syarat dan memilih untuk mengadopsi standar ini dalam laporan 
keuangan konsolidasian, tersendiri, atau individual. 
 
Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang 
mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK di atas dan dampak dari penerapan amendemen PSAK 
tersebut pada laporan keuangan konsolidasian belum dapat ditentukan. 
 

4. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
 

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal 31 
Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: 

(disajikan dalam Rupiah) 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

PENJUALAN BERSIH  454.636.079.798 384.934.998.108   172.980.977.744 

BEBAN POKOK PENJUALAN 291.208.936.001 249.020.655.533   84.280.349.807 

LABA KOTOR 163.427.143.797 135.914.342.575 88.700.627.937 

Beban penjualan   14.566.874.691 18.388.045.822   20.083.551.665 
Beban umum dan administrasi 82.019.137.957 76.926.954.978   59.463.103.453 

Jumlah Beban Usaha 96.586.012.648 95.315.000.800   79.546.655.118 
LABA USAHA 66.841.131.149 40.599.341.775   9.153.972.819 

Beban bunga   (30.439.198.598) (29.512.939.201) (22.632.662.378)  
Beban administrasi bank (413.902.196) (1.060.560.633)   (943.646.110) 
Selisih kurs - neto (387.792.813) (378.345.284) (95.593.619) 
Pendapatan sewa bangunan 2.610.065.700 2.962.347.924 3.369.449.367 
Pendapatan jasa kirim 415.832.892 495.504.200 2.935.848.000 
Bagian laba Investasi pada ventura bersama 4.100.629.692 1.625.819.911   - 
Lain-lain bersih 362.984.065 (895.315.006)    9.045.866.123 

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 43.089.749.891 13.835.853.686 833.234.202 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN    
Kini (10.823.029.762) (2.764.384.249) (256.533.420) 
Tangguhan 173.147.231 183.441.066 362.719.734 

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 32.439.867.360 11.254.910.503   939.420.516 

PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN    
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi     

pada periode berikutnya:  
Liabilitas imbalan kerja karyawan 

 
1.983.924.647 

 
193.833.769   

 
575.680.345   

Efek Pajak Penghasilan  (436.463.422) (42.643.429) (126.649.676) 
Laba atas revaluasi tanah – aset tetap 37.654.727.275   

Jumlah Penghasilan Komprehensif lain 39.202.188.500 151.190.340 449.030.669 
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Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 71.642.055.860 11.406.100.843   1.388.451.185 

JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

   

Pemilik Entitas Induk 34.132.250.882 11.008.679.290   939.420.516   
Kepentingan Non-pengendali (1.692.383.522) 246.231.213   - 

JUMLAH 32.439.867.360 11.254.910.503   939.420.516   

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

   

Pemilik Entitas Induk 73.334.093.119 11.163.393.669   1.388.451.185   
Kepentingan Non-pengendali (1.692.037.259) 242.707.174   - 

JUMLAH 71.642.055.860 11.406.100.843   1.388.451.185   

    
Laba Per Saham Dasar 27,98 9,02 0,77 

 
a)  Pendapatan 
 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Pendapatan Perseroan pada tahun 2025 meningkat sebesar 18,1% atau sebesar Rp. 69.701.081.690 menjadi 
Rp 454.636.079.798 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 384.934.998.108. 
Peningkatan pendapatan tersebut selain berasal dari tender IsDB (Islamic Development Program) yang 
dimenangkan Perseroan pada tahun 2024, Perseroan juga memenangkan 2 tender IsDB (Islamic Development 
Program) dengan nilai total 47.411.000.000. pada tahun 2025, dan atas tender tersebut telah dibukukan 
sebagai pendapatan pada tahun 2025. Pada tahun yang sama Perseroan juga memenangkan tender Wold 
Bank (SOPHI - Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000, dan sebesar 
20 % telah dibukukan. 
 
Peningkatan pendapatan Perseroan sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk mengikuti tender-tender  
pengadaan barang kebutuhan rumah sakit. Hal tersebut terlihat dengan di memenangkan 2 tender IsDB 
(Islamic Development Program) dengan nilai total Rp 47.411.000.000. pada tahun 2025, dan tender Wold Bank 
(SOPHI - Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000, 
 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Pendapatan Perseroan pada tahun 2024 meningkat sebesar 122,5% atau sebesar Rp. 211.954.020.364 
menjadi Rp 384.934.998.108 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 172.980.977.744. 
Peningkatan tersebut disebabkan pada tahun 2024 Perseroan memenangkan tender IsDB (Islamic 
Development Program) yaitu program soft loan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan 
untuk pengadaan alat-alat Kesehatan. 
 
Untuk tender yang dimenangkan oleh Perseroan nilainya sebesar Rp. 631.447.380.000 yaitu: 

  

IsDB RS Vertical 3 In 1 - Onkologi : Rp392.223.690.000 

IsDB RS Wahidin Sudirohusodo : Rp239.223.690.000 

Jumlah : Rp631.447.380.000 

 
Peningkatan pendapatan Perseroan sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk mengikuti tender-tender  
pengadaan barang kebutuhan rumah sakit. Hal tersebut terlihat dengan di memenangkan 2 tender IsDB 
(Islamic Development Program) dengan nilai total Rp 631.447.380.000. pada tahun 2024. 
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b) Beban Pokok Pendapatan   
 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2025 meningkat sebesar 16,9% atau sebesar Rp. 42.188.280.468 
menjadi Rp 291.208.936.001 dibandingkan dengan beban pokok pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 
249.020.655.533. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut karena meningkatnya pembelian barang 
untuk kebutuhan tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – 
Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan 
Perseroan yang berasal dari 2 tender IsDB yang dimenangkan Perseroan. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2024 meningkat sebesar 195,5% atau sebesar Rp. 164.750.305.726 
menjadi Rp 249.020.655.533 dibandingkan dengan beban pokok pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 
84.280.349.807. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan pada tahun 2024 Perseroan 
memenangkan 2 tender IsDB yaitu tender IsDB untuk pengadaan barang pada  RS Vertical 3 In 1 – Onkologi 
dan RS Wahidin Sudirohusudo. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan 
yang berasal dari 2 tender IsDB yang dimenangkan.  

       
c) Laba Kotor  

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Laba Kotor pada tahun 2025 meningkat sebesar 20,2% atau sebesar Rp. 27.512.801.222 menjadi Rp 
163.427.143.797 dibandingkan dengan Laba Kotor tahun 2024 sebesar Rp. 135.914.342.575. Peningkatan 
tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada tahun 2025 terutama pendapatan untuk 
tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 dengan nilai  
sebesar Rp. 631.447.380.000. dan tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 47.411.000.000 dan tender World 
Bank (SOPHI - Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia) pada tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp. 
101.700.000.000. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Laba Kotor pada tahun 2024 meningkat sebesar 53,2% atau sebesar Rp. 47.213.714.638 menjadi Rp 
135.914.342.575 dibandingkan dengan Laba Kotor tahun 2023 sebesar Rp. 88.700.627.937. Peningkatan 
tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada tahun 2024 terutama pendapatan untuk 
tender IsDB (Islamic Development Program) yang di menangkan Perseroan dengan nilai sebesar 
631.447.380.000.     

        
d) Laba (Rugi) Sebelum Pajak  
 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada tahun 2025 meningkat sebesar 211,4% atau sebesar Rp. 29.253.896.205 
menjadi Rp 43.089.749.891 dibandingkan dengan Laba (Rugi) Sebelum Pajak tahun 2024 sebesar Rp. 
13.835.853.686. 
 
Peningkatan Laba Sebelum Pajak tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseoran yang berasal 
dari tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs 
Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024 dan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) dengan nilai total 
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Rp 47.411.000.000. pada tahun 2025, serta tender Wold Bank (SOPHI - Strengthening of Primary Healthcare 
in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada tahun 2024 meningkat sebesar 1.560,5% atau sebesar Rp. 13.002.619.484 
menjadi Rp 13.835.853.686 dibandingkan dengan Laba (Rugi) Sebelum Pajak tahun 2023 sebesar Rp. 
833.234.202. 
 

e) Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan  
 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan pada tahun 2025 meningkat sebesar 188,2% atau sebesar Rp. 
21.184.956.857 menjadi sebesar  Rp 32.439.867.360 dibandingkan dengan Laba (Rugi) Periode/Tahun 
Berjalan tahun 2024 sebesar Rp. 11.254.910.503. 
 
Peningkatan Laba Periode / Tahun Berjalan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseoran yang 
berasal dari tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi 
dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024 dan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) dengan 
nilai total Rp 47.411.000.000. pada tahun 2025, serta tender Wold Bank (SOPHI - Strengthening of Primary 
Healthcare in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan pada tahun 2024 meningkat sebesar 1.098,1%  menjadi Rp 
11.254.910.503 dibandingkan dengan Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan tahun 2023 sebesar Rp. 
939.420.516. 
 
Peningkatan Laba Periode / Tahun Berjalan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseoran yang 
berasal dari tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi 
dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024 dengan total nilai tender sebesar Rp. 631.447.380.000. 
 

f) Rugi/Penghasilan Komprehensif Lain  
 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Penghasilan Komprehensif lain tahun 2025 meningkat sebesar 25.829,0% atau sebesar Rp. 39.050.998.160 
dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 151.190.340. Peningkatan tersebut terutama disebabkan 
Surplus atas Revaluasi Aset sebesar Rp. 37.654.727.275, yaitu revaluasi atas aset yang berupa tanah yang 
terletak di Jalan Ir Sukarno, Paramount Serpong, Kavling 3 dan Kavling 5.  
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Penghasilan Komprehensif lain tahun 2024 menurun sebesar 66,3% atau sebesar Rp. 297.840.329 
dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 449.030.669. Penurunan tersebut karena menurunnya 
Pengakuan Kembali Imbal Hasil Pasti dan efek pajak untuk tahun 2024 
 

g) Jumlah Rugi/Laba Komprehensif  
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
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Laba Komprehensif pada tahun 2025 meningkat sebesar 528,1% atau sebesar Rp. 60.235.955.017 menjadi 
Rp 71.642.055.860 dibandingkan dengan Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif tahun 2024 sebesar Rp. 
11.406.100.843. Laba Komprehensif untuk tahun 2025 meningkat karena meningkatnya Laba bersih 
Perseroan dan Surplus Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 37.654.727.275. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Laba Komprehensif pada tahun 2024 meningkat sebesar 721,5% atau sebesar Rp. 10.018.649.658 menjadi 
Rp 11.406.100.843 dibandingkan dengan Jumlah Laba  Komprehensif tahun 2023 sebesar Rp. 1.388.451.185.  
 
Laba Komprehensif untuk tahun 2024 meningkat karena meningkatnya Laba bersih Perseroan tersebut 
disebabkan meningkatnya pendapatan Perseoran yang berasal dari tender IsDB yang dimenangkan 
Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 
2024 dengan total nilai tender sebesar Rp. 631.447.380.000. 

 
5. PERKEMBANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN 
 
Tabel dibawah ini menjelaskan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 
2023 adalah sebagai berikut: 

                                                                                                                                                     (disajikan dalam Rupiah) 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

ASET    

ASET LANCAR    
Kas dan bank 31.929.503.991 92.552.051.442 12.979.038.237 
Piutang usaha    

Pihak ketiga 61.094.682.358 23.506.645.331 21.989.839.362 
Pihak berelasi 52.743.261.843 82.698.912.883 3.744.950.000 

Piutang lain-lain    
Pihak ketiga 265.520.806 4.869.000.000 891.615.809 

Persediaan 35.152.733.148 53.049.023.890 27.133.051.088 
Uang muka dan beban dibayar dimuka 34.534.186.267 91.646.593.272 15.683.279.215 
Pajak dibayar dimuka 22.115.709.711 22.994.527.204 18.996.801.474 
Setara kas yang dibatasi penggunaannya 48.939.726.212  82.998.871.430 -  

Jumlah Aset Lancar 286.775.324.336 454.315.625.452 101.418.575.185 

ASET TIDAK LANCAR    
Piutang lain-lain    

Pihak berelasi 8.328.073.955 43.339.640.260 19.134.603.638 
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi 
penyusutan sebesar Rp103.844.477.544, 
Rp87.117.442.723 dan Rp69.390.272.397 pada 
tanggal 31 Desember 2025,2024 dan 2023 251.202.559.459 197.440.142.353 168.314.653.233 
Uang Muka 7.336.096.577 12.337.167.100 46.557.698.411 
Investasi pada ventura bersama 5.726.449.603 1.625.819.911 -   
Aset pajak tangguhan - neto 924.188.441 1.187.504.632 1.062.475.437 
Tagihan pajak penghasilan 4.146.469.427 4.146.469.427 4.146.469.427 

Jumlah Aset Tidak Lancar 277.663.837.462 260.076.743.683 239.215.900.146 

JUMLAH ASET 564.439.161.798 714.392.369.135 340.634.475.331 

LIABILITAS DAN EKUITAS    
LIABILITAS    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Utang bank jangka pendek 146.430.903.744 160.397.910.873 144.473.296.659 
Utang usaha    

Pihak ketiga 116.777.164.239 211.341.705.083 23.528.156.420 
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Pihak berelasi -   1.695.250.000 2.918.000.000 
Utang lain-lain    

Pihak ketiga 6.776.470.801 3.517.140.702 6.723.056.000 
Pihak berelasi -   11.995.671.000 16.757.785.992 

Uang muka pelanggan 636.186.736 72.176.275.800 668.418.887 
Beban masih harus dibayar 338.490.040 1.201.901.650 1.388.507.142 
Utang pajak 17.080.659.278 3.805.912.139 2.989.840.613 
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka 
panjang    

Utang bank 22.049.139.340 86.773.517.678 10.759.022.991 
Utang pembiayaan konsumen 2.145.957.690 2.525.536.234 2.665.567.514 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 312.234.971.868 555.430.821.159 212.871.652.218 

LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi 
bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu 
tahun    

Utang bank 101.247.490.045 80.822.514.723 65.625.374.067 

Utang pembiayaan konsumen 2.646.408.660 273.906.108 2.151.071.012 
Liabilitas imbalan kerja karyawan 3.295.394.749 4.492.286.527 3.923.972.010 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 107.189.293.454 85.588.707.358 71.700.417.089 

JUMLAH LIABILITAS 419.424.265.322 641.019.528.517 284.572.069.307 

EKUITAS    
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham 
pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp100.000 
per saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 
2023 61.000.000.000 40.600.000.000 40.600.000.000 

Saldo laba    
Telah ditentukan penggunaannya 200.000.000 100.000.000 -   
Belum ditentukan penggunaannya 36.429.196.201 21.249.830.358 10.186.436.689 

Revaluasi aset tetap 37.654.727.275 -   -   

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 135.283.923.476 61.949.830.358 50.786.436.689 

Kepentingan Non-pengendali 9.730.973.000 11.423.010.260 5.275.969.335 

JUMLAH EKUITAS 145.014.896.476 73.372.840.618 56.062.406.024 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 564.439.161.798 714.392.369.135 340.634.475.331 

 
a) Aset Lancar  

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Per tanggal 31 Desember 2025, Aset Lancar Perseroan sebesar Rp 286.775.324.336 menurun sebesar 36,88% 
atau sebesar Rp. 167.540.301.116 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp  
454.315.625.452. Penurunan terbesar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Kas dan Setara Kas menurun sebesar 65,5% atau sebesar Rp. 60.622.547.451 menjadi sebesar Rp.  
31.929.503.991. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang usaha kepada pemasok dan pelunasan 
utang bank pada tahun 2025. 

• Persediaan menurun sebesar 33,7% atau sebesar Rp. 17.896.290.742 menjadi sebesar Rp. 
35.152.733.148. Penurunan tersebut disebabkan telah selesainya pengiriman barang kepada pelanggan 
terutama untuk barang kebutuhan atas tender IsDB. 

• Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka menurun sebesar 62,3% atau sebesar Rp. 57.112.407.005 
menjadi sebesar Rp. 34.534.186.267. Penurunan tersebut disebabkan pengakuan akitva tetap yang 
berupa pembangun pabrik yang terletak di Cikupa Mas yang jumlah keseluruhan pembagunan pabrik 
tersebut dalah sebesar Rp. 33.411.521.962 
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• Setara Kas yang di batasi Penggunaanya menurun sebesar 41,04% atau sebesar Rp. 34.059.145.218 
menjadi sebesar Rp. 48.939.726.212. Penurunan tersebut disebabkan adanya pelunasan hutang kepada 
pemasok dan pelunasan utang bank pada tahun 2025. 

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Per tanggal 31 Desember 2024, Aset  Lancar Perseroan sebesar Rp  454.315.625.452 meningkat sebesar  
347,96%% atau sebesar Rp 352.897.050.267 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar  
Rp  101.418.575.185.  
 
Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Kas dan Setara Kas meningkat sebesar 613,09%atau sebesar Rp. 79.573.013.205  menjadi sebesar Rp.  
92.552.051.442. Peningkatan tersebut disebabkan penerimaan dari pelanggan pada akhir tahun 2024. 

• Piutang Usaha meningkat sebesar 312,69% atau sebesar Rp. 80.470.768.852  menjadi sebesar Rp.  
106.205.558.214. Peningkatan tersebut disebabkan pendapatan Perseroan yang meningkat yang berasal dari 
pendapatan tender untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024. 

• Persediaan meningkat sebesar 95,51% atau sebesar Rp. 25.915.972.802 menjadi sebesar Rp. 
53.049.023.890. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pembelian guna memenuhi telah tender 
yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin 
Sudirohusudo 

• Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka meningkat sebesar 484,36% atau sebesar Rp. 75.963.314.057 
menjadi sebesar Rp. 91.646.593.272. Peningkatan tersebut disebabkan uang muka pembelian barang untuk 
tender untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024. 

• Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya meningkat  Rp. 82.998.871.430. Peningkatan  tersebut 
disebabkan adanya pelunasan dari pelanggan pada akhir tahun 2024.atas pendapatan yang berasal dari 
tender IsDB. 

 
b) Aset Tidak Lancar 

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Per tanggal 31 Desember 2025, Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp  277.663.837.462  meningkat 
sebesar 6,76% atau sebesar Rp. 17.587.093.779  dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar  
Rp  260.076.743.683.  
Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Peningkatan Asset Tetap Perseroan dan Depresiasi penyusutan Aktiva Tetap Perseroan yaitu:  
a) Surplus atas Revaluasi Aktiva Tetap sebesar Rp. 37.654.727.275. untuk Aktiva Tetap Perseroan yang 

berupa tanah yang terletak di Jalan Ir. Sukarno Kav 3-5, Paramount, Gading Serpong, Tangerang, 
Banten. 

b) Reklasifikasi akun dari uang muka menjadi asset tetap atas pembangunan pabrik di Cikupa sebesar 
Rp. 33.411.521.962. 

c) Depresiasi penyusutan Aktiva Tetap sebesar Rp. 20.937.751.667 untuk tahun 2025. 
 

• Selain peningkatan tersebut terdapat akun yang mengalami penurunan yaitu Piutang Lain-Lain – Berelasi 
menurun sebesar 80,78% atau sebesar Rp. 35.011.566.305 menjadi sebesar Rp. 8.328.073.955. 

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Per tanggal 31 Desember 2024, Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp 260.076.743.683  meningkat 8,72% 
atau sebesar Rp. 20.860.843.537  dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 239.215.900.146.  

 
Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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• Akitva Tetap Netto meningkat sebesar 17,3% atau sebesar Rp. 29.125.489.120 menjadi sebesar Rp. 
197.440.142.353. Peningkatan tersebut disebabkan pada akhir tahun 2024, Perseroan melakukan 
perjanjian jual beli untuk membeli 3 unit Rukan yang berada di  Royal Palace Blok A24-26, yang terletak 
di jalan Profesor DR Soetomo, Menteng, Jakarta Selatan. Peningkatan Aset Tetap tersebut menyebabkan 
menurunnya Uang Muka Jangka Panjang sebesar 73,5% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 karena 
reklasifikasi Uang Muka Jangka Panjang menjadi Aset Tetap 

• Piutang Lain-Lain – Berelasi meningkat sebesar 126,5% atau sebesar Rp. 24.205.036.622 menjadi 
sebesar Rp. 43.339.640.260. Peningkatan tersebut disebabkan hutang dari Wego International Capital 
Holding Co. Ltd kepada PT Esa Wego Indonesia, Hutang dari Perseroan kepada Esa Medika Mandiri JV 
Medikor Nusantara Raya, yaitu JO Company yang dibentuk sesuai persyaratan tender IsDB di Makassar. 

• Selain peningkatan tersebut terdapat akun yang mengalami penurunan yaitu Uang Muka menurun sebesar 
73,50% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 menjadi sebesar Rp. 12.337.167.100. Penurunan  tersebut 
karena reklasifikasi Uang Muka menjadi Aset Tetap. 

 
Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Akitva Tetap Netto meningkat sebesar 17,3% atau sebesar Rp. 29.125.489.120 menjadi sebesar Rp. 
197.440.142.353. Peningkatan tersebut disebabkan pada akhir tahun 2024, Perseroan melakukan 
perjanjian jual beli untuk membeli 3 unit Rukan yang berada di  Royal Palace Blok A24-26, yang terletak 
di jalan Profesor DR Soetomo, Menteng, Jakarta Selatan. Peningkatan Aset Tetap tersebut menyebabkan 
menurunnya Uang Muka Jangka Panjang sebesar 73,5% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 karena 
reklasifikasi Uang Muka Jangka Panjang menjadi Aset Tetap 

• Piutang Lain-Lain – Berelasi meningkat sebesar 126,5% atau sebesar Rp. 24.205.036.622 menjadi 
sebesar Rp. 43.339.640.260. Peningkatan tersebut disebabkan hutang dari Wego International Capital 
Holding Co. Ltd kepada PT Esa Wego Indonesia, Hutang dari Perseroan kepada Esa Medika Mandiri JV 
Medikor Nusantara Raya, yaitu JO Company yang dibentuk sesuai persyaratan tender IsDB di Makassar. 

• Selain peningkatan tersebut terdapat akun yang mengalami penurunan yaitu Uang Muka menurun sebesar 
73,50% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 menjadi sebesar Rp. 12.337.167.100. Penurunan  tersebut 
karena reklasifikasi Uang Muka menjadi Aset Tetap. 

 
c) Total Aset  

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Per tanggal 31 Desember 2025, Total Aset Perseroan sebesar Rp 564.439.161.798 menurun  20,99% atau 
sebesar Rp. 149.953.207.337 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 714.392.369.135. 

Penurunan terbesar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Kas dan Setara Kas menurun sebesar 65,5% atau sebesar Rp. 60.622.547.451 menjadi sebesar Rp.  
31.929.503.991. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang usaha kepada pemasok dan pelunasan 
utang bank pada tahun 2025. 

• Persediaan menurun sebesar 33,7% atau sebesar Rp. 17.896.290.742 menjadi sebesar Rp. 
35.152.733.148. Penurunan tersebut disebabkan telah selesainya pengiriman barang kepada pelanggan 
terutama untuk barang kebutuhan atas tender IsDB. 

• Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka menurun sebesar 62,3% atau sebesar Rp. 57.112.407.005 
menjadi sebesar Rp. 34.534.186.267. Penurunan tersebut disebabkan pengakuan akitva tetap yang 
berupa pembangun pabrik yang terletak di Cikupa Mas yang jumlah keseluruhan pembagunan pabrik 
tersebut dalah sebesar Rp. 33.411.521.962 

• Setara Kas yang di batasi Penggunaanya menurun sebesar 41,04% atau sebesar Rp. 34.059.145.218 
menjadi sebesar Rp. 48.939.726.212. Penurunan tersebut disebabkan adanya pelunasan hutang kepada 
pemasok dan pelunasan utang bank pada tahun 2025. 
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Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Per tanggal 31 Desember 2024, Total Aset Perseroan sebesar Rp 714.392.369.135 meningkat 109.7% atau 
sebesar Rp. 373.757.893.804 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 340.634.475.331.  
Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Kas dan Setara Kas meningkat sebesar 613,09%atau sebesar Rp. 79.573.013.205  menjadi sebesar Rp.  
92.552.051.442. Peningkatan tersebut disebabkan penerimaan dari pelanggan pada akhir tahun 2024. 

• Piutang Usaha meningkat sebesar 312,69% atau sebesar Rp. 80.470.768.852  menjadi sebesar Rp.  
106.205.558.214. Peningkatan tersebut disebabkan pendapatan Perseroan yang meningkat yang berasal 
dari pendapatan tender untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 
2024. 

• Persediaan meningkat sebesar 95,51% atau sebesar Rp. 25.915.972.802 menjadi sebesar Rp. 
53.049.023.890. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pembelian guna memenuhi telah tender 
yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin 
Sudirohusudo 

• Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka meningkat sebesar 484,36% atau sebesar Rp. 75.963.314.057 
menjadi sebesar Rp. 91.646.593.272. Peningkatan tersebut disebabkan uang muka pembelian barang 
untuk tender untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024. 

• Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya meningkat  Rp. 82.998.871.430. Peningkatan  
tersebut disebabkan adanya pelunasan dari pelanggan pada akhir tahun 2024.atas pendapatan yang 
berasal dari tender IsDB. 

• Akitva Tetap Netto meningkat sebesar 17,3% atau sebesar Rp. 29.125.489.120 menjadi sebesar Rp. 
197.440.142.353. Peningkatan tersebut disebabkan pada akhir tahun 2024, Perseroan melakukan 
perjanjian jual beli untuk membeli 3 unit Rukan yang berada di  Royal Palace Blok A24-26, yang terletak 
di jalan Profesor DR Soetomo, Menteng, Jakarta Selatan. Peningkatan Aset Tetap tersebut menyebabkan 
menurunnya Uang Muka Jangka Panjang sebesar 73,5% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 karena 
reklasifikasi Uang Muka Jangka Panjang menjadi Aset Tetap 

• Piutang Lain-Lain – Berelasi meningkat sebesar 126,5% atau sebesar Rp. 24.205.036.622 menjadi 
sebesar Rp. 43.339.640.260. Peningkatan tersebut disebabkan hutang dari Wego International Capital 
Holding Co. Ltd kepada PT Esa Wego Indonesia, Hutang dari Perseroan kepada Esa Medika Mandiri JV 
Medikor Nusantara Raya, yaitu JO Company yang dibentuk sesuai persyaratan tender IsDB di Makassar. 
Selain peningkatan tersebut terdapat akun yang mengalami penurunan yaitu Uang Muka menurun sebesar 
73,50% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 menjadi sebesar Rp. 12.337.167.100. Penurunan  tersebut 
karena reklasifikasi Uang Muka menjadi Aset Tetap 

 
d) Liabilitas Jangka Pendek  

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 

 
Per tanggal 31 Desember 2025, Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp. 312.234.971.868 menurun 
sebesar 43,7% atau sebesar Rp. 243.195.849.291 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 
555.430.821.159.  

Penurunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Utang Usaha mengalami penurunan sebesar 45,2% atau sebesar Rp. 96.259.790.844 menjadi sebesar 
Rp. 116.777.164.239. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang usaha Perseroan kepada 
pemasok. 

• Uang Muka Pelanggan menurun sebesar 99,1% atau sebesar Rp. 71.540.089.064 menjadi sebesar Rp. 
636.186.736. Penurunan tersebut karena telah selesainya proses pengiriman barang kepada pelanggan. 

• Utang Bank yang jangka pendek menurun sebesar 31,8% atau sebesar Rp. 78.691.385.467 menjadi 
sebesar Rp. 168.480.043.084. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang bank untuk keperluan 
tender IsDB dengan nilai total tender. 
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Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Per tanggal 31 Desember 2024, Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp. 555.430.821.159 meningkat 
160,9% atau sebesar Rp. 342.559.168.941 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 
212.871.652.218.  

Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Utang Usaha mengalami peningkatan sebesar 705,5% atau sebesar Rp. 186.590.798.663 menjadi 
sebesar Rp. 213.036.955.083. Peningkatan tersebut disebabkan pembelian barang untuk keperluan 
tender IsDB dengan nilai total tender sebesar Rp. 631.447.380.000 

• Uang Muka Pelanggan meningkat sebesar Rp. 71.507.856.913 menjadi sebesar Rp. 72.176.275.800. 
Uang Muka Pelanggan merupakan penerimaan pembayaran untuk barang yang masih dalam proses 
pengiriman. 

• Utang Bank jangka pendek meningkat sebesar 59,23% atau sebesar Rp. 91.939.108.901 menjadi sebesar 
Rp. 247.171.428.551. Peningkatan tersebut disebabkan pinjaman modal kerja untuk pembelian barang 
keperluan tender IsDB dengan nilai total tender sebesar Rp. 631.447.380.000. 

 
e) Liabilitas Jangka Panjang  

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Per tanggal 31 Desember 2025, Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp. 107.189.293.454 
meningkat 25,2% atau sebesar Rp. 21.600.586.096 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 
85.588.707.358, dan peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya Utang Bank yang jatuh tempo lebih dari 
1 tahun, Peningkatan utang Bank tersebut merupakan pinjaman modal kerja untuk tender IsDB yang 
dimenangkan Perseroan pada tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 47.411.000.000.  
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Per tanggal 31 Desember 2024, Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp. 85.588.707.358 meningkat 
19,4% atau sebesar Rp. 13.888.290.269 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 
71.700.417.089 dan peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya Utang Bank untuk pembiayaan 
atas proyek IsDB.  
 

f) Total Liabilitas  
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Per tanggal 31 Desember 2025, Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp 419.424.265.322 menurun sebesar 
34,6% atau sebesar Rp. 221.595.263.195 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 
641.019.528.517.  
Penurunan tersebut disebabkan penurunan pada Liabilitas Jangka Pendek yang dapat diuraikan sebagai 
berikut: 

• Utang Usaha mengalami penurunan sebesar 45,2% atau sebesar Rp. 96.259.790.844 menjadi sebesar 
Rp. 116.777.164.239. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang usaha Perseroan kepada 
pemasok. 

• Uang Muka Pelanggan menurun sebesar 99,1% atau sebesar Rp. 71.540.089.064 menjadi sebesar Rp. 
636.186.736. Penurunan tersebut karena telah selesainya proses pengiriman barang kepada pelanggan. 

• Utang Bank yang jangka pendek menurun sebesar 31,8% atau sebesar Rp. 78.691.385.467 menjadi 
sebesar Rp. 168.480.043.084. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang bank untuk keperluan 
tender IsDB dengan nilai total tender. 
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Selain penurunan Liabilitas Jangka Pendek, Liabilitas Jangka Panjang Perseroan meningkat 25,2% atau 
sebesar Rp. 21.600.586.096 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 disebabkan meningkatnya Utang 
Bank yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, Peningkatan utang Bank tersebut merupakan pinjaman modal kerja 
untuk tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 47.411.000.000. 

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Per tanggal 31 Desember 2024, Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp 641.019.528.517 meningkat 125,3% 
atau sebesar Rp. 356.447.459.210 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 284.572.069.307.  
Peningkatan tersebut disebakan meningkatnya :iabilitas Jangka Pendek yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Utang Usaha mengalami peningkatan sebesar 705,5% atau sebesar Rp. 186.590.798.663 menjadi 
sebesar Rp. 213.036.955.083. Peningkatan tersebut disebabkan pembelian barang untuk keperluan 
tender IsDB dengan nilai total tender sebesar Rp. 631.447.380.000. 

• Uang Muka Pelanggan meningkat sebesar Rp. 71.507.856.913 menjadi sebesar Rp. 72.176.275.800. 
Uang Muka Pelanggan merupakan penerimaan pembayaran untuk barang yang masih dalam proses 
pengiriman. 

• Utang Bank jangka pendek meningkat sebesar 59,23% atau sebesar Rp. 91.939.108.901 menjadi sebesar 
Rp. 247.171.428.551. Peningkatan tersebut disebabkan pinjaman modal kerja untuk pembelian barang 
keperluan tender IsDB dengan nilai total tender sebesar Rp. 631.447.380.000. 

 
Selain itu Liabilitas Jangka Panjang Perseroan meningkat 19,4% atau sebesar Rp. 13.888.290.269 
dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya Utang 
Bank untuk pembiayaan atas proyek IsDB. (Islamic Development Program) yang di menangkan Perseroan 
pada tahun 2024 dengan nilai  sebesar Rp. 631.447.380.000. 
 

g) Ekuitas   
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Per tanggal 31 Desember 2025, Total Ekuitas Perseroan sebesar Rp 145.014.896.476 meningkat sebesar 
97,6% atau sebesar Rp. 71.642.055.858 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 
73.372.840.618. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga Laba 
Bersih Perseroan juga meningkat.   
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Per tanggal 31 Desember 2024, Total Ekuitas Perseroan sebesar Rp 73.372.840.618 meningkat 30,9% atau 
sebesar Rp. 17.310.434.594 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 56.062.406.024. 
Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga Laba Bersih Perseroan 
juga meningkat.   

 
6. ARUS KAS 

 
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan dan produksi benang bedah, pola arus 
kas Perseroan dipengaruhi oleh karakteristik umum industri alat kesehatan, antara lain siklus pengadaan 
rumah sakit, jadwal tender institusi, dan pola realisasi anggaran pelanggan. 
 
Arus kas dari aktivitas operasi berfluktuasi antar periode, terutama dipengaruhi oleh dinamika timing antara 
pembayaran kepada prinsipal dan penerimaan dari pelanggan, serta pola realisasi anggaran pengadaan yang 
cenderung terkonsentrasi pada paruh kedua tahun berjalan. Fluktuasi ini merupakan bagian dari dinamika 
modal kerja yang wajar dalam model bisnis distribusi alat kesehatan, dan Manajemen secara aktif memantau 
posisi modal kerja melalui kombinasi penerimaan operasional dan fasilitas perbankan yang tersedia. 
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Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan komitmen Perseroan dalam pengembangan kapasitas 
produksi dan infrastruktur operasional jangka panjang. Pengeluaran investasi dilakukan secara terencana dan 
disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan bisnis Perseroan, termasuk pengembangan fasilitas produksi di 
Cikupa untuk mendukung peningkatan kapasitas benang bedah. Arus kas dari aktivitas pendanaan 
mencerminkan kebijakan Perseroan dalam mengelola struktur permodalan secara prudent, dengan 
memanfaatkan fasilitas perbankan sebagai sumber likuiditas eksternal untuk mendukung kebutuhan modal 
kerja pada tingkat yang terkendali. 

Secara keseluruhan, pola arus kas Perseroan sejalan dengan karakteristik dan siklus bisnis di sektor alat 
kesehatan. Manajemen senantiasa menjaga kecukupan likuiditas dan secara rutin mengevaluasi posisi modal 
kerja untuk mendukung kelangsungan dan pertumbuhan operasional Perseroan. 

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah 
sebagai berikut: 
                                                                                                                                                     (disajikan dalam Rupiah) 

 
Keterangan 

31 Desember 
2025 2024 2023 

Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan 
untuk) aktivitas operasi 

(7.497.217.920) 71.527.075.654 (54.405.034.814) 

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas 
investasi 

(25.913.053.755) (18.955.045.287) (42.398.227.496) 

Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan 
untuk) aktivitas pendanaan (27.212.275.776) 27.035.181.944 72.420.461.539 
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan bank (60.622.547.451) 79.607.212.311 (24.382.800.771) 
Kas dan bank pada awal periode/tahun 92.552.051.442 12.979.038.237 37.197.479.116 
Kas dan bank entitas anak yang 
terdekonsolidasi - (34.199.106) - 
Kas dan bank entitas anak saat diakuisisi - - 164.359.892 
Kas dan bank pada akhir periode/tahun 31.929.503.991 92.552.051.442 12.979.038.237 

 
 
a) Arus Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi 

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2024.  

Untuk tahun 2025, kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas operasi sebesar Rp7.497.217.920, 
menurun sebesar 110,00% atau sebesar Rp79.024.293.574 dibandingkan periode tahun 2024 kas bersih 
yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp71.527.075.654. Penurunan tersebut terutama 
dikarenakan pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga naik sebesar 96,89% atau sebesar 
Rp156.276.544.612 dari Rp161.296.547.147 di tahun 2024 menjadi Rp317.573.091.759 di tahun 2025. 

 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2023.  

Untuk tahun 2024, kas bersih yang diterima Perseroan dari kegiatan operasi sebesar Rp.71.527.075.654, 

meningkat sebesar 43,20% atau sebesar Rp.125.932.110.468 dibandingkan periode tahun 2023 kas bersih 

yang digunakan untuk kegiatan operasi sebesar Rp.54.405.034.814.  

Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  
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• Penerimaan pelanggan sebesar Rp375.972.086.171 yang meningkat sebesar 139% atau sebesar 

Rp.218.660.782.943 dan penurunan Beban Operasional sebesar 9,84% atau sebesar Rp. 12.272.363.249 

dari Rp. 124.695.366.630 pada tahun 2023 menjadi Rp.136.967.729.879.  

• Pembayaran kepada Pemasok sebesar Rp.161.296.547.147 meningkat sebesar 77,79% atau sebesar 

Rp.70.574.647.681 dibandingkan dengan pembayaran kepada pemasok untuk tahun 2023 sebesar 

Rp.90.721.899.466.  

• Pembayaran Pajak Perseroan sebesar Rp.6.180.733.491 dimana pada tahun 2023 Perseroan 

mendapatkan restitusi pajak sehingga arus kas operasi yang berasal dari pajak sebesar Rp.3.700.928.054  

 
b) Arus Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi  
 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Untuk tahun 2025, kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 25.913.053.755, 
menurun sebesar 36,71% atau sebesar Rp.6.958.008.468 dibandingkan periode tahun 2024 kas bersih yang 
digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp.18.955.045.287 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Untuk tahun 2024, kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi sebesar Rp18.955.045.287, 
menurun sebesar 55,29% atau sebesar Rp.23.443.182.209 dibandingkan periode tahun 2023 kas bersih yang 
digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp.42.398.227.496. Peningkatan tersebut terutama digunakan 
untuk perolehan aktiva tetap, salah satunya untuk pembelian Rukan Royal Palace Blok A24-26, yang terletak 
di jalan Profesor DR Soetomo, Menteng, Jakarta Selatan. 
 

c) Arus Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan 
 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
Untuk tahun 2025, kas bersih Perseroan yang berasal untuk aktivitas pendanaan sebesar  
Rp.27.212.275.776 mengalami penurunan sebesar 200,66% atau sebesar Rp.54.247.457.720 dibandingkan 
periode tahun 2024 kas bersih dari pendanaan yang dibayarkan sebesar Rp.27.035.181.944. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Untuk tahun 2024, kas bersih Perseroan yang berasal dari aktivitas pendanaan deficit sebesar  
Rp.27.035.181.944, mengalami penurunan sebesar 62,67% atau sebesar Rp.45.385.279.595 dibandingkan 
periode tahun 2023 kas bersih dari pendanaan yang diterima sebesar Rp.72.420.461.539. Penurunan 
tersebut karena penempatan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp.82.998.871.430. 
 

7. ANALISIS RASIO KEUANGAN 
 

Keterangan 
31 December 

2025 2024 2023 

Rasio Pertumbuhan (%)    

Penjualan bersih 18,11% 122,53% -6,93% 

Laba kotor 20,24% 53,23% -12,13% 

Laba usaha 64,64% 343,52% -54,04% 
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Laba sebelum pajak penghasilan 211,44% 1560,50% -93,90% 

Laba bersih tahun berjalan 188,23% 1098,07% -90,98% 

Total aset -20,99% 109,72% 8,69% 

Total liabilitas -34,57% 125,26% 7,79% 

Total ekuitas 97,64% 30,88% 13,49% 

    

Rasio Usaha (%)    
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan 
bersih 9,48% 3,59% 0,48% 

Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total aset 7,63% 1,94% 0,24% 

Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas 29,71% 18,86% 1,49% 

Laba bersih tahun berjalan terhadap penjualan bersih 7,14% 2,92% 0,54% 

    

Rasio Aktivitas (X)    

Perputaran Persedian  6,60x   6,21x   -    

Perputaran Piutang  3,28x   3,85x   -    

Hari Persedian (Hari)  55   58  -    

Umur Piutang (Hari)  110   94   -    

    

Rasio Keuangan (X)    
Jumlah aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka 
pendek 0,92x 0,82x 0,48x 

Jumlah liabilitas jangka panjang terhadap jumlah ekuitas 0,74x 1,17x 1,28x 

Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas 2,89x 8,74x 5,08x 

Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset 0,74x 0,90x 0,84x 

Rasio imbal hasil aset (ROA)*) 0,06x 0,02x 0,00x 

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)**) 0,22x 0,15x 0,02x 

Interest Coverage Ratio (ICR)***) 2,47x 1,47x 1,06x 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)****) 1,94x 1,56x 1,26x 
Catatan:            
*) Rasio imbal hasil aset (ROA) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset   
**) Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah ekuitas   
***) Interest coverage ratio adalah adalah EBITDA / (Beban Bunga + Angsuran tetap) 
****) Debt service coverage ratio adalah EBIT dibagi dengan Beban Bunga ****) Debt service coverage ratio adalah EBIT dibagi dengan Beban Bunga  

 
a) Rasio Pertumbuhan 

Perseroan mencatat kinerja yang meningkat signifikan sepanjang tahun 2025 dibandingkan tahun 
sebelumnya. Penjualan bersih tumbuh sebesar 18,11% pada tahun 2025, melanjutkan tren pertumbuhan 
kuat sebesar 122,53% pada tahun 2024, setelah mengalami kontraksi sebesar 6,93% pada tahun 2023. 
Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan volume penjualan serta optimalisasi strategi bisnis Perseroan. 
 
Sejalan dengan peningkatan penjualan, laba kotor meningkat sebesar 20,24% pada tahun 2025, lebih tinggi 
dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam 
menjaga efisiensi biaya pokok penjualan. 
 
Kinerja operasional Perseroan menunjukkan perbaikan yang signifikan, tercermin dari laba usaha yang 
meningkat sebesar 64,64% pada tahun 2025, setelah sebelumnya tumbuh sangat tinggi sebesar 343,52% 
pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh efisiensi operasional dan pengendalian beban usaha. 
Lebih lanjut, laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih tahun berjalan masing-masing meningkat 
sebesar 211,44% dan 188,23% pada tahun 2025, mencerminkan perbaikan profitabilitas yang berkelanjutan. 
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Pada tahun 2023, Perseroan mengalami tekanan kinerja, namun berhasil melakukan turnaround secara 
signifikan pada tahun 2024 dan memperkuat posisi tersebut di tahun 2025. 
 

b) Rasio Usaha 
Rasio usaha Perseroan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023, yang mencerminkan perbaikan kinerja operasional dan 
profitabilitas Perseroan secara berkelanjutan. 
 
Rasio laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan bersih meningkat menjadi 9,48% pada tahun 2025, 
dibandingkan 3,59% pada tahun 2024 dan 0,48% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa 
Perseroan semakin efektif dalam mengelola biaya operasional serta meningkatkan margin usaha seiring 
dengan pertumbuhan pendapatan. 
 
Rasio laba sebelum pajak penghasilan terhadap total aset juga mengalami peningkatan menjadi 7,63% pada 
tahun 2025, dibandingkan 1,94% pada tahun 2024 dan 0,24% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan 
peningkatan efisiensi Perseroan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. 
 
Selanjutnya, rasio laba sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas meningkat menjadi 29,71% pada 
tahun 2025 dari 18,86% pada tahun 2024 dan 1,49% pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa 
tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham mengalami peningkatan yang 
signifikan, sejalan dengan pertumbuhan laba Perseroan. 
 
Rasio laba bersih tahun berjalan terhadap penjualan bersih meningkat menjadi 7,14% pada tahun 2025, 
dibandingkan 2,92% pada tahun 2024 dan 0,54% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan 
kemampuan Perseroan dalam meningkatkan laba bersih melalui efisiensi biaya serta pengelolaan beban 
non-operasional yang lebih baik. 
 

c) Rasio Aktivitas 
 
Perputaran persediaan Perseroan meningkat dari 6,21 kali pada tahun 2024 menjadi 6,60 kali pada tahun 
2025, sementara hari persediaan menurun dari 58 hari menjadi 55 hari. 
 
Perputaran piutang Perseroan mengalami penurunan dari 3,85 kali pada tahun 2024 menjadi 3,28 kali pada 
tahun 2025, dengan umur piutang yang meningkat dari 94 hari menjadi 110 hari. 
 

d) Rasio Keuangan 
Rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 
menunjukkan perbaikan yang signifikan, khususnya dari sisi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. 
 
Rasio jumlah aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek meningkat menjadi 0,92 kali pada tahun 
2025, dibandingkan 0,82 kali pada tahun 2024 dan 0,48 kali pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan 
perbaikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seiring dengan 
pengelolaan modal kerja yang lebih optimal. 
 
Rasio jumlah liabilitas jangka panjang terhadap jumlah ekuitas menurun menjadi 0,74 kali pada tahun 2025, 
dibandingkan 1,17 kali pada tahun 2024 dan 1,28 kali pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan 
berkurangnya ketergantungan Perseroan terhadap pendanaan jangka panjang berbasis utang serta 
perbaikan struktur permodalan. 
 
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas mengalami penurunan signifikan menjadi 2,89 kali pada tahun 
2025, dibandingkan 8,74 kali pada tahun 2024 dan 5,08 kali pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan 
penurunan tingkat leverage serta peningkatan basis ekuitas Perseroan. 
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Selain itu, rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset menurun menjadi 0,74 kali pada tahun 2025, 
dibandingkan 0,90 kali pada tahun 2024 dan 0,84 kali pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa porsi 
pendanaan aset oleh liabilitas semakin menurun. 
 
Dari sisi profitabilitas, rasio imbal hasil aset (Return on Assets/ROA) meningkat menjadi 0,06 kali pada tahun 
2025, dibandingkan 0,02 kali pada tahun 2024 dan 0,00% pada tahun 2023. Sementara itu, rasio imbal hasil 
ekuitas (Return on Equity/ROE) meningkat menjadi 0,22 kali pada tahun 2025, dibandingkan 0,15 kali pada 
tahun 2024 dan 0,02 kali pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan Perseroan yang 
semakin baik dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki. 
 
Dari sisi Leverage, Perseroan mengalami perbaikan dimana Interest Coverage Ratio (ICR) dan Debt Service 
Coverage Ratio (DSCR) mengalami peningkatan menjadi 2,47 kali  dan 1,94 kali dibandingkan dengan tahun 
2024 sebesar 1,47 kali dan 1,56 kali dan tahun 2023 sebesar 1,06 kali dan 1,26 kali. Peningkatan ini 
mencerminkan perusahaan dalam kondisi sehat dimana kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan 
pembayaran angsuran dan bunga pinjaman sangat baik. 
 

8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN 

 
Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk 
modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal disetor, 
penerimaan dari pelanggan dan pinjaman bank. Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan 
dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah. 
 
Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. 
 
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau 
ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan/ penurunan atau penurunan yang 
material terhadap likuiditas Perseroan.  
 
Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan 
pembelanjaan barang modal. Adapun sumber likuiditas internal meliputi:  

• Arus kas operasional, yang berasal dari aktivitas usaha Perseroan. 

• Saldo kas dan setara kas yang tersedia;  
 

Sumber likuiditas eksternal meliputi:  

• Fasilitas kredit perbankan yang masih tersedia dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai 
perjanjian yang berlaku;  

• Potensi fasilitas pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan baru, sesuai dengan kapasitas 
kredit Emiten. 

 
9. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG 

 

Uraian Jumlah 

Utang Bank Jangka Pendek  
PT. Bank Ina Perdana Tbk  
Demand Loan 54.653.247.004 
Pinjaman rekening koran 30.563.160.902 
PT.Bank OCBC NISP Tbk  
Healthcare Financing Combine Limit Facility – 3 27.648.551.365 
Healthcare Financing Combine Limit Facility – 1 22.282.000.000 
Fixed Loan 8.000.000.000 
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Kredit rekening koran 3.283.944.473 
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek 146.430.903.744 
  
Utang Bank Jangka Panjang  
PT. Bank Ina Perdana Tbk  
Kredit Investasi 16.031.295.481 
PT Bank OCBC NISP Tbk  
Term Loan 1 54.600.000.000 
Term Loan 2 33.942.622.885 
Healthcare Financing Combine Limit Facility – 4 13.408.651.924 
Term Loan 3 4.707.212.324 
EMB CPLA Primary Tanah Kosong 606.846.771 

Jumlah Utang Bank Jangka Panjang 123.296.629.385 

Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun  
PT Bank Ina Perdana Tbk  
  Kredit Investasi 1.596.063.073 
PT Bank OCBC NISP Tbk  
  Term Loan 1 11.700.000.000 
  Term Loan 2 8.146.229.496 
EMB CPLA Primary Tanah Kosong 606.846.771 
Subjumlah 22.049.139.340 

Jumlah Bagian Jangka Panjang 101.247.490.045 

 
Seluruh pinjaman di atas merupakan penarikan dari fasilitas-fasilitas pinjaman terkait yang diperoleh oleh Perseroan 
sebagai berikut :  

 
PT Bank Ina Perdana Tbk 

 
Berdasarkan perjanjian No SPPK/CCB/017/0222 tanggal 04 Februari 2022, Entitas Induk memperoleh fasilitas 
pinjaman dari PT Bank Ina Perdana Tbk. 

 
Perjanjian tersebut telah diamendemen pada tanggal 13 April 2023 melalui perjanjian nomor 11 dengan perubahan 
pada fasilitas kredit menjadi sebagai berikut: 

   
a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp19.148.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 10 tahun.  
b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp43.268.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 

dengan 9 Februari 2030.  
c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.  
d. Demand Loan 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.  
e. Demand Loan 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.  
f. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp11.439.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 

dengan 9 Februari 2027.  
g. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini 

memiliki jangka waktu 6 bulan setelah penerbitan LC.  
h. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 

9 Februari 2024.  
 

Berdasarkan perjanjian Nomor : 295/BIP-ARB/KMK-TBH/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, Entitas Induk dan PT Bank 
Ina Perdana Tbk setuju memperpanjang jangka waktu pinjaman untuk fasilitas PRK, Demand Loan 1 dan Demand 
Loan 2 sampai dengan 09 Februari 2025 dan memberikan fasilitas kredit tambahan Demand Loan 3 sebesar 
Rp10.000.000.000 bersifat non revolving. 

 
Berdasarkan amendemen perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai fasilitas kredit sebagai berikut: 
a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp18.147.939.311. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 10 tahun. 
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b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp40.304.608.100. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 
dengan 9 Februari 2030. 

c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai 
dengan 09 Februari 2025. 

d. Demand Loan 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 
09 Februari 2025. 

e. Demand Loan 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 
09 Februari 2025. 

f. Demand Loan 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 
02 Juli 2025. 

g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp9.089.448.168. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 
dengan 9 Februari 2027. 

h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini 
memiliki jangka waktu 6 bulan setelah penerbitan LC.  

i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 
9 Februari 2024. 

 
Berdasarkan perjanjian Nomor : 538/BIP-ARB/LC-P/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Perusahaan memperpanjang 
jangka waktu fasilitas L/C maksimal 1 tahun sampai dengan 09 Februari 2025. 

 
Berdasarkan perjanjian Nomor : 536/BIP-ARB/KMK-RBH/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, Perusahaan mempunyai 
fasilitas dan jatuh tempo sebagai berikut : 
a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp18.016.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 

dengan 31 Juli 2033. 
b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp39.712.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 

dengan 9 Februari 2030. 
c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai 

dengan 09 Februari 2025. 
d. Demand Loan 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 

09 Februari 2025. 
e. Demand Loan 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 

09 Februari 2025. 
f. Demand Loan 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 

28 Juni 2025. 
g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp8.594.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 

dengan 9 Februari 2027. 
h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini 

memiliki jangka waktu 1 tahun setelah penerbitan LC. 
i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 

dengan  
9 Februari 2024. 

 
Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi oleh debitur yaitu Debt to Equity Ratio maksimal 3. Pada posisi keuangan 
per 31 Desember 2025, perusahaan telah memenuhi persyaratan diatas. Tingkat bunga untuk pinjaman KI-1, KI-2, 
PRK, DL-1, DL-2, DL-3 dan KMKA setiap tahunnya sebesar 10,5% per tahun yang dihitung dari jumlah outstanding 
pokok fasilitas pinjamannya, dengan ketentuan tingkat bunga dapat berubah dan akan ditinjau setiap saat oleh Bank 
(floating rate). 

 
Berdasarkan perjanjian Nomor: 589/BIP-ARB/KMK-RBH/XI/2024 tanggal 28 November 2024, Perusahaan 
mempunyai fasilitas dan jatuh tempo sebagai berikut: 

 
a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp17.599.524.390. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 

dengan 31 Juli 2033. 
b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp38.822.821.038. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 

dengan 9 Februari 2030. 
c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai 

dengan 09 Februari 2025. 
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d. Demand Loan 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 
09 Februari 2025. 

e. Demand Loan 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 
09 Februari 2025. 

f. Demand Loan 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 
28 Juni 2025. 

g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp7.835.009.277. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 
dengan 9 Februari 2027. 

h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini 
memiliki jangka waktu 1 tahun setelah penerbitan LC. 

i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 
sampai dengan 9 Februari 2024. 

 
10. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL 

 
Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, belanja 
modal Perseroan sebesar Rp70.589.851.581 sementara itu pada tahun 2024, total belanja modal Perseroan 
adalah sebesar Rp53.764.555.622, pada tahun 2023, total belanja modal Perseroan adalah sebesar 
Rp39.536.515.786, Tabel berikut menunjukkan belanja modal Perseroan untuk periode pada 30 September 
2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. 
 

 
Keterangan 

31 Desember 

2025 2024 2023 

Tanah - 19.794.545.455 - 

Bangunan 33.602.098.962 24.750.000.000 458.252.000 
Peralatan kantor 6.968.184.090 324.765.000 6.934.833.334 
Mesin 14.970.346.158 1.637.141.110 6.500.000 
Kendaraan 6.538.576.684 1.064.855.750 3.516.478.937 
Aset dalam pembangunan 8.510.645.687 6.193.248.307 18.020.451.515 
Aset hak guna bangunan - - 10.600.000.000 

Jumlah belanja modal 70.589.851.581 53.764.555.622 39.536.515.786 

 
Pada tahun buku 2025, Perseroan mencatat peningkatan signifikan pada aset tetap. Kenaikan tersebut 
terutama berasal dari dua faktor utama, yaitu pengakuan surplus revaluasi aset tanah sebesar Rp 
37.654.727.275 serta reklasifikasi uang muka pembangunan gedung menjadi aset tetap bangunan sebesar Rp 
33.411.521.962. 
 
Surplus revaluasi aset tanah mencerminkan penyesuaian nilai tercatat tanah Perseroan ke nilai wajar 
berdasarkan hasil penilaian oleh penilai independen yang berizin. Dengan dilakukannya revaluasi ini, nilai buku 
aset tanah menjadi lebih mencerminkan kondisi pasar terkini, sekaligus memperkuat struktur permodalan 
Perseroan melalui peningkatan ekuitas tanpa menimbulkan arus kas keluar. 
 
Selain itu, Perseroan juga melakukan reklasifikasi atas uang muka pembangunan gedung menjadi aset tetap 
bangunan setelah proyek pembangunan mencapai tahap penyelesaian sesuai dengan kebijakan akuntansi 
yang berlaku. Reklasifikasi sebesar Rp 33.411.521.962 tersebut mencerminkan telah siap digunakannya 
bangunan dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. 
 
Secara keseluruhan, peningkatan aset tetap ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam memperkuat basis 
aset produktif dan meningkatkan kapasitas operasional. Manajemen meyakini bahwa langkah ini akan 
memberikan dampak positif terhadap kinerja Perseroan di masa mendatang, sekaligus meningkatkan kualitas 
dan relevansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 
 
Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki komitmen atas investasi barang modal. 
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11. SEGMEN OPERASI 
Segmen operasi di kategorikan menjadi dua yaitu pemerintah dan bukan pemerintah dengan perincian 
sebagai berikut :  
 

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 

 
                                                                                                                                   (disajikan dalam Rupiah) 

 
31 Desember 2025 

Bukan Pemerintah Pemerintah Total 

Penjualan 17.742.007.863 436.894.071.935 454.636.079.798 
Beban pokok Penjualan 11.364.322.943 279.844.613.058 291.208.936.001 

Hasil Segmen 6.377.684.920 157.049.458.877 163.427.143.797 

Kontribusi per segmen 1,51% 98,49% 100,00% 

 
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 

 
                                                                                                                                   (disajikan dalam Rupiah) 

 
31 Desember 2024 

Bukan Pemerintah Pemerintah Total 

Penjualan 17.317.634.473 367.617.363.635 384.934.998.108 
Beban pokok Penjualan 11.203.056.906 237.817.598.627 249.020.655.533 

Hasil Segmen 6.114.577.568 129.799.765.007 135.914.342.575 

Kontribusi per segmen 4,50% 95,50% 100,00% 

 
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 

 
                                                                                                                                   (disajikan dalam Rupiah) 

 
31 Desember 2023 

Bukan Pemerintah Pemerintah Total 

Penjualan 22.613.455.113 150.367.522.631 172.980.977.744 
Beban pokok Penjualan 11.017.800.524 73.262.549.283 84.280.349.807 

Hasil Segmen 11.595.654.589 77.104.973.348 88.700.627.937 

Kontribusi per segmen 13,07% 86,93% 100,00% 

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024.  
 
Penjualan 
 
Penjualan segmen Bukan Pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp424.373.390 atau 2,45%, dari sebesar 
Rp17.317.634.473 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar 
Rp17.742.007.863 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan ini terutama 
disebabkan oleh menurunnya permintaan alat alat kesehatan dari Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2025  
 
Penjualan segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp 69.276.708.300 atau 18,84%, dari sebesar 
Rp 367.617.363.635 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 
436.894.071.935 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan ini terutama 
disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic Development 
Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024, dan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) 
pada tahun 2025 dengan nilai total Rp 47.411.000.000, serta tender Wold Bank (SOPHI - Strengthening of 
Primary Healthcare in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000 yang telah diakui sebagai pendapatan sebesar 
20% pada tahun 2025.  

Kontribusi terhadap penjualan dan laba usaha 
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Kontribusi Hasil segmen Bukan Pemerintah mengalami penurunan sebesar 2,99%, dari sebesar 4,50% pada 
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar 1,51% pada periode yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pada pendapatan Segmen Bukan 
Pemerintah yang disebabkan karena menurunnya permintaan alat alat kesehatan dari Segmen Bukan 
Pemerintah pada tahun 2025 
 
Kontribusi Hasil segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 2,99%, dari sebesar 95,50% pada periode 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar 98,49% pada periode yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2025. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan pada pendapatan Segmen Pemerintah yang 
disebabkan karena oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic 
Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024, dan 2 tender IsDB (Islamic 
Development Program) pada tahun 2025 dengan nilai total Rp 47.411.000.000, serta tender Wold Bank 
(SOPHI - Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000 yang telah diakui 
sebagai pendapatan sebesar 20% pada tahun 2025. 

 
Profitabilitas 
 
Hasil Segmen Bukan Pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp3.649.535.677 atau 59,69%, dari sebesar 
Rp 6.114.577.568 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 
2.465.041.891 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan ini sejalan dengan 
penurunan Pendapatan Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2024, yang terutama disebabkan oleh 
menurunnya permintaan alat alat kesehatan dari Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2025 
 
Hasil Segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp31.162.336.899 atau 24,01%, dari sebesar Rp 
129.799.765.007 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar 
Rp160.962.101.906 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan ini sejalan 
dengan penurunan Pendapatan Segmen Pemerintah pada tahun 2024, yang terutama disebabkan oleh 
meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic Development Program) yang 
dimenangkan Perseroan pada tahun 2024, dan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) pada tahun 
2025 dengan nilai total Rp 47.411.000.000, serta tender Wold Bank (SOPHI - Strengthening of Primary 
Healthcare in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000 yang telah diakui sebagai pendapatan sebesar 20% 
pada tahun 2025. 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
 
Pendapatan 
 
Penjualan segmen Bukan Pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp5.295.820.640 atau 23,42%, dari 
sebesar Rp 22.613.455.113 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 
17.317.634.473 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perubahan ini terutama 
disebabkan oleh menurunnya permintaan alat alat kesehatan dari Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2025. 
 
Penjualan segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp 217.249.841.004 atau 144,48%, dari sebesar 
Rp 150.367.522.631 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 
367.617.363.635 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perubahan ini terutama 
disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic Development 
Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024. 
 
Kontribusi terhadap pendapatan dan laba usaha 
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Kontribusi Hasil segmen Bukan Pemerintah mengalami penurunan sebesar 8,57%, dari sebesar 13,07% pada 
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar 4,50% pada periode yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pada pendapatan Segmen Bukan 
Pemerintah yang disebabkan karena menurunnya permintaan alat alat kesehatan dari Segmen Bukan 
Pemerintah pada tahun 2025 
 
Kontribusi Hasil segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 8,57%, dari sebesar 86,93% pada periode 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar 95,50% pada periode yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan pada pendapatan Segmen Pemerintah yang 
disebabkan karena oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic 
Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024. 
 
Profitabilitas 
 
Hasil Segmen Bukan Pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp5.481.077.021 atau 47,27%, dari sebesar 
Rp 11.595.654.589 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 
6.114.577.568 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perubahan ini sejalan dengan 
penurunan Pendapatan Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2024, yang terutama disebabkan oleh 
menurunnya permintaan alat alat kesehatan dari Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2025 
 
Hasil Segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp 52.694.791.659  atau 68,34%, dari sebesar Rp 
77.104.973.348 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 
129.799.765.007 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perubahan ini sejalan dengan 
penurunan Pendapatan Segmen Pemerintah pada tahun 2024, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya 
pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan 
Perseroan pada tahun 2024. 
 

12. PENINGKATAN YANG MATERIAL 
 
Per tanggal 31 Desember 2025, Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tercatat sebesar Rp 107.189.293.454, 
meningkat sebesar 25,2% atau Rp 21.600.586.096 dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 
85.588.707.358. Peningkatan material tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya utang bank 
dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun. 
 
Penambahan fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh Perseroan digunakan untuk membiayai 
pembiayaan jangka menengah dan panjang termasuk untuk pengembangan usaha dan memperkuat 
struktur permodalan. 
 
Per tanggal 31 Desember 2025, Total Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp 145.014.896.476, meningkat 
signifikan sebesar 97,6% atau Rp 71.642.055.858 dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 
73.372.840.618. Peningkatan material tersebut terutama didorong oleh membaiknya kinerja operasional 
Perseroan yang tercermin dari meningkatnya pendapatan, sehingga menghasilkan pertumbuhan laba 
bersih pada periode berjalan. 
 
Kenaikan laba bersih tersebut memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan posisi ekuitas 
Perseroan, mencerminkan kinerja usaha yang solid serta memperkuat struktur permodalan serta 
mendukung ekspansi dan keberlanjutan usaha Perseroan di masa mendatang. 
 

13. PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN PENGALIHAN DANA OLEH PERUSAHAAN 
ANAK 
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Tidak terdapat hambatan struktural maupun regulatori yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk 
menerima arus dana dari Perusahaan Anak. 
 
 

14. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN 
Pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Meskipun 
demikian, Perseroan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari risiko fluktuasi nilai tukar 
karena kontrak-kontrak dengan pemasok dan harga beberapa peralatan yang diimpor oleh Perseroan 
mengacu pada mata uang asing.  
 
Kebijakan moneter, yaitu pada Desember 2025 Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat bunga BI 7-
Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75% dan suku 
bunga lending facility sebesar 5,50%. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah 
dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan mempertahankan tingkat bunga dari 
BI dapat memengaruhi laba Perseroan dan Perusahaan Anak. 
 

15. DAMPAK PERUBAHAN HARGA, INFLASI, DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP PENDAPATAN 
PERSEROAN 

 
Tidak terdapat dampak yang signifikan dari dampak perubahan harga, inflasi, dan kurs valuta asing 
terhadap pendapatan perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir. 
 

 

16. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Beban bunga   (30.439.198.598) (29.512.939.201) (22.632.662.378)  

 
Beban bunga Perseroan merupakan bagian dari beban lain-lain yang timbul sehubungan dengan 
penggunaan fasilitas pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang digunakan untuk 
mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan. 
 
Beban bunga Perseroan meningkat menjadi sebesar Rp30.439.198.598 pada tahun 2025, dibandingkan 
sebesar Rp29.512.939.201 pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar sekitar 3,14%. 
Sebelumnya, beban bunga juga meningkat dari sebesar Rp22.632.662.378 pada tahun 2023 menjadi 
Rp29.512.939.201 pada tahun 2024, atau naik sebesar sekitar 30,40%. 
 
Peningkatan beban bunga pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh masih adanya saldo pinjaman 
berbunga yang digunakan untuk mendukung ekspansi dan kebutuhan pendanaan Perseroan. Sementara 
itu, peningkatan yang lebih signifikan pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah 
pinjaman serta dampak dari kenaikan suku bunga. 
 

17. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) TAHUN BUKU TERAKHIR 
 
Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir. 

 
18. INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN 

PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP 
 
Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi 
dan isu lingkungan hidup. 
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VI. FAKTOR RISIKO 
 
Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada 
gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham 
Perseroan. Dalam menentukan Perseroan yang akan diinvestasikan, calon investor harus berhati-hati serta teliti 
dalam melihat risiko-risiko yang akan dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum 
memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. 
 
Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material 
bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar 
hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum 
dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, 
kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. 

 
A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA 

PERSEROAN 
 

1. Risiko Konsentrasi Pelanggan   
 
Perseroan bergerak di bidang distribusi dan manufaktur alat kesehatan, dengan sebagian besar penjualan saat 
ini ditujukan kepada instansi pemerintah. Oleh karena itu, Perseroan menghadapi risiko konsentrasi pelanggan 
di sektor kesehatan. Risiko ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan apabila terjadi 
pengurangan anggaran belanja kesehatan pemerintah. 
 

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG 
YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 
 
1.  Risiko Regulasi dan Perizinan 

 
Perseroan menghadapi risiko terkait perubahan regulasi di bidang kesehatan, termasuk ketentuan dari 
Kementerian Kesehatan serta standar internasional, mengingat distribusi alat kesehatan di Indonesia 
mensyaratkan kepemilikan sertifikasi seperti Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara 
Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB). Keterlambatan, kegagalan dalam memperoleh dan 
memperpanjang, maupun ketidakpatuhan terhadap izin edar dan sertifikasi dapat menghambat distribusi 
produk dan berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.  

 
2. Risiko sebagai perusahaan distribusi independen yang bergantung pada prinsipal untuk sebagian 

besar produk yang dipasarkan dan didistribusikan di Indonesia. 
 
Dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi alat kesehatan, PT EMM bergantung pada sejumlah 
prinsipal. Perjanjian kerja sama dengan para prinsipal pada umumnya bersifat eklusif dengan jangka waktu 
antara 1 hingga 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak melalui proses negosiasi 
atau lelang ulang. Apabila jangka waktu perjanjian tersebut berakhir, tidak terdapat jaminan bahwa setiap 
prinsipal akan memperpanjang kerja sama dengan PT EMM atau bahwa pembaruan perjanjian akan dilakukan 
dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya. 
 
Beberapa perjanjian dengan prinsipal signifikan juga memberikan hak kepada prinsipal untuk mengakhiri kerja 
sama secara sepihak. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa para prinsipal tidak akan menunjuk distributor 
lain, yang dapat meningkatkan tingkat persaingan serta berpotensi menurunkan penjualan dan pangsa pasar 
PT EMM. Terjadinya salah satu atau seluruh risiko tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan 
usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan. 
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3. Risiko Tidak Adanya Kontrak Penjualan Jangka Panjang dan Perubahan Hubungan dengan Pelanggan 
 
Kegiatan penjualan Perseroan pada umumnya tidak didasarkan pada kontrak penjualan jangka panjang, 
khususnya untuk penjualan melalui E-Katalog LKPP. Kondisi ini menyebabkan Perseroan tidak memiliki 
kepastian pendapatan yang telah terjamin untuk periode beberapa tahun ke depan.  
 
Selain itu, apabila terjadi perubahan hubungan dengan pelanggan, termasuk akibat ketidakpuasan pelanggan 
utama yang kemudian mengalihkan pembelian ke produk lain, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap 
kegiatan usaha Perseroan, terutama terhadap pendapatan Perseroan. 
 

4. Risiko Pasokan Bahan Baku  
 
Sebagian bahan baku dan komponen utama masih bergantung pada pemasok impor. Gangguan rantai pasok, 
fluktuasi harga, atau keterlambatan pengiriminan dapat mengganggu porses produksi serta meningkatkan 
biaya produksi. Selain itu, salah satu rencana Perseroan dalam pengembangan kegiatan usahanya adalah 
pengembangan produk barang habis pakai, yang proses produksinya sangat bergantung pada ketersediaan 
bahan baku. Keterlambatan pengirman bahan baku berpotensi menghambat proses produksi, yang pada 
akhirnya dapat menyebabkan target penjualan Perseroan tidak tercapai dan berdampak pada kenerja 
Perseroan. 

 
5. Risiko Persaingan 

 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dengan berbagai perusahaan 
yang bergerak di bidang distribusi maupun manufaktur alat kesehatan di Indonesia. Persaingan tersebut 
meliputi aspek kualitas dan variasi produk, harga, layanan purna jual, jaringan distribusi, serta hubungan 
dengan prinsipal dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan dari 
perusahaan yang memiliki jaringan distribusi yang luas, kemampuan finansial yang lebih besar, atau hubungan 
yang lebih lama dengan rumah sakit maupun instansi pemerintah. Intensitas persaingan yang meningkat dapat 
berpotensi menimbulkan tekanan terhadap harga jual, margin usaha, serta pangsa pasar Perseroan yang pada 
akhirnya dapat berdampak terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan. 
 

6. Risiko Operasional dan Produksi 
 

Gangguan operasional seperti kerusakan mesin dan kegagalan sistem dapat menghentikan sementara 
kegiatan produksi dan mengganggu pemenuhan pesanan pelanggan. Kondisi tersebut berpotensi 
meningkatkan biaya operasional, menurunkan tingkat pelayanan akibat keterlambatan, serta berdampak 
terhadap kinerja Perseroan. Selain itu, apabila terjadi ketidaksempurnaan dalam proses produksi, Perseroan 
dapat menanggung tambahan biaya produksi karena produk yang dihasilkan tidak dapat dijual. 

 
7. Risiko Kerja Sama dengan Pihak External 

 
Salah satu entitas anak Perseroan, yaitu PT Sinar Surya Nasional, melalui kepemilikan sebesar 55% pada PT 
Esa Wego Indonesia, memiliki kerja sama joint venture dengan pihak eksternal untuk kegiatan produksi benang 
jarum. Sehubungan dengan struktur kerja sama tersebut, Perseroan menghadapi risiko yang melekat pada joint 
venture, termasuk namun tidak terbatas pada perbedaan kepentingan atau kebijakan strategis dengan mitra 
usaha, potensi perselisihan, ketergantungan terhadap kontribusi operasional dan teknologi dari mitra, serta 
risiko tidak tercapainya target produksi dan kinerja keuangan. Apabila risiko-risiko tersebut terjadi dan tidak 
dapat dikelola dengan baik, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kinerja 
keuangan Perseroan secara keseluruhan. 
 

8. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 
 



 

 

  
 

72 
 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat melakukan investasi maupun 
aksi korporasi sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha, termasuk pengembangan fasilitas produksi, 
penambahan lini produk alat kesehatan, kerja sama strategis dengan prinsipal internasional, maupun investasi 
pada entitas anak atau proyek usaha baru. Kebutuhan pendanaan atas inisiatif tersebut pada umumnya 
bersumber dari kas Perseroan, arus kas operasi, serta sumber pendanaan lainnya yang dialokasikan  
elalui belanja modal dan anggaran korporasi. 
 
Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa setiap investasi atau aksi korporasi yang dilakukan akan 
memberikan hasil sesuai dengan rencana dan harapan Perseroan. Apabila realisasi investasi atau aksi 
korporasi tersebut tidak berjalan sebagaimana direncanakan, Perseroan berpotensi menghadapi dampak 
terhadap kondisi keuangan dan operasional, termasuk peningkatan kebutuhan pendanaan, tekanan terhadap 
arus kas, penurunan tingkat pengembalian investasi, serta potensi gangguan terhadap kegiatan usaha 
Perseroan. 
 

9. Risiko Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturang Perundang-undangan yang berlaku dalam 
Industrinya 
 
Industri alat kesehatan di Indonesia merupakan industri yang diatur secara ketat oleh pemerintah, khususnya 
terkait dengan perizinan usaha, registrasi alat kesehatan, standar mutu produk, serta kegiatan produksi dan 
distribusi alat kesehatan yang berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 
Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif, pembatasan kegiatan usaha, penarikan produk dari pasar, 
hingga pencabutan izin usaha.  
 

10. Risiko Perubahan Teknologi 
 
Industri alat kesehatan merupakan industri yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi medis. 
Perubahan teknologi yang cepat dapat menyebabkan produk alat kesehatan yang dipasarkan oleh Perseroan 
menjadi kurang kompetitif apabila terdapat teknologi baru yang lebih canggih, efisien, atau memiliki fitur yang 
lebih sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perkembangan 
teknologi tersebut, maka hal ini dapat mempengaruhi daya saing produk Perseroan di pasar serta berpotensi 
berdampak terhadap permintaan produk dan kinerja usaha Perseroan. 
 

11. Risiko Sumber Daya Alam 
 
Kegiatan usaha Perseroan tidak secara langsung bergantung pada ketersediaan sumber daya alam tertentu. 
Namun demikian, Perseroan tetap memiliki ketergantungan terhadap ketersediaan bahan baku, komponen, 
serta rantai pasok global yang digunakan dalam produksi atau pengadaan alat kesehatan yang dipasarkan oleh 
Perseroan. Gangguan terhadap ketersediaan bahan baku atau komponen tersebut, termasuk yang disebabkan 
oleh perubahan kondisi ekonomi global, gangguan logistik, fluktuasi nilai tukar, maupun kebijakan perdagangan 
internasional, dapat mempengaruhi ketersediaan produk serta meningkatkan biaya pengadaan yang pada 
akhirnya dapat berdampak terhadap kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan. 
 

C. RISIKO UMUM 
 

1. Risiko Kondisi Politik Indonesia 
 
Seluruh pendapatan Perseroan saat ini berasal dari kegiatan usaha yang dijalankan di Indonesia. Tidak 
terdapat kepastian bahwa kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia akan tetap stabil di masa 
mendatang. Berbagai risiko yang terkait dengan perekonomian Indonesia dapat berdampak terhadap 
kegiatan usaha Perseroan, antara lain:  
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• Ketidakpastian politik, sosial, dan ekonomi 

• Perubahan kebijakan Pemerintah 

• Kualitas sumber daya manusia 
 

2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing 
 
Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang. Sebagian bahan 
baku Perseroan didatangkan secara impor, sehingga penguatan maupun penurunan nilai tukar mata uang 
asing dapat memengaruhi harga perolehan bahan baku. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya 
produksi yang dapat berdampak terhadap margin keuntungan serta kinerja keuangan Perseroan. 
 

3. Risiko Perekonomian Makro dan Global 
 
Risiko-risiko terkait dengan kondisi perekonomian makro dan global adalah sebagai berikut: 
 
a. Ketidakstabilan ekonomi, social, dan politik; 
b. Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah; 
c. Perang, terorisme, demonstrasi besar-besaran dan konflik domestik lainnya;  
d. Kebijakan Pemerintah; 
e. Perubahan rezim politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan; dan 
f. Ketidakpastian Perdagangan internasional 
 
Risiko-risiko di atas dapat mempengaruhi permintaan dan harga produk-produk Perseroan. Perseroan 
tentunya tidak dapat menghindari risiko-risiko tersebut.  
 

4. Risiko Persaingan Usaha secara Domestik  
 
Pesatnya perkembangan industri alat kesehatan secara global dan domestik berpotensi meningkatkan tingkat 
persaingan di dalam industri alat kesehatan di Indonesia. Kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya 
persaingan yang semakin ketat, baik dari sisi harga, kualitas produk, maupun inovasi.  
 
Persaingan harga yang meningkat dapat menekan margin keuntungan dan berpotensi menyebabkan 
penurunan pendapatan Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja usaha dan 
keuangan Perseroan.  
 

5. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah  
 
Hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan 
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan 
kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas 
peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan 
terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat 
berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi 
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, 
termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.  
 

6. Risiko Gugatan Hukum 
 
Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak termasuk pemilik proyek, 
masyarakat sekitar maupun karyawan Perseroan. Perseroan selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan 
usahanya sesuai dengan ketentuan, persyaratan, dan peraturan yang berlaku. Namun tidak menutup 
kemungkinan Perseroan akan mendapat tuntutan atau gugatan hukum dari pihak-pihak tersebut. Setiap 
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tuntutan atau gugatan hukum akan memiliki potensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tersebut termasuk 
Perseroan.  
 

7. Risiko Kepatuhan Terkait Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha 
Perseroan 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau 
peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, jika perubahan dalam peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia dapat menghadirkan risiko bagi Perseroan, terutama jika Perseroan tidak 
memahami atau tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. 
 

8. Risiko Terjadinya Bencana Alam 
 
Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk 
namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana 
alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif pada 
kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. 

 
D. RISIKO BAGI INVESTOR 

 
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham 

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham 
Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas 
pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder, jumlah saham yang terbatas, 
serta kondisi Pasar modal Indonesia dan global selain dari kinerja operasional dan keuangan Perseroan. 
Tidak ada kepastian bahwa pemegang saham akan dapat melakukan penjualan atau pembelian saham 
Perseroan pada harga dan jumlah tertentu. 
 

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan 
Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh 
tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi 
tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.  
 
Fluktuasi harga saham Perseroan tergantung pada berbagai faktor, termasuk diantaranya: 

• Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan 
dengan perkiraan para pemodal atau para analis; 

• Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para pelaku pasar terhadap Perseroan, kegiatan usaha 
Perseroan, atau kondisi Pasar Modal Indonesia; 

• Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia; 

• Fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum. 
 

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen 
Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang 
mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan: 
a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan 

RUPS untuk tidak membagikan dividen; 

b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang; 

c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. 

 
4. Risiko Terkait Penerbitan Saham atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya 
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Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan 
memiliki peluang untuk mengakses pasar modal melalui aksi korporasi berupa penambahan modal tanpa 
hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. 
Aksi korporasi tersebut dapat mengakibatkan dilusi persentase kepemilikan pemegang saham, kecuali 
pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek 
terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut 
kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak 
bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa 
pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek 
terlebih dahulu.  
 

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL 
YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG 
SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM DAFTAR RISIKO USAHA YANG DISAJIKAN DI ATAS. 
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 

 
Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil 

usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan Perseroan untuk 

tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, sampai dengan efektifnya Pernyataan 

Pendaftaran setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 15 Juni 2026 yang telah ditandatangani oleh 

Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA dalam Laporan Auditor Independen No. 00527/3.0478/AU.1/05/0929-

2/1/VI/2026 dengan opini tanpa modifikasian, kecuali atas kejadian dibawah : 

 

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 Juni 2026  dengan (i) Jenny Jahjataru dan (ii) 

Andrew Ignatius Widjaja yang selanjutnya disebut para pemberi sewa, sehubungan dengan sewa menyewa sebidang 

tanah sebagaimana termuat dalam SHGB No. 00557/Talaga tanggal 23 April 2008 dengan luas tanah 5.200 m2 milik 

para pemberi sewa. Perjanjian ini merupakan perpanjangan dari Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Oktober 2025 

yang akan berakhir pada 30 September 2026. Perjanjian ini berlaku sejak sejak 30 September 2026 sampai dengan 

30 September 2029 dengan nilai sewa sebesar Rp5.555.555.555,-. 
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN 
USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA  

  

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 
 

a) Riwayat Singkat Perseroan  
 

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan 
berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama “PT Esa Medika 
Mandiri“ sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 26 Januari 2000, dibuat 
di hadapan Tuti Setiahati K. Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Surat Keputusan No. C-
11.204 HT.01.01.Th. 2000 tanggal 31 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Perseroan Nomor: 975 
Tahun 2001 tanggal 13 Februari 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 
13 tanggal 13 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 975.   
 
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, adalah: 
 
a) Kegiatan utama menjalankan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran 

untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, 
alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia; dan  

b) Kegiatan usaha penunjang, adalah 
a. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup 

usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, antara lain perabot rumah tangga 
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti 
radio, televisi, perekam dan pemutar CD (Compact Disc) dan DVD (Digital Versatile Disc), perlengkapan 
stereo, konsol video game, alat penerangan, berbagai peralatan makan dan minum dari porselen dan 
gelas, peralatan sendok, pisau, dan garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan gabus, karpet, 
serta barang sejenis lainnya. 

b. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (kode kbli 46599), yang mencakup usaha 
perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 
46591 sampai dengan 46594, antara lain mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik, dan 
mesin untuk keperluan rumah tangga. termasuk di dalamnya perdagangan besar robot produksi selain 
untuk pengolahan, mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk keperluan 
perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi 
peralatan lainnya, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang 
dikendalikan komputer, serta peralatan dan perlengkapan pengukuran. 

 
Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah (a) perdagangan peralatan kedokteran, kesehatan, 
laboratorium dan farmasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri; (b) menjadi agen, komisioner, distributor, 
leveransir, supplier, dari produk-produk yang berhubungan dengan sub. (a) tersebut diatas, termasuk perdangan 
impor, ekspor, lokal dan antar pulau (inter-insulair); (c) menjalankan pelayanan/pemeliharaan kesehatan, 
pendidikan/pelatihan kesehatan dan pelayanan jasa konsultan kesehatan. 
 
Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan oleh Perseroan adalah melakukan kegiatan 
usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia sesuai KBLI 46691. 
 
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali 
perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham  
Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris di Jakarta 
Barat, yang telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-0012255.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
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Nomor: AHU-0039241.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026 (selanjutnya disebut “Akta No. 153 
tanggal 23 Februari 2026”) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 202 tanggal 
25 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat 
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0088678 tanggal 26 Maret 2026 dan didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0063055.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 26 Maret 2026 
(selanjutnya disebut  “Akta No. 202 tanggal 26 Maret 2026”). 
 
Kemudian, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan 
pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Total Nilai Nominal Saham 
(Rp,-) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 10.000 Rp1.000.000.000 - 

Surya Gunawan Widjaja 1.375 Rp137.500.000 55 
Eddy Lie 875 Rp87.500.000 35 

Andre Fajar Surya Gunawan 250 Rp25.000.000 10 

    

Modal Ditempatkan dan Disetor 2.500 Rp250.000.000  100 

Saham Dalam Portepel 7.500 Rp750.000.000 - 

 
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali 
perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan Akta No. 202 
tanggal 26 Maret 2026. 
 
b) Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan  
 
Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan: 

 

Tahun Kejadian Penting 

2000 Pendirian PT Esa Medika Mandiri di Indonesia sebagai Distributor Alat Kesehatan 

2003 Membuka kantor perwakilan di 4 kota yakni Semarang, Medan, Bandung, dan Surabaya  

2006 PT Esa Medika Mandiri berpindah Kantor Pusat ke Tebet dengan karyawan sejumlah 50 orang 

2013 Memenangkan tender proyek IsDB di Universitas Sumatera Utara (USU) senilai USD 3,3 juta 

2016 Memenangkan tender proyek IsDB di Universitas Sebelas Maret (UNS) senilai USD 8,3 juta dan 
di Universitas Andalas (UNAND) senilai USD 6,8 juta  

2018 Sertifikasi CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) diperoleh Perseroan dari 
Kemenkes 

2019 - Perseroan berpindah Kantor Pusat ke Gedung ESA 8, berlokasi di Gading Serpong 
Tangerang  

- Memenangkan tender proyek IsDB di Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) senilai Rp62,5 
miliar 

2020 - Pabrik manufaktur pertama Perseroan di Solo dan di tahun yang sama EBT sudah mulai 
melakukan produksi di pabrik tersebut 

- Memenangkan tender proyek Kementerian Pertahanan senilai Rp 49 miliar 

2021 - Memenangkan tender proyek IsDB di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) senilai 
Rp56,7 miliar 

- Perseroan memperoleh sertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian 

2023 - Mulai proses pembangunan pabrik manufaktur kedua Perseroan di Cikupa 
- Akusisi anak perusahaan meliputi EBT, SUN, dan MMM 
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Tahun Kejadian Penting 

2024 - Sertifikasi CPAKB (Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik) diperoleh Perseroan dari 
Kemenkes 

- Memenangkan dua proyek kesehatan yang didanai IsDB, yaitu Rumah Sakit Vertikal 
Makassar senilai Rp392,2 miliar dan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo senilai Rp239,2 
miliar 

- Mendirikan anak perusahaan yaitu SSN 
- Mendirikan anak perusahaan tidak langsung yaitu EWI melalui SSN 
- Pembangunan gedung Pabrik Cikupa telah selesai pada akhir tahun 2024 dan masih 

memerlukan proses finishing  instalasi interior pabrik 

2025 - Menjalin kemitraan strategis dengan WEGO International Capital Holding Corporation 
Limited, sebuah perusahaan investment holding asal China yang melalui perusahaan 
anaknya bergerak di bidang alat kesehatan dan farmasi, untuk membentuk joint venture 
bersama Perseroan di Indonesia dengan fokus pada produksi lokal benang bedah 

- Meraih proyek kesehatan yang didanai World Bank senilai  Rp101 miliar dan IsDB senilai 
Rp47 miliar 

- Penyelesaian proses finishing  instalasi interior pabrik Pabrik Cikupa  

 
Tidak terdapat akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya 
dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang 
menyangkut Perseroan dan berdampak signifikan terhadap Perseroan. 
 
Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual diluar kegiatan usaha utama Perseroan. 
 
c) Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 3 Tahun Terakhir  
 
Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum 
penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan 
adalah sebagai berikut: 
 
Tahun 2023 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 15 tanggal 29 September 2023 dibuat 
di hadapan Anastasia Chandra S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (“Akta 15/2023”), struktur permodalan 
Perseroan menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp100.000,- per saham 

Jumlah Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

% 

Modal Dasar 406.000 40.600.000.000 - 
Modal Ditempatkan dan Disetor:    
Surya Gunawan Widjaja  122.214 12.221.400.00 62 
Eddy Lie  58.885  5.888.500.000 15 
Andrew Ignatius Widjaja 94.981 9.498.100.000 23 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 406.000  40.600.000.000 100 
Saham dalam Portepel - - - 

 
Akta 15/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0168265 tanggal 29 September 2023 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0193168.4H.01,II,TAHUN 2023 tanggal 29 September 2023. 
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Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 8 November 2023, dibuat 
di hadapan Anastasia Chandra S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (“Akta 7/2023”) struktur permodalan 
Perseroan menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp100.000,- per saham 

Jumlah Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

% 

Modal Dasar 406.000 40.600.000.000 - 
Modal Ditempatkan dan Disetor:    
Surya Gunawan Widjaja  122.214 12.221.400.000 30 
Eddy Lie  58.885  5.888.500.000  15 
Andrew Ignatius Widjaja 94.981  9.498.100.000 23 
Florian Chris Widjaja 64.960 6.496.000.000 16 
Andrian Matthew Widjaja 64.960 6.496.000.000 16 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 406.000  40.600.000.000 100 
Saham dalam Portepel - - - 

 
Kepemilikan saham Perseroan oleh Florian Chris Widjaja dan Andrian Matthew Widjaja berasal dari hibah saham 
Perseroan yang dimiliki oleh Surya Gunawan Widjaja dengan rincian sebagai berikut: 
a. Hibah 64.960 saham Perseroan milik Surya Gunawan Widjaja kepada Florian Chris Widjaja berdasarkan Akta 

Hibah Saham PT Esa Medika Mandiri No. 8 tanggal 8 November 2023, dibuat di hadapan Anastasia Chandra 
S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan 

b. Hibah 64.960 saham Perseroan milik Surya Gunawan Widjaja kepada Andrian Matthew Widjaja berdasarkan 
Akta Hibah Saham PT Esa Medika Mandiri No. 9 tanggal 8 November 2023, dibuat di hadapan Anastasia 
Chandra S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang. 

 
Akta 7/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0183187 tanggal 9 November 2023 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0225302.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 November 2023. 
 
Tahun 2024 
 
Tidak terjadi perubahan susunan modal. 
 
Tahun 2025 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 90 tanggal 9 Desember 2025 yang 
dibuat di hadapan Anastasia Chandra S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (“Akta 90/2025”), para 
pemegang saham Perseroan menyetujui konversi atas laba yang ditahan Perseroan menjadi saham-saham dalam 
Perseroan sebanyak 204.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.400.000.000, sehingga 
struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp100.000,- per saham 

Jumlah Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

% 

Modal Dasar 610.000 61.000.000.000 - 
Modal Ditempatkan dan Disetor:    
Surya Gunawan Widjaja  183.623  18.362.300.000 30 
Eddy Lie  88.472  8.847.200.000 15 
Andrew Ignatius Widjaja 142.705  14.270.500.000 23 
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Florian Chris Widjaja 97.600  9.760.000.000 16 
Andrian Matthew Widjaja 97.600  9.760.000.000 16 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 610.000 61.000.000.000 100 
Saham dalam Portepel - - - 

 
Akta 90/2025 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0252927 tanggal 10 Desember 2025 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0279095.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 10 Desember 2025.  
 
Peningkatan modal dasar Perseroan, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta 90/2024 
adalah berdasarkan (i) konversi atas laba yang ditahan Perseroan menjadi saham-saham dalam Perseroan 
sebanyak 204.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.400.000.000 dan (ii) perubahan 
pencatatan penerimaan uang sejumlah tersebut dari laba yang ditahan menjadi penyetoran modal Perseroan dan 
menyetujui peningkatan modal dasar yang semula dari Rp40.600.000.000 menjadi Rp61.000.000.000 dan 
peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp40.600.000.000 menjadi Rp61.000.000.000. 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 98 tanggal 12 Desember 2025 yang 
dibuat di hadapan Anastasia Chandra S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (“Akta 98/2025”), struktur 
permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp100,- per saham 

Jumlah Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

% 

Modal Dasar 610.000.000 61.000.000.000 - 
Modal Ditempatkan dan Disetor:    
Surya Gunawan Widjaja  183.623.000  18.362.300.000 30 
Eddy Lie   88.472.000  8.847.200.000  15 
Andrew Ignatius Widjaja  142.705.000  14.270.500.000  23 
Florian Chris Widjaja  97.600.000  9.760.000.000 16 
Andrian Matthew Widjaja  97.600.000  9.760.000.000 16 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 610.000.000 61.000.000.000 100 
Saham dalam Portepel 0 0 - 

 
Akta 98/2025 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0254526 tanggal 16 Desember 2025 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0283883.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 16 Desember 2025. 
 
Tidak terdapat penyetoran modal berdasarkan Akta 98/2025 mengingat perubahan struktur permodalan dan 
susunan kepemilikan saham Perseroan terjadi berdasarkan perubahan nilai nominal saham Perseroan yang 
semula Rp100.000 menjadi masing-masing saham Perseroan memiliki nilai nominal Rp100. 
 
Berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, 
para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:  
 

(1) Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran dan penerbitan dalam jumlah sebanyak-
banyaknya 522.857.000 saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan 
yang merupakan 30% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham, yang di dalamnya termasuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (employee 
stock allocation) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan; 
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(2) perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan 
karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan 
menjadi “PT Esa Medika Mandiri Tbk”; 
 

(3) perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud 
dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana 
disyaratkan dalam Peraturan IX.J.1; 
 

(4) peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp100 per 
saham menjadi sebesar Rp50 per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) 
anggaran dasar Perseroan; 
 

(5) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham;  
 

(6) perubahan dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan 
dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas Terbuka, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, POJK 
15/2020, pojk 16/2020, POJK 33/2014, POJK 14/2019; dan 
 

(7) penetapan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan 
POJK 45/2024 dan penetapan Tuan Surya Gunawan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan guna 
memenuhi ketentuan Perpres 13/2018; dan  

 
(8) persetujuan untuk pemberian program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan 

(management and employee stock option plan) sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

 
Sehingga selanjutnya, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp50,- per saham 

Jumlah Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

% 

Modal Dasar 4.300.000.000 215.000.000.000 - 
Modal Ditempatkan dan Disetor:    
1. Surya Gunawan Widjaja  367.246.000  18.362.300.000 30 
2. Eddy Lie  176.944.000  8.847.200.000 15 
3. Andrew Ignatius Widjaja 285.410.000  14.270.500.000 23 
4. Florian Chris Widjaja 195.200.000  9.760.000.000 16 
5. Andrian Matthew Widjaja 195.200.000 9.760.000.000 16 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.220.000.000 61.000.000.000 100 
Saham dalam Portepel 3.080.000.000 154.000.000.000 - 

 
Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini. 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dengan ini menyatakan setiap peningkatan 
permodalan dalam Perseroan, penyetoran atas saham-saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang 
saham telah disetorkan secara tunai oleh masing-masing pemegang saham ke dalam Perseroan. 
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d) Perizinan yang Dimiliki Perseroan  
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki izin-izin sebagai berikut: 

 

No. Nama Perizinan Keterangan Masa Berlaku 

1.  Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Nomor: 8120107960061 tanggal 6 
September 2018 yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Republik Indonesia 
melalui Menteri Investasi/Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (“NIB Perseroan”).  

Berdasarkan NIB Perseroan, 
Perseroan menjalankan 
kegiatan usaha perdagangan 
besar alat laboratorium, alat 
farmasi dan alat kedokteran 
untuk manusia sesuai KBLI 
46691 dengan risiko usaha 
tinggi. 

Berlaku selama Perseroan 
menjalankan usahanya.  

2.  Izin No. 81201079600610002 
tanggal 3 April 2024  yang 
diterbitkan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia a.n. Menteri 
Kesehatan, Menteri Investasi dan 
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal melalui Lembaga 
OSS (“Izin Perseroan”)  

Berdasarkan Izin Perseroan, 
Perseroan melakukan kegiatan 
usaha perdagangan besar alat 
laboratorium, alat farmasi dan 
alat kedokteran untuk manusia 
sesuai KBLI 46691.  
 
Ruang lingkup Izin Perseroan 
mencakup alat kesehatan 
elektromedik non radiasi, alat 
kesehatan non elektromedik 
steril, alat kesehatan non 
elektromedik non steril.   

Berlaku selama 5 (lima) tahun 
hingga 3 April 2029  

3.  Surat Keterangan Terdaftar Pajak 
Negara Nomor: S-
922KTWPJ.04/KP.132021 tanggal 7 
Juli 2021 yang dikeluarkan oleh KPP 
Madya Dua Jakarta Selatan.  

- Tidak ada jangka waktu.  

4.  Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak Nomor: S-
440PKPWPJ.04/KP.132021 yang 
dikeluarkan oleh KPP Madya Dua 
Jakarta Selatan I.  

- Tidak ada jangka waktu. 

5.  Sertifikat Cara Distribusi Alat 
Kesehatan Yang Baik  (CDAKB) 
Distributor Alat Kesehatan dengan 
nomor PB-UMKU 
812010796006100020023  tanggal 
3 Juni 2025 yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia a.n. 
Menteri Kesehatan, Menteri 
Investasi dan Hilirisasi/Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman 
Modal melalui Lembaga OSS 
(“CDAKB Perseroan”). 

Ruang lingkup CDAKB 
Perseroan mencakup alat 
kesehatan elektromedik non 
radiasi, alat kesehatan non 
elektromedik steril, alat 
kesehatan non elektromedik 
non steril.   

Berlaku selama 5 (lima) tahun 
hingga 3 Juni 2030 

6.  SLF No. SK-SLP-360322-
130620244301 tanggal 13 Juni 2024 
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Tata Ruang dan Bangunan 

SLF sehubungan dengan 
Gedung Esa 8 yang terletak di 
Jl. Ir. Soekarno Kav. 3-5, 
Paramount, Gading Serpong, 

Berlaku selama 5 (lima) tahun 
sejak diterbitkan.  
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No. Nama Perizinan Keterangan Masa Berlaku 

Kabupaten Tangerang atas nama 
Bupati Tangerang 

Desa/Kelurahan Cihuni, Kec. 
Pagedangan, Kab. Tangerang, 
Provinsi Banten 

7.  Keputusan Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
Kabupaten Tangerang No. 
660/Kep.424-DLHK/2017 tentang 
Rekomendasi Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup 
tanggal 13 Juni 2017 

Rekomendasi UKL-UPL 
sehubungan dengan lokasi 
kegiatan usaha di Desa Cihuni, 
Kecamatan Pegedangan, 
Kabupaten Tangerang Provinsi 
Banten 

Berlaku selama Perseroan 
menjalankan kegiatan 
usahanya.  

8.  Keputusan Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
Kabupaten Tangerang No. 660/Kep-
425-DLHK/2017 tentang Izin 
lingkungan Kantor PT Esa Medika 
Mandiri Desa Cihuni Kecamatan 
Pagedangan Kabupaten Tangerang 
tanggal 13 Juni 2017 

Izin Lingkungan sehubungan 
dengan penggunaan lahan 
keseluruhan seluas 1.495 m2 
yang terdiri dari bangunan 
seluas 658 m2, taman/RTH, 
jalan, saluran dan parkir seluas 
837 m2 

Berlaku sesuai dengan masa 
berlakunya masa izin usaha 
dan/atau kegiatan usaha 
Perseroan.  

9.  IMB berdasarkan Keputusan Bupati 
Tangerang No. 644.4/552-
DPMPTSP/2017 tanggal 26 
September 2017 

IMB sehubungan dengan 
Gedung Esa 8 yang terletak di 
Jl. Ir. Soekarno Kav. 3-5, 
Paramount, Gading Serpong, 
Desa/Kelurahan Cihuni, Kec. 
Pagedangan, Kab. Tangerang, 
Provinsi Banten 

Tidak ada jangka waktu.  

10.  Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang (PKKPR) 
Nomor: No. 16072210213603167 
tanggal 2 November 2023 yang 
dikeluarkan oleh OSS atas nama 
Menteri Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal  

 Berlaku selama 3 (tiga) tahun 
sejak penerbitan PKKPR. 

 
Perseroan juga telah memiliki izin edar alat kesehatan dengan rincian sebagai berikut:  
 

No.  Produk Nomor Izin Edar Masa Berlaku 

1.  KRONEN Operating Table Type OP-800 Kemenkes RI AKD 
21603121836 

9 September 2021 – 9 
September 2026 

2.  HUNTLEIGH Sonicaid Team 3 Kemenkes RI AKL 
21101320094 

1 Agustus 2023 – 22 
Februari 2027 

3.  HUNTLEIGH Smartsigns Compact 1500 Kemenkes RI AKL 
20502320738 

24 Juli 2023 – 22 Februari 
2027 

4.  HUNTLEIGH Smartsigns Compact 1200 Kemenkes RI AKL 
20502915613 

12 Mei 2023 – 22 Februari 
2027 

5.  BOWA HF Electrosurgical Generator 250 Kemenkes RI AKL 
21603112678 

15 November 2025 – 10 
September 2030 
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No.  Produk Nomor Izin Edar Masa Berlaku 

6.  BOWA Electrosurgical Device ARC 400 Kemenkes RI AKL  
21603211355 

4 Desember 2025 – 10 
September 2030 

7.  BOWA HF Electrosurgical Generator 350 
Ligation 

Kemenkes RI AKL 
21603804300 

25 November 2025 – 10 
September 2030 

8.  MONNAL T60 Ventilator Kemenkes RI AKL 
20403915662 

19 November 2025 – 31 
Desember 2027 

9.  MONNAL T75 Ventilator Kemenkes RI AKL 
20403012137 

19 November 2025 – 31 
Desember 2027 

10.  MEDICON Bandage Instrument Set II Kemenkes RI AKL 
11603022636 

5 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

11.  MEDICON Major Basic Set II Kemenkes RI AKL 
11603022581 

27 Januari 2024 – 31 
Desember 2028 

12.  MEDICON Hecting Set II Kemenkes RI AKL 
11603022473 

2 September 2024 – 1 
Desember 2028 

13.  MEDICON Hecting Set Kemenkes RI AKL  
11603605250 

16 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

14.  MEDICON Minor Basic Set II Kemenkes RI AKL 
11603022475 

2 September 2024 – 1 
Desember 2028 

15.  MEDICON Partus Instrument Set II Kemenkes RI AKL 
11103022476 

2 September 2024 – 1 
Desember 2028 

16.  MEDICON Plastic Surgery Set Kemenkes RI AKL 
11603605253 

2 September 2024 – 1 
Desember 2028 

17.  MEDICON Partus Instrument Set Kemenkes RI AKL 
21103914750 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

18.  MEDICON Major Orthopaedic Set Kemenkes RI AKL 
11303420067 

26 Februari 2024 – 31 
Desember 2028 

19.  MEDICON Orthopaedic Set Kemenkes RI AKL 
11303905241 

29 Mei 2024 – 1 Desember 
2028 

20.  MEDICON Amputation Set Kemenkes RI AKL  
11303605243 

27 Januari 2024 – 31 
Desember 2028 

21.  MEDICON Laminectomy Set Kemenkes RI AKL 
11603805281 

27 Januari 2024 – 31 
Desember 2028 

22.  MEDICON Scissor Set Kemenkes RI AKL 
11603713416 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

23.  MEDICON Tissue Forceps Kemenkes RI AKL 
11603714625 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

24.  MEDICON Tissue Forceps Kemenkes RI AKL 
11603421722 

7 Oktober 2024 – 1 
Desember 2028 
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No.  Produk Nomor Izin Edar Masa Berlaku 

25.  MEDICON TIGER Electric Oscilating Plaster 
Saw 

Kemenkes RI AKL 
116032111667 

15 April 2026 – 1 Desember 
2028 

26.  MEDICON Mastoidectomy Set Kemenkes RI AKL 
10703807419 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

27.  MEDICON Mayor Vaginal Set Kemenkes RI AKL 
11104804808 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

28.  MEDICON Hecting Set Kemeskes RI AKL 
11603650250 

16 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

29.  MEDICON Sinusitis Basic Unit Set Kemenkes RI AKL 
10703605240 

5 Juli 2024 – 31 Desember 
2028 

30.  MEDICON Cardiovascular Set Kemenkes RI AKL 
10505605234 

5 Juli 2024 – 31 Desember 
2028 

31.  MEDICON Lumbal/Epidural Set Kemenkes RI AKL 
11603805278 

5 Juli 2024 – 31 Desember 
2028 

32.  MEDICON Thoracotomy Instrument Set Kemenkes RI AKL 
10504610770 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

33.  MEDICON Tracheotomy Instrument Set Kemenkes RI AKL 
10703605239 

12 Agustus 2024 – 30 
Desember 2028 

34.  MEDICON Basic Orthopedic Set Kemenkes RI AKL 
11303605242 

27 Januari 2024 – 31 
Desember 2028 

35.  MEDICON Neurosurgery Instrument Set Kemenkes RI AKL 
11002610677 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

36.  MEDICON Curettage Abortus Set Kemenkes RI AKL 
21104903316 

1 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

37.  MEDICON Baby Laparatomy Set Kemenkes RI AKL 
10804804802 

12 Agustus 2024 – 30 
Desember 2028 

38.  MEDICON Vaginal Delivery Set Kemenkes RI AKL 
11104807433 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

39.  MEDICON Gastrointestinal Set Kemenkes RI AKL 
10804310113 

5 Juli 2024 – 31 Desember 
2028 

40.  MEDICON Minor Vaginal Set Kemenkes RI AKL 
11104804806 

29 Mei 2024 – 1 Desember 
2028 

41.  MEDICON Herniotomy & Appendectomy Set Kemenkes RI AKL 
10804605245 

29 Mei 2024 – 1 Desember 
2028 

42.  MEDICON Sectio Caesarean Set Kemenkes RI AKL 
11104605235 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

43.  MEDICON Episiotomy Set Kemenkes RI AKL 
11104212061 

1 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 
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No.  Produk Nomor Izin Edar Masa Berlaku 

44.  MEDICON Craniotomy Set Kemenkes RI AKL 
11603804795 

29 Mei 2024 – 1 Desember 
2028 

45.  MEDICON Tonsillectomy Set Kemenkes RI AKL 
10703605238 

19 Juni 2024 – 31 
Desember 2028 

46.  MEDICON Dillatation & Curettage Set Kemenkes RI AKL 
21103914042 

20 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

47.  MEDICON Laparotomy Set Kemenkes RI AKL 
10804605247 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

48.  MEDICON Vena Sectio Set Kemenkes RI AKL 
10505605233 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

49.  MEDICON Hysterectomy Set Kemenkes RI AKL 
11104804811 

3 Juni 2024 – 1 Desember 
2028 

50.  MEDICON Basic ENT Instrument Set Kemenkes RI AKL 
10703605237 

29 Mei 2024 – 1 Desember 
2028 

51.  MEDICON Cataract Set Kemenkes RI AKL 
11203310479 

19 Juni 2024 – 31 
Desember 2028 

52.  MEDICON Minor Basic Set Kemenkes RI AKL 
11603605254 

3 Februari 2024 – 1 
Desember 2028 

53.  MEDICON Major Basic Set Kemenkes RI AKL 
11603605249 

29 Mei 2024 – 1 Desember 
2028 

54.  AFA Operating Table Kemenkes RI AKL 
11603913825 

14 Desember 2023 - 8 
Agustus 2028  

55.  AFA Suction Unit AC 300 Kemenkes RI AKL 
21603913837 

14 Desember 2023 - 8 
Agustus 2028 

56.  AFA Steam Sterilizer AS‑25NX Kemenkes RI AKL 
20903913838 

19 Desember 2023 - 8 
Agustus 2028 

57.  AFA Powered Suction Pump Kemenkes RI AKL 
21603913742 

14 Desember 2023 - 8 
Agustus 2028 

58.  HUNTLEIGH SmartSigns MiniPulse Hand Held 
Pulse Oximeter MP1R 

Kemenkes RI AKL 
20502320976 

29 Desember 2023 – 22 
Februari 2027 

59.  MEDICON Large Instrument Set Kemenkes RI AKL 
11303420351 

18 Oktober 2024 – 31 
Desember 2029 

60.  MEDICON Plaster Cast Removal Set Kemenkes RI AKL 
11303420222 

29 Juli 2024 – 1 Desember 
2028 

61.  MEDICON Rectal and Haemorrhoidal Set Kemenkes RI AKL 
10804420015 

29 Juli 2024 – 31 Desember 
2028 

62.  MEDICON Scissor I Kemenkes RI AKL 
11603421561 

29 Juli 2024 – 1 Desember 
2028 
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No.  Produk Nomor Izin Edar Masa Berlaku 

63.  MEDICON Plaster Room Instrument Set Kemenkes RI AKL 
11603421640 

29 Juli 2024 – 31 Desember 
2028 

64.  MEDICON Bandage Instrument Set Kemenkes RI AKL 
11603421461 

1 Agustus 2024 – 31 
Desember 2028 

65.  MEDICON Basic Eye Surgery Set Kemenkes RI AKL 
11203420126 

7 Juli 2024 -  31 Desember 
2028 

66.  MEDICON Circumcision Set Kemenkes RI AKL 
11603421462 

7 Juli 2024 - 31 Desember 
2028 

67.  BOWA Electrosurgical Unit ARC Kemenkes RI AKD 
21603520107 

12 Januari 2025 – 1 Oktober 
2029 

68.  BOWA Electrosurgical Unit ARC 350 Kemenkes RI AKD 
21603520066 

12 Januari 2025 – 1 Oktober 
2029 

69.  MEDEC CAELUS LITE Anaesthesia Ventilator Kemenkes RI AKD 
20403521233 

18 Desember 2025 – 17 
Desember 2030 

70.  BOVIE Bantam Pro Electrosurgical Generator + 
High Frequency Desiccator 

Kemenkes RI AKL  
21603522546 

10 Oktober 2025 – 2 
September 2030 

 

e) Perjanjian-Perjanjian Penting 
 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki fasilitas kredit sebagai berikut: 
 
1. Perjanjian Kredit 405/2021 
 
Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit No. 405/BIP-ARB/KMK-B/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 
dengan PT Bank INA Perdana Tbk (“Bank INA”) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah 
dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Sri Buena, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kredit 405/2021”). Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank INA, Bank INA 
setuju memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Pinjaman Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (selanjutnya disebut “PRK”) dengan jumlah pokok 

tidak lebih dari Rp31.000.000.000,-. 
2. Pinjaman Demand Loan sublimit fasilitas bank garansi (“DL sublimit BG”) dengan jumlah pokok tidak lebih 

dari Rp90.000.000.000,-.  
3. Pinjaman Kredit Investasi (selanjutnya disebut “KI”) dengan  jumlah pokok tidak lebih dari 

Rp20.000.000.000,-. 
 
Tingkat bunga untuk fasilitas pinjaman PRK, DL sublimit BG, dan KI adalah sebesar 10,5% per tahun, yang 
dihitung dari jumlah baki debet (outstanding) masing‑masing fasilitas pinjaman.  
 
2. Perjanjian Kredit Bank OCBC 
 
Perseroan telah menandatangani akta perjanjian perubahan dan penegasan kembali perjanjian pinjaman No. 2 
tanggal 31 Januari 2024 dibuat dihadapan Utami Ratnawaty, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang dengan PT 
Bank OCBC NISP Tbk (“Bank OCBC”), sebagaimana terakhir diubah dengan akta perubahan perjanjian pinjaman 
No. 71 tanggal 18 Februari 2026 yang dibuat dihadapan Ester Septarini, S.H., Notaris di Jakarta Barat  (“Perjanjian 
Kredit Bank OCBC”) dengan rincian fasilitas sebagai berikut:  
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1. Fasilitas Commercial Property Loan Anuitas (EBCPLA) (selanjutnya disebut “Fasilitas IL”); 
2. Fasilitas Kredit Rekening Koran (selanjutnya disebut “Fasilitas KRK”); 
3. Fasilitas Combine Limit 1, dengan sublimit: (a) Fasilitas Trade Purchase Financing; (b) Fasilitas Letter of 

Kredit 1 (Usance); (c) Fasilitas Bank Garansi 1; (d) Fasilitas Standby Letter of Credit; 
4. Fasilitas Combine Trade 2 – One off, dengan sublimit: (a) Fasilitas Bank Garansi; (B) Fasilitas Standby 

Letter of Credit 2; 
5. Fasilitas Term Loan 1 (“Fasilitas TL 1”);  
6. Fasilitas Term Loan 2 (“Fasilitas TL 2”);  
7. Fasilitas Term Loan 3 (“Fasilitas TL 3”);  
8. Fasilitas Combine Trade 4 (Healthcare Financing) – one off dengan sublimit: (a) Fasilitas Trade Purchase 

Financing; (b) Fasilitas Bank Garansi/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 4; (c) Fasilitas Demand 
Guarantee/Standby Letter of Credit. 

9. Fasilitas Combine Trade 6 (Healthcare Financing) – one off, dengan sublimit: (a) Fasilitas Trade 
Purchase Financing; (b) Fasilitas Bank Garansi/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 6; (c) Fasilitas 
Demand Guarantee/Standby Letter of Credit. 

 
Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank OCBC, jangka waktu masing-masing fasilitas kredit adalah sebagai berikut:  
 
1. Fasilitas KRK dan Fasilitas Combine Limit 1, diberikan sampai dengan 1 Februari 2026, atau sampai 

dengan tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank OCBC berdasarkan 
pertimbangannya sendiri sesuai dengan perjanjian pinjaman. Fasilitas ini dapat diperpanjang, dengan 
memperhatikan kinerja dan kemampuan Perseroan yang dapat diterima oleh Bank OCBC.  

2. Fasilitas Combine Trade 2, diberikan sampai dengan 1 Februari 2026, atau sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank OCBC. 

3. Fasilitas Combine Trade 4, diberikan sampai dengan 1 Februari 2027, atau berdasarkan peninjauan 
tahunan yang dilakukan oleh Bank OCBC. 

4. Fasilitas Combine Trade 6, diberikan sampai dengan 1 Februari 2027, atau berdasarkan peninjauan 
tahunan yang dilakukan oleh Bank OCBC. 

5. Fasilitas IL (Investment Loan), diberikan sampai dengan 29 Maret 2026, atau berdasarkan peninjauan 
tahunan yang dilakukan oleh Bank OCBC. 

6. Fasilitas TL‑1, diberikan sampai dengan 7 Agustus 2030, atau berdasarkan peninjauan tahunan yang 
dilakukan oleh Bank OCBC. 

7. Fasilitas TL‑2, diberikan sampai dengan 9 Februari 2030, atau berdasarkan peninjauan tahunan yang 
dilakukan oleh Bank OCBC. 

8. Fasilitas TL‑3, diberikan sampai dengan 9 Februari 2027, atau berdasarkan peninjauan tahunan yang 
dilakukan oleh Bank OCBC. 

 
Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga  
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak 
ketiga untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: 
 

No. Nama Perjanjian Pihak 
Ruang Lingkup dan/atau 

Hak dan Kewajiban 
Jangka Waktu 

Perjanjian Sehubungan dengan Kegiatan Usaha 

1. Perseroan telah 
menandatangani surat perjanjian 
untuk melaksankan paket 
pekerjaan pengadaan barang 
electrocautery unit No. 
BJ.01.01/B.I.12/1169/2025 
tanggal 31 Oktober 2025 

Perseroan, dr. Hariadi 
Wisnu Wardana, 
selaku Pejabat 
Pembuat Komitmen, 
yang bertindak untuk 
dan atas nama 
Sekretariat Direktorat 

Berdasarkan Perjanjian 
Pengadaan 
Electrocautery Unit, 
Perseroan telah 
menyetujui untuk 
membentuk kerja sama 
operasional dengan 

Perjanjian ini 
merupakan 
kontrak tahun 
jamak, di mana 
pelaksanaan 
dan 
penggunaan 
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No. Nama Perjanjian Pihak 
Ruang Lingkup dan/atau 

Hak dan Kewajiban 
Jangka Waktu 

(“Perjanjian Pengadaaan 
Electrocautery Unit”)  
 
Perjanjian Pengadaan 
Electrocautery Unit juga 
dilengkapi oleh lampiran berupa 
Syarat‑Syarat Umum Kontrak 

(“SSUK”) dan Syarat‑Syarat 
Khusus Kontrak (“SSKK”). 

Jenderal Kesehatan 
Primer dan 
Komunitas, 
berkedudukan di 
Jalan H.R. Rasuna 
Said Blok X‑5, Kavling 
4–9, Kota Jakarta 
Selatan, DKI Jakarta 
12950, berdasarkan 
Surat Keputusan 
Kuasa Pengguna 
Anggaran Sekretariat 
Direktorat Jenderal 
Kesehatan Primer 
dan Komunitas 
Nomor 
HK.02.03/B.I/3690/20
25 tanggal 5 Mei 2025 
(“Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak”), dan  Greg 
Muller, selaku 
Direktur Aspen 
Surgical Product Inc 
(“Aspen”).  

Aspen, dimana Perseroan 
memiliki kepesertaan 
modal sebesar 95% dan 
Aspen sebesar 5% 
dimana kerja sama 
operasional tersebut 
ditunjuk sebagai penyedia 
pengadaan barang 
(“Penyedia”) berdasarkan 
perjanjian ini.  
 
Berdasarkan Perjanjian 
Pengadaan 
Electrocautery Unit, 
Pejabat Penandatangan 
Kontrak telah menunjuk 
Penyedia melalui Surat 
Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa (SPPBJ) 
Nomor 
BJ.01.01/B.I.12/1078/202
5 tanggal 13 Oktober 2025 
untuk melaksanakan 
paket pekerjaan 
pengadaan electrocautery 
unit, sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana 
diatur dalam syarat‑syarat 
umum kontrak. 
 
Ruang lingkup pekerjaan 
pengadaan barang 
mencakup pengadaan 
alat kesehatan berupa 
electrocautery unit, yang 
meliputi kegiatan 
pengadaan dan 
pengiriman alat 
kesehatan, pelaksanaan 
uji coba (uji fungsi dan uji 
operasional), serta 
pelatihan penggunaan 
dan perawatan alat; dan 
pemeliharaan alat, yang 
meliputi kegiatan 
pemeriksaan, perawatan, 
dan perbaikan, termasuk 
penggantian suku cadang. 
 

anggarannya 
melampaui satu 
tahun anggaran. 
 
Berdasarkan 
SSKK, 
Penyedia wajib 
menyelesaikan 
pekerjaan 
dengan 
ketentuan 
sebagai berikut: 
(i) pelaksanaan 
pekerjaan, yang 
meliputi 
pengiriman dan 
pengujian alat 
serta pelatihan, 
dalam jangka 
waktu 365 hari 
kalender; dan 
(ii) 
pemeliharaan, 
dalam jangka 
waktu 7 tahun.  
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No. Nama Perjanjian Pihak 
Ruang Lingkup dan/atau 

Hak dan Kewajiban 
Jangka Waktu 

Perjanjian Pengadaaan 
Electrocautery Unit ini 
dibiayai melalui APBN 
DIPA SP tanggal 2 
Desember 2024 yang 
bersumber dari pinjaman 
luar negeri dari Bank 
Dunia, AIIB dan ADB. 

Perjanjian Lainnya 

1.  Perjanjian usaha patungan 
tanggal 25 September 2024 

SSN dan Wego 
International Capital 
Holding Corporation 
Limited  

SSN dan Wego 
International Capital 
Holding Corporation 
Limited sepakat untuk 
mendirikan perseraon 
terbatas Indonesia 
dengan nama “PT Esa 
Wego Indonesia” (EWI). 

Jangka waktu 
usaha patungan 
adalah 10 tahun 
sejak pendirian 
EWI 

 
Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi  
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan maupun Anak Perseroan telah mengadakan perjanjian-
perjanjian penting dengan pihak Terafiliasi, dengan rincian sebagai berikut: 
 

No. 
Nama 

Perjanjian 
Pihak 

Ruang Lingkup 
dan/atau Hak 

dan Kewajiban 
Jangka Waktu 

Fungsi atau 
Tujuan 

Perjanjian 

Nilai (Rp) 

Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi   

1.  Perseroan telah 
menandatangani 
perjanjian sewa 
menyewa 
gedung dengan 
EBT pada 
tanggal 2 
Januari 2024  

Perseroan 
sebagai 
Pemberi 
Sewa dan 
EBT 
sebagai 
Penyewa 

Perseroan, 
sebagai pemilik 
Gedung Esa 8 
yang beralamat di 
Jl. Ir. Soekarno 
Kav. 3–5, Cihuni, 
Pagedangan, 
Tangerang, 
menyewakan unit 
dalam gedung 
tersebut kepada 
EBT.  
 
Dalam perjanjian 
sewa, EBT 
berkewajiban 
untuk 
menggunakan 
dan memelihara 
unit dengan baik, 
mematuhi 
peraturan yang 
berlaku di 

5 tahun, sejak 2 
Januari 2024 
sampai 31 
Desember 2028.  

Digunakan oleh 
EBT sebagai 
fasilitas kantor 
operasional 

Rp25.629.180  
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No. 
Nama 

Perjanjian 
Pihak 

Ruang Lingkup 
dan/atau Hak 

dan Kewajiban 
Jangka Waktu 

Fungsi atau 
Tujuan 

Perjanjian 

Nilai (Rp) 

lingkungan 
gedung, menjaga 
ketertiban dan 
kebersihan, serta 
mengembalikan 
unit dalam kondisi 
baik pada saat 
berakhirnya 
masa sewa. 
 

2.  Perseroan telah 
menandatangani 
perjanjian sewa 
menyewa 
gedung dengan 
MMM pada 
tanggal 2 
Januari 2026  

Perseroan 
sebagai 
Pemberi 
Sewa dan 
MMM 
sebagai 
Penyewa  

Perseroan, 
sebagai pemilik 
Gedung Esa 8 
yang beralamat di 
Jl. Ir. Soekarno 
Kav. 3–5, Cihuni, 
Pagedangan, 
Tangerang, 
menyewakan unit 
dalam gedung 
tersebut kepada 
MMM.  
 
Dalam perjanjian 
sewa, MMM 
berkewajiban 
untuk 
menggunakan 
dan memelihara 
unit dengan baik, 
mematuhi 
peraturan yang 
berlaku di 
lingkungan 
gedung, menjaga 
ketertiban dan 
kebersihan, serta 
mengembalikan 
unit dalam kondisi 
baik pada saat 
berakhirnya 
masa sewa. 

5 tahun, sejak 2 
Januari 2026 
sampai 31 
Desember 2030.   

Digunakan oleh 
MMM sebagai 
fasilitas kantor 
opersional 

Rp81.120.000 

3.  Perseroan telah 
menandatangani 
perjanjian sewa 
menyewa 
gedung dengan 
SUN pada 

Perseroan 
sebagai 
Pemberi 
Sewa dan 
SUN 
sebagai 
Penyewa 

Perseroan, 
sebagai pemilik 
gedung yang 
beralamat di Jl. 
Bhumimas V, 
Nomor 12 Talaga, 
Cikupa, 

8 tahun, sejak 2 
Januari 2026 
sampai dengan 
31 Desember 
2034.   

Digunakan oleh 
SUN sebagai 
fasilitas kantor 
opersional, 
gudang dan 
fasilitas produksi 

Rp70.000 x 
2.500m2 (per 
tahun) 
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No. 
Nama 

Perjanjian 
Pihak 

Ruang Lingkup 
dan/atau Hak 

dan Kewajiban 
Jangka Waktu 

Fungsi atau 
Tujuan 

Perjanjian 

Nilai (Rp) 

tanggal 5 
Januari 2026 

Kabupaten 
Tangerang, 
Banten, 
menyewakan unit 
dalam gedung 
tersebut kepada 
SUN.  
 
Dalam perjanjian 
sewa, SUN 
berkewajiban 
untuk 
menggunakan 
dan memelihara 
unit dengan baik, 
mematuhi 
peraturan yang 
berlaku di 
lingkungan 
gedung, menjaga 
ketertiban dan 
kebersihan, serta 
mengembalikan 
unit dalam kondisi 
baik pada saat 
berakhirnya 
masa sewa. 

4.  Surat 
Penunjukan 
Distributor No. 
001/MED8-
SP/I/2025 
tanggal 2 
Januari 2025  

MMM 
sebagai 
sole agent 
menunjuk 
Perseroan  

MMM, selaku 
agen tunggal 
(sole agent) 
produk Esatech 
dan Surgitec, 
telah menunjuk 
Perseroan 
sebagai salah 
satu 
sub‑distributor 
untuk 
memasarkan, 
menawarkan, 
dan menjual 
produk tersebut. 

Sejak 2 Januari 
2025 sampai 31 
Januari 2030 

Penunjukkan 
Perseroan 
sebagai sub-
distributor 
produk Esatech 
dan Sugitec  

N/A 

5.  Perjanjian 
Kerjasama 
Pabrikan tanggal 
2 Januari 2025 

MMM 
selaku 
distributor 
dengan 
EBT selaku 
produsen 

MMM secara 
eksklusif 
melaksanakan 
pemasaran, 
penjualan, 
penyaluran, dan 
pelayanan purna 

5 tahun sejak 
Perjanjian 
Kerjasama 
Pabrikan 
ditandatangani 
dan akan 
dievaluasi tiap 

Digunakan 
sebagai 
perjanjian 
kerjasama untuk 
distribusi produk 
Esatech oleh 
MMM 

N/A 



 

 

  
 

94 
 

No. 
Nama 

Perjanjian 
Pihak 

Ruang Lingkup 
dan/atau Hak 

dan Kewajiban 
Jangka Waktu 

Fungsi atau 
Tujuan 

Perjanjian 

Nilai (Rp) 

jual atas produk-
produk dengan 
merek Esatech 
yang diproduksi 
oleh EBT ke 
pelanggan di 
seluruh wilayah 
Republik 
Indonesia. 

akhir tahun. 
Apabila tidak 
ada 
pemberitahuan 
tertulis, 
Perjanjian 
Kerjasama 
Pabrikan akan 
diperpanjang 
secara otomatis 
untuk 1 tahun 
setiap kalinya. 

6.  Perjanjian Sewa 
Menyewa 
tanggal 2 
Oktober 2025 

Perseroan 
selaku 
penyewa 
dan Jenny 
Jahjataru 
dan 
Andrew 
Ignatius 
Widjaja 
selaku 
pemilik. 

Perseroan 
menyewa tanah 
seluas 5.200 m2 
sebagaimana 
termuat dalam 
SHGB No. 
00557/Talaga 
tanggal 23 April 
2008 atas nama 
Jenny Jahjataru 
dan Andrew 
Ignatius Widjaja 
yang terletak di Jl. 
Bhumimas V No. 
12, Kelurahan 
Talaga, 
Kecamatan 
Cikupa, 
Kabupaten 
Tangerang, 
Provinsi Banten 

2 Oktober 2025 
– 30 September 
2026. 

Perjanjian yang 
merupakan 
dasar 
penguasaan 
Perseroan atas 
tanah yang 
relevan.  

Rp2.222.222.222 

7.  Perjanjian Sewa 
Menyewa 
tanggal 19 Juni 
2026 

Perseroan 
selaku 
penyewa 
dan Jenny 
Jahjataru 
dan 
Andrew 
Ignatius 
Widjaja 
selaku 
pemilik.  

Perjanjian ini 
merupakan 
perpanjangan 
Perjanjian Sewa 
Menyewa tanggal 
2 Oktober 2025 
dimana 
Perseroan 
menyewa tanah 
seluas 5.200 m2 
sebagaimana 
termuat dalam 
SHGB No. 
00557/Talaga 
tanggal 23 April 
2008 atas nama 

Akan berlaku 
pada 30 
September 2026 
– 30 September 
2029.  

Perjanjian yang 
merupakan 
dasar 
penguasaan 
Perseroan atas 
tanah yang 
relevan.  

Rp5.555.555.555 
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No. 
Nama 

Perjanjian 
Pihak 

Ruang Lingkup 
dan/atau Hak 

dan Kewajiban 
Jangka Waktu 

Fungsi atau 
Tujuan 

Perjanjian 

Nilai (Rp) 

Jenny Jahjataru 
dan Andrew 
Ignatius Widjaja 
yang terletak di Jl. 
Bhumimas V No. 
12, Kelurahan 
Talaga, 
Kecamatan 
Cikupa, 
Kabupaten 
Tangerang, 
Provinsi Banten 

8.  Perjanjian Sewa 
Menyewa No. 
001/PSM-
FCW/V/2026 
tanggal 13 Mei 
2026 

SSN selaku 
penyewa 
dan Florian 
Chris 
Widjaja 
selaku 
pemilik 

SSN menyewa 
sebidang 
bangunan 1 lantai 
milik Florian Chris 
Widjaja yang 
terletak di 
Maggiore Grande 
Blok B/19, Cihuni, 
Pagedangan, 
Kabupaten 
Tangerang, 
Provinsi Banten 

1 Juni 2026 – 31 
Mei 2029. 

Perjanjian 
merupakan 
dasar 
penguasaan 
SSN atas 
bangunan 
tersebut untuk 
dimanfaatkan 
sebagai kantor 
oleh SSN 

Rp15.000.000 
(per tahun). 

9.  Perjanjian Sewa 
Menyewa 
tanggal 2 
Februari 2026 

SUN selaku 
pemberi 
sewa, EWI 
sebagai 
penyewa, 
Jenny 
Jahjataru 
dan 
Andrew 
Ignatius 
Widjaja 
selaku 
pemilik 
tanah 

EWI menyewa 
suatu ruang 
seluas 826,85 m² 
dari SUN di 
bangunan yang 
terletak di Jl. 
Bhumimas V No. 
12 dan didirikan 
di atas sebagian 
tanah dengan 
Sertipikat Hak 
Guna Bangunan 
No. 00557 yang 
berlokasi di 
Kelurahan 
Telagasari, 
Kecamatan 
Cikupa, 
Kabupaten 
Tangerang, 
Provinsi Banten.  
 

2 Februari 2026 
– 1 Oktober 
2034 

Perjanjian 
tersebut 
merupakan 
dasar 
penguasaan 
EWI atas 
ruangan yang 
digunakan 
dalam kegiatan 
operasional 
EWI. 

Rp63.812.512,5 
(per bulan). 

10.  Perjanjian 
Kerjasama 
Pabrikan 

Perseroan 
selaku 
distributor 

Perseroan secara 
eksklusif 
melaksanakan 

5 tahun sejak 
Perjanjian 
Kerjasama 

Digunakan 
sebagai 
perjanjian 

N/A 
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No. 
Nama 

Perjanjian 
Pihak 

Ruang Lingkup 
dan/atau Hak 

dan Kewajiban 
Jangka Waktu 

Fungsi atau 
Tujuan 

Perjanjian 

Nilai (Rp) 

tanggal 6 
Januari 2025 

dengan 
EWI selaku 
pabrikan 

pemasaran, 
penjualan, 
penyaluran, dan 
pelayanan purna 
jual atas produk-
produk dengan 
merek WEGO 
yang diproduksi 
oleh EWI ke 
pelanggan di 
seluruh wilayah 
Republik 
Indonesia 

Pabrikan 
ditandatangani 
dan akan 
dievaluasi tiap 
akhir tahun. 
Apabila tidak 
ada 
pemberitahuan 
tertulis, 
Perjanjian 
Kerjasama 
Pabrikan akan 
diperpanjang 
secara otomatis 
untuk 1 tahun 
setiap kalinya. 

kerjasama untuk 
distribusi produk 
WEGO oleh 
Perseroan 

 
Pada tanggal Prospektus ini, perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut telah dibuat secara wajar (arms length) dan tidak 
mengandung benturan kepentingan.  
 
f) Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan  
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan 
bangunan sebagai berikut: 
 

No. 
No. Sertifikat dan 

Tanggal Penerbitan 

Luas 
Tanah 
(m2)  

Lokasi 
Tanggal 
Berakhir 

hak 
Peruntukan Catatan 

1.  SHGB No. NIB 
09.02.000022439.0 
tanggal 21 Maret 
2025 
 

76 Kelurahan Menteng 
Dalam, Kecamatan 
Tebet, Kota 
Administrasi Jakarta 
Selatan, Provinsi DKI 
Jakarta 
 

30 Juni 2041 Aktivitas 
Operasional 
Marketing  

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank Ina 
Perdana Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
192/2025 
tanggal 27 
Agustus 2025 
yang dibuat 
oleh PPAT Sri 
Buena 
Brahmana.  

2.  SHGB No. NIB 
09.02.000021991.0 
tanggal 7 Maret 2025 

76 Kelurahan Menteng 
Dalam, Kecamatan 
Tebet, Kota 
Administrasi Jakarta 

29 Juni 2041 Aktivitas 
Operasional 
Marketing 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank Ina 
Perdana Tbk 
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No. 
No. Sertifikat dan 

Tanggal Penerbitan 

Luas 
Tanah 
(m2)  

Lokasi 
Tanggal 
Berakhir 

hak 
Peruntukan Catatan 

Selatan, Provinsi DKI 
Jakarta 

dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
193/2025 
tanggal 27 
Agustus 2025 
yang dibuat 
oleh PPAT Sri 
Buena 
Brahmana.  

3.  SHGB No. NIB 
28.04.000110846.0 
tanggal 18 
September 2025 

249 Kelurahan Cihuni, 
Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten Tangerang, 
Provinsi Banten 

4 Desember 
2034 

Kantor pusat dan 
gudang 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank OCBC 
NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT  No. 
214/2025 
tanggal 30 
Oktober 2025 
yang dibuat 
oleh PPAT 
Michael 
Wisnoe Barata  

4.  SHGB No. 6778 
tanggal 7 Maret 2016 

372 Desa Limusnunggal, 
Kecamatan 
Cilenungsi, Kabupaten 
Bogor, Jawa Barat 

6 Februari 
2042 

Gudang Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank OCBC 
NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
146/2024 
tanggal 8 
Agustus 2024 
yang dibuat 
dihadapan 
PPAT 
Marliana 

5.  SHGB No. NIB 
09.02.000022365.0 
tanggal 4 Maret 2025 

76 Kelurahan Menteng 
Dalam, Kecamatan 
Tebet, Kota 
Administrasi Jakarta 

30 Juni 2031 Aktivitas 
Operasional 
Marketing 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank Ina 
Perdana Tbk 
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No. 
No. Sertifikat dan 

Tanggal Penerbitan 

Luas 
Tanah 
(m2)  

Lokasi 
Tanggal 
Berakhir 

hak 
Peruntukan Catatan 

Selatan, Provinsi DKI 
Jakarta 

dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
191/2025 
tanggal 27 
Agustus 2025 
yang dibuat 
oleh PPAT Sri 
Buena 
Brahmana.  

6.  SHGB No. NIB 
28.04.000117609.0 
tanggal 16 Oktober 
2025 

971 Kelurahan Cihuni, 
Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten Tangerang, 
Provinsi Banten 

4 Desember 
2034 

Kantor pusat dan 
gudang 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank OCBC 
NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT  No. 
214/2025 
tanggal 30 
Oktober 2025 
yang dibuat 
oleh PPAT 
Michael 
Wisnoe Barata  

7.  SHGB No. NIB 
28.04.000110294.0 
tanggal 18 
September 2025 

155 Kelurahan Cihuni, 
Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten Tangerang, 
Provinsi Banten 

4 Desember 
2034 

Kantor pusat dan 
gudang 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank OCBC 
NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT  No. 
214/2025 
tanggal 30 
Oktober 2025 
yang dibuat 
oleh PPAT 
Michael 
Wisnoe Barata  

8.  SHGB No. NIB 
28.04.000110303.0 
tanggal 18 
September 2025 

95 Kelurahan Cihuni, 
Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten Tangerang, 
Provinsi Banten 

28 
September 
2048 

Kantor pusat dan 
gudang 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank OCBC 
NISP Tbk 
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No. 
No. Sertifikat dan 

Tanggal Penerbitan 

Luas 
Tanah 
(m2)  

Lokasi 
Tanggal 
Berakhir 

hak 
Peruntukan Catatan 

dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT  No. 
214/2025 
tanggal 30 
Oktober 2025 
yang dibuat 
oleh PPAT 
Michael 
Wisnoe Barata  

9.  SHGB No. NIB 
28.04.000110302.0 
tanggal 18 
September 2025 

25 Kelurahan Cihuni, 
Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten Tangerang, 
Provinsi Banten 

16 
November 
2048 

Kantor pusat dan 
gudang 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank OCBC 
NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT  No. 
214/2025 
tanggal 30 
Oktober 2025 
yang dibuat 
oleh PPAT 
Michael 
Wisnoe Barata  

10.  SHGB No. 425 
tanggal 27 
September 2012 

137 Kelurahan Dwikora, 
Kecamatan Medan 
Helvetia, Kota Medan, 
Provinsi Sumatera 
Utara 

17 
Desember 
2035 

Kantor 
Representatif 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank Ina 
Perdana Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
05/2022 
tanggal 19 
April 2022 
yang dibuat 
dihadapan 
PPAT Dody 
Safnul.  
 

11.  SHGB No. 1358 
tanggal 5 Oktober 
2004 

85 Desa/Kelurahan 
Wonodri, Kecamatan 
Semarang Selatan, 
Kabupaten/Kotamadya 

28 Juni 2029 Kantor 
Representatif  

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank Ina 
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No. 
No. Sertifikat dan 

Tanggal Penerbitan 

Luas 
Tanah 
(m2)  

Lokasi 
Tanggal 
Berakhir 

hak 
Peruntukan Catatan 

Semarang, Provinsi 
Jawa Tengah 

Perdana Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
730/2022, 
yang dibuat di 
hadapan 
PPAT Tuti 
Wardhany.  
 

12.  SHGB No. 4876 
tanggal 13 Januari 
2022 

171 Desa/Kelurahan 
Cihuni, Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten/Kotamadya 
Tangerang, Provinsi 
Banten 

21 Oktober 
2051 

Kantor pusat dan 
gudang 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank OCBC 
NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
259/2024 dan 
dan peringkat 
kedua 
berdasarkan 
APHT No. 
202/2024, 
yang dibuat di 
hadapan 
PPAT Utami 
Ratnawaty.  
 

13.  SHGB No. 4877 
tanggal 13 Januari 
2022 

165 Desa/Kelurahan 
Cihuni, Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten/Kotamadya 
Tangerang, Provinsi 
Banten 

4 November 
2051 

Kantor pusat dan 
gudang 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank OCBC 
NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
259/2024 dan 
dan peringkat 
kedua 
berdasarkan 
APHT No. 
202/2024, 
yang dibuat di 
hadapan 
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No. 
No. Sertifikat dan 

Tanggal Penerbitan 

Luas 
Tanah 
(m2)  

Lokasi 
Tanggal 
Berakhir 

hak 
Peruntukan Catatan 

PPAT Utami 
Ratnawaty. 
 

14.  SHGB No. 4179 
tanggal 21 Agustus 
2018 

650 Desa/Kelurahan 
Cihuni, Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten/Kotamadya 
Tangerang, Provinsi 
Banten 

4 Desember 
2034 

Kantor pusat dan 
gudang 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank OCBC 
NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
259/2024 dan 
dan peringkat 
kedua 
berdasarkan 
APHT No. 
202/2024, 
yang dibuat di 
hadapan 
PPAT Utami 
Ratnawaty. 
 

15.  SHGB No. 4615 
tanggal 15 April 2021 

161 Desa/Kelurahan 
Cihuni, Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten/Kotamadya 
Tangerang, Provinsi 
Banten 

4 Desember 
2034 

Kantor pusat dan 
gudang 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank OCBC 
NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
259/2024 dan 
dan peringkat 
kedua 
berdasarkan 
APHT No. 
202/2024, 
yang dibuat di 
hadapan 
PPAT Utami 
Ratnawaty. 
 

16.  SHGB No. NIB 
12.39.000034021.0 
tanggal 11 April 2018 

66 Kelurahan Baratajaya, 
Kecamatan Gubeng, 
Kota Surabaya II, 
Provinsi Jawa Timur 

11 April 2038 Kantor 
Representatif 

Sedang 
dijaminkan 
kepada PT 
Bank Ina 
Perdana Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
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No. 
No. Sertifikat dan 

Tanggal Penerbitan 

Luas 
Tanah 
(m2)  

Lokasi 
Tanggal 
Berakhir 

hak 
Peruntukan Catatan 

peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
02/2026 
tanggal 6 
Maret 2026 
yang dibuat 
dihadapan 
PPAT 
Christine Elisia 
Widjaya 

 
Perseroan memiliki kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: 
 

No. Merek dan Jenis Nomor Polisi 

1.  Yamaha / SE 88 B-6937-JEJ 

2.  Toyota / Hi Ace 2.8 M/T B-7788-JDA 

3.  Daihatsu / Minibus S403RV-ZMDFJJWD B-1268-JFU 

4.  Honda / NF11T11C01 M/T (Revo SW) B-6004-JFF 

5.  Lexus / LM 350 4X2 A/T B-1-MED 

6.  Lexus / LM 350H 4X2 A/T B-1-SUR 

7. , BMW / 73OLI G12 CKED A/T B-278-JBU 

8.  Toyota / Kijang Innova 2.4 G A/T B-297-AW 

9.  BMW / M2 Competition A/T B-297-M 

10.  Audi / A6 2.0 TFSI AT B-309-AW 

11.  Toyota / Alphard 2.5G A/T B-710-KSW 

12.  Daihatsu / S401RV-ZMEDJJ HJ B-1029-JVD 

13.  Daihatsu / S401RV-ZMEDJJ HJ B-1030-JVD 

14.  Volkswagen / Tiguan Allspace 1.4 TSI AT B-1124-JNY 

15.  Daihatsu / S402RV-2MDFJJ MU B-1147-JFD 

16.  Toyota / MAGA10R-BRXLBD 2.0 G CVT B-1151-JFU 

17.  Honda / Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD B-1163-JVD 

18.  Daihatsu / S402RV-ZMDFJJ MU B-1170-JFD 

19.  Toyota /  W101RE-LHVFJ 1.5 Q CVT B-1177-JFT 

20.  Toyota / MAGH10R-BPXHBD 2.0 Q HV CVT TSS B-1188-DEN 

21.  Toyota / W101RE-LBMFJ 1.5 G CVT B-1272-JFI 

22.  Toyota / Yaris 1.5 G CVT  B-1290-JIB 

23.  Suzuki / JB 424-Grand Vitara A/T B-1343-JLO 

24.  Toyota / B401RA-GOZFJ Calya 1.2 G AT B-1347-JFJ 
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No. Merek dan Jenis Nomor Polisi 

25.  BYD / ME-7 (4X2) A/T B-1392-JNQ 

26.  Toyota / Avanza 1.3 G M/T  B-1464-JVF 

27.  Toyota / B401RA-GQZFJ Calya 1.2 G AT B-1468-JFG 

28.  Toyota / Avanza 1.5 Veloz A/T  B-1488-JFG 

29.  Toyota / B401RA-GQZFJ Calya 1.2 G AT B-1572-JFK 

30.  Toyota / Kijang Innova G. AT Diesel  B-1808-JVE 

31.  Toyota / Rush 1.5 G A/T B-1971-JFF 

32.  Toyota / Camry 2.5V AT  B-2292-RFD 

33.  Toyota / MAGA10R-BRXMBD 2.0 V CVT B-2411-JEN 

34.  Honda / NF11T11C01 M/T (Revo Fit) B-6003-JBW 

35.  Honda / NC11DICE A/T B-6114-JFG 

36.  Yamaha / SE 88 B-6148-JGT 

37.  Honda / NF11T11C01 M/T (Revo CW) B-6205-JFF 

38.  Honda / NF11B2D1 M/T (Revo Fit) B-6278-JFF 

39.  Yamaha / SE 88 B-6369-JEN 

40.  Yamaha / B3W A/T B-6373-JGC 

41.  Yamaha / 2SX B.6428-JFH 

42.  Yamaha / SE 88 B-6499-JEN 

43.  Honda / H1B02N41LO A/T B-6735-JBF 

44.  Yamaha / SE 88 B-6733-JGA 

45.  Honda / NF 11B1D M/T B-6967-JFJ 

46.  Dihatsu / S402RP-PMRFJJ KJ B-9140-JRU 

47.  Mitsubishi / Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T B-9175-JRU 

48.  Honda / AFX12U21C08 M/T B-6958-JSY 

49.  Toyota / Hilux 2.4E Double Cabin (4X4) M/T B-9262-JBA 

50.  Honda / BR-V 1.5  B-2411-JOS 

51.  Yamaha / SE 88 B-6370-JEN 

52.  BMW / 3301 CKD B7 A/T B-278-JAL 

53.  Honda / H1B02N41L1 A/T B-6255-JSR 

54.  Toyota / MAGH10R-BRXLBD 2.0 G HV CVT B-1503-JKF 

55.  BYD / Dholpin Dynamic (4X2) A/T B-1257-JNR 

56.  Wuling / E260R EV 50ZW333LVOYID (4X2) A/T B-1256-JNR 

57.  Toyota / Rush 1.5 G A/T B-1040-JKI 

 
Selain itu, Perseroan juga memiliki Hak Kekayaan Intelektual dengan rincian sebagai berikut: 
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No. Merek  Kelas 
Nomor 

Pendaftaran 
Jangka Waktu Perlindungan 

1.  

 

10 IDM000750024 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 18 
Mei 2028 

2.  

 

11 IDM000750023 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 18 
Mei 2028 

3.  

 

20 IDM000744902 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 21 
Mei 2028 

4.  

 

10 IDM0007449013 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 21 
Mei 2028 

5.  

 

10 IDM000699003 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 17 
Mei 2028 

6.  

 

11 IDM000698996 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 17 
Mei 2028 
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No. Merek  Kelas 
Nomor 

Pendaftaran 
Jangka Waktu Perlindungan 

7.  

 

20 IDM000698980 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 17 
Mei 2028 
 

8.  

 

10 IDM000702529 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 16 
Mei 2028 

9.  

 

20 IDM000702538 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 16 
Mei 2028 
 

10.  

 

10 IDM000750030 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 18 
Mei 2028 

 
g) Keterangan Mengenai Asuransi 
 

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset yang dimiliki dengan 
jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai 
yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.  
 

No. Polis No. Nama Penanggung 
Nama 

Tertanggung 
Jenis Asuransi Obyek Asuransi 

Jumlah/Nilai 
Pertanggungan  

Masa  
Berlaku 

1. 11-F0094751-
FFF-R001 

PT Great 
Eastern General 
Insurance 
Indonesia 

PT Bank 
OCBC NISP 
Tbk QQ 
Perseroan 

Asuransi 
Commercial Fire 
Risk tanggal 10 
Juli 2025 

Bangunan 
terletak di Kota 
Wisata Gudang 
Compark, Blok 
B No. 21, Kel. 
Lismununggal, 
Kec. Cileungsi, 
Bogor  

Rp900.000.000 15 Juli 2025 
– 15 Juli 
2026  

2. 11-F0091906-
FFF-R002 

PT Great 
Eastern General 
Insurance 
Indonesia 

PT Bank 
OCBC NISP 
Tbk QQ 
Perseroan 

Asuransi 
Commercial Fire 
Risk tanggal 13 
Januari 2026 

Medical 
Equipment yang 
terletak di 
Gading 
Serpong, Jl. 

Rp15.221.547.987 1 Februari 
2026 – 
1 Februari 
2027   
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No. Polis No. Nama Penanggung 
Nama 

Tertanggung 
Jenis Asuransi Obyek Asuransi 

Jumlah/Nilai 
Pertanggungan  

Masa  
Berlaku 

Soekarno, Kav. 
3–5, Cihuni, 
Pagedangan, 
Tangerang, 
Banten, 
Indonesia 

3. No. 
10101012600
196 

PT Asuransi 
Harta Aman 
Pratama Tbk 

PT Bank Ina 
Perdana Tbk 
QQ Perseroan 

Asuransi PSAKI 
tanggal 13 
Februari 2026 

Stock of Goods 
(Medical 
Equipment) 
yang terletak di 
Gedung Esa 
Plaza (Lantai 
10), , Jl. 
Soekarno, Lot 
10,  Cihuni, 
Pagedangan, 
Tangerang, 
Banten, 
Indonesia 

Rp50.271.390.180 1 Februari 
2026 – 
1 Februari 
2027   

4. No. 
10101012600
192 

PT Asuransi 
Harta Aman 
Pratama Tbk 

PT Bank Ina 
Perdana Tbk 
QQ Perseroan 

Asuransi PSAKI 
tanggal 9 
Februari 2026 

Ruko 3 lantai di 
Komplek Ruko 
Megakom Blok 
B No. 29, Jl. 
Kapten Muslim, 
Kel, Dwikora 
Kec. Medan 
Helvetia, Medan 
dan Ruko 3 
lantai di 
Komplek Ruko 
Peterongan 
Plaza Blok C 
No. 17, Jl. MT 
Haryono Kavling 
719, Kel. 
Wonodri, Kec. 
Semarang, 
Selatan, Kota 
Semarang 

Rp2.532.000.000 dan 
Rp 2.239.000.000 

9 Februari 
2026 – 9 
Februari 
2027 

5. No. 
10101012600
195 

PT Asuransi 
Harta Aman 
Pratama Tbk 

PT Bank Ina 
Perdana Tbk 
QQ Perseroan 
QQ Surya 
Gunawan 
Widja QQ Eddy 
Lie  

Asuransi PSAKI 
tanggal 9 
Februari 2026 

Ruko 3 lantai di 
Komplek Rukan 
Royal Palace 
Blok A, No. 24-
26, Jl. Prof Dr 
Soepomo No. 
178 A, Kel. 
Menteng Dalam, 
Kec, Tebet, 
Jakarta Selatan 

Rp16.500.000.000 9 Februari 
2026 – 9 
Februari 
2027 

6. No. 
10101012600
191 

PT Asuransi 
Harta Aman 
Pratama Tbk 

PT Bank Ina 
Perdana Tbk 
QQ Perseroan 
QQ Surya 
Gunawan 
Widjaja 

Asuransi PSAKI 
tanggal 9 
Februari 2026 

Ruko 4 lantai di 
Komplek Ruko 
RMI Blok C-20, 
Jl. Manyar, 
Kebon Bibit Blok 
C-20, Kel. 
Baratajaya, Kota 
Surabaya 

Rp2.500.000.000 9 Februari 
2026 – 9 
Februari 
2027 

7. No.  11-
F0107088-
FFF 

PT Great 
Eastern General 

PT Bank 
OCBC NISP 

Asuransi 
Commercial Fire 

Gedung 
perkantoran 7-8 
lantai yang 

Rp61.315.882.300 9 Februari 
2026 – 9 
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No. Polis No. Nama Penanggung 
Nama 

Tertanggung 
Jenis Asuransi Obyek Asuransi 

Jumlah/Nilai 
Pertanggungan  

Masa  
Berlaku 

Insurance 
Indonesia 

Tbk QQ 
Perseroan 

Risk tanggal 9 
Februari 2026 

terletak di 
Gading 
Serpong, Jl. 
Soekarno Kav. 
3-5, Cihuni, 
Pagedangan, 
Tangerang, 
Banten 

Februari 
2027 

8. No. 
40012126024
302 
 

PT Asuransi 
Multi 
Artha Guna Tbk 

Perseroan Polis Standar 
Asuransi 
Kebakaran 
Indonesia 
tanggal 12 Mei 
2026 

Kebon Jati 
Paskal Hyper 
Square, Ruko 
Blok B No. 42A, 
Kel. Kebon 
Jeruk, Kec. 
Andir, 
Bandung 

Rp1.000.000.000 7 Mei 2026 – 
7 
Mei 2027 

 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan pihak asuransi tidak memiliki hubungan Afiliasi. 
 

 
h) Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan Yang Mungkin Berdampak Material 

Terhadap Penggunaan Aset Emiten  
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada 
berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas 
pada kewajiban perizinan lingkungan, persetujuan lingkungan, pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, 
pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, serta ketentuan terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan 
lahan.  
 
Ketentuan hukum dan/atau kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup, termasuk perubahan atau 
pengetatan standar baku mutu lingkungan, persyaratan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), kewajiban 
reklamasi atau pemulihan lingkungan, serta pembatasan kegiatan usaha pada area tertentu, berpotensi 
berdampak material terhadap penggunaan, pengembangan, maupun pengoperasian aset Perseroan dan Entitas 
Anak. Dampak tersebut dapat berupa pembatasan pemanfaatan lahan dan fasilitas produksi, kebutuhan investasi 
tambahan untuk pemenuhan standar lingkungan, peningkatan biaya operasional, hingga kewajiban penghentian 
sementara kegiatan pada aset tertentu apabila persyaratan lingkungan tidak terpenuhi.  
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi sanksi 
administratif, gugatan perdata, maupun proses hukum di bidang lingkungan hidup apapun yang berdampak baik 
material maupun yang tidak material terhadap penggunaan aset Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk 
menjaga kepatuhan terhadap seluruh ketentuan lingkungan hidup yang berlaku guna memitigasi risiko hukum dan 
operasional yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pemanfaatan aset Perseroan di masa mendatang. 
 
 

i) Strukur Kepemilikan Perseroan  
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Struktur Kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut: 
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Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sehubungan dengan ketentuan Pasal 45 POJK 45/2024, berdasarkan 
penetapan pengendali yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta 
No. 153 tanggal 23 Februari 2026, pengendali Perseroan adalah Bapak Surya Gunawan Widjaja.  
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026, 
pemilik manfaat dari Perseroan adalah Tuan Surya Gunawan Widjaja yang memenuhi kriteria sebagai pemilik 
manfaat Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan 
Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 
 
j) Pengurusan dan Pengawasan Perseroan  
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 7 Januari 2026 yang dibuat 
di hadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris di Jakarta Barat (“Akta 16/2026”), susunan Direksi dan Komisaris 
Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama    : Surya Gunawan Widjaja 
Komisaris   : Andrew Ignatius Widjaja 
Komisaris Independen  : Iwanho  
Komisaris Independen  : Sodikin Sadek 
 
Direksi 
Direktur Utama   : Florian Chris Widjaja 
Direktur    : Eddy Lie 
Direktur    : Jason Aaron Lie 
Direktur    : Andrian Matthew Widjaja 
 
Akta 16/2026 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053455 tanggal 17 Februari 2026 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0029488.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 18 Februari 2026.  
 

Struktur Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Entitas Anak Perseroan per 31 Desember 2025

PT Esa 

Medika Mandiri

PT ESA BEHRINDO

TRIJAYA

PT MED8 MAKMUR

MANDIRI

PT SONNEN UTAMA

NASIONAL

Surya Gunawan 

Widjaja
Eddy Lie Florian Chris Widjaja

Andrian Matthew 

Widjaja

Andrew Ignatius 

Widjaja

30,1% 14,5% 16,0% 23,4% 16,0%

PT SINAR SURYA 

NASIONAL

PT ESA WEGO 

INDONESIA

55,0 

60,0 55,0 90,0 99,0 

Pengendali
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Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan 
pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, 
termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi. Sesuai 
dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 18 Februari 
2026 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.   

 
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:  

 
Dewan Komisaris  

  

Surya Gunawan – Komisaris Utama  
Warga Negara Indonesia, 72 tahun. Lahir di Jakarta, Indonesia pada tanggal 
15 Januari 1954. Beliau diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan sejak 
tahun 2026. 
 
Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan 
Tempat 

Pendidikan 
Gelar/Jurusan 

Tahun 
Lulus 

Sarjana University of 
Cologne, Germany 

Ekonomi 1986 

 
Riwayat Pekerjaan: 
 

Pekerjaan/Jabatan Perusahaan/Institusi Masa Kerja 

Komisaris Utama PT Esa Medika Mandiri 2026 – Sekarang 
Direktur Utama PT Sinar Surya National 2024 – Sekarang 
Komisaris PT Esa Wego Indonesia 2024 – Sekarang 
Direktur Utama PT Esa Industri Mandiri 2021 – Sekarang 
Komisaris PT Sonnen Utama Nasional 2021 – Sekarang 
Direktur PT Sinar Bayu Lestari 2003 – Sekarang 
Direktur Utama PT Esa Medika Mandiri 2000 – 2026 
Sales and Marketing 
Director 

PT Buminusantara 
Bestariperkasa (BBraun 
Indonesia) 

1991 – 1999 

General Manager Heins von Have, Jakarta 1987 – 1991 
Product Manager Heins von Have, Hamburg 1986 – 1987 
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Andrew Ignatius Widjaja – Komisaris  
Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Lahir di Cologne, Jerman pada tanggal 
30 September 1981. Beliau diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak 
tahun 2026. 
 
Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan 
Tempat 

Pendidikan 
Gelar/Jurusan 

Tahun 
Lulus 

Sarjana University of 
Oregon, USA 

Economy 2004 

 
Riwayat Pekerjaan: 
 

Pekerjaan/Jabatan Perusahaan/Institusi Masa Kerja 

Komisaris PT Esa Medika Mandiri 2026 – Sekarang 
Komisaris Utama PT Med8 Makmur Mandiri 2021 – Sekarang 
Komisaris PT Esa Behrindo Trijaya 2021 – Sekarang 
Direktur Utama PT Esa Behrindo Atmi Jaya 2021 – Sekarang 
Direktur PT Sonnen Utama Nasional 2021 – Sekarang 
Direktur PT Esa Industri Mandiri 2021 – Sekarang 
Komisaris PT Esa Atmi Nusantara 2021 – Sekarang 
Komisaris Utama PT Esa Medika Mandiri 2008 – 2026 
Finance Manager PT Esa Medika Mandiri 2006 – 2008 

 

  

Iwanho – Komisaris Independen  
Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Jakarta, Indonesia pada tanggal 
16 Februari 1971. Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan 
sejak tahun 2026. 
 
Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan 
Tempat 

Pendidikan 
Gelar/Jurusan 

Tahun 
Lulus 

Magister 
Management 

IPMI International 
Business School Finance 2008 

Sarjana Universitas Trisakti Akuntansi 1994 

 
Riwayat Pekerjaan: 
 

Pekerjaan/Jabatan Perusahaan/Institusi Masa Kerja 

Komisaris Independen PT Esa Medika Mandiri 2026 – Sekarang 
Komisaris Independen PT Asuka Engineering Indonesia 2026 – Sekarang 
Komisaris PT Hasnur Citra Terpadu 2022 – Sekarang 
Komisaris PT Hasnur Internasional Shipping 2022 – Sekarang 
Komisaris PT Surya Anugrah Kekal 2022 – Sekarang 
Komisaris PT Barito Putera Plantation 2022 – Sekarang 
Komisaris Independen PT Segar Kumala Indonesia Tbk 2022 – 2025 
Komisaris Independen PT Venteny Fortuna International Tbk 2022 – 2025 
Direktur Utama PT RHB Sekuritas Indonesia 2018 – 2021 
Deputy CEO PT RHB Sekuritas Indonesia 2015 – 2018  
Partner Deloitte 2010 – 2015 
Partner Ernst & Young 2006 – 2010 
Direktur KPMG 2001 – 2005 
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Sodikin Sadek – Komisaris Independen  
Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Lahir di Kuningan, Indonesia pada 
tanggal 3 Desember 1962. Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen 
Perseroan sejak tahun 2026. 
 
Pendidikan 
 

Tingkat 
Pendidikan 

Tempat Pendidikan Gelar/Jurusan Tahun Lulus 

Magister Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta 

Ilmu Kesehatan 
Masyarakat 

2006 

Sarjana Universitas Indonesia, 
Depok 

Teknik Elektro 1999 

Sarjana IKIP - Bandung Administrasi 
Pendidikan 

1990 

Sarjana Muda Politeknik Kesehatan 
Jakarta II 

Teknik 
Elektromedik 

1985 

 
Riwayat Pekerjaan:  
 

Pekerjaan/Jabatan Perusahaan/Institusi Masa Kerja 

Komisaris 
Independen 

PT Esa Medika Mandiri 2026 – Sekarang 

Direktur Remdi Himpunan Pengembangan 
Ekosistem Alat Kesehatan 
Indonesia 

2025 – Sekarang 

Dewan Pengawas RS Paru dr. Ario Wirawan 
Salatiga 

2022 – 2023 

Direktur Produksi & 
Distribusi Alat 
Kesehatan 

Kementerian Kesehatan 2022 

Plt. Direktur 
Ketahanan 
Kefarmasian dan Alat 
Kesehatan 

Kementerian Kesehatan 2022 

Direktur Penilaian 
Alat Kesehatan dan 
PKRT 

Kementerian Kesehatan 2021 – 2024 

Dewan Pengawas RS PON Jakarta 2021 – 2022 
Plt. Direktur Tata 
Kelola Obat Publik 

Kementerian Kesehatan 2020 – 2021 

Dewan Pengawas RS Mata Cicendo Bandung 2019 – 2021 
Direktur Pengawasan 
Alat Kesehatan dan 
PKRT 

Kementerian Kesehatan 2016 – 2021 

Dewan Pengawas RS Moh Hoesen Palembang 2015 – 2019 
Direktur Bina 
Pelayanan 
Penunjang Medik 
dan Sarana 
Kesehatan 

Kementerian Kesehatan 2015 – 2016 

Ka.Subdit Sarana 
Kesehatan Direktorat 
Bina Pelayanan 
Penunjang Medik 

Kementerian Kesehatan 2013 – 2015 
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Sarana Kesehatan 
BUK 
Kepala Bidang 
Fasilitas Medik 
RSUP Fatmawati 

RSUP Fatmawati 2006 – 2013 

Dosen Tetap Politeknik Kesehatan Jakarta II 1986 – 2006 
 

 

Direksi  

  

Florian Chris Widjaja – Direktur Utama  
Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Lahir di Cologne, Jerman pada 
tanggal 24 November 1986. Beliau diangkat menjadi Direktur Utama 
Perseroan sejak tahun 2026. 
 
Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan 
Tempat 

Pendidikan 
Gelar/Jurusan 

Tahun 
Lulus 

Sarjana University of New 
South Wales, 
Sydney, Australia 

Engineering 2009 

 
Riwayat Pekerjaan: 
 

Pekerjaan/Jabatan Perusahaan/Institusi Masa Kerja 

Direktur Utama PT Esa Medika Mandiri 2026 – Sekarang 
Direktur Utama PT Esa Wego Indonesia 2024 – Sekarang 
Direktur PT Esa Medika Mandiri 2023 – 2026 
Direktur Utama PT Esa Behrindo Trijaya 2021 – Sekarang 
Komisaris Utama PT Sonnen Utama Nasional 2021 – Sekarang 
Komisaris PT Med8 Makmur Mandiri 2021 – Sekarang 
Komisaris PT Esa Behrindo Atmi Jaya 2021 – Sekarang 
Direktur PT Esa Industri Mandiri 2021 – Sekarang 
Direktur PT Esa Atmi Nusantara 2021 – Sekarang 
Head of Procurement 
and Logistics Division 

PT Esa Medika Mandiri 2009 – 2023 

 

  

Eddy Lie – Direktur  
Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Lahir di Indonesia pada tanggal 27 
Agustus 1961. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 
2000. 
 
Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan 
Tempat 

Pendidikan 
Gelar/Jurusan 

Tahun 
Lulus 

M. App. Sc. 
Biotechnology 

University of New 
South 
Wales,Sydney 

Biotechnology 1988 

B.Sc Food 
Technology 

University of New 
South 
Wales,Sydney 

Food Technology 1987 

 
Riwayat Pekerjaan: 
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Pekerjaan/Jabatan Perusahaan/Institusi Masa Kerja 

Komisaris PT Esa Wego Indonesia 2024 – Sekarang 
Direktur Utama PT Sinar Bayu Lestari 2003 – Sekarang 
Direktur PT Esa Medika Mandiri 2000 – Sekarang 
Sales Director B. 
Braun Biotechnology 
Division 

PT Buminusantara 
Bestariperkasa 

1990 – 2000 

 

  
  

Jason Aaron Lie – Direktur  
Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Lahir di Sydney, Australia pada 
tanggal 13 Oktober 1987. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan 
sejak tahun 2026. 
 
Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan 
Tempat 

Pendidikan 
Gelar/Jurusan 

Tahun 
Lulus 

Bachelor of Business Monash University, 
Melbourne, 
Australia 

Double Major in 
Banking and 
Finance; and 
Economics 

2009 

 
Riwayat Pekerjaan: 
 

Pekerjaan/Jabatan Perusahaan/Institusi Masa Kerja 

Direktur PT Esa Medika Mandiri 2026 – Sekarang 
Direktur Utama PT Med8 Makmur Mandiri 2021 – Sekarang 
Komisaris PT Sonnen Utama Nasional 2021 – Sekarang 
Direktur PT Esa Behrindo Trijaya 2021 – Sekarang 
Direktur PT Esa Behrindo Atmijaya 2021 – Sekarang 
Komisaris PT Esa Industri Mandiri 2021 – Sekarang 
Head of Finance 
Division 

PT Esa Medika Mandiri 2012 – 2026 

Data Analyst Commonwealth Bank of 
Australia - Melbourne 

2010 – 2012 

 

  
  

Andrian Matthew Widjaja – Direktur  
Warga Negara Indonesia, 32 tahun. Lahir di Jakarta, Indonesia pada 
tanggal 29 Juli 1993. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak 
tahun 2026. 
 
Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan 
Tempat 

Pendidikan 
Gelar/Jurusan 

Tahun 
Lulus 

Sarjana Swiss German 
University, 
Tangerang 

Faculty of 
Biomedical 
Engineering 

2015 

 
Riwayat Pekerjaan: 
 

Pekerjaan/Jabatan Perusahaan/Institusi Masa Kerja 

Direktur PT Esa Medika Mandiri 2026 – Sekarang 
Direktur Utama PT Sonnen Utama Nasional 2024 – Sekarang 
Komisaris PT Esa Medika Mandiri 2023 – 2026 
Direktur PT Esa Behrindo Atmi Jaya 2021 – Sekarang 
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Komisaris PT Esa Industri Mandiri 2021 – Sekarang 
Direktur Utama PT Esa Atmi Nusantara 2021 – Sekarang 
Direktur PT Sonnen Utama Nasional 2021 – 2024 
Komisaris PT Esa Behrindo Trijaya 2021 – 2024 
Direktur PT Med8 Makmur Mandiri 2021 – 2024 
Head of Sales and 
Marketing Division 

PT Esa Medika Mandiri 2015 – 2023 

 
 

 
Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait 
Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek. 
 
Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Emiten. 
 
Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan 
Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau 
penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota  Direksi  Perseroan. 
 
Hubungan Kekeluargaan di Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham  
 

Nama Jabatan Keterangan 

Surya Gunawan Widjaja 
(Ayah) 

Komisaris Utama 

Hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak 

Andrew Ignatius Widjaja 
(Anak) 

Komisaris 

Florian Chris Widjaja 
(Anak) 

Direktur Utama 

Andrian Matthew Widjaja 
(Anak) 

Direktur 

Eddy Lie (Ayah) Direktur 

Hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak 

Jason Aaron Lie (Anak) Direktur 

 
k) Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)   
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa 
Efek Indonesia. Good Corporate Governance ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian 
dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui 
etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk 
memberikan keuntungan bagi stakeholder. 
 
Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras 
dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta 
penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. 
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Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan 
prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.  
 
Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: 
Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit 
Internal. 
 
Dewan Komisaris  
 
Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi 
ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, 
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan 
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan 
memberikan nasihat pada Direksi. 
 
Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.  
 
Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut: 
 

Nama Jabatan 
Jumlah 
 Rapat 

Jumlah 
Kehadiran 

Frekuensi 
Kehadiran 

Surya Gunawan Widjaja* Komisaris Utama 0 0 0 

Andrew Ignatius Widjaja Komisaris  12 12 100% 

Iwanho** Komisaris Independen 0 0 0 

Sodikin Sadek** Komisaris Independen 0 0 0 

 
Catatan: 
* baru diangkat sebagai Komisaris Utama pada tahun 2026 
** baru diangkat sebagai anggota Komisaris Independen pada tahun 2026 
 
Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:  
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan 
memberi nasihat atau arahan kepada Direksi. 

- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab Direksi. 

 
Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.  
 

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir. 
 
Remunerasi Dewan Komisaris pada periode 31 Desember 2025, tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing 
sebesar Rp3.960.000.000, Rp3.540.000.000, dan Rp3.360.000.000.  
 
Direksi  
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Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas 
pelaksanaan jalannya seluruh akvitas usaha Perseroan.  
 
Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi: 
- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan 

Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang 
ditetapkan dalam anggaran dasar. 

- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar. 

- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. 
 
Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.  
 
Tingkat kehadiran Rapat Direksi Perseroan pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut: 
 

Nama Jabatan Jumlah Rapat 
Jumlah 

Kehadiran 
Frekuensi 
Kehadiran 

Florian Chris Widjaja* Direktur Utama 24 19 79% 

Eddy Lie Direktur 24 18 75% 

Jason Aaron Lie** Direktur 0 0 0 

Andrian Matthew 
Widjaja*** 

Direktur 0 0 0 

 
Catatan: 
* baru diangkat sebagai Direktur Utama pada tahun 2026, dimana rapat kehadiran yang tertulis adalah saat masih 
menjabat sebagai Direktur 
** baru diangkat sebagai Direktur pada tahun 2026 
***baru diangkat sebagai Direktur pada tahun 2026 
 
 
Direksi Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun 
prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan 
rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari 
anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai 
remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan. 
 
Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi 
Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka 
meningkatkan kompetensi Direksi. 
 
Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir. 
 
Remunerasi Jajaran Direksi pada periode 31 Desember 2025, tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar 
Rp11.460.000.000, Rp10.500.000.000, dan Rp9.936.000.000.  
 
 
 
Komite Audit   
 
Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan 
pedoman kerja bagi Komite Audit. 
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Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Komisaris PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor: No. 023/ESA/II/2026 tentang Pembentukan Komite Audit PT Esa 
Medika Mandiri Tbk tanggal 12 Februari 2026 dengan masa jabatan Komite Audit adalah tidak boleh lebih lama 
dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih 
kembali hanya untuk 1 periode berikutnya. 
 
Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris 
Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris 
Perseroan serta mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang 
antara lain meliputi:  
 
a.  Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau 

pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan 
Perseroan; 

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan 
kegiatan Perseroan;  

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan 
atas jasa yang diberikannya; 

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada 
independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; 

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan 
tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; 

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika 
Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; 

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; 
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan 

kepentingan Perseroan; dan 
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. 

 
Wewenang Komite Audit:  
a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya 

perusahaan yang diperlukan; 
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit 

internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; 
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan 

tugasnya (jika diperlukan); dan 
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. 
 
Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Ketua : Iwanho – Komisaris Independen 
Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada 
subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.  
 
Anggota 1 : Dedy Marianto 

  
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 Tahun.  
 
Beliau memiliki gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Satya Negara 
Indonesia pada tahun 2004. 
 



 

 

  
 

118 
 

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi 
Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) 
pemegang saham Perseroan. 
 
Riwayat Pekerjaan 

2026 – saat ini 

 

: Anggota Komite Audit, PT Esa Medika 

Mandiri 

 

2026 – saat ini : Reviewer, Kantor Akuntan Publik Sugandi 

Winata 

2022 - 2025 : Senior Auditor, Kantor Akuntan Publik 

Yahya Santosa (Praxity Aliance) 

2010 - 2022 : Senior Auditor, Kantor Akuntan Publik 

S.Manan, Ardiansyah & Rekan (Integra 

International) 

2006 - 2010 : Supervisor Auditor, Kantor Akuntan Publik 

Dedy Zeinirwan Santosa 

2004 - 2006 : Senior Auditor, Kantor Akuntan Publik Adi 

Jimmy Arthawan 
 

Anggota 2 : Jeannette Latonia 
 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 32 Tahun.  
 
Beliau memiliki gelar Bachelor of Hotel and Toursim Management dari 
2011 pada tahun 2015. 
 
Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi 
Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) 
pemegang saham Perseroan. 
 
Riwayat Pekerjaan 

2026 – Saat ini 

 

: Anggota Komite Audit, PT Esa Medika 

Mandiri  

2023 – Saat ini : HR & Mobility Specialist, Bain & Company 

Southeast Asia 

2021 - 2023 : HR & Mobility Specialist, Deloitte 

Consulting Southeast Asia 

2019 – 2021 : HARI & Mobility Associate, Deloitte 

Consulting Southeast Asia 

2018 - 2019 : Personnel Administration Senior Officer, 

PT Agung Podomoro Land Tbk 

2015 - 2018 : Personnel Administration Officer, PT 

Agung Podomoro Land Tbk 
 

 
Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit sesuai 
dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor: 024/ESA/II/2026  tentang Piagam 
Komite Audit Perseroan tanggal 12 Februari 2026. 
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Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 
3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Mengingat baru efektif menjabat 
pada 12 Februari 2026, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum 
diselenggarakan. 
 
Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja 
untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi. 
 
Unit Audit Internal  
 
Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan 
melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian 
internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.  
 
Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor: No. 
025/ESA/II/2026 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Esa Medika Mandiri Tbk tanggal 12 Februari 2026. 
 
Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman 
penyusunan piagam audit internal. 
Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  
a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;  
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan 

kebijakan Perseroan;  
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, 

operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;  
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat 

manajemen; 
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan 

Komisaris; 
f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; 
g. Bekerja sama dengan Komite Audit; 
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan 
i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 
 

Wewenang Unit Audit Internal:   
- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;  
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta 

anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; 
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; 

dan  
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. 
 
- Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota yang diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor: No. 025/ESA/II/2026 tentang 
Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Esa Medika Mandiri Tbk tanggal 12 Februari 2026.  

 
Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:  
 

Ketua : Liana Lisawati 
 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 48 Tahun.  
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Beliau memiliki gelar Sarjana Computerisasi Accounting dari 
Universitas Bina Nusantara pada tahun 2000. 
 
Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi 
Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) 
pemegang saham Perseroan. 
 
Riwayat Pekerjaan 

2026 – saat ini : Ketua Internal Audit, PT Esa Medika 

Mandiri 

2017 - 2026 : Acoounting & Tax, PT Esa Medika 

Mandiri 

2015 - 2017 : Tax Accounting, PT Sanindo Group 

2000 - 2015 : Finance & Accounting, PT Inpar Saka 
 

Anggota  : Reza Kurniadi 
 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 Tahun.  
 
Beliau memiliki gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Persada 
Indonesia Y.A.I pada tahun 1994. 
 
Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi 
Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) 
pemegang saham Perseroan. 
 
Riwayat Pekerjaan 

2026 – saat ini : Internal Audit, PT Esa Medika Mandiri 

2003 - 2026 : Accounting, PT Esa Medika Mandiri 

2000 - 2003 : Accounting, PT Quanterm Freight 

1996 - 2000 : Accounting, Bank Umum Servitia 

1991 - 1996 : Accounting, Bank Asia Pacific 

1989 – 1991 : Accounting, PT Pioneer Plastic 
 

 
 
Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor: 026/ESA/II/2026 tentang Piagam Unit Audit Internal PT 
Esa Medika Mandiri Tbk tanggal 12 Februari 2026. 
 
Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, 
Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.  
 
Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan 
perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas 
sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal Perseroan telah memberikan rekomendasi-
rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.  
 
Komite Nominasi dan Remunerasi 
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Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau 
Perusahaan Publik (“POJK No. 34/2014”), ketua komite Nominasi dan Remunerasi adalah Sodikin Sadek selaku 
Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 
027/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan 
dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: 
 

Ketua : Sodikin Kadek 
 

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sodikin Kadek dapat dilihat pada subbab 
Pengurus dan Pengawasan Perseroan. 

Anggota 1 : Surya Gunawan Widjaja 

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Bapak Surya Gunawan Widjaja dapat 
dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan. 

Anggota 2 : Sallyana 
 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 Tahun.  
 
Beliau memiliki gelar Diploma III Akuntansi dari STIE Trisakti pada 
tahun 1996, Sarjana Ekonomi Akuntansi dari STIE Trisakti pada tahun 
2001. 
 
Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi 
Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) 
pemegang saham Perseroan. 
 
Riwayat Pekerjaan 

2026 – saat ini 

 

: Anggota Komite Nominasi dan 

Remunerasi, PT Esa Medika Mandiri 

2001 - 2026 : Finance, PT Esa Medika Mandiri 

1999 - 2001 : Accounting, PT Kalingga Kencana 
 

 
Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Esa 
Medika Mandiri Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 028/ESA/II/2026 tanggal 12 
Februari 2026 tentang Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 
 
l) Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)  
 

Sehubungan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan 
Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK Nomor 35/2014”), Perseroan telah mengangkat Bapak Jason Aaron Lie 
sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 12 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Direksi  
PT Esa Medika Mandiri Tbk Penunjukan Sekretaris Perusahaan Nomor: 022/ESA/II/2026 tentang 
PenunjukanSekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Esa Medika Mandiri Tbk. 
 
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut: 
 
a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, 

termasuk tapi tidak terbatas UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia 
dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum; 

b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 
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c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, yang meliputi 
keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan, 
penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, penyelenggaraan dan 
dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau 
Dewan Komisaris, serta pelaksanaan program orientasi perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; 

d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, 
Bursa Efek Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya.  

 
Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan: 
 

Nama  : Jason Aaron Lie – Direktur & Sekretaris Perusahaan  

Alamat : Esa 8 Building, Lantai 10 
Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong 
Tangerang, Banten – 15332 

Telepon : +62 21 3970 2800  

Email : corpsec@esamedika.com 

 
Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Bapak Jason Aaron Lie dapat dilihat pada 
subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan. 
 
Saat ini, Sekretaris Perusahaan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, 
namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan 
kompetensi. 
 
m) Manajemen Risiko  
 

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko Perseroan memahami 
bahwa proses operasionalnya tidak terlepas dari potensi risiko yang berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan 
hidup, dan sosial yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Oleh karena itu, perseroan telah 
menetapkan kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menganalisis, mitigasi, 
mengevaluasi, memantau, serta mengkomunikasikan risiko secara menyeluruh di dalam organisasi. Dengan 
pendekatan ini, seluruh tim manajemen dapat secara proaktif menangani risiko yang mungkin timbul, memastikan 
langkah-langkah yang diambil tepat waktu, dan menjaga kelancaran operasi perseroan tanpa gangguan yang 
berarti. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain: 
 
A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN 

USAHA PERSEROAN 
 
 
1. Manajemen Risiko Konsentransi Pelanggan 

 
Perseroan secara aktif memantau perkembangan kebijakan fiskal dan alokasi anggaran sektor kesehatan 
guna mengantisipasi potensi perubahan belanja pemerintah. Langkah ini memungkinkan Perseroan untuk 
melakukan penyesuaian strategi penjualan dan perencanaan operasional secara tepat waktu. Selain itu, 
Perseroan terus memperluas segmen pelanggan ke rumah sakit swasta, klinik, laboratorium, serta institusi 
kesehatan non-pemerintah lainnya guna mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah dan 
pelanggan dapat tetap diversifikasi. 
 

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG 
YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 
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1. Manajemen Risiko Regulasi dan Perizinan 
 
Perseroan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, termasuk pemenuhan dan pemeliharaan 
sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang 
Baik (CDAKB). Untuk memitigasi risiko keterlambatan penerbitan atau perpanjangan sertifikasi, Perseroan 
menerapkan pengajuan perizinan sebelum masa berlaku berakhir serta melakukan evaluasi kepatuhan dan 
kelengkapan dokumen secara berkala. Perseroan juga secara aktif memantau perkembangan regulasi di 
bidang kesehatan dan menjaga komunikasi dengan regulator serta prinsipal guna memastikan penyesuaian 
kebijakan dan kelancaran proses produksi dan distribusi. 
 

2. Manajemen Risiko Ketergantungan terhadap Prinsipal Untuk Sebagian Besar Produk Yang 
Dipasarkan dan Didistribusikan di Indonesia. 
 
Perseroan secara aktif menjaga hubungan baik dengan prinsipal dan mempertahankan kinerja sebagai mitra 
distribusi yang andal dan terpercaya. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap prinsipal tertentu, 
Perseroan terus menjajaki kerja sama dengan prinsipal baru. Melalui aktifitas pemasaran yang menyeluruh, 
Perseroan juga berkomitmen membina hubungan strategis, memahami kebutuhan prinsipal, serta 
meningkatkan kepuasan dan kolaborasi jangka panjang. 
 

3. Manajemen Risiko Tidak Adanya Kontrak Penjualan Jangka Panjang dan Perubahan Hubungan 
dengan Pelanggan 
 
Perseroan secara aktif memperluas basis pelanggan, termasuk rumah sakit swasta, klinik, dan institusi 
kesehatan non-pemerintah, serta mengembangkan saluran distribusi di luar E-Katalog LKPP, untuk 
mengurangi ketergantungan pada pelanggan tertentu. 

 
4. Manajemen Risiko Pasokan Bahan Baku 

 
Perseroan menjaga persediaan bahan baku yang cukup dan melakukan perencanaan pembelian secara 
proaktif, khususnya untuk produk habis pakai yang menjadi fokus pengembangan usaha. Serta, Perseroan 
secara rutin memantau fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku untuk mengantisipasi kenaikan biaya 
dan potensi keterlambatan pengiriman. Perseroan juga terus menjaga menjalin komunikasi aktif dengan 
pemasok serta diversifikasi pemasok untuk memastikan kepastian jadwal pengiriman dan kualitas bahan 
baku yang dibutuhkan. 
 

5. Manajemen Risiko Persaingan 
 
Perseroan berupaya menjaga daya saing melalui penyediaan produk alat kesehatan yang berkualitas, 
penguatan kerja sama dengan prinsipal alat kesehatan internasional, serta peningkatan layanan purna jual 
kepada pelanggan. Selain itu, Perseroan juga terus memperluas jaringan distribusi, memperkuat hubungan 
dengan rumah sakit dan institusi kesehatan, serta melakukan diversifikasi portofolio produk guna 
meningkatkan daya saing Perseroan di industri alat kesehatan. 
 

6. Manajemen Risiko Operasional dan Produksi 
 
Perseroan melakukan pemeliharaan rutin serta inspeksi berkala terhadap mesin dan peralatan produksi 
untuk meminimalkan risiko gangguan yang dapat menghentikan kegiatan produksi. Selain itu, proses 
produksi produk terus diawasi secara ketat melalui penerapan standar kualitas dan in-process control guna 
mengurangi risiko produk tidak sempurna yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan. 
 

7. Manajemen Risiko Kerja Sama dengan Pihak Eksternal  
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Dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal (joint venture), Perseroan menerapkan prinsip kehati-
hatian dengan melakukan seleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap calon mitra untuk meminimalkan risiko 
operasional, finansial, dan reputasi di masa depan.Perseroan akan melakukan due diligence terlebih dahulu 
dari sisi legal dan keuangan. Dengan demikian Perseroan dapat memproyeksikan biaya maupun risiko yang 
timbul dari kerja sama yang ada. 

 
8. Manajemen Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 

 
Perseroan melakukan analisis kelayakan secara menyeluruh sebelum melaksanakan investasi atau aksi 
korporasi, termasuk evaluasi terhadap aspek keuangan, operasional, dan prospek usaha. Selain itu, 
Perseroan juga menerapkan strategi ekspansi secara bertahap serta melakukan pemantauan berkala 
terhadap kinerja investasi guna memastikan investasi yang dilakukan tetap sejalan dengan strategi dan 
tujuan jangka panjang Perseroan. 
 

9. Manajemen Risiko Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturang Perundang-undangan yang 
berlaku dalam Industrinya 
 
Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap perkembangan peraturan yang berlaku serta 
memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh regulator. Perseroan juga menerapkan sistem 
pengendalian mutu serta prosedur operasional yang mengacu pada standar distribusi dan produksi alat 
kesehatan yang berlaku di Indonesia. 
 

10. Manajemen Risiko Perubahan Teknologi 
 
Perseroan secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai prinsipal dan produsen alat kesehatan 
internasional untuk memperoleh akses terhadap teknologi terbaru serta memperluas portofolio produk yang 
dipasarkan. Perseroan juga secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pasar dan 
perkembangan teknologi medis guna memastikan produk yang dipasarkan tetap relevan dan kompetitif di 
industri alat kesehatan. 
 

11. Manajemen Risiko Sumber Daya Alam 
 
Untuk mengurangi risiko tersebut, Perseroan melakukan diversifikasi pemasok serta menjalin hubungan 
jangka panjang dengan berbagai prinsipal dan pemasok utama. Selain itu, Perseroan juga melakukan 
pengelolaan persediaan secara terencana guna menjaga ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh 
pelanggan. 
 

 
n) Struktur Organisasi Perseroan 

 

Hingga prospektus ini diterbitkan, Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut: 
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o) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau “CSR”)  
 
Sampai dengan tanggal diterbitkan Prospektus ini, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan tanggung jawab 
sosial untuk memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat sekitar wilayah operasi Perseroan merupakan 
bagian integral dari keberhasilan jangka panjang yang berkelanjutan dalam kegiatan usaha yang dijalankan 
dengan menjalankan inisiatif Tanggung Jawab sosial perusahaan. 
 
Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui kebijakan Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu: 
• Kesehatan 
• Pendidikan 
• Pengembangan Ekonomi 
 
Perseroan melaksanakan berbagai program CSR yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat 
setempat, seperti program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, serta pelestarian lingkungan dengan 
detail sebagai berikut: 
 

No Nama Kegiatan Tahun Pelaksana Kegiatan Deskripsi Singkat 

1 
Sumbangan alat kesehatan 
ke Biddokkes Polda Metro 
Jaya  

2016 
Biddokkes Polda Metro 
Jaya 

Memberikan sumbangan berupa alat 
kesehatan untuk digunakan di klinik milik 
Biddokkes Polda Metro Jaya 

2 
Sumbangan alat kesehatan 
ke Rumah Indonesia Sehat  

2018 
RS Rumah Indonesia 
Sehat 

Memberikan sumbangan berupa alat 
kesehatan untuk RS Rumah Indonesia 
Sehat  
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No Nama Kegiatan Tahun Pelaksana Kegiatan Deskripsi Singkat 

3 
Beasiswa Student Exchange 
ke Jerman  

2022 
Politeknik Industri ATMI 
Cikarang 

Membiayai siswa dari Politeknik Industri 
ATMI Cikarang untuk student exchange ke 
Jerman  

4 
Pemberian Bantuan 
Penunjang Tri Dharma 
Perguruan Tinggi  

2024 
Universitas Katolik Santo 
Agustinus Hippo 

Memberi bantuan untuk peningkatan 
fasilitas pendidikan berupa penyediaan alat 
kesehatan 

5 Workshop Rawat Luka  2024 PPNI RSUP Ngoerah 
Memberikan sumbangan alat kesehatan 
instrument bedah untuk digunakan dalam 
pelatihan rawat luka 

6 
Sumbangan bencana 
Sumatera  

2026 Kementerian Kesehatan 
Memberikan sumbangan berupa alat 
kesehatan untuk digunakan pada bencana 
alam di Sumatera tahun 2026 

7 Pos Kesehatan Merah Putih  2026 
Dinas Kesehatan Provinsi 
Banten 

Memberikan sumbangan modular klinik dan 
alat kesehatan untuk Pos Kesehatan Merah 
Putih yang merupakan program Dinas 
Kesehatan Provinsi Banten 

 
p) Sumber Daya Manusia  

 
Perseroan menyadari perlunya dukungan penuh dari sumber daya manusia yang kompeten agar dapat 
meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya secara berkesinambungan serta mengantisipasi 
persaingan di dunia usaha.  
 
Komposisi Karyawan  
 
Per tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mempekerjakan karyawan sejumlah 78 orang yang terdiri dari 59 
karyawan tetap dan 19 karyawan tidak tetap. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan 
dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: 
 
Perseroan 
 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Perempuan 36 28 29 
Laki-laki 42 46 47 

Jumlah 78 74 76 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

>55 Tahun 5 4 3 
44 - 55 Tahun 20 21 18 
31 - 45 Tahun 42 38 38 
21 - 30 Tahun 11 11 17 
< 21 Tahun - - - 

Jumlah 78 74 76 
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Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Head of Division 2 1 1 
Staff 21 17 17 
Supporting Staff 38 39 41 
Head of Division 8 8 8 
Group Head 9 9 9 

Jumlah 78 74 76 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Pasca Sarjana 3 3 3 
Sarjana 33 35 37 
Diploma 27 24 24 
SMA atau Sederajat 15 12 12 

Jumlah 78 74 76 
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Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Akuntansi & Keuangan 8 8 8 
General Administrative & IT 14 13 13 
HRD 5 5 5 
Logistik 4 4 4 
Technical 10 10 10 
Produksi - - - 
Sales & Marketing 37 34 36 

Jumlah 78 74 76 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Jabodetabek 35 35 35 
di luar Jabodetabek 43 39 41 

Jumlah 78 74 76 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Karyawan Tetap 59 68 70 
Kontrak 19 6 6 
Ekspatriat - - - 

Jumlah 78 74 76 

 
Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki karyawan dengan keahlian khusus sebagai berikut: 
 

No Nama Jabatan Sertifikasi  

1.  Andrian Matthew Widjaja Direktur Pelatihan Cara Distribusi Alat 
Kesehatan yang Baik Bagi 
Penanggung Jawab Teknis 
Sarana Distribusi Alat Kesehatan 
No. FK.02.01/E.VI.4/e-
1073/2024 tanggal 11 Oktober 
2024 

 
Keterangan singkat mengenai riwayat pendidikan dan pengalaman pekerjaan dari Bapak Andrian Matthew Widjaja 
dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan. 
 
Tenaga Kerja Asing  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing. 
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Perusahaan Anak 
 
PT Esa Behrindo Trijaya  
 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Perempuan 3 3 3 
Laki-laki 5 5 5 

Jumlah 8 8 8 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

>55 Tahun - - - 
44 - 55 Tahun - - - 
31 - 45 Tahun 2 2 2 
21 - 30 Tahun 6 6 6 
< 21 Tahun - - - 

Jumlah 8 8 8 

 
 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Head of Division - - - 
Group Head 1 1 1 
Officer 2 2 2 
Staff 5 5 5 
Supporting Staff - - - 

Jumlah 8 8 8 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan: 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Pasca Sarjana - - - 
Sarjana 4 4 4 
Diploma 4 4 4 
SMA atau Sederajat - - - 

Jumlah 8 8 8 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas: 
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Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Akuntansi & Keuangan 1 1 1 
General Administrative & IT - - - 
HRD - - - 
Logistik 1 1 1 
Technical - - - 
Produksi 6 6 6 
Sales & Marketing - - - 

Jumlah 8 8 8 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Jabodetabek 2 2 2 
di luar Jabodetabek 6 6 6 

Jumlah 8 8 8 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Karyawan Tetap 8 8 8 
Kontrak 0 0 0 
Ekspatriat 0 0 0 

Jumlah 8 8 8 

 
Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, EBT tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus. 
 
Tenaga Kerja Asing  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, EBT tidak memiliki tenaga kerja asing. 
 
PT Med8 Makmur Mandiri  
 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Perempuan 1 1 1 
Laki-laki 2 2 2 

Jumlah 3 3 3 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia: 
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Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

>55 Tahun - - - 
44 - 55 Tahun - - - 
31 - 45 Tahun 3 3 3 
21 - 30 Tahun - - - 
< 21 Tahun - - - 

Jumlah 3 3 3 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Head of Division 0 0 0 
Group Head 0 0 0 
Officer 3 3 3 
Staff 0 0 0 
Supporting Staff 0 0 0 

Jumlah 3 3 3 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan: 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Pasca Sarjana - - - 
Sarjana 3 3 3 
Diploma - - - 
SMA atau Sederajat - - - 

Jumlah 3 3 3 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Akuntansi & Keuangan 1 1 1 
General Administrative & IT - - - 
HRD - - - 
Logistik 1 1 1 
Technical 1 1 1 
Produksi - - - 
Sales & Marketing - - - 

Jumlah 3 3 3 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Jabodetabek 3 3 3 
di luar Jabodetabek - - - 

Jumlah 3 3 3 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya: 
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Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Karyawan Tetap 3 3 3 
Kontrak 0 0 0 
Ekspatriat 0 0 0 

Jumlah 3 3 3 

 
Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MMM memiliki karyawan dengan keahlian khusus sebagai berikut: 
 

No Nama Jabatan Sertifikasi  

1.  Stephen Sanjaya Herman Officer / Product Specialist & 
Technical Person in-charge 

Pelatihan Cara  Distribusi Alat 
Kesehatan yang Baik Bagi 
Penanggung Jawab Teknis 
Sarana Distribusi Alat Kesehatan 
No. DL.02.02/1/e-1231/2023 
tanggal 27 Oktober 2023 

 
Berikut keterangan riwayat hidup tenaga kerja dengan keahliah khusus diatas : 
 
Stephen Sanjaya Herman 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 31 Tahun.  
 
Beliau memiliki gelar Sarjana Teknik dari Swiss German University 
 
Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris 
Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan. 
 
Riwayat Pekerjaan 

2022 – saat ini :  Product Specialist & Technical Person in-charge, PT. Esa Medika Mandiri 

2022 – saat ini : Product Specialist & Technical Person in-charge, PT. Med8 Makmur Mandiri (Parts of ESA     

Group) 

2016 – 2021 : Product Specialist & Technical Person in-charge, PT D&V International Makmur Gemilang 

 

 
Tenaga Kerja Asing  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MMM tidak memiliki tenaga kerja asing.  
 
PT Sonnen Utama Nasional  
 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Perempuan 1 1 - 
Laki-laki 10 9 - 

Jumlah 11 10 - 
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Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

>55 Tahun 1 - - 
44 - 55 Tahun 1 - - 
31 - 45 Tahun 4 4 - 
21 - 30 Tahun 3 6 - 
< 21 Tahun 2 - - 

Jumlah 11 10 - 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Head of Division - - - 
Group Head 1 1 - 
Officer 6 6 - 
Staff 4 3 - 
Supporting Staff - - - 

Jumlah 11 10 -  

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Pasca Sarjana 1 - - 
Sarjana 4 4 - 
Diploma 4 4 - 
SMA atau Sederajat 1 2 - 
Di bawah SMA 1 - - 

Jumlah 11 10 - 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Akuntansi & Keuangan - - - 
General Administrative & IT 2 2 - 
HRD 1 1 - 
Logistik 1 1 - 
Technical - - - 
Produksi 7 6 - 
Sales & Marketing - - - 

Jumlah 11 10 - 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi: 
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Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Jabodetabek 11 10 - 
di luar Jabodetabek - - - 

Jumlah 11 10 - 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Karyawan Tetap 11 10 - 
Kontrak - - - 
Ekspatriat - - - 

Jumlah 11 10 - 

 
Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SUN memiliki karyawan dengan keahlian khusus sebagai berikut: 
 

No Nama Jabatan Sertifikasi  

1.  Cindi Claudia Barus Group Head / Quality System 
Manager 

Pelatihan Cara Pembuatan Alat 
Kesehatan yang Baik Bagi 
Penanggung Jawab Teknis 
Sarana Produksi Alat Kesehatan 
No. FK.01.01/E.VI.3/59/2025 
tanggal 10-11 Maret 2022 

 
Berikut keterangan riwayat hidup tenaga kerja dengan keahliah khusus diatas : 
 
Cindi Claudia Barus 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 27 Tahun.  
 
Beliau memiliki gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Diponegoro 
 
Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris 
Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan. 
 
Riwayat Pekerjaan 

2024 – saat ini :  Quality System Manager, PT Sonnen Utama Nasional (Esa Group) 

2022 - 2023 : Section Head of Quality Assurance, PT Ultra Prima Abadi – Orang Tua Group 

2020 - 2023 : Technical Person in Charge of Toothbrush Production, PT Ultra Prima Abadi – Orang Tua 

Group  

2021 - 2022 : Section Head of PPIC, PT Ultra Prima Abadi – Orang Tua Group 

 
Tenaga Kerja Asing  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SUN tidak memiliki tenaga kerja asing.  
 
PT Esa Wego Indonesia   
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Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Perempuan 4 - - 
Laki-laki 7 - - 

Jumlah 11 - - 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

>55 Tahun - - - 
44 - 55 Tahun 2 - - 
31 - 45 Tahun 4 - - 
21 - 30 Tahun 4 - - 
< 21 Tahun 1 - - 

Jumlah 11 - - 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Head of Division 1 - - 

Group Head - - - 

Officer 5 - - 

Staff 5 - - 

Supporting Staff - - - 

Jumlah 11 - - 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Pasca Sarjana - - - 
Sarjana 4 - - 
Diploma 1 - - 
SMA atau Sederajat 6 - - 

Jumlah 11 - - 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas: 
 



 

 

  
 

136 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Akuntansi & Keuangan 1 - - 
General Administrative & IT - - - 
HRD 1 - - 
Logistik - - - 
Technical - - - 
Produksi 9 - - 
Sales & Marketing - - - 

Jumlah 11 - - 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Jabodetabek 11 - - 
di luar Jabodetabek - - - 

Jumlah 11 - - 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya: 
 

Keterangan 
31 Desember 

2025 2024 2023 

Karyawan Tetap 11 - - 
Kontrak - - - 
Ekspatriat - - - 

Jumlah 11 - - 

 
Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, EWI memiliki karyawan dengan keahlian khusus sebagai berikut: 
 

No Nama Jabatan Sertifikasi  

1.  Fauziah Sirahtul Aini Officer Pelatihan Cara Pembuatan Alat 
Kesehatan yang Baik Bagi 
Penanggung Jawab Teknis 
Sarana Produksi Alat Kesehatan 
No. FK.01.01/E.VI.3/381/2025 
tanggal 25-26 September 2025 

 
Berikut keterangan riwayat hidup tenaga kerja dengan keahliah khusus diatas : 
 
Fauziah Sirahtul Aini 
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 27 Tahun.  
 
Beliau memiliki gelar Sarjana Farmasi dari Universitas Andalas dan Profesi Apoteker Bidang Studi: Apoteker dan 
Farmasi dari Universitas Andalas 
 
Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris 
Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan. 
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Riwayat Pekerjaan 
2025 - saat ini   : Officer, PT Esa Wego Indonesia 
2022 - 2024  : Quality Assurance Supervisor, PT Mersifarma Tirmaku Mercusana 
 
Tenaga Kerja Asing  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, EWI memiliki 5 (lima) tenaga kerja asing sebagai berikut: 
 

No Nama Jabatan KITAS  

1.  Zhao Chongyi Head of Division E232C22AF044428-B 

2.  Ding Huanhuan Officer E25E2C1200AF250448522 

3.  Shao Shuai Officer E25E2C1200AF250448495 

4.  Liu Yu Qing Officer E232C1200AF250448482 

5.  Li Mingliang Officer E25E2C1200AF250448516 

 
Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk 
perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota 
Dewan Komisaris. 

 
Sarana Kesejahteraan 
 
Selain gaji pokok, perusahaan juga menyediakan berbagai tunjangan dan manfaat tambahan guna meningkatkan 
kesejahteraan karyawan, dengan cakupan yang disesuaikan menurut peraturan perusahaan dan kebutuhan 
operasional.  
 
Perseroan telah menyediakan sarana kesejahteraan bagi karyawannya yang meliputi, antara lain: 
 
a. Tujungan yang dapat diterima karyawan diantaranya berupa Asuransi Swasta diluar BPJS Kesehatan 
b. Pemberian Fasilitas Cuti Melahirkan 
c. BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan 

sesuai dengan  peraturan perundangan yang berlaku  
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan Perseroan telah memenuhi 
kewajiban pembayaran kepada karyawannya sesuai dengan upah minimum propinsi/upah minimum regional yang 
berlaku. 
 
Perseroan telah memiliki peraturan perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang 
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No. 
4/HI.00.00/36.3603.210129004/B/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 yang berlaku selama 2 tahun sejak 17 Maret 
2026 hingga 16 Maret 2028.    
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sarana pendidikan dan pelatihan yang 
disediakan kepada karyawan. 
 
q) Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi 

Perseroan dan Perusahaan Anak  
 

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dan didukung oleh surat pernyataan dari Perseroan tanggal 26 Maret 2026, 
Perusahaan Anak tanggal 26 Maret 2026 serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari 
Perseroan tanggal 26 Maret 2026 dan Perusahaan Anak tidak  sedang menjadi pihak atau terlibat dalam perkara 
hukum, baik dalam perkara perdata maupun pidana  dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan 
arbitrase di Republik Indonesia atau  perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan, kepailitan, penundaan 
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kewajiban pembayaran  utang, dan persaingan usaha apapun yang bersifat material maupun tidak material dan 
dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan/atau 
Perusahaan Anak atau rencana Penawaran Umum Perdana Saham. 
 

r) Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak melalui kepemilikan 
langsung dan 1 (satu) Perusahaan Anak melalui kepemilikan tidak langsung dengan rincian informasi sebagai 
berikut:  

 

No. 
Nama 

Perusahaan 
 

Kegiatan  
Usaha 

Domisili 
Perusahaan 

Tahun 
Pendirian 

Tahun 
Penyertaan 

Tahun 
Operasional 

Status 
Operasional 

Kepemilikan 
Saham 

% 

Kontribusi  
Pendapatan  
31 Des 2025  

% 

Perusahaan Anak melalui Kepemilikan Langsung 

1.  EBT 

Perdagangan 
besar alat 

laboratorium, alat 
farmasi dan alat 
kedokteran untuk 

manusia  

Kabupaten 
Tangerang 

2020 2023 2020 Beroperasi 60 0,003% 

2.  MMM 

Perdagangan 
umum, 

Pembangunan 
(kontraktor), 

Jasa, Keagenan, 
Perwakilan, 
Periklanan, 
Angkutan, 

Pertanian dan 
industri 

Kabupaten 
Tangerang 

2013 2023 2013 Beroperasi 55 - 

3.  SUN 

Perdagangan 
Eceran dan 

Perdagangan 
Besar Alat 

Laboratorium, 
Alat Farmasi dan 
Alat Kesehatan 
untuk Manusia 

Kabupaten 
Tangerang 

2021 2023 2021 Beroperasi 90 0,929% 

4.  SSN 
Belum 

melakukan 
kegiatan usaha 

Kabupaten 
Tangerang 

2024 2024 

Belum 
beroperasi 

secara 
komersial 

Belum 
beroperasi 

secara 
komersial 

99 - 

Perusahaan Anak melalui Kepemilikan Tidak Langsung 

1.  EWI 
Belum 

melakukan 
kegiatan usaha 

Kabupaten 
Tangerang 

2024 2024 

Belum 
beroperasi 

secara 
komersial 

Belum 
beroperasi 

secara 
komersial 

55 - 

 
Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10 (sepuluh persen) atau lebih 
dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan: 
 
EBT 
 
Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir 
EBT, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Esa 8 Building, 
Lantai 8, Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong, Tangerang, Banten – 15332, yang secara sah 
didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara 
Republik Indonesia. EBT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11  tanggal 11 Agustus 2020, dibuat di hadapan 
Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan 
Surat Keputusan No. AHU-0004061.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020, didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan pada MHRI di bawah No. AHU-0135635.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Agustus 2020.  
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Anggaran Dasar EBT terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 
18 tanggal 25 Januari 2024, dibuat di hadapan Anastasia Chandra S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang  
(“Akta 18/2024”) yang memuat persetujuan para pemegang saham EBT, antara lain terkait perubahan Pasal 3 
anggaran dasar terkait maksud dan tujuan EBT. Akta 18/2024 telah mendapatkan (i) persetujuan perubahan 
anggaran dasar dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005804.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 26 
Januari 2024 dan (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-
0019040.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 26 Januari 2024. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

 
Berdasarkan Anggaran Dasar EBT, maksud dan tujuan EBT adalah:  
a. perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia (KBLI 47725); 
b. perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (KBLI 46691); 
c. industri bahan farmasi untuk manusia (KBLI 21011); 
d. industri bahan baku obat tradisional untuk manusia (KBLI 21021); 
e. industri produk obat tradisional untuk manusia (KBLI 21022); 
f. industri kaca mata (KBLI 32503); 
g. administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan (KBLI 84122); 
h. pendidikan kesehatan swasta (KBLI 85494); 
i. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya (KBLI 32509); 
j. industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi (KBLI 32501); 
k. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic (KBLI 32502); 

dan 
l. industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi (KBLI 26602)  
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, EBT menjalankan kegiatan usaha di bidang industri peralatan 
elektromedikal dan elektroterapi dan industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan 
lainnya. EBT mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2020. 
 
Perizinan 
 
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, EBT telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai 
berikut: 
 

No. Nama Perizinan Keterangan Masa Berlaku 

1.  NIB No. 0220703802945 tanggal 24 
Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh 
Menteri Investasi/Kepala Badan 
Kordinasi Penanaman Modal melalui 
Lembaga OSS (“NIB EBT”). 

Berdasarkan NIB EBT, EBT menjalankan 
kegiatan usaha industri peralatan 
elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 
26602 dan industri peralatan kedokteran dan 
kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya 
sesuai KBLI 32509. 

Berlaku 
selama EBT 
menjalankan 
kegiatan 
usaha 

2.  Surat Pernyataan Kesanggupan 
Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 
31 Januari 2024 

SPPL untuk kegiatan usaha industri peralatan 
elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 
26602 dan industri peralatan kedokteran dan 
kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya 
sesuai KBLI 32509 

Tidak ada 
jangka waktu 

3.  Sertifikat Standar No. 
02207038029450001 tanggal 17 
Februari 2022 yang diterbitkan oleh 
Menteri Investasi dan 
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi 

Sertifikat Standar EBT untuk kegiatan usaha 
industri peralatan kedokteran dan kedokteran 
gigi serta perlengkapan lainnya sesuai dengan 
KBLI 32509. 

Berlaku 
selama EBT 
menjalankan 
kegiatan 
usaha 
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No. Nama Perizinan Keterangan Masa Berlaku 

Penanaman Modal (“Sertifikat 
Standar EBT”). 

4.  Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak Nomor: -
531PKP/WPJ.08/KP.0803/2021 
tanggal 28 September 2021 yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama 
Tigaraksa 

- Tidak ada 
jangka waktu 

5.  Sertifikat Cara Pembuatan Alat 
Kesehatan Yang Baik (CPAKB) 
dengan nomor PB-UMKU 
022070380294500000001 tanggal 
17 November 2024 yang diterbitkan 
oleh Menteri Investasi/Kepala Badan 
Kordinasi Penanaman Modal melalui 
Lembaga OSS (“CPAKB EBT”). 

Berdasarkan CPAKB EBT, EBT melakukan 
kegiatan usaha industri peralatan 
elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 
26602. 

Berlaku 5 
(lima) tahun 
hingga 17 
November 
2029.   

 
 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham 
EBT sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham EBT No. 28 tanggal 22 
Desember 2023 dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (“Akta 28/2023”), 
adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 4.000 Rp4.000.000.000 - 

1.  Perseroan 600 Rp600.000.000 60 
2.  Siti Alawiyah 400 Rp400.000.000 40 

Modal Ditempatkan dan Disetor 1.000 Rp1.000.000.000 100 

Saham Dalam Portepel 3.000 Rp3.000.000.000 - 

 
Akta 28/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0201118 tanggal 29 Desember 2023 dan didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0264018.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 
2023. 
 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham EBT No. 42 tanggal 16 Maret 2026, dibuat di 
hadapan Anastasia Chandra S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (“Akta 42/2026”),  susunan Dewan 
Komisaris dan Direksi EBT terakhir adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama  : Andrew Ignatius Widjaja 
Komisaris  : Andrian Matthew Widjaja 
 
Direksi 
Direktur Utama  : Florian Chris Widjaja 
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Direktur   : Jason Aaron Lie 
 

Pada tanggal Prospektus ini, berdasarkan konfirmasi dari EBT, Akta 42/2026 sedang berada dalam proses 
pemberitahuan kepada MHRI.  
 
MMM 
 
Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir 
MMM, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Esa 8 Building, 
Lantai 6, Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong, Tangerang, Banten – 15332, yang secara sah 
didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara 
Republik Indonesia. MMM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 20 September 2013, dibuat di 
hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan 
Surat Keputusan No. AHU-62118.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 28 November 2013, didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan pada MHRI di bawah No. AHU-0113479.AH.01.09.Tahun 2013  tanggal 28 November 2013. 
 
Anggaran Dasar MMM terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 
29 tanggal 20 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten 
Tangerang (“Akta 29/2026”) yang memuat persetujuan para pemegang saham MMM, antara lain terkait 
perubahan Pasal 3 anggaran dasar terkait maksud dan tujuan MMM. Akta 29/2026 telah memperoleh pengesahan 
dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-012100.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026, 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI di bawah No. AHU-0038760.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 23 
Februari 2026. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

 
Berdasarkan Anggaran Dasar MMM, maksud dan tujuan MMM adalah:  
a. perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia (KBLI 47725); 
b. perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (KBLI 46691); 
c. industri bahan farmasi untuk manusia (KBLI 21011); 
d. industri bahan baku obat tradisional untuk manusia (KBLI 21021); 
e. industri produk obat tradisional untuk manusia (KBLI 21022); 
f. industri kaca mata (KBLI 32503); 
g. administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan (KBLI 84122); 
h. pendidikan kesehatan swasta (KBLI 85494); 
i. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya (KBLI 32509); 
j. industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi (KBLI 32501); 
k. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic (KBLI 32502); 
l. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (KBLI 46491); dan 
m. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI 46599). 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MMM menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan 
besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia dan industri peralatan kedokteran dan 
kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya. MMM mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2013. 
 
Perizinan 
 
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, MMM telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai 
berikut: 
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No. Nama Perizinan Keterangan Masa Berlaku 

1.  NIB No. 8120004960562 yang 
diterbitkan pada tanggal 6 
September 2018 dengan perubahan 
ke-1 pada tanggal 10 Februari 2022 
yang dikeluarkan oleh Menteri 
Investasi/Kepala Badan Kordinasi 
Penanaman Modal melalui Lembaga 
OSS (“NIB MMM”). 

Berdasarkan NIB MMM, MMM menjalankan 
kegiatan usaha perdagangan besar alat 
laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran 
untuk manusia sesuai KBLI 46691. 

Berlaku 
selama MMM 
menjalankan 
kegiatan 
usaha 

2.  Surat Keterangan Terdaftar Pajak 
Negara Nomor: S-
21303KT/WPJ.08/KP.1103/2019 
tanggal 1 Oktober 2020 yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama 
Cikupa 

- Tidak ada 
jangka waktu 

3.  Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak Nomor: - S-
1738PKP/WPJ.08/KP.1103/2019 
tanggal 24 Juni 2019 yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama 
Cikupa 

- Tidak ada 
jangka waktu 

4.  Izin No. 81200049605620001 
tanggal 29 Juli 2023 yang diterbitkan 
oleh Menteri Investasi dan 
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (“Izin MMM”) 

Izin MMM sehubungan dengan kegiatan usaha 
perdagangan besar alat laboratorium, alat 
farmasi dan alat kedokteran untuk manusia 
sesuai KBLI 46691 

Berlaku 
selama MMM 
menjalankan 
kegiatan 
usaha 

5.  Sertifikat Cara Distribusi Alat 
Kesehatan Yang Baik (CDAKB) 
distributor alat kesehatan No. 
812000496056200010026 tanggal 4 
November 2023 yang diterbitkan 
oleh Menteri Investasi dan 
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (“CDAKB 
MMM”). 

Berdasarkan CDAKB MMM, ruang lingkup 
CDAKB tersebut mencakup alat kesehatan 
elektronik non radiasi, alat kesehatan non 
elektromedik steril, alat kesehatan non 
elektromedik non steril. 

Berlaku 5 
(lima) tahun 
hingga 4 
November 
2028. 

 
 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham 
MMM sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MMM No. 07 tanggal 01 
Desember 2023 yang dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang (“Akta 
7/2023”),  adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 10.000 Rp10.000.000.000 - 

1.  Perseroan 1.650 Rp1.650.000.000 55 
2.  Siti Alawiyah 1.200 Rp1.200.000.000 40 

3.  Jason Aaron Lie 150 Rp150.000.000 5 

Modal Ditempatkan dan Disetor 3.000 Rp3.000.000.000 100 
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Saham Dalam Portepel 7.000 Rp7.000.000.000 - 

 
Akta 7/2023 telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari MHRI berdasarkan 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0197762 tanggal 19 Desember 2023 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0256849.AH.01.11.TAHUN 2023 
tanggal 19 Desember 2023. 
 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MMM No. 41 tanggal 16 Maret 2026, dibuat di 
hadapan Anastasia Chandra, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta 41/2026”), susunan Dewan Komisaris dan 
Direksi MMM terakhir adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama  : Andrew Ignatius Widjaja 
Komisaris  : Florian Chris Widjaja 
 
Direksi 
Direktur Utama  : Jason Aaron Lie  
Direktur   : Andrian Matthew Widjaja 
 
Pada tanggal Prospektus ini, berdasarkan konfirmasi dari MMM, Akta 41/2026 sedang berada dalam proses 
pemberitahuan kepada MHRI. 
 
SUN 
 
Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir 
SUN, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Jl. Bhumimas V 
No.12, Talaga, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710, yang secara sah didirikan dan dijalankan 
menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. SUN 
didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 13 September 2021, dibuat di hadapan Lies Herminingsih, 
S.H., Notaris di Jakarta., yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0059155.AH.01.01. Tahun 2021 tanggal 22 September 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI di 
bawah AHU-0162655.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 (“Akta Pendirian SUN”) 
 
Akta Pendirian SUN untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar SUN dan belum pernah 
mengalami perubahan.  
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

 
Berdasarkan Anggaran Dasar SUN, maksud dan tujuan SUN adalah:  
a. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (KBLI 47725) 
b. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia 46691) 
c. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (KBLI 21015) 
d. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI 21022) 
e. Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi (KBLI 32501) 
f. Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic (KBLI 32502) 
g. Industri Kaca Mata (KBLI 32503) 
h. Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya (KBLI 32509) 
i. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan (KBLI 84122) 
j. Pendidikan Kesehatan Swasta (KBLI 85494) 
k. Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya (KBLI 26601) 
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l. Industri Peralatan Eletromedikal dan Elektroterapi (KBLI 26602) 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, SUN menjalankan kegiatan usaha di bidang industri peralatan 
elektromedikal dan elektroterapi, industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya, 
dan industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic. SUN mulai 
melakukan kegiatan komersial pada tahun 2021. 
 
Perizinan 
 
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SUN telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai 
berikut: 
 

No. Nama Perizinan Keterangan Masa Berlaku 

1.  NIB No. 0402220045073 tanggal 4 
Februari 2022 dengan perubahan 
ke-1 pada tanggal 4 Februari 2022 
yang dikeluarkan oleh Menteri 
Investasi/Kepala Badan Kordinasi 
Penanaman Modal melalui Lembaga 
OSS (“NIB SUN”) 
 

Berdasarkan NIB SUN, SUN menjalankan 
kegiatan usaha (i) industri peralatan 
elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 
26602; (ii) industri peralatan kedokteran dan 
kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya 
sesuai KBLI 32509; (iii) industri peralatan 
kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan 
orthopaedic dan prosthetic sesuai KBLI 32502. 

Berlaku 
selama SUN 
menjalankan 
kegiatan 
usaha 

2.  Surat Pernyataan Kesanggupan 
Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 
31 Januari 2024 

SPPL untuk kegiatan usaha industri peralatan 
elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 
26602 dan industri peralatan kedokteran dan 
kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya 
sesuai KBLI 32509 

Tidak ada 
jangka waktu 

3.  Sertifikat Standar No. 
04022200450730003 tanggal 16 
Desember 2024 yang diterbitkan 
oleh Kepala DPMPTSP Provinsi 
Banten (“Sertifikat Standar SUN 
1”). 

Sertifikat Standar SUN 1 untuk bidang usaha 
SUN adalah industri peralatan elektromedikal 
dan elektroterapi sesuai dengan KBLI 26602. 

Berlaku 
selama SUN 
menjalankan 
kegiatan 
usaha 

4.  Sertifikat Standar No. 
04022200450730001 tanggal 13 
Desember 2022 yang diterbitkan 
oleh Kepala DPMPTSP Provinsi 
Banten (“Sertifikat Standar SUN 
2”). 

Sertifikat Standar SUN 2 untuk bidang usaha 
SUN adalah industri peralatan kedokteran dan 
kedokteran gigi sesuai dengan KBLI 32502 

Berlaku 
selama SUN 
menjalankan 
kegiatan 
usaha 

5.  Surat Keterangan Terdaftar Pajak 
Negara Nomor: S-
13942KT/WPJ.08/KP.0803/2022 
tanggal 31 Maret 2022 yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama 
Tigakarsa 

- Tidak ada 
jangka waktu 

6.  Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak Nomor: S-00419/SPPKP-
CT/KPP.0808/2025 tanggal 29 April 
2025 yang dikeluarkan oleh KPP 
Pratama Tigaraksa  

- Tidak ada 
jangka waktu 

7.  Sertifikat Cara Pembuatan Alat 
Kesehatan Yang Baik (CPAKB) 
dengan nomor PB-UMKU 

Berdasarkan CPAKB SUN, SUN melakukan 
kegiatan usaha industri peralatan 

Berlaku 5 
(lima) tahun 
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No. Nama Perizinan Keterangan Masa Berlaku 

040222004507300000001 tanggal 
18 September 2024 yang diterbitkan 
oleh Menteri Investasi/Kepala Badan 
Kordinasi Penanaman Modal melalui 
Lembaga OSS (“CPAKB SUN”). 

elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 
26602 

hingga 1 Maret 
2030.   

8.  Persetujuan Bangunan Gedung 
yang diterbitkan oleh Bupati 
Tangerang melalui Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dengan No. SK-
PBG-360318-13092022-001 tanggal 
13 September 2022 

PBG ini sehubungan dengan kegiatan usaha 
industri peralatan elektromedikal dan 
elektroterapi yang berlokasi di Jl. Bhumimas V 
No. 12, Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan 
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi 
Banten, Kode Pos 15710. 

Tidak ada 
jangka waktu. 

9.  Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang yang 
diterbitkan oleh Menteri 
Investasi/Kepala Badan Kordinasi 
Penanaman Modal melalui Lembaga 
OSS dengan No. 
07022210213603027 tanggal 7 
Februari 2022 

- Berlaku 3 (tiga) 
tahun sejak 
diterbitkan.  

 
 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham 
SUN sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SUN No. 5 tanggal 18 
September 2024 dibuat oleh Anastasia Chandra, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (“Akta 5/2024”), adalah 
sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 4.000 Rp4.000.000.000 - 

1.  Perseroan 900 Rp900.000.000 90 
2.  Jason Aaron Lie 100 Rp100.000.000 10 

Modal Ditempatkan dan Disetor 1.000 Rp1.000.000.000 100 

Saham Dalam Portepel 3.000 Rp3.000.000.000 - 

 
Akta 5/2024 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0254014 tanggal 20 September 2024 dan didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0200635.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 20 September 2024. 
 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SUN No. 1 tanggal 03 Februari 2025, dibuat di 
hadapan Anastasia Chandra, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (“Akta 1/2025”), susunan Dewan Komisaris 
dan Direksi SUN terakhir adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama  : Florian Chris Widjaja 
Komisaris  : Surya Gunawan Widjaja 
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Komisaris  : Jason Aaron Lie 
 
Direksi 
Direktur Utama  : Andrian Matthew Widjaja 
Direktur   : Andrew Ignatius Widjaja 
 
Akta 101/2025 telah diberitahukan kepada MHRI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No. AHU.AH.01.09-0357559 tanggal 10 November 2025 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan 
di MHRI dengan No. AHU-0260262.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 10 November 2025.  
 
SSN 
 
Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir 
SSN, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Jl. Bhumimas V 
No.12, Talaga, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710, yang secara sah didirikan dan dijalankan 
menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. SSN 
didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 28 Agustus 2024, dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., 
Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan 
No. AHU-0068642.AH.01.01 tanggal 28 Agustus 2024, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI di bawah 
No. AHU-0187522.AH.01.11  tanggal 04 September 2024 (“Akta Pendirian SSN”).  
 
Akta Pendirian SSN untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar SSN dan belum pernah 
mengalami perubahan. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

 
Berdasarkan Anggaran Dasar SSN, maksud dan tujuan SSN adalah menjalankan kegiatan usaha perdagangan 
besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.    
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, SSN belum beroperasi secara komersial ataupun 
melaksanakan kegiatan usaha.  
 
Perizinan 
 
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SSN telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai 
berikut: 
 

No. Nama Perizinan Keterangan Masa Berlaku 

1.  NIB No. 1109240053946 tanggal 11 
September 2024 yang dikeluarkan 
oleh Menteri Investasi/Kepala Badan 
Kordinasi Penanaman Modal melalui 
Lembaga OSS (“NIB SSN”). 

Berdasarkan NIB SSN, SSN menjalankan 
kegiatan usaha perdagangan besar mesin, 
peralatan dan perlengkapan lainnya sesuai 
KBLI 46599. 

Berlaku 
selama SSN 
menjalankan 
kegiatan 
usaha 

2.  Surat Keterangan Terdaftar Pajak 
Negara Nomor: 5-35881/KT/KPP. 
08080312024 tanggal 4 September 
2024 yang dikeluarkan oleh KPP 
Pratama Tigaraksa 

- Tidak ada 
jangka waktu 

 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
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Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham 
SSN sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SSN adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 220.000 Rp22.000.000.000 - 

1.  Perseroan 54.450 Rp5.445.000.000 99 
2.  Surya Gunawan Widjaja 550 Rp55.000.000 1 

Modal Ditempatkan dan Disetor 55.000 Rp5.500.000.000 100 

Saham Dalam Portepel 165.000 Rp16.500.000.000 - 

 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pendirian SSN,  susunan Dewan Komisaris dan Direksi SSN terakhir adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama  : Andrew Ignatius Widjaja 
Komisaris  : Andrian Matthew Widjaja 
 
Direksi 
Direktur Utama  : Surya Gunawan Widjaja 
Direktur   : Eddy Lie 
Direktur   : Florian Chris Widjaja 
 
EWI 
 
Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir 
EWI, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Jl. Bhumimas V 
No.12, Talaga, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 yang secara sah didirikan dan dijalankan 
menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. EWI 
didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 25 September 2024, dibuat di hadapan Anastasia Chandra, 
S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-0077357.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 02 Oktober 2024, didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan pada MHRI di bawah No. AHU-0210395.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 02 Oktober 2024 (“Akta 
Pendirian EWI”).  
 
Akta Pendirian EWI untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar EWI dan belum pernah 
mengalami perubahan. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

 
Berdasarkan Anggaran Dasar EWI, maksud dan tujuan EWI adalah berusaha dalam bidang industri peralatan 
kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya. 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, EWI belum beroperasi secara komersial ataupun 
melaksanakan kegiatan usaha. 
 
Perizinan 
 
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, EBT telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai 
berikut: 
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No. Nama Perizinan Keterangan Masa Berlaku 

1.  NIB No. 1110240048637 tanggal 11 
Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh 
Menteri Investasi/Kepala Badan 
Kordinasi Penanaman Modal melalui 
Lembaga OSS (“NIB EWI”). 

Berdasarkan NIB EWI, EWI menjalankan 
kegiatan usaha industri peralatan kedokteran 
dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya 
sesuai KBLI 32509. 

Berlaku 
selama EWI 
menjalankan 
kegiatan 
usaha 

2.  Sertifikat Standar No. 
11102400486370001 tanggal 11 
Oktober 2024 yang diterbitkan oleh 
Menteri Investasi dan 
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (“Sertifikat 
Standar EWI”). 

Sertifikat Standar EWI untuk kegiatan usaha 
industri peralatan kedokteran dan kedokteran 
gigi serta perlengkapan lainnya sesuai dengan 
KBLI 32509 

Berlaku 
selama EWI 
menjalankan 
kegiatan 
usaha 

3.  Sertifikat Cara Pembuatan Alat 
Kesehatan Yang Baik (CPAKB) 
dengan nomor PB-UMKU No. 
111024004863700010001 tanggal 8 
April 2026 yang diterbitkan oleh 
Menteri Investasi/Kepala Badan 
Kordinasi Penanaman Modal melalui 
Lembaga OSS (“CPAKB EWI”). 

Berdasarkan CPAKB EWI, EWI melakukan 
kegiatan usaha industri peralatan kedokteran 
dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya 
sesuai KBLI 32509 

Berlaku 5 
(lima) tahun 
hingga 8 April 
2031.   

4.  Surat Keterangan Terdaftar Pajak 
Negara Nomor: . S-
3G976/KT/KPP.08080312024 
tanggal 8 Oktober 2024 yang 
dikeluarkan oleh KPP Pratama 
Tigaraksa 

- Tidak ada 
jangka waktu 

5.  Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak Nomor: S-00049/SPPKP-
CT/KPP.0808/2025 tanggal 13 
Februari 2025 yang dikeluarkan oleh 
KPP Pratama Tigaraksa 

- Tidak ada 
jangka waktu 

6.  Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang yang 
diterbitkan oleh Menteri 
Investasi/Kepala Badan Kordinasi 
Penanaman Modal melalui Lembaga 
OSS dengan No. 
11102410113174040 tanggal 11 
Oktober 2024 

- Berlaku 3 (tiga) 
tahun sejak 
diterbitkan.  

 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham 
EWI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian EWI, adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham 

Jumlah Saham 
(Lembar) 

Jumlah Nilai Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 24.000 Rp24.000.000.000 - 

1.  SSN 5.940 Rp5.940.000.000 55 
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2.  Wego Internasional Capital 
Holding Corporation Limited 

4.860 Rp4.860.000.000 45 

Modal Ditempatkan dan Disetor 10.800 Rp10.800.000.000 100 

Saham Dalam Portepel 13.200 Rp13.200.000.000 - 

 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pendirian EWI,  susunan Dewan Komisaris dan Direksi EWI terakhir adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama  : Xie Chen Hui 
Komisaris  : Surya Gunawan Widjaja 
Komisaris  : Eddy Lie 
 
Direksi 
Direktur Utama  : Florian Chris Widjaja 
Direktur   : Zhang Man 

 
Ikhtisar Data Keuangan Penting  
 
Laporan Posisi Keuangan 

(dalam satuan Rupiah) 

Keterangan 

31 Desember 

2025 2024 2023 
(Audit) (Audit) (Audit) 

ASET 564.439.161.798 714.392.369.135   340.634.475.331 

LIABILITAS 419.424.265.322 641.019.528.517 284.572.069.307 

EKUITAS 145.014.896.476 73.372.840.618 56.062.406.024 

 
ASET 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
 
Per tanggal 31 Desember 2025, Total Aset Perseroan sebesar Rp 564.439.161.798 menurun  21,0% atau sebesar 
Rp. 149.953.207.337dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 714.392.369.135.  

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
 
Per tanggal 31 Desember 2024, Total Aset Perseroan sebesar Rp 714.392.369.135 meningkat 109.7% atau 
sebesar Rp. 373.757.893.804 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 340.634.475.331.  
 
LIABILITAS 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
 
Per tanggal 31 Desember 2025, Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp 419.424.265.322menurun sebesar 34,6% 
atau sebesar Rp. 221.595.263.195 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 641.019.528.517.  
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Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
 
Per tanggal 31 Desember 2024, Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp 641.019.528.517 meningkat 125,3% atau 
sebesar Rp. 356.447.459.210 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 284.572.069.307.  
 
EKUITAS 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
 
Per tanggal 31 Desember 2025, Total Ekuitas Perseroan sebesar Rp 145.014.896.476 meningkat sebesar 97,6% 
atau sebesar Rp. 71.642.055.858 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 73.372.840.618. 
Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga Laba Bersih Perseroan juga 
meningkat.   

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
 
Per tanggal 31 Desember 2024, Total Ekuitas Perseroan sebesar Rp 73.372.840.618 meningkat 30,9% atau 
sebesar Rp. 17.310.434.594 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 56.062.406.024. 
Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga Laba Bersih Perseroan juga 
meningkat.   
 
Laporan Laba Rugi  

        (dalam satuan Rupiah)    

Keterangan 

31 Desember 

2025 2024 2023 
(Audit) (Audit) (Audit) 

PENJUALAN BERSIH 454.636.079.798 384.934.998.108 172.980.977.744 

LABA BERSIH 32.439.867.360 11.254.910.503   939.420.516 

 
PENJUALAN BERSIH 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
 
Pendapatan Perseroan pada tahun 2025 meningkat sebesar 18,1% atau sebesar Rp. 69.701.081.690 menjadi Rp 
454.636.079.798 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 384.934.998.108. Peningkatan 
pendapatan tersebut selain berasal dari tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan 
Perseroan pada tahun 2024, Perseroan juga memenangkan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) 
dengan nilai total 47.411.000.000. pada tahun 2025, dan atas tender tersebut telah dibukukan sebagai pendapatan 
pada tahun 2025. Pada tahun yang sama Perseroan juga memenangkan tender Wold Bank (SOPHI - 
Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000, dan sebesar 20 % telah 
dibukukan. 

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
 
Pendapatan Perseroan pada tahun 2024 meningkat sebesar 122,5% atau sebesar Rp. 211.954.020.364 menjadi 
Rp 384.934.998.108 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 172.980.977.744. Peningkatan 
tersebut disebabkan pada tahun 2024 Perseroan memenangkan tender IsDB (Islamic Development Program) yaitu 
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program softloan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan untuk pengadaan alat-alat 
Kesehatan. 
 
Untuk tender yang dimenangkan oleh Perseroan nilainya sebesar Rp. 631.447.380.000 yaitu: 
  

IsDB RS Vertical 3 In 1 - Onkologi : Rp392.223.690.000 
IsDB RS Wahidin Sudirohusodo : Rp239.223.690.000 
Jumlah 
 

: Rp631.447.380.000 

LABA BERSIH 
 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2024. 
 
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan pada tahun 2025 meningkat sebesar 188,2% atau sebesar Rp. 
21.184.956.857 menjadi sebesar  Rp 32.439.867.360 dibandingkan dengan Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan 
tahun 2024 sebesar Rp. 11.254.910.503. 

 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023. 
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan pada tahun 2024 meningkat sebesar 1.098,1%  menjadi Rp 11.254.910.503 
dibandingkan dengan Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan tahun 2023 sebesar Rp. 939.420.516. 
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B.  KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN 
PERUSAHAAN ANAK  

 

Umum   
 

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan 
berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama “PT Esa Medika 
Mandiri“ sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 26 Januari 2000, dibuat 
di hadapan Tuti Setiahati K. Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Surat Keputusan No. C-
11.204 HT.01.01.Th. 2000 tanggal 31 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Perseroan Nomor: 975 
Tahun 2001 tanggal 13 Februari 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 
13 tanggal 13 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 975.  
 

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 
tersebut menyetujui hal-hal sebagai berikut: 
 

(1) Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran dan penerbitan dalam jumlah sebanyak-
banyaknya 522.857.000 saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan 
yang merupakan 30% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham, yang di dalamnya termasuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (employee 
stock allocation) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan; 
 

(2) perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan 
karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan 
menjadi “PT Esa Medika Mandiri Tbk”; 
 

(3) perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud 
dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana 
disyaratkan dalam Peraturan IX.J.1; 
 

(4) peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp100 per 
saham menjadi sebesar Rp50 per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) 
anggaran dasar Perseroan; 
 

(5) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham;  
 

(6) perubahan dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan 
dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas Terbuka, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, POJK 
15/2020, pojk 16/2020, POJK 33/2014, POJK 14/2019; dan 
 

(7) penetapan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan 
POJK 45/2024 dan penetapan Tuan Surya Gunawan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan guna 
memenuhi ketentuan Perpres 13/2018; dan  
 

(8) persetujuan untuk pemberian program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan 
(management and employee stock option plan) sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, adalah: 
 
a) Kegiatan utama menjalankan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran 

untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, 
alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia; dan  

b) Kegiatan usaha penunjang, adalah 
a. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup 

usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, antara lain perabot rumah tangga 
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti 
radio, televisi, perekam dan pemutar CD (Compact Disc) dan DVD (Digital Versatile Disc), perlengkapan 
stereo, konsol video game, alat penerangan, berbagai peralatan makan dan minum dari porselen dan 
gelas, peralatan sendok, pisau, dan garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan gabus, karpet, 
serta barang sejenis lainnya. 

b. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (kode kbli 46599), yang mencakup usaha 
perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 
46591 sampai dengan 46594, antara lain mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik, dan 
mesin untuk keperluan rumah tangga. termasuk di dalamnya perdagangan besar robot produksi selain 
untuk pengolahan, mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk keperluan 
perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi 
peralatan lainnya, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang 
dikendalikan komputer, serta peralatan dan perlengkapan pengukuran. 

 
Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat 
kedokteran untuk manusia.   
 
Selanjutnya, kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah berusaha dalam bidang 
perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, perdagangan besar 
peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. 
 
Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi yaitu: 
 
Menjadi salah satu dari lima perusahaan pemasok alat Kesehatan Medis terbesar di Indonesia. 
 
Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk: 

• Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dan 
teknologi termuktahir; 

• Memproduksi alat kesehatan berstandard dan berkualitas tinggi untuk pasar internasional; 

• Menyediakan layanan purna jual terbaik untuk rumah sakit. 
 
a) Kegiatan Usaha   

  

Perseroan merupakan suatu perusahaan terbatas yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang perdagangan 
besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup 
kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia. 
 
Dari sisi operasional, Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dan produksi, yaitu 1 kantor pusat, 2 pabrik, dan 
4 kantor perwakilan, serta sales representative yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga Perseroan 
dapat menjangkau kebutuhan fasilitas kesehatan secara lebih luas.  
 

Kantor Pusat 
Esa 8 Building, Lantai 10 

Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong 
Tangerang, Banten – 15332 

Pabrik 
Pabrik Cikupa Pabrik Solo 

Gedung Intercamp Lantai 3 
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Telepon: +62 21 3970 2800 
Email: ptesa@esamedika.com 

Website: www.esamedikamandiri.com 

Jl. Bhumimas V No.12, Talaga, Kec. 
Cikupa, Kabupaten Tangerang, 

Banten 15710 
Telepon: +62 21 3972 0177 

Email:admin@sonnenutamanas.com 

Jl. Adi Sucipto KM 9.9, Kec. 
Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa 

Tengah 57174 
Telepon: +62 5089 8805 
Email: admin@ptebt.com 

 

 
Kantor Representatif 

Medan 
Jl. Kapten Muslim 

Komp. Megacom Blok B No. 29 
Medan 

Telepon : (061) 425 64777 
Email: esa_medan@esamedika.com 

Semarang 
Jl. M.T. Haryono Kav.719 

Komp. Ruko Peterongan Plaza Blok C 
No. 17 

Semarang 
Telepon : (024) 845 5088, 845 5089 

E : esa_jateng@esamedika.com 

Surabaya 
Jl. Ngagel Jaya Selatan 

Komp. Ruko RMI Blok C No. 20 
Surabaya 

T : (031) 505 3788 
E : ptesa_surabaya@esamedika.com 

Bandung 
Ruko Hyper Square Blok B-42 A 

Jl. Pasir Kaliki No. 25-27 
Bandung 

Telepon : (022) 860 60 654 
Email: esa_bandung@esamedika.com 

 

 
Selain itu, Perseroan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui 
penyediaan produk berkualitas tinggi dan teknologi terkini, serta menyediakan layanan purna jual untuk rumah 
sakit. Perseroan juga merupakan pemegang beberapa merek global medtech eksklusif di Indonesia, yang 
mencerminkan kepercayaan mitra dan memperkuat keberlanjutan pasokan alat kesehatan. 
 
1. Produk Perseroan 
 
Produk Perseroan terdiri dari produk bermerek Perseroan sendiri serta produk bermerek prinsipal yang 
didistribusikan oleh Perseroan, dimana telah mendapatkan penunjukan eksklusif sebagai pemegang merek satu-
satunya (sole distributor) di Indonesia. 
 
Perseroan berfokus pada peralatan medis (barang modal/capital equipment), yaitu perangkat medis yang 
umumnya digunakan jangka panjang dan berulang oleh fasilitas kesehatan serta memberikan manfaat ekonomi 
selama masa pakainya, berbeda dengan produk medis habis pakai. Portofolio Perseroan mencakup peralatan 
untuk mendukung layanan kritikal di ruang operasi, ICU, dan IGD yang secara umum dibutuhkan rumah sakit untuk 
memastikan layanan klinis berjalan aman, presisi, dan berkesinambungan. 
 
Berikut merupakan contoh-contoh produk dan merek peralatan medis Perseroan: 
 

No. Lini Produk Keterangan Merek 

Tanggal 
Berakhir 

Hubungan 
Kerja sama  

Contoh Produk 

Produk Prinsipal 

1.  Surgical 
Instruments 
 

Digunakan untuk 
mendukung tindakan 
pembedahan secara 
presisi, aman, dan 
efisien. 

Medicon,  
Jerman 

31 Desember 
2028 

 

2.  Electrosurgery Unit Teknologi bedah 
mutakhir yang 
menjamin pemotongan 
jaringan presisi 
sekaligus penghentian 
pendarahan seketika, 
menciptakan prosedur 
operasi yang lebih 
cepat, aman, dan minim 
trauma bagi pasien.  

Bowa,  
Jerman 

31 Desember 
2030  
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No. Lini Produk Keterangan Merek 

Tanggal 
Berakhir 

Hubungan 
Kerja sama  

Contoh Produk 

3.  Examination  
& Operating Light 
 

Memberikan 
pencahayaan optimal, 
fokus, dan bebas 
bayangan untuk 
memastikan visibilitas 
maksimal selama 
pemeriksaan dan 
tindakan medis. 

Simeon 
Medical, 
Jerman 

31 Desember 
2030  

 

4.  Minimally Invasive 
Surgery System 
 

Alat bedah yang 
menggunakan alat-alat 
khusus, seperti 
laparoskopi, endoskopi, 
atau robot bedah, untuk 
melakukan prosedur 
dengan insisi yang 
sangat kecil 
dibandingkan dengan 
bedah tradisional. 

Gimmi, 
Jerman 

18 Juni 2030  

5.  CTG 
(Cardiotocography) 
 

Alat deteksi dini untuk 
memberikan informasi 
real-time mengenai 
kondisi janin. Dengan 
alat ini, dokter dapat 
mendeteksi dini tanda-
tanda yang mengarah 
pada komplikasi, 
sehingga tindakan 
medis dapat dilakukan 
lebih awal. 

Huntleigh 
Healthcare, 
Inggris 

22 Februari 
2027 

 

6.  Ventilator  
& Transport 
Ventilator 

Mesin yang berfungsi 
untuk menunjang atau 
membantu pernapasan 
pasien. 

Air Liquide 
Healthcare, 
Perancis 

31 Desember 
2027 

 

7.  Anaesthesia 
workstations, ICU 
ventilators, 
accessories. 

Mesin yang berfungsi 
untuk menyalurkan gas 
anasthesia secara 
presisi ke pasien 
selama proses operasi 
berlangsung. 

Medec 
Internasion
al, Belgia 

17 November 
2026 
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No. Lini Produk Keterangan Merek 

Tanggal 
Berakhir 

Hubungan 
Kerja sama  

Contoh Produk 

8.  High Flow Oxygen 
Therapy 

Solusi terapi oksigen 
non-invasif yang 
memberikan 
kenyamanan maksimal 
bagi pasien melalui 
aliran oksigen hangat 
dan lembap dengan 
presisi tinggi, efektif 
mengurangi kerja 
pernapasan dan 
mempercepat proses 
pemulihan. 

Telesair, 
US 

12 Juni 2028  

9.  Surgical Sutures Perangkat medis yang 
digunakan untuk 
menutup luka serta 
menyambung jaringan 
dan kulit. 

Wego, Cina 6 Januari 
2030 

 

Produk Perseroan 

1.  Operating Table Fondasi bedah yang 
menawarkan 
fleksibilitas posisi 
sempurna dan stabilitas 
absolut untuk 
memastikan 
kenyamanan tim medis 
serta keamanan optimal 
pasien selama prosedur 
operasi berlangsung. 

Esa Tech N/A  

2.  Patient Monitor, 
Syringe, Infusion 
Pump, ECG, & 2D 
USG 
 

Solusi pemantauan vital 
yang presisi dan real-
time untuk memastikan 
deteksi dini kondisi 
pasien secara cerdas 
demi keselamatan 
medis yang maksimal 
dan teknologi distribusi 
cairan dan obat 
otomatis dengan 
akurasi tinggi untuk 
menjamin dosis yang 
tepat, aman, dan efisien 
bagi setiap pasien. 

Esa Tech N/A  

3.  Surgical 
Instruments 
 

Digunakan untuk 
mendukung tindakan 
pembedahan secara 
presisi, aman, dan 
efisien. 

Surgitec N/A  
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Perseroan menerapkan proses seleksi yang ketat dalam menentukan merek prinsipal yang didistribusikan, dengan 
mengutamakan kualitas produk berstandar global serta positioning premium yang relevan bagi kebutuhan fasilitas 
layanan kesehatan. Pemilihan prinsipal dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain rekam jejak dan reputasi 
merek di pasar, konsistensi mutu dan keandalan produk, kesesuaian teknologi serta dukungan pengetahuan teknis, 
pengalaman Perseroan dalam bekerja sama dengan merek terkait, serta potensi kemitraan jangka panjang yang 
berkelanjutan. Sebelum memulai kerja sama, Perseroan juga melakukan kajian atas tingkat permintaan pasar 
untuk setiap lini produk serta menilai kapasitas dan kesiapan prinsipal dalam memenuhi kebutuhan pasar sesuai 
standar layanan yang ditetapkan. Melalui pendekatan tersebut, Perseroan telah membangun hubungan kemitraan 
jangka panjang dengan sejumlah merek prinsipal berkualitas tinggi, sebagaimana dalam tabel berikut: 
 

No Nama Merek Negara 
Durasi Hubungan Kerja Sama 

(Tahun) 

1.  Medicon  Jerman 20 + 

2.  Bowa Jerman 15 + 

3.  Simeon Medical Jerman 10 + 

4.  Gimmi Jerman 1+ 

5.  Huntleigh Healthcare Inggris 10 + 

6.  Air Liquide Healthcare Perancis 15 + 

7.  Medec Internasional Belgia 2+ 

8.  Telesair Amerika Serikat 2+ 

9.  Wego Cina 10 + 

 
Perseroan biasanya bekerja dengan merek pihak ketiga dalam dua cara. Perseroan dapat mengadakan 
pengaturan in-licensing dengan merek pihak ketiga, dimana Perseroan mengurus seluruh proses dari pendaftaran 
produk hingga pergudangan hingga pemasaran hingga penetapan harga. Cara  in-licensing ini memastikan bahwa 
Perseroan adalah satu-satunya distributor. Sebagian besar pengaturan Perseroan dengan pemasok produk pihak 
ketiga Perseroan mengikuti model ini. Perseroan juga mungkin menandatangani kontrak kerjasama untuk 
melakukan produksi di Indonesia dan melakukan distribusi dengan merek pihak ketiga untuk di pasarkan di 
Indonesia.. 
 
Flowchart Proses Kerja Sama In-Licensing Dengan Pihak Ketiga 
 

 
 
Dalam jangka pendek hingga menengah, Perseroan bermaksud meningkatkan kontribusi penjualan dari seluruh 
lini produk melalui penguatan portofolio, termasuk pengembangan dan diferensiasi produk alat kesehatan habis 
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pakai. Ke depan, Perseroan memperkirakan peralatan medis (barang modal/capital equipment) tetap menjadi 
kontributor terbesar dan akan menyumbang sekitar setengah atau lebih dari penjualan neto Perseroan, sejalan 
dengan kebutuhan investasi rumah sakit terhadap perangkat utama layanan klinis. Sementara itu, alat kesehatan 
habis pakai diharapkan menjadi pelengkap yang memperkuat model pendapatan Perseroan melalui permintaan 
yang berulang, sehingga memberikan arus pendapatan yang lebih stabil (recurring income). 
 
Pada tahun 2025, Perseroan telah membentuk joint venture dengan WEGO International Capital Holding 
Corporation Limited melalui Perusahaan Anak, SSN berdasarkan perjanjian usaha patungan antara SSN dengan 
Wego International Capital Holding Corporation Limited pada tanggal 25 September 2024 untuk melakukan 
produksi benang bedah dengan merek WEGOSutures yang diproduksi di Indonesia melalui Perusahaan Anak, 
EWI, dan ditargetkan mulai dikomersialkan oleh Perseroan pada triwulan II 2026 dengan target pasar rumah sakit 
pemerintah maupun swasta. Produk benang bedah ini mencakup absorbable sutures (dapat diserap tubuh 
sehingga umumnya tidak memerlukan pengangkatan) dan non-absorbable sutures (tidak diserap tubuh untuk 
dukungan penutupan luka jangka lebih panjang), didukung keunggulan utama berupa minim trauma jaringan dan 
hasil penutupan luka yang stabil, portofolio yang lengkap untuk berbagai indikasi bedah, serta penggunaan 
material medis berkualitas tinggi dengan manufaktur presisi berstandar global. Melalui pengembangan produk 
habis pakai ini, Perseroan juga menargetkan penguatan loyalitas pelanggan melalui ekosistem produk yang saling 
melengkapi, sehingga meningkatkan switching cost dan memperdalam hubungan jangka panjang dengan fasilitas 
layanan kesehatan. 

  
2. Proses Produksi 

Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh Perusahaan anak sehingga produk yang dihasilkan sebagaimana 
disebutkan pada subbab Produk Perseroan merupakan produk hasil produksi oleh Perusahaan Anak. 
Selanjutnya, Pabrik Solo dan Pabrik Cikupa dioperasikan seluruhnya oleh Perusahaan Anak. 
 
Perusahaan anak memproduksi alat kesehatan elektromedis dengan cara sebagai berikut 
- Perusahaan anak membeli komponen-komponen dari supplier  
- Perusahaan anak melakukan proses produksi (assembly) untuk komponen-komponen tersebut 
- Perusahaan anak melakukan proses quality control untuk produk yang dihasilkan 
- Perusahaan anak melakukan proses packaging dan delivery ke customer 

 
Perusahaan anak memproduksi alat kesehatan non-elektromedis (barang medis habis pakai) dengan cara 
sebagai berikut:  
- Perusahaan anak membeli komponen-komponen dari supplier 
- Perusahaan anak melakukan proses produksi seperti memotong benang sesuai tipe dan jenis benang 

yang dibutuhkan. Proses produksi dilanjutkan dengan menyambungkan benang dengan jarum dengan 
mesin. Proses selanjutnya adalah mempacking benang untuk dimasukkan ke mesin sterilisasi.  

- Perusahaan anak melakukan proses quality control untuk produk yang dihasilkan 
- Perusahaan anak melakukan proses packaging dan delivery ke customer 
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Flowchart Proses Produksi 

  
 

Pabrik Produksi  
Beirkut keterangan pabrik hingga tanggal Prospektus diterbitkan : 
 

No. Keterangan Dokumentasi 

1.  Pabrik Solo 
 
Pabrik Solo dioperasikan oleh EBT 
 
Lokasi: Gedung Intercamp Lantai 3 
Jl. Adi Sucipto KM 9.9, Kec. Colomadu, Kab. 
Karanganyar, Jawa Tengah 57174 
 
Area Fasilitas Produksi: 200 m2 
Perizinan Fasilitas: CPAKB 
 
Merek yang diproduksi: 
- Esatech 
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2.  Pabrik Cikupa 
 
Pabrik Cikupa dioperasikan oleh SUN dan 
EWI 
 
Lokasi: Jl. Bhumimas V No.12, Talaga, Kec. 
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 
15710 
Area Fasilitas Produksi: 3.000 m2 

Perizinan Fasilitas: CPAKB 
 
Merek yang diproduksi: 
- Bowa 
- Simeon 
- Medec 
- Kronen 
- Wego Sutures 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Pelanggan 

Perseroan melayani segmen pelanggan yang terdiri dari Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta 
di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Perseroan telah menjalin transaksi jual beli alat kesehatan dengan lebih 
dari 200 (dua ratus) rumah sakit dan fasilitas kesehatan melalui E-Katalog LKPP, terkhusus untuk rumah sakit 
yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah, sedangkan 
teruntuk kelompok rumah sakit swasta nasional transaksi jual beli alat kesehatan dilakukan melalui purchase 
order (“PO”) . 
 
Komposisi pelanggan yang terdiversifikasi tersebut memberikan basis pendapatan yang relatif stabil serta 
memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia peralatan medis untuk kebutuhan ruang operasi, ICU, dan 
fasilitas penunjang lainnya. 
 

4. Rumah Sakit 
 
Perseroan memiliki rekam jejak pengadaan dan penyediaan peralatan medis pada berbagai rumah sakit 
rujukan nasional, rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah, serta rumah sakit swasta terkemuka. Proyek-
proyek tersebut meliputi pengadaan peralatan ruang operasi, ICU, instalasi sterilisasi, serta perangkat 
penunjang medis lainnya. 
 
a. Rumah Sakit Pemerintah 
 
Perseroan telah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit milik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah, termasuk rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan dan rumah sakit umum daerah. 
Beberapa di antaranya adalah: 
 

• RS UPT Vertikal Makassar 
• RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 
• RSA Universitas Gadjah Mada 
• RSUD Dr. Soeradji Tirtonegoro 

• RSUD Kabupaten Tangerang 
• RSUD Kota Tangerang 
• RSUP Fatmawati 
• RSUD Pasar Minggu 

 
b. Rumah Sakit Swasta 
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Selain rumah sakit pemerintah, Perseroan juga menjalin kemitraan dengan sejumlah rumah sakit swasta 
nasional yang memiliki standar layanan tinggi dan jaringan operasional yang luas, antara lain: 
 

• RS Primaya 
• RS Mandaya 

 
7. Badan Usaha Milik Pemerintah / Lembaga Pemerintah 

 
Selain rumah sakit, Perseroan juga menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 
lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Salah satu mitra strategis Perseroan 
adalah Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC), yang merupakan holding rumah sakit 
BUMN di Indonesia.  
 

8. Sistem E-Katalog LKPP 
 
Pengadaan Rumah Sakit Pemerintah menggunakan sistem E-Katalog LKPP. Perseroan harus mendaftarkan 
produk-produk yang dimiliki ke sistem E-Katalog LKPP untuk dapat menjual produk-produk tersebut ke Rumah 
Sakit Pemerintah  
 

9. Penjualan dan Pemasaran 
 
Pemasaran dan penjualan dilakukan oleh tim sales dan marketing dengan cara mengunjungi rumah sakit 
yang berada di area personel sales tersebut. Bilamana diperlukan tim produk akan membantu proses 
presentasi pengenalan produk maupun demonstrasi produk ke user-user di rumah sakit tersebut.   
  
Diagram alur di bawah ini merangkum strategi penjualan dan pemasaran Perseroan: 
a. Untuk alat elektromedis dan non-elektromedis, strategi penjualan seperti berikut 

2) Mendapatkan data DAK setiap tahunnya sehingga tim sales dan marketing dapat memfokuskan 
rumah sakit yang mendapatkan dana DAK dari Pusat. 

3) Tetap melakukan kunjungan ke rumah sakit lainnya untuk mengetahui adanya kebutuhan produk-
produk alat kesehatan kami di rumah sakit tersebut.  

 
b. Untuk barang medis habis pakai, kunjungan ke rumah sakit harus dilakukan serutin mungkin.  
 

10. Jaringan Penjualan dan Distribusi 
 
Sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperluas penetrasi pasar dan memastikan ketersediaan produk 
secara tepat waktu di berbagai wilayah Indonesia, Perseroan didukung oleh jaringan distribusi yang 
terintegrasi dan tersebar secara nasional. Jaringan ini tidak hanya berfungsi sebagai kanal pemasaran, tetapi 
juga sebagai sarana penguatan hubungan dengan fasilitas kesehatan serta dukungan layanan purna jual.  
 
Saat ini, Perseroan memiliki 4 (empat) kantor perwakilan yang berlokasi di Sumatra Utara, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, Perseroan juga didukung oleh Sales Representative yang 
tersebar di sebagian besar provinsi di Indonesia, antara lain: 

• Aceh 
• Sumatra Barat 
• Riau  
• Sumatra Selatan 
• Bali 
• Sulawesi Selatan 
• Sulawesi Utara 
• Sulawesi Tenggara 

• Kalimatan Selatan 
• Kalimatan Barat 
• Kalimantan Timur 
• Kalimantan Tengah 
• NTB 
• NTT 
• Maluku 
• Papua Barat 
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• Papua Tengah • Papua 
 

b) Kecenderungan Usaha Perseroan  
 

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa 
yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.  
 
Tidak terdapat ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan 
pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.  
 
Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga 
penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat 
diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari 
operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi 
keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang 
yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. 

 
c) Hak Kekayaan Intelektual  
 
Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang terdaftar atas 
nama Perseroan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia 
sebagai berikut: 
 

No. Merek  Kelas 
Nomor 

Pendaftaran 
Jangka Waktu Perlindungan 

1.  

 

10 IDM000750024 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 18 
Mei 2028 

2.  

 

11 IDM000750023 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 18 
Mei 2028 

3.  

 

20 IDM000744902 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 21 
Mei 2028 
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No. Merek  Kelas 
Nomor 

Pendaftaran 
Jangka Waktu Perlindungan 

4.  

 

10 IDM0007449013 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 21 
Mei 2028 

5.  

 

10 IDM000699003 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 17 
Mei 2028 

6.  

 

11 IDM000698996 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 17 
Mei 2028 
 

7.  

 

20 IDM000698980 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 17 
Mei 2028 
 

8.  

 

10 IDM000702529 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 16 
Mei 2028 

9.  

 

20 IDM000702538 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 16 
Mei 2028 
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No. Merek  Kelas 
Nomor 

Pendaftaran 
Jangka Waktu Perlindungan 

10.  

 

10 IDM000750030 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 18 
Mei 2028 

 
 

d) Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan 
 

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sifat musiman dari yang mempengaruhi kegiatan 
usaha Perseroan. 
 
e) Persaingan Usaha 

Industri alat kesehatan di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang cukup kompetitif, didorong oleh 
meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan nasional, ekspansi fasilitas kesehatan, serta kebijakan pemerintah 
yang mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”). 
Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang distribusi serta manufaktur terbatas alat kesehatan, khususnya 
pada segmen peralatan ruang operasi (operating theatre), ICU, sterilisasi, dan perangkat medis terkait lainnya, 
sehingga dalam kegiatan operasionalnya Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan lain 
yang bergerak dalam bidang distribusi maupun manufaktur alat kesehatan. Persaingan dalam industri ini 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jaringan distribusi, hubungan dengan prinsipal global, kelengkapan 
portofolio produk, kepatuhan terhadap regulasi Kementerian Kesehatan, kemampuan mengikuti proses 
pengadaan pemerintah termasuk melalui sistem E-Katalog LKPP, serta kemampuan memberikan layanan purna 
jual dan dukungan teknis kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 
dua dekade dalam penyediaan alat kesehatan bagi rumah sakit pemerintah dan swasta serta menjalin kemitraan 
dengan sejumlah produsen alat kesehatan internasional.  
 
Namun demikian, Perseroan tidak memiliki data independen dari pihak ketiga yang dapat secara kuantitatif 
menggambarkan posisi pangsa pasar Perseroan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri alat 
kesehatan di Indonesia. 
 
Beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sejenis dengan Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha 

1 PT Jayamas Medica Industri Tbk 

Bergerak di bidang usaha manufaktur alat 
kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat 

diagnostik, antiseptik dan perbekalan kesehatan 
rumah tangga lainnya 

2 PT Itama Ranoraya Tbk Distribusi Alat Kesehatan 

3 
PT Medela Potentia Tbk Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak 

di sektor kesehatan 

4 PT Enseval Putera Megatrading Tbk Distributor Produk Kesehatan 

5 PT Diastika Biotekindo Tbk Distributor Produk Kesehatan 
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f) Riset dan Pengembangan  
 

Perseroan memiliki rencana riset dan pengembangan sebagai berikut: 

Perusahaan Anak mempunyai rencana untuk pengembangan produk yang sudah diproduksi saat ini, di antaranya 
membuat perubahan pada design produk dan mencari komponen pengganti untuk komponen yang diimport. 
Selain itu anak perseroan juga terus melakukan Research and Development pada proses produksi seperti proses 
quality control dan proses packaging. Research and Development pada proses produksi diperlukan untuk 
meningkatkan efisiensi dan output dari Perseroan. 
 
Adapun biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan oleh EBT dalam tahun 2023, 2024 dan 2025 adalah 
masing-masing sebesar Rp42.000.000, Rp119.243.000 dan Rp92.400.000. 
 
Adapun biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan oleh SUN dalam tahun 2023, 2024 dan 2025 adalah 
masing-masing sebesar Rp0, Rp40.132.935 dan Rp107.120.985 
 
 
g) Data penjualan Perseroan  
 
Berikut adalah rangkuman data penjualan Perseroan berdasarkan segmen pelanggan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023. 
 

Tahun 2025 
Dalam Rupiah 

 
31 Desember 2025 

Bukan Pemerintah Pemerintah Total 

Penjualan 17.742.007.863 436.894.071.935 454.636.079.798 

Beban pokok Penjualan 11.364.322.943    279.844.613.058 291.208.936.001 

Laba Bruto 6.377.684.920 157.049.458.877 163.427.143.797 

  
Tahun 2024 

Dalam Rupiah 

 
31 Desember 2024 

Bukan Pemerintah Pemerintah Total 

Penjualan 17.317.634.473 367.617.363.635 384.934.998.108 

Beban pokok Penjualan 11.203.056.906 237.817.598.627 249.020.655.533 

Laba Bruto 6.114.577.568 129.799.765.007 135.914.342.575 
 

Tahun 2023 
Dalam Rupiah 

 
31 Desember 2023 

Bukan Pemerintah Pemerintah Total 

Penjualan 22.613.455.113 150.367.522.631   172.980.977.744 

Beban pokok Penjualan 11.017.800.524 73.262.549.283    84.280.349.807 

Laba Bruto 11.595.654.589 77.104.973.348 88.700.627.937   
 
 

h) Keunggulan Kompetitif  
 
Perseroan meyakini memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif utama sebagai berikut: 
 
• Rekam jejak unggul di industri alat kesehatan yang memiliki barrier to entry tinggi 
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Industri alat kesehatan memiliki barrier to entry yang tinggi, hal tersebut tercermin dari kewajiban pemenuhan 
regulasi dan standar pemerintah yang ketat. Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam memenuhi 
ketentuan regulasi dan standar yang diperlukan untuk menyediakan produk unggulan khususnya untuk ruang 
operasi dan ICU yang didukung oleh kemitraan global, manufaktur lokal, dan distribusi nasional. 
 
Perseroan berfokus pada penyediaan peralatan alat kesehatan untuk kebutuhan IGD, ruang operasi, dan ICU 
dengan portofolio produk kritikal (antara lain mesin anestesi, monitor pasien, sistem sterilisasi, instrumen bedah, 
dan infusion pump) dan telah menjadi pemasok pilihan lebih dari 200 rumah sakit dan instansi kesehatan di seluruh 
Indonesia, sehingga memperkuat posisi Perseroan pada segmen perawatan kritis. 
 
Dalam proyek Pemerintah, Perseroan merupakan pemasok strategis untuk pengadaan di Kementerian Kesehatan, 
termasuk proyek Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) serta kontrak yang didanai oleh 
Islamic Development Bank (IsDB), dan memiliki posisi kuat di E-Katalog LKPP. Selama periode 2022–2025, 
Perseroan berhasil memperoleh proyek dengan nilai lebih dari Rp750 miliar. 
 
Selain itu, Perseroan telah memiliki sertifikasi TKDN yang memberikan nilai tambah dalam memenangkan proyek 
Pemerintah, terlebih karena produk kesehatan masih didominasi produk impor (>75%) sehingga membuka 
peluang lebih besar bagi perusahaan yang memenuhi standar TKDN. 
 
Perseroan juga memastikan kepatuhan melalui pendaftaran produk dan pengawasan oleh Kemenkes serta 
penerapan standar Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) dan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang 
Baik (CPAKB) untuk melakukan kegiatan usaha distribusi dan manufaktur. 
 
Dengan basis pendapatan yang didominasi rumah sakit pemerintah (sekitar 95% dari pendapatan Perseroan per 
31 Desember 2024), Perseroan memiliki posisi yang kuat untuk memperluas keterlibatan pada jaringan rumah 
sakit, termasuk rumah sakit vertikal di bawah naungan Kemenkes. Kinerja eksekusi tender Perseroan tercermin 
dari success rate tender >80% selama 5 tahun terakhir. 
 
• Menjalin kemitraan strategis dengan brand alat kesehatan internasional 
 
Perseroan telah menjalin kemitraan strategis sebagai sole distributor selama lebih dari 10 tahun dengan sejumlah 
perusahaan medtech global terkemuka, yang mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi, kerja sama jangka 
panjang, serta kapabilitas Perseroan dalam memenuhi standar kualitas dan kepatuhan internasional. 
 
Kemitraan strategis dengan perusahaan medtech global tersebut mencakup, antara lain: 
 

Negara Perusahaan Produk Utama Tahun kerja sama 

 

 Surgical instruments, instrument sets, 
standard surgical tools. 

20+Tahun 

 Electrosurgery units, Ultrasound 
Generator. 

15+ Tahun 

 

OR Lights, ceiling supply units, 
examination lights. 

10+ Tahun 

 

Minimally Invasive Surgery System and 
Instruments. 

1+ Tahun 

 

 

Fetal Dopplers, CTG, patient monitoring 
devices. 

10+ Tahun 
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Negara Perusahaan Produk Utama Tahun kerja sama 
 

 

Ventilators, Transport Ventilator, Suction 
Pump. 

15+ tahun 

 

 

Anaesthesia workstations, ICU ventilators, 
accessories. 

2+ Tahun 

  

High Flow Oxygen Therapy (Bonhawa). 2+ Tahun 
 

 Surgical Sutures (absorbable & non-
absorbable), surgical needles, dressings. 

10+ Tahun 

 
Portofolio dari mitra global tersebut memberikan nilai tambah berupa standar mutu tinggi dan kepatuhan regulasi 
global, reputasi merek, standar kualitas kelas dunia, jaminan ketersediaan suku cadang jangka panjang, serta 
penggunaan teknologi dan material premium yang relatif tidak mudah ditiru oleh pelaku usaha lain. 
 
Perseroan juga memperoleh berbagai pengakuan dan apresiasi dari prinsipal internasional (termasuk 
penghargaan terkait distributor dan pertumbuhan penjualan). 
 
• Perkembangan sektor kesehatan sebagai katalis pertumbuhan jangka panjang Perseroan 
 
Permintaan alat kesehatan diperkirakan terus meningkat seiring implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
dan tingginya ketergantungan terhadap produk impor. Dengan positioning pasar yang solid, Perseroan berada 
pada posisi strategis untuk menjadi pemain utama dalam pertumbuhan sektor kesehatan nasional. 
 
Dari sisi dukungan kebijakan dan belanja sektor, anggaran belanja kesehatan Indonesia meningkat signifikan, 
dengan narasi “lonjakan hingga 3x dalam satu dekade terakhir” yang mencerminkan komitmen pemerintah dan 
membuka peluang pertumbuhan struktural. Dalam data yang disajikan, anggaran kesehatan meningkat dari Rp69 
triliun (2015) menjadi Rp186 triliun (2024) dan diproyeksikan Rp218 triliun (2025) serta Rp244 triliun (2026). 
(Sumber: Kementerian Keuangan, Kemenkes, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perseroan). 
 
Dari sisi ukuran pasar institusional, Indonesia memiliki sekitar 288 juta penduduk (2025) yang dilayani oleh ±3.270 
rumah sakit, ±10.300 puskesmas, ±21.300 klinik, dan ±1.200 laboratorium. Di saat yang sama, masih terdapat 
kebutuhan peningkatan layanan (misalnya rasio 0,76 dokter per 1.000 penduduk dan 1,4 tempat tidur rumah sakit 
per 1.000 penduduk), yang menunjukkan ruang perbaikan infrastruktur dan kapasitas kesehatan secara 
struktural—serta berpotensi mendorong permintaan alat kesehatan dalam jangka panjang.  
 
Untuk menangkap peluang tersebut, khususnya pada segmen alat kesehatan habis pakai, pada tahun 2025 
Perseroan menjalin kerja sama manufaktur dengan Wego sebagai mitra strategis pada lini bisnis benang bedah, 
sejalan dengan regulasi pemerintah yang mewajibkan produk dalam negeri untuk benang operasi dan juga 
sebagai bentuk difersifikasi produk Perseroan. 
 
i) Prospek Usaha 
 
Prospek Perekonomian Nasional  
 
Perekonomian Indonesia terlihat tetap stabil dengan momentum pertumbuhan yang terjaga. Kebijakan suku bunga 
Bank Indonesia yang mempertahankan BI Rate di 4,75% mencerminkan perilaku yang mengutamakan stabilitas 
namun juga potensi pelonggaran didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali. Bank sentral terus melakukan 
stabilisasi nilai tukar melalui strategi triple intervention (NDF Offshore, Transaksi spot serta pembelian SBN di 
pasar sekunder) dengan mengedepankan sikap market confidence. Neraca perdagangan Indonesia juga 
mencatatkan surplus selama 6 tahun berturut-turtut dimana sepanjang 2025, surplus perdagangan kumulatif 
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mencapai USD 41,05 miliar, melonjak signifikan dari USD 31,33 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan 
tersebut terutama didorong oleh surplus nonmigas yang kuat. Lebih lanjut berdasarkan Purchasing Managers 
Index (PMI), PMI terjada di level ekspansi mencapai 52,6 pada Januari 2026 dimana pasar domestik menjadi 
faktor pendorong utama kinerja tersebut. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi tetap kuat yang ditopang oleh 
konsumsi rumah tangga, investasi, stimulus fiskal serta pertumbuhan kredit dimana inflasi meningkat menjadi 3,55% 
pada Januari 2026. 
 
Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 
2026 berada di kisaran 4,9-5,7% yoy dimana didukung oleh adanya sinergi kebijakan moneter,makroprudensial 
dan sistem pembayaran dengan stimulus fiskan dan sektor riil. Berdasarkan data dari Warta Ekonomi, alokasi 
anggaran kesehatan terlihat meningkat selama  beberapa tahun terakhir dimana pada APBN 2025 anggaran 
kesehatan sebesar Rp132,4 triliun atau sekitar 60% dari total Anggaran Sektor Kesehatan naik dibandingkan 
realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp129,2 triliun. Total anggaran kesehatan untuk 2025 sekitar Rp217,3 triliun 
atau mencapai sekitar enam persen dari total APBN tahun 2025. Anggaran tersebut termasuk pembiayaan untuk 
peningkatan saran dan prasarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan fasilitas pelayanan primer) serta  
layanan kesehatan masyarakat 
 
Prospek Usaha Perseroan 
 
Perseroan beserta Entitas Anak beroperasi pada industri sektor kesehatan dengan fokus pada perdagangan besar 
alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari tautan Business Indonesia tentang medical equipment and devices, pasar 
teknologi medis Indonesia diproyeksikan memiliki pertumubuhan yang kuat, dengan pendapatan diperkirakan 
mencapai USD 2,65 miliar pada tahun 2025, menurut Statista. Di sektor ini, alat kesehatan diperkirakan mencapai 
USD 2,26 miliar dari total nilai pasar pada tahun yang sama. Antara tahun 2025 dan 2030, pasar diperkirakan akan 
tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 8,68% mencapai perkiraan USD 4,02 
miliar pada tahun 2030 
 
Di Indonesia, industri alat kesehatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pascapandemi. Kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya kesehatan terus meningkat, sehingga permintaan terhadap alat diagnostik, 
monitoring, dan pencegahan penyakit semakin bertambah. Sektor ini juga didukung oleh Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan fasilitas rumah sakit dan klinik, serta kebijakan substitusi impor dan 
peningkatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), sehingga membuka peluang besar bagi produsen lokal 
untuk mengembangkan manufaktur alat kesehatan sederhana hingga menengah, distribusi dan perdagangan alat 
medis khusus, serta produksi barang habis pakai (consumables). Beberapa alat kesehatan yang saat ini paling 
diminati antara lain alat monitoring pasien seperti patient monitor, ventilator, dan ECG, serta peralatan diagnostik 
seperti USG, X-ray digital, dan hematology analyzer. 
 
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor kesehatan melalui berbagai 
kebijikan fiskal dan program strategis nasional. Dari sisi fiscal policy, pemerintah secara konsisten mengalokasikan 
anggaran kesehatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk peningkatan belanja untuk 
penguatan fasilitas layanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta transformasi sistem kesehatan nasional.  
Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah menjalankan agenda Transformasi Sistem Kesehatan yang 
mencakup enam pilar utama, antara lain transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi 
sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan serta 
transformasi teknologi kesehatan. Program ini mendorong modernisasi rumah sakit, peningkatan kapasitas 
laboratorium, serta penguatan industri alat kesehatan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor. 
Dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas, Perseroan berkeyakinan bahwa bisnis operasional perusahaan 
dapat terus berkembang seiring dengan adanya pertumbuhan kinerja sektoral kesehatan. 
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Perseroan menempati posisi sebagai penyedia alat kesehatan terintegrasi yang berfokus pada peralatan rumah 
sakit kritikal seperti operating theatre, ICU, dan sistem sterilisasi. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun serta 
jaringan distribusi nasional, Perseroan telah melayani lebih dari 200 rumah sakit dan institusi kesehatan di 
Indonesia, dengan basis pelanggan yang didominasi oleh rumah sakit pemerintah dan fasilitas kesehatan 
institusional. Posisi ini menempatkan Perseroan pada segmen penyedia solusi alat kesehatan untuk proyek rumah 
sakit dan pengadaan institusional, yang umumnya memiliki nilai kontrak relatif besar dan bersifat project-based.  
 
Secara industri, berdasarkan pada data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan (2025), pasar alat kesehatan 
Indonesia masih didominasi oleh produk impor dengan porsi lebih dari 70% dari total perangkat medis yang 
digunakan di Indonesia, sehingga peluang bagi produsen dan distributor domestik masih sangat besar. Dengan 
kemampuan distribusi nasional, fasilitas manufaktur lokal, serta kemitraan dengan berbagai produsen alat 
kesehatan internasional, Perseroan berada pada posisi yang kompetitif untuk memaksimalkan peluang 
pertumbuhan pasar tersebut, khususnya dalam pengadaan alat kesehatan rumah sakit yang diprioritaskan dalam 
program peningkatan infrastruktur kesehatan nasional dan kebijakan TKDN pemerintah. 
 
 
j) Strategi Usaha   
 
Perseroan menetapkan strategi usaha untuk memperluas peluang pertumbuhan secara berkelanjutan dengan 
fokus pada penguatan posisi Perseroan di ekosistem layanan kesehatan nasional, terutama melalui pengadaan 
institusional dan pengembangan portofolio produk bernilai tambah. 
Berikut merupakan strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis, 
diantaranya: 
 
• Melanjutkan sinergi berkelanjutan bersama Kementerian Kesehatan 
Perseroan akan melanjutkan sinergi dengan Kementrian Kesehatan  seiring rencana strategis Pemerintah dalam 
pembangunan 500 rumah sakit hingga 2029, yang berpotensi meningkatkan kebutuhan alat kesehatan secara 
signifikan dan berkelanjutan. Sejalan dengan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, proyeksi pertumbuhan 
jumlah rumah sakit juga menunjukkan tren peningkatan dari 3.155 (2023) menjadi 3.336 (proyeksi pada 2026), 
sehingga memperkuat prospek permintaan alat kesehatan.  
 
• Memperkuat kerja sama dengan Multilateral Development Banks (MDBs) 
Perseroan akan memperkuat kerja sama dengan MDBs untuk meningkatkan partisipasi Perseroan dalam proyek-
proyek strategis penguatan sistem kesehatan nasional. Per Desember 2024, MDBs tercatat menjalin perjanjian 
kerja sama strategis dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan total nilai kontrak (soft loan) mencapai 
ekuivalen US$3,979 miliar untuk Indonesia Health Systems Strengthening Project (IHSS).  
 
Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkes memperoleh pendanaan EUR205 juta dari Islamic 
Development Bank (IsDB) untuk proyek penguatan rumah sakit rujukan nasional onkologi, termasuk rencana 
pembangunan 4 pusat onkologi baru.  
 
Hingga tahun 2025, Perseroan telah berhasil menyelesaikan 9 proyek yang didanai IsDB, yang mencerminkan 
kapabilitas eksekusi proyek, kepatuhan pada standar internasional, serta penerapan tata kelola yang baik—
sekaligus menjadi added value untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai mitra terpercaya MDBs pada proyek-
proyek mendatang.  

 
• Memperkuat portofolio dan penetrasi pada kanal pengadaan institusional berbasis E-Katalog LKPP 
Perseroan akan terus memperkuat kehadiran produk pada kanal pengadaan institusional, seiring meningkatnya 
transaksi pembelian institusional yang kini semakin dominan dilakukan melalui platform E-Katalog LKPP.  
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Dengan portofolio produk yang telah terdaftar di E-Katalog LKPP, Perseroan berada pada posisi strategis untuk 
meningkatkan recurring income melalui pola permintaan yang lebih berulang dan basis pelanggan institusional 
yang luas.  
 
• Melakukan ekspansi ke bisnis alat kesehatan habis pakai (benang bedah) untuk mendorong recurring 

income 
 
Perseroan akan melakukan ekspansi usaha ke segmen alat kesehatan habis pakai dengan memanfaatkan potensi 
pasar produk consumables sekitar ±Rp2 triliun. Keterbatasan jumlah produsen lokal, dikombinasikan dengan 
implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menempatkan Perseroan pada posisi yang 
menguntungkan untuk memperluas pangsa pasar pada segmen ini.  
 
Perseroan menargetkan kapasitas produksi benang bedah hingga 1 juta unit per tahun, didukung oleh infrastruktur 
manufaktur serta jaringan distribusi nasional untuk mengakselerasi skala bisnis. Perseroan juga akan 
mengoptimalkan peluang pengadaan pemerintah melalui E-Katalog LKPP dengan memastikan lini produksi 
memenuhi standar TKDN, sehingga mendukung peningkatan pendapatan yang lebih berulang.  
 
Dalam pengembangan produk, benang bedah WEGO Sutures diproduksi di Indonesia dan ditargetkan mulai 
dikomersialkan pada Q1 2026. Saat ini produk masih dalam proses CPAKB dan izin edar, dengan TKDN sekitar 
40%, untuk menyasar pasar rumah sakit pemerintah maupun swasta.  
 
Melalui pembentukan joint venture dengan WEGO sejak 2025, strategi ini diarahkan untuk membangun sumber 
pendapatan yang berulang dan stabil, sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan melalui ekosistem produk yang 
saling melengkapi dan meningkatkan switching cost.  
 
Keunggulan produk benang bedah yang akan dikembangkan mencakup ketersediaan pilihan absorbable dan non-
absorbable sutures serta nilai tambah klinis dan kualitas manufaktur, antara lain minim trauma jaringan, hasil 
penutupan luka yang stabil, material medis berkualitas tinggi, proses manufaktur presisi terstandar global, dan 
portofolio lengkap untuk berbagai indikasi bedah. 
 
 

k) Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”) dan Keberlanjutan  
 

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, 
dengan tujuan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan memberikan dampak positif pada perekonomian, 
lingkungan, karyawan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi.  
 
Lebih lanjut, kedepannya Perseroan akan terus memperkuat kerangka kebijakan, prosedur, dan pengawasan 
internal guna memastikan penerapan ESG yang efektif dan terukur, termasuk namun tidak terbatas pada evaluasi 
program secara berkala, serta peningkatan transparansi dan kualitas pengungkapan kepada pemangku 
kepentingan. Perseroan meyakini bahwa penerapan ESG yang konsisten dan berkelanjutan akan mendukung 
pengelolaan risiko yang lebih baik, meningkatkan ketahanan usaha, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap 
perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. 
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IX. TINJAUAN MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI  
 

 
Kondisi Makro Ekonomi Indonesia 

 
Pemerintah di Indonesia menargetkan pertumbuhan sekitar 5,4% di tahun 2026, yang didukung oleh fundamental 

ekonomi yang kuat dan stabilitas makro ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 

2026, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan yang baru, mencerminkan visi Sumitronomics pemerintahan ini, yang 

mengejar pertumbuhan tinggi, kemakmuran bersama, dan stabilitas ekonomi. Anggaran yang disetujui hanya 

menunjukkan sedikit perubahan dari draf awal (APBN). Total pendapatan diproyeksikan sebesar Rp3.153 triliun 

(+0,2%), sementara pengeluaran meningkat menjadi Rp3.843 triliun (+1,5%), sehingga defisit fiskal sedikit 

melebar menjadi 2,68% dari PDB. Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.358 triliun, 

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp459 triliun, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun. 

Sementara itu, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.149 triliun dan transfer ke daerah 

sebesar sekitar Rp693 triliun. 

Kondisi Industri Manufaktur Alat Kesehatan Global  

Industri kesehatan global merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan yang stabil, didorong oleh 

peningkatan kebutuhan layanan kesehatan seiring dengan pertumbuhan populasi dunia, peningkatan angka 

harapan hidup, serta meningkatnya prevalensi penyakit kronis. Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan turut 

mendorong peningkatan permintaan terhadap layanan medis dan produk alat kesehatan.  

Beberapa negara seperti Tiongkok dan Jerman memiliki kontribusi signifikan dalam industri kesehatan global, baik 

dari sisi produksi, inovasi teknologi, maupun konsumsi alat kesehatan. Dukungan pemerintah Jerman untuk 

layanan kesehatan terstruktur di sekitar sistem multi-pembayar berbasis solidaritas yang wajib, yang dirancang 

untuk memastikan cakupan universal, dengan sekitar 87 - 88% penduduk terdaftar dalam asuransi kesehatan 

wajib nirlaba (statutory health insurance). Sistem ini bukan bersifat “gratis”, namun diatur dan disubsidi secara 

signifikan oleh pemerintah guna memastikan akses, keterjangkauan, serta kualitas layanan kesehatan. Kondisi 

tersebut mendorong tingginya standar mutu dan pengembangan teknologi alat kesehatan di Jerman, sehingga 

menjadikan Jerman sebagai salah satu negara dengan industri alat kesehatan yang maju. Pemerintah Tiongkok 

mendukung sistem perawatan Tiongkok mendukung sistem perawatan kesehatannya melalui asuransi kesehatan 

dasar yang hampir universal, mencakup lebih dari 95% penduduk, dengan fokus pada perluasan akses, 

pengurangan biaya pribadi, dan penguatan perawatan primer. Kebijakan utama meliputi Urban Rural Resident 

Basic Medical Insurance (URRBMI) dan Employee Medical Insurance (EMI), yang disubsidi, pengendalian harga, 

dan pengadaan obat-obat terpusat untuk mengelola biaya. Tren sistem pembiayaan kesehatan di Tiongkok dan 

Jerman mendorong kebutuhan terhadap teknologi medis yang semakin canggih, baik untuk mendukung proses 

pemulihan pasien maupun meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penggunaan alat kesehatan yang 

modern dan berstandar tinggi.  

Industri alat kesehatan global didominasi oleh beberapa negara yang berperan sebagai produsen dan eksportir 

utama, seperti Amerika Serikat, Jerman, Tiongkok, dan Jepang. Negara-negara tersebut memiliki keunggulan 

dalam inovasi teknologi, kapasitas produksi, serta pengembangan perangkat medis berstandar tinggi, sehingga 

menjadi pemasok utama bagi pasar internasional. Secara umum, perdagangan alat kesehatan global terus 

mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya permintaan terhadap layanan kesehatan modern, baik di negara 

maju maupun negara berkembang.  

Tren utama dalam industri alat kesehatan global saat ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan perangkat medis 

berbasis teknologi tinggi, seperti peralatan diagnostik dan perangkat pemantauan pasien. Selain itu, meningkatnya 

prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan turut mendorong 

permintaan terhadap alat kesehatan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, termasuk alat bantu 
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pernapasan, alat pemantauan tekanan darah, perangkat terapi, serta alat kesehatan sekali pakai (disposable 

medical devices). Produk yang paling diminati di pasar global umumnya meliputi alat diagnostik dan imaging 

(seperti MRI, CT-scan, dan X-ray), perangkat bedah dan implant, alat bantu pernapasan, serta produk konsumsi 

medis seperti jarum suntik, kateter, dan perlengkapan bedah. 

Jerman dikenal sebagai salah satu negara dengan keunggulan teknologi tinggi dalam pengembangan alat 

kesehatan, khususnya di bidang radiologi dan medical imaging. Jerman memiliki ekosistem industri yang kuat 

dalam produksi perangkat diagnostik seperti MRI, CT-scan, X-ray serta teknologi pencitraan berbasis digital yang 

digunakan secara luas di berbagai fasilitas kesehatan global. Didukung oleh standar regulasi yanng ketat, kualitas 

manufaktur yang tinggi, serta investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan, industri alat kesehatan 

radiologi di Jerman mampu menghasilkan produk yang unggul dalam hal akurasi diagnostik, efisiensi operasional, 

serta keselamatan pasien. Keunggulan tersebut menjadikan Jerman sebagai salah satu pemain utama dalam 

pasar global untuk teknologi radiologi dan peralatan diagnostik canggih.  

Selain itu, Tiongkok dikenal sebagai salah satu produsen utama benang jahit bedah yang dapat diserap 

(absorbable suture). Jenis benang ini dirancang agar dapat terurai dan diserap secara alami oleh jaringan tubuh, 

sehingga tidak memerlukan tindakan pelepasan jahitan setelah proses penyembuhan luka operasi maupun luka 

dalam. Umumnya, benang jahit ini akan terurai secara bertahap dalam jangka waktu sekitar 2 minggu hingga 60 

hari, tergantung pada jenis bahan yang digunakan. 

Kondisi Industri Manufaktur Alat Kesehatan di Indonesia 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tautan Business Indonesia tentang medical equipment and devices, pasar 

teknologi medis Indonesia diproyeksikan memiliki pertumubuhan yang kuat, dengan pendapatan diperkirakan 

mencapai USD 2,65 miliar pada tahun 2025, menurut Statista. Di sektor ini, alat kesehatan diperkirakan mencapai 

USD 2,26 miliar dari total nilai pasar pada tahun yang sama. Antara tahun 2025 dan 2030, pasar diperkirakan akan 

tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 8,68% mencapai perkiraan USD 4,02 

miliar pada tahun 2030.  

Ekspansi yang kuat dalam permintaan alat kesehatan terutama didorong oleh implementasi berkelanjutan program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah Indonesia, yang terus memperluas akses layanan kesehatan 

di seluruh negeri. Perkembangan ini menyoroti daya tarik Indonesia yang semakin meningkat sebagai tujuan 

perdagangan dan investasi di sektor teknologi medis bagi perusahaan domestik dan internasional.  

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia 

diproyeksikan meningkat dari 269,58 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 333,57 juta jiwa pada tahun 2050 

berdasarkan skenario moderat. Pada tahun 2030, jumlah penduduk diperkirakan mencapai sekitar 300 juta jiwa. 

Peningkatan jumlah penduduk tersebut berpotensi mendorong peningkatan kebutuhan atas layanan kesehatan, 

termasuk ketersediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang lebih modern dan memadai. 
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Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan belanja pemerintah di sektor kesehatan, termasuk melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diperkirakan akan meningkat guna mendukung penguatan 

sistem layanan kesehatan nasional serta pengembangan industri kesehatan di Indonesia. 

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam laman Sumbar Relasi Publik, pertumbuhan penduduk yang pesat dapat 

memberikan tekanan terhadap kapasitas fasilitas kesehatan yang tersedia. Di wilayah perkotaan, rumah sakit dan 

klinik berpotensi menghadapi peningkatan jumlah pasien yang dapat mengakibatkan antrean yang lebih panjang 

serta waktu tunggu layanan medis yang lebih lama. Sementara itu, di wilayah pedesaan, tantangan tersebut 

diperburuk oleh keterbatasan fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis, serta kondisi geografis yang relatif 

sulit dijangkau. 

Ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan 

dapat menimbulkan disparitas dalam kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat. Di wilayah perkotaan, 

meskipun jumlah fasilitas relatif lebih banyak, tingginya tingkat pemanfaatan layanan dapat memengaruhi kualitas 

pelayanan. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, keterbatasan infrastruktur dan tenaga medis menyebabkan akses 

terhadap layanan kesehatan menjadi lebih terbatas. 

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia menempati peringkat ke-46 secara global sebagai 

eksportir alat kesehatan, dengan nilai ekspor mencapai USD 591,72 juta pada tahun 2024. Pasar ekspor utama 

alat kesehatan Indonesia meliputi Singapura dengan pangsa sebesar 22,46%, diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 

13,36%, Australia sebesar 8,21%, Jepang sebesar 8,11%, serta Polandia yang berkontribusi 6,64% terhadap total 

nilai ekspor. Informasi ini mencerminkan posisi Indonesia yang semakin kompetitif di pasar global serta peluang 

penguatan penetrasi pada negara-negara tujuan utama tersebut. 

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor kesehatan melalui berbagai 

kebijikan fiskal dan program strategis nasional. Dari sisi fiscal policy, pemerintah secara konsisten mengalokasikan 

anggaran kesehatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk peningkatan belanja untuk 

penguatan fasilitas layanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta transformasi sistem kesehatan nasional.  

Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah menjalankan agenda Transformasi Sistem Kesehatan yang 

mencakup enam pilar utama, antara lain transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi 

sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transfromasi SDM kesehatan serta 

transformasi teknologi kesehatan. Program ini mendorong modernisasi rumah sakit, peningkatan kapasitas 

laboratorium, serta penguatan industri alat kesehatan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor. 

Pangsa Pasar Perseroan 

Di Indonesia, industri alat kesehatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pascapandemi. Kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya kesehatan terus meningkat, sehingga permintaan terhadap alat diagnostik, 
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monitoring, dan pencegahan penyakit semakin bertambah. Sektor ini juga didukung oleh Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan fasilitas rumah sakit dan klinik, serta kebijakan substitusi impor dan 

peningkatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), sehingga membuka peluang besar bagi produsen lokal 

untuk mengembangkan manufaktur alat kesehatan sederhana hingga menengah, distribusi dan perdagangan alat 

medis khusus, serta produksi barang habis pakai (consumables).  

Perseroan sebagai penyedia alat kesehatan, berpandangan bahwa kegiatan operasi usaha mempunyai high 
barriers of entry dimana diperlukan pengeluaran belanja modal yang tinggi beserta akses ke pelanggan/proyek 
yang beragam untuk dapat masuk ke industri penyedia alat kesehatan.  
 
Lebih lanjut, dibandingkan dengan beberapa perusahaan sejenis Perseroan menyediakan solusi layanan 
kesehatan yang menyeluruh dimana berfokus pada penyediaan peralatan alat kesehatan untuk kebutuhan IGD, 
ruang operasi, dan ICU dengan portofolio produk kritikal (antara lain mesin anestesi, monitor pasien, sistem 
sterilisasi, instrumen bedah, dan infusion pump) dan telah menjadi pemasok pilihan lebih dari 200 rumah sakit dan 
instansi kesehatan di seluruh Indonesia, sehingga memperkuat posisi Perseroan pada segmen perawatan kritis. 
Perseroan juga memiliki barang habis pakai dalam negeri saat ini sehingga membuka akses pangsa pasar yang 
lebih besar bagi Perseroan. 
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X. EKUITAS  
 

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 yang 
diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023. Laporan 
keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 yang 
disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. 
VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta disajikan 
dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Mirawati 
Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan 
Publik Indonesia (“IAPI”) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 15 Juni 2026  dengan 
Laporan Auditor Independen No.00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/VI/2026  yang ditandatangani oleh Emanuel 
Handojo Pranadjaja,CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929).  
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2024 dan 2023 sebelum penyajian kembali yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, telah 
diaudit KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang 
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya masing-masing tertanggal 3 Desember 
2025 dan 25 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan 
Publik No. AP 0929) dan Juninho Widjaja (Registrasi No.AP 1029). 
 

 (disajikan dalam Rupiah) 
Keterangan 31 Desember 

 2025 2024 2023 

EKUITAS    
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham 

pada tanggal 31 Desember 2025 dan 
Rp100.000 per saham pada tanggal 31 
Desember 2024 dan 2023 

 
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh -

610.000.000 saham pada tanggal  
31 Desember 2025 dan  406.000 saham 
pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

61.000.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

40.600.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 40.600.000.000 
Saldo laba    
   Telah ditentukan penggunaannya 200.000.000 100.000.000 - 
   Belum ditentukan penggunaannya 36.429.196.201 21.249.830.358 10.186.436.689   

Revaluasi aset tetap 37.654.727.275 - - 
EKUITAS YANG DAPAT DIATRISUIKAN 

KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 
 

135.283.923.476 
 

61.949.830.358 
 

50.786.436.689   
   Kepentingan non-pengendali 9.730.973.000 11.423.010.260 5.275.969.335 
TOTAL EKUITAS 145.014.896.476 73.372.840.618 56.062.406.024 

    

 
Penawaran Umum  

 

Sebanyak- banyaknya sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) 

saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan 

nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen)  dari jumlah 

modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (”Saham Yang 

Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh 

puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan 

melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah 
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sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus 

sembilan puluh ribu Rupiah) 

 

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 setelah 
memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini: 
 

 

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 
 

      (disajikan dalam Rupiah) 

Uraian Modal Saham 
Tambahan  Modal 

Disetor 

Saldo Laba 

Revaluasi Aset 

tetap 

   

  Sudah  

ditentukan 

penggunaannya 

Belum ditentukan 

penggunaannya 

Kepentingan Non- 

Pengedlai 
Jumlah Ekuitas 

Posisi 
Ekuitas 
menurut 
laporan 
keuangan 
pada 
tanggal 31 
Desember 
2025; Modal 
dasar, 
ditempatkan 
dan disetor 
penuh - 
610.000.00
0 saham 

61.000.000.000 - 200.000.000 36.429.196.201 37.654.727.275 9.730.973.000 145.014.896.476 

Proforma 
Ekuitas pada 
tanggal   31 
Desember 
2025  jika 
diasumsikan 
terjadi pada 
tanggal 
tersebut 
Penawaran 
Umum 
sebanyak-
banyaknya 
sebesar 
522.857.000 
saham biasa 
atas nama 
dengan nilai 
nominal Rp 
50,- setiap 
saham 
dengan 
harga 
penawaran 
sebesar 
Rp470,- 
setiap saham 

26.142.850.000 219.599.940.000 - - - - 245.742.790.000 

Biaya-biaya 
emisi 

 (10.705.351.743) - - - - (10.705.351.743) 
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      (disajikan dalam Rupiah) 

Uraian Modal Saham 
Tambahan  Modal 

Disetor 

Saldo Laba 

Revaluasi Aset 

tetap 

   

  Sudah  

ditentukan 

penggunaannya 

Belum ditentukan 

penggunaannya 

Kepentingan Non- 

Pengedlai 
Jumlah Ekuitas 

Proforma 
Ekuitas pada 
tanggal 31 
Desember 
2025 
sesudah 
Penawaran 
Umum 
dengan nilai 
nominal    Rp. 
50,- per 
saham 

87.142.850.000 208.894.588.257 200.000.000 36.429.196.201 37.654.727.275 9.730.973.000 380.052.334.733 

 

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat perubahan struktur permodalan 

Perseroan. 
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XI. KEBIJAKAN DIVIDEN  
 
Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama 
yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat 
termasuk hak atas pembagian dividen. 
 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap 
tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya 
rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Penjualan, keadaan operasional 
dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi 
Perseroan.  
 
Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban 
penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebagian dari laba 
bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke 
dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor 
meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat dana cadangan ini. Kecuali ditentukan 
lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) 
dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir. Lebih lanjut, hingga 31 Desember 2025 
Perseroan telah menyisihkan jumlah tertentu sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dari saldo laba 
bersih yang positif untuk pembentukan dana cadangan wajib Perseroan. 
 
Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim 
dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal 
ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian 
dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada 
kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi 
Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, 
pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi 
bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen 
interim tidak dikembalikan ke Perseroan. 
 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2027 dan seterusnya, manajemen Perseroan 
bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 
30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen ditentukan 
berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas 
Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa 
yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.  
 
Perseroan belum pernah membagikan dividen.  
 
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang 

tercantum dalam perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kreditur/lenders yang dapat 
menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham. 
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XII. PERPAJAKAN  
 
 

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 
 
Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 
41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, 
ditetapkan sebagai berikut:  
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di 

bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan 
bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui 
perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. 

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai 
saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya 
nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan 
atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan 
saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek 
Indonesia (“BEI”). 
Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum 
Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam rangka IPO menjadi 
efektif. 

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan 
sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan 
kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi 
penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan 
Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. 

 
Perpajakan atas Dividen 
 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pememerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 
1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri; 
2. tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini 

selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai 
Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 

 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 
2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang 
Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana 
Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai 
Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain 
dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. 
 
Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh 
persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal 
dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus 
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menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang 
tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud 
sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.  
 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan  
 
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, 
Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan. 
 

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN DAN 
DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK 
MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN 
MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. 
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XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK  
 
 

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK 
 
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama 
maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan 
Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh 
(full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual 
pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum. 
 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua 
persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.  
 
Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat 
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 
41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020. 
 
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam 
Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Nama 
Penjatahan Nilai  Persentase 

(Lembar Saham) (Rp) (%) 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek:    

PT BRI Danareksa Sekuritas 156.472.500                         73.542.075.000  29,93% 
PT Ina Sekuritas Indonesia 302.454.800                       142.153.756.000  57,85% 
        

Penjamin Emisi Efek:       
 PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk  63.829.700                         29.999.959.000  12,21% 
 PT Investindo Nusantara Sekuritas                       100.000                                 47.000.000  0,02% 

Jumlah               522.857.000                       245.742.790.000  100,00% 

 
Para Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan 
Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Manajer 
Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat 
yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan 
Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah PT BRI Danareksa Sekuritas. 
 

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA 
 

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara 
Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil 
penawaran awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026  sampai dengan 24 Juni 2026. 
Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp446,- 
(empat ratus empat puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp515,- (lima ratus lima belas Rupiah) setiap saham, 
dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Emisi Efek dengan 
Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.  
 



 

 

  
 

182 
 

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) mempertimbangkan hasil 
bookbuilding yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada 
para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:  
 
a. Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan; 
b. Kinerja keuangan Perseroan; 
c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat 

ini, serta prospek Penjualan dimasa mendatang; 
d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;  
e. Permintaan investor; dan  
f. Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki 

oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan.  
 

Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh 
beberapa saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan adalah 
diantara lain adalah sebagai berikut: 
 

KODE 
SAHAM 

NAMA PERUSAHAAN 
KEGIATAN USAHA 

PER (x) PBV (x) 

OMED PT Jayamas Medica Industri Tbk 

Bergerak di bidang usaha 
manufaktur alat 

kesehatan, alat kesehatan 
elektromedik, alat 

diagnostik, antiseptik dan 
perbekalan kesehatan 
rumah tangga lainnya 

15,85 2,18 

IRRA PT Itama Ranoraya Tbk Distribusi Alat Kesehatan 9,15 1,02 

MDLA 

PT Medela Potentia Tbk Perusahaan induk atas 
grup usaha yang bergerak 

di bidang distribusi dan 
pemeasaran atas produk 

farmasi, produk kesehatan 
dan alat kesehatan, 

manufaktur alat 
kesehatan, serta 

penyelenggaran portal 
web dan/atau platform 
digital dengan tujuan 

komersial melalui 
Perusahaan Anak 

7,17 0,89 

EPMT 
PT Enseval Putera Megatrading 

Tbk 
Distributor Alat  

Kesehatan 
8,00 0,76 

CHEK PT Diastika Biotekindo Tbk Distributor Alat Kesehatan 39,65 2,37 

Rata-rata 15,96 1,44 

EMMI Perseroan 

Bergerak dalam 
perdagangan besar alat 

laboratorium, alat 
farmasi dan alat 

kedokteran untuk 
manusia 

16,80*** 1,98**** 

Catatan:  
*Sumber data Perusahaan Pembanding yang telah tercatat di BEI didapat dan IDX Monthly Statistics bulan Mei 2026. 
**Menggunakan Harga Penawaran Rp470,- per saham dan Data Keuangan FY 2025 
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***Basis jumlah lembar saham yang digunakan dalam perhitungan PER yaitu 1.220.000.000 saham berdasarkan posisi 
per Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Esa Medika Mandiri Nomor: 153 tanggal 23 Februari 2026 
****Basis jumlah lembar saham yang digunakan dalam perhitungan PBV yaitu 610.000.000 saham berdasarkan posisi 
per Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 
 

Perseroan memiliki nilai PER sebesar 16,80x, dimana nilai PER Perseroan di atas rata-rata PER perusahaan 
pembanding pada industri sejenis dan masih berada dalam rentang PER perusahaan pembanding, yaitu 
antara 7,17x sampai dengan 39,65x. Sementara itu, nilai PBV Perseroan sebesar 1,98x berada di atas rata-
rata PBV perusahaan pembanding, yang mencerminkan adanya perbedaan karakteristik usaha, struktur 
permodalan, tingkat profitabilitas, serta prospek pertumbuhan Perseroan dibandingkan dengan perusahaan 
pembanding. 
 
Tidak terdapat jaminan dan tidak dapat dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham 
Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus 
berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan. 
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XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
 
 

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham ini adalah sebagai berikut: 
 
1) AKUNTAN PUBLIK  

 
Kantor Akuntan Publik : KAP Mirawati Sensi Idris (Moore & Stephens) 
Alamat : Eightyeight@Kasablanka  

Jl. Raya Casablanca No.Kav. 88, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota 
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870 

Nama Partner : Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA 
Juninho Widjaja, CPA 

STTD : STTD.AP-510/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018 
Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) AP. 0929 
Pedoman kerja : Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI 
Surat Penunjukkan : 033/ESA/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 

 
Tugas dan kewajiban pokok: 
 
Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit 
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan 
Akuntan Publik merencakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan 
keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan 
keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian 
bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian 
atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian 
terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat 
mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.  
 
2) KONSULTAN HUKUM 
 

Konsultan Hukum : Hiswara Bunjamin & Tandjung Law Firm 
Alamat : 18th Floor, Tower 1, Sudirman 7.8,  

Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.7-8, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, 
Tanah Abang, Central Jakarta City, Jakarta 10220 

Nama Partner : Viska Kharisma Fajarwati 
STTD : STTD.KH-289/PJ-1/PM.021/2023 tanggal 30 November 2023 
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan, dahulu bernama 

'Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal' 
Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan 

oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (sekarang bernama 
Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan) sebagaimana 
dimaksud dalam Surat Keputusan HKHPM Nomor: 
Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 

Surat Penunjukan : No. 031/ESA/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 
 
Tugas dan kewajiban pokok: 
 
Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan 
Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan 
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pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan 
dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil 
pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang 
diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna 
meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana 
diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan 
dengan suatu Penawaran Umum. 
 
3) NOTARIS  
 

Notaris : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. 
Alamat : Jl. K.H Zainul Arifin No.2 

Komp. Ketapang Indah Blok B – 2 No. 3 
Taman Sari, Jakarta Barat – 11140 - Indonesia 

No.STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023 
Pedoman kerja : Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan 
peraturan perundangundangan yang berlaku.  

Surat Penunjukkan : 034/ESA/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 
 
Tugas dan kewajiban pokok: 
 
Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan 
akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk 
melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk 
memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka 
Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, 
sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.  
 
4) BIRO ADMINISTRASI EFEK 

 
Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom 
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lt. 2 Jakarta, 10120 
No.STTD : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 

April 1991  
Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan 
Surat Penunjukkan : No: 010/ESA/I/2026, tanggal 26 Januari 2026 

 
Tugas dan kewajiban pokok: 
 
Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi 
dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham Yang 
Ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41/2020, dengan 
demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin 
dalam sistem e-IPO terkait dengan data-data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan 
pasti maupun penjatahan terpusat, dan melakukan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem ke 
rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.  
 
Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini 
menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam UUP2SK. 
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XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan Akta No. 202 tanggal 25 Maret 2026. 
Anggaran dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020, 
POJK No. 33/2014, POJK No. 32/2015, dan UUPT. 
 
A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA  

 
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah 
menjalankan kegiatan usaha dalam bidang sebagai berikut: 

 

a. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (Kode 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / Kode KBLI 46691); 

b. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 46491); 
c. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599); 

 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama 
sebagai berikut: 

 
Kegiatan Usaha Utama 
 
Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (Kode KBLI 46691), 
kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk 
manusia.  
 
Kegiatan Usaha Penunjang 
 
1. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup 

usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga 
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti 
radio, televisi, perekam dan pemutar CD (Compact Disc) dan DVD (Digital Versatile Disc), perlengkapan 
stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, 
peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, 
karpet dan sebagainnya.  

2. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599), yang mencakup 
usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam 
kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik 
dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain 
untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan 
dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, 
perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer 
dan peralatan dan perlengkapan pengukuran. 

 
B. PERMODALAN 

 
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah) terbagi atas 

4.300.000.000 (empat miliar tiga ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima 
puluh rupiah). 
 

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 28,37% 
(dua puluh delapan koma tiga tujuh persen) atau sejumlah 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh 
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juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar 
rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham. 

 
3. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh, kecuali diatur lain dalam 

peraturan perundang‑undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 
 

4. Penyetoran atas saham dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda 
berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
a. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak: 

(i) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada 
saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; 

(ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana 
penggunaan dana; 

(iii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di 
Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “OJK”), 
dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; 

(iv) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya 
dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” 
atau “RUPS”); 

 
b. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dengan pemasukan saham 

Perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan 
cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan 
penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham; 

 
c. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar 
wajar; 

 
d. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan 

dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau 
unsur modal  sendiri  lainnya   tersebut   sudah  dimuat  dalam  Laporan Keuangan Tahunan 
terakhir yang telah diperiksa Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat tanpa modifikasian; 
dan 

 
e. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan 

sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan 
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; 

 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang 
berlaku di bidang pasar modal. 

 
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan pada 

waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan 
RUPS dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang 
termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di 
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Direksi harus mengumumkan keputusan serta 
pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. 
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6. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui penawaran umum terbatas, harus diputuskan 
mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa 
kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam 
penawaran umum terbatas tersebut. 
 

7. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum 
terbatas maupun peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memutuskan jumlah 
maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan 
kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang 
sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa 
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui 
pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar ini. 
 

8. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka: 
 
a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah 

Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan 
hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi 
Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam prospektus sehubungan 
dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, dalam jumlah yang sebanding dengan 
jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang 
saham masing-masing, pada tanggal yang disampaikan dalam prospektus sehubungan dengan 
penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan ayat ini; 
 

b. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan 
dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; 

 
c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat 

persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan 
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku 
di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham 
Perseroan dicatatkan; 

 
d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang 

HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek 
Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi 
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut 
wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing 
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; 

 
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, 

maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada 
pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
pasar modal; 

 
f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang 

diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama 
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yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus 
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

 
g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham 

sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai HMETD, dalam rangka: 
(a) ditujukan kepada karyawan Perseroan; 
(b) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi; 
(c)   ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham; 
(d)   selain perbaikan posisi keuangan; dan 
(e)  penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba 

yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil 
dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. 

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;  
 
Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka selain perbaikan posisi 
keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan 
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen 
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan OJK. 

 
h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas 

(private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan 
keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham 
yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek 
Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham 
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:  
(a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan 

dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan; 
(b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan 

RUPS; 
(c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; 

dan/atau  
(d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan 

modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 
 

i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari 
ketentuan seperti tersebut dalam pasal di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat 
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. 

 
9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan 

saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi 
berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan 
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan 
yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana 
saham-saham Perseroan dicatatkan. 
 

10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. 
Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh RUPS dan 
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta 
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. 
 

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: 
a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 
b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh 

lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

d. dalam hal penambahan modal disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus 
mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu 
dalam pasal ini tidak terpenuhi; 

e. persetujuan RUPS , termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar. 
 

12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah 
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang  
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham 
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk 
mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. Perseroan dapat 
membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai jumlah melebihi 10% (sepuluh 
persen) dari modal disetor Perseroan, sehingga jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) 
Pihak atau jumlah lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan. Pembelian kembali saham tersebut 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
pasar modal. 
 

C. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
 
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” dalam Perseroan adalah: 

a. RUPS Tahunan; 
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan 

setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.  
Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS 
Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. 
 

2. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan 
penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik 
sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 
Terbuka Secara Elektronik, yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau 
sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan: 
a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-

RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang 
disetujui oleh OJK; atau 

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh 
OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; 
 
dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian 
dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar 
penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan 



 

 

  
 

191 
 

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. 
 

3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau  

b. Dewan Komisaris; 
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. 
 

4. Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai 
alasannya.  
 

5. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.  
 

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS, harus: 
i. dilakukan dengan itikad baik; 
ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 
iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; 
iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan  
v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.  

 
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling 

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, diterima Direksi.  
 

8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat dari pemegang saham 
atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS. 

 
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, usulan pemegang saham, dalam jangka waktu 

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima 
Direksi, Direksi wajib mengumumkan: 
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; 

dan 
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 
 

10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, 
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS, kepada Dewan 
Komisaris. 
 

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima 
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, diterima Dewan Komisaris.  

 
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 

(lima) hari kerja sebelum pengumuman. 
 

13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima 
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, 
Dewan Komisaris wajib mengumumkan:  
i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; 

dan  
ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; 
 

14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah 
terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua 
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan 
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pemberian izin diselenggarakannya RUPS. 
 

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib 
menyelenggarakan RUPS. 

 
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan 

oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS, 
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak 
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan 
negeri. 

 
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan Dewan Komisaris, dalam jangka 

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS 
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : 
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; 

dan  
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.  
 

18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, 
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.  
 

19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima 
belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui.  
 

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 
(lima) hari kerja sebelum pengumuman. 

 
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh : 

a. Direksi;  
b. Dewan Komisaris; dan 
c. pemegang saham;  
wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan 
OJK. 
 

22. Selain memenuhi prosedur RUPS, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi : 
a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang 

saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau 
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;  

b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan Dewan Komisaris, dalam 
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : 

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika 
Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. 

 
23. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

tahun buku ditutup. 
 

24. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu lain. 
 

25. Dalam RUPS Tahunan: 
a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan 

persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan 
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keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan 
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta 
informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;   

b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama 
tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan; 

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; 
d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, 
yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan 
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian 
akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib 
memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan 
akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut 
kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan 
kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk; 

e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota 
Dewan Komisaris Perseroan;  

f. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota 
Direksi, serta penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota 
Dewan Komisaris; 

g. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 
 

26. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) 
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah 
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 
dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.  
 

27. RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan 
Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan 
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal. 
 

Tempat, Pengumuman, Pemanggilan Dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham 
 
1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :  

a. tempat kedudukan Perseroan; 
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; 
c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; 
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.  
 

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;  
b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan  
c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. 
 

3. Perseroan yang diwakili oleh Direksi atau Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu menyampaikan 
pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK secara jelas dan rinci paling lambat 5 (lima) hari kerja 
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. 
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Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan 
mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar 
modal. 
 

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 
(empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar ini.   

b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit : 
i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;  
ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;  
iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan 
iv. tanggal pemanggilan RUPS.  

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain 
memuat hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas, pengumuman RUPS 
sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a wajib memuat informasi bahwa Perseroan 
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.  

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain 
informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b dan c, dalam pengumuman RUPS wajib 
memuat juga keterangan : 
a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran 

Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan  
b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS. 
 

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh 
satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. 

b. Pemanggilan RUPS, harus memuat informasi paling sedikit :  
i. tanggal penyelenggaraan RUPS; 
ii. waktu penyelenggaraan RUPS;  
iii. tempat penyelenggaraan RUPS;  
iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;  
v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;  
vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham 

sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan  
vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.  
 

6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan : 
i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum RUPS kedua diselenggarakan;  
ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan 

dan tidak mencapai kuorum kehadiran;  
iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan 

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; 
v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu yang sudah 

ditentukan, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam angka 2 bagian ini.  

b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :  
i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK: 
ii. Permohonan harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 

RUPS kedua dilangsungkan.  
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iii. Permohonan memuat paling sedikit : 
(a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;  
(b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; 
(c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;  
(d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan  
(e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. 

iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari 
OJK. 

 
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka 

pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut 
dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan 
RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. 
 

8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara 
RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua 
persyaratan sebagai berikut : 
a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham 

atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara; dan  

b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan 
c. Usul tersebut, harus : 

- dilakukan dengan itikad baik; 
- mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 
- merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; 
- menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan 
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
 

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :  
a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; 
b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai 

dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa;  
i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika 

diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau  
ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan 

dan/atau e-RUPS.  
d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 
yang akan diangkat wajib tersedia :  
(i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan 

penyelenggaraan RUPS; atau 
(ii) pada waktu lain selain waktu yang disebutkan di atas, namun paling lambat pada saat 

penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
 

10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, 
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau 

penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara 
pemanggilan;  

b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan 



 

 

  
 

196 
 

mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan 
kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak 
memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. 
 

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan : 
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang; 
- pengumuman ringkasan risalah RUPS; 
dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :  
i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit : 

(a) situs web penyedia e-RUPS;  
(b) situs web Bursa Efek; dan  
(c) situs web Perseroan; 
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan 
paling sedikit bahasa Inggris. 

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling 
sedikit :  
(a) situs web penyedia e-RUPS;  
(b) situs web Perseroan; dan  
(c) situs web yang disediakan OJK; 
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan 
paling sedikit bahasa Inggris. 

iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan wajib memuat 
informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa 
Indonesia.  

iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing 
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang 
digunakan sebagai acuan.  

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan 
oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, 
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, adalah sebagai berikut : 
i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit : 

(a) situs web bursa efek; dan 
(b) situs web Perseroan; 
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan 
paling sedikit bahasa Inggris. 

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit : 
(a) situs web Perusahaan Terbuka; dan 
(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs 

web yang disediakan OJK;  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan 
paling sedikit bahasa Inggris. 

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian, bukti pengumuman 
dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 
pengumuman tersebut. 

 
Pimpinan, Risalah Dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 
 
1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua 

anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang 
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
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Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka 
RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta 
RUPS. 
 

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS 
mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS 
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang 
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
 
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin 
oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
 
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai 
benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh 
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.  
 
Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah 
seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya 
yang hadir dalam RUPS. 
 

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan 
risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) 

orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan 
tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.  

b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, 
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang 
terdaftar di OJK. 

c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 
RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, 
risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.  
Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu tersebut, penghitungan 
jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah 
batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS. 

d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :  
i.  tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata 

acara RUPS;  
ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;  
iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan 

persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;  
iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan 

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; 
v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat 

terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;  
vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;  
vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak 

memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan 
dilakukan dengan pemungutan suara;  

viii. keputusan RUPS; dan 
ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika 

terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. 
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e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja 
setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman.  

 
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS mutatis mutandis berlaku untuk 

penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan 
negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris.  

 

Kuorum, Hak Suara, Dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
 

1. a. RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada 
pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan jika dalam 
RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau 
diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. 

b. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah 
dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.  

c. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham 
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan 
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham 
dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 
 

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan 
kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, 
kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% 
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. 
­ Berkenaan dengan transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana ditetapkan 

oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perseroan juga wajib memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

 
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka 
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : 
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan 
RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan 
hak suara yang hadir dalam RUPS; 

b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan 
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri 
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS 
kedua; 

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan 
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang 
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. 
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4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan 
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) 
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan 
utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih 
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan perpanjangan jangka waktu berdirinya 
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.  
b. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua. 
c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil 

keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua 
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) 
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.  

e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan 
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham 
dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 
 

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham 
Independen dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili 

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
dimiliki Pemegang Saham Independen; 

b. Keputusan yang diambil oleh RUPS adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen 
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; 

c. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua. 
d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS kedua dihadiri Pemegang Saham Independen yang 

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 
sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; 

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham 
Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS 
kedua; 

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan 
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang 
Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan 

g. Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang 
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga. 
  

5. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat 
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. 

b. Dalam hal dilakukannya RUPS kedua dan ketiga, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS 
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 
(satu) hari kerja sebelum masing-masing pemanggilan RUPS kedua atau ketiga tersebut. 

c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS 
tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS tersebut. 
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d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, maka 
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat 
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. 
 

6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara 
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang 
mengeluarkan suara. 
 

7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 
 

8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. 

 
9. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang 

dikeluarkan dalam RUPS.  
  
 

D. PENERBITAN SAHAM TANPA WARKAT 
 
Perseroan wajib menerbitkan saham dalam bentuk tanpa warkat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat dimana 
saham-saham Perseroan dicatatkan 

   

E. PENITIPAN KOLEKTIF 
 

Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan yaitu: 
 
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam 

buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk 
kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening 
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan 
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 
tersebut.  

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek 
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam 
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit 
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. 

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham 
Perseroan  

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi 
kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. 
­ Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 

atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. 
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan 

konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. 
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat 

dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 
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8. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat 
saham atau surat kolektif saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta pencatatan 
dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar 
sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. 

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut 
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan 
perkara pidana. 

10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau 
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek 
tersebut. 

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal, wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah 
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan 
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya 
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. 

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang 
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek 
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib  
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan 
RUPS.  

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan 
saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada 
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing - masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan 
Perusahaan Efek tersebut. 

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan 
saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang 
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak 
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus 
atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh 
Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib 
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh 
masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang 
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. 

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham 
Perseroan dicatatkan. 

 
 

F. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM 
 
1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar 

Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham 
yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin 
dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di 
Indonesia tempat saham-saham Perseroan dicatatkan. 

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 
berdasarkan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang 
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memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang 
bersangkutan. 

3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang 
diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan dan wajib memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana 
saham-saham Perseroan dicatatkan. 

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang 
Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang 
diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang 
berwenang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi. 

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 3 (tiga 
puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib 
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan 
pemindahan hak atas saham tersebut. 
­ Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk 

mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 

6. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas 
saham dalam buku Daftar Pemegang Saham. 

7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu 
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan 
bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara 
tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. 
­ Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan 

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.  

8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan 
pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. 

9. Semua ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas 
saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap 
setiap peralihan hak berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.   

 
G. PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN 

  
1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih 

Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah 
disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara 
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.  

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan 
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan 
dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat 
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. 

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan 
untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen 
dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum 
lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak dividen tersebut dimasukkan dalam dana cadangan 
khusus, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi 
Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang 
ditetapkan untuk pembayaran dividen tersebut, akan menjadi hak Perseroan. 

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
H. PENGGUNAAN CADANGAN 
 

1. Perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, apabila 
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. 

2. Penentuan bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS setelah 
memperhatikan usulan dari Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai jumlah paling sedikit senilai 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jika jumlah cadangan telah melebihi 
jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi 
keperluan Perseroan. 

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah di atas hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang 
tidak dapat dipenuhi oleh atau ditutup dengan cadangan lain. 

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi 
Perseroan. 

 
I. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN 

 
1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan dengan batasan nilai tertentu yang membutuhkan RUPS sesuai dengan ketentuan 
peraturan Pasar Modal, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, 
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 
b. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh 

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 
c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah 

dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari 
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. 

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan 
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham 
dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau 
beredar secara nasional mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau 
pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan 
tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal. 

3. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau 
beredar secara nasional mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau 
pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan 
tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal. 
­ Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata kata 

“Dalam Likuidasi”. 
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan tidak menunjuk 

likuidator. 
5. Honorarium bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.  
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, memberitahukan kepada para kreditur dengan 
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cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia dan Berita 
Negara Republik Indonesia, untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dan ketua Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. 

7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap 
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan 
dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan 
sepenuhnya kepada para likuidator. 
­ Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan 

menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk 
saham yang mereka miliki masing-masing 
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XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM  

 

A. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMESANAN SAHAM 
 

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum 
Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada 
Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) atau pesanan pada Masa Penawaran Umum.  
 
Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan 
melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan: 
 
a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website: www.e-ipo.co.id) 

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh 
Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan 
dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik. 

 
b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang 

bersangkutan menjadi nasabahnya;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh 
Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik 
oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan 
Efek yang merupakan Partisipan Sistem.  
 
Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT BRI 
Danareksa Sekuritas dan PT Ina Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui 
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui 
email ke: ib-group1@brids.co.id atau cf@inasekuritas.com dapat melalui surat yang ditujukan ke 
alamat PT BRI Danareksa Sekuritas atau PT Ina Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan 
informasi sebagai berikut: 
1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang 

bersangkutan) 

2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)  

3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor 
telepon). 

 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email 
calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab 
atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui sistem e-IPO. 

 
c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang 

bersangkutan menjadi nasabahnya. 
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh 
Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan 
ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi 
formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. 
 
Pada saat pemesanan pembelian saham: 
1. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap 
Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. 

http://www.e-ipo.co.id/
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2. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan 
pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang 
merupakan Penjamin Emisi Efek. 
 
Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui 
Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan 
penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk 
diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. 
 
a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan 
 
Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik 
dilakukan pada Masa Penawaran Awal (Bookbuilding). Pemodal dapat mengubah dan/atau 
membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) belum 
berakhir melalui Partisipan Sistem.  
 
Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan 
perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan 
dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran 
Umum Elektronik. 
 
Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat 
penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang 
ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham 
dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal 
pada Masa Penawaran Umum saham. 
 
Pemodal diharuskan untuk memberikan konfirmasi bahwa pemodal telah menerima atau 
memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan 
sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas 
saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, 
konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum 
Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan 
melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, 
konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran 
Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal 
dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik. 
 
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek 
dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem 
Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek 
yang bukan merupakan Partisipan Sistem. 
 
b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan 
 
Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum 
Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan 
pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal 
Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan 
perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan 
dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran 
Umum Elektronik. 
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B. PEMESAN YANG BERHAK 
 

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah 
Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki: 
a. SID; 
b. Subrekening Efek Jaminan; dan 
c. RDN. 

 
C. JUMLAH PEMESAN 

 
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan 
perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 

 
D. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF 

 
Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini telah didaftarkan pada 
KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. 
 
a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan dalam 

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berlaku ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk 

Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang 
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum 
Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening 
selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi 
saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.  
 

2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di 
Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang 
sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham 
Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.  

 
3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada 

pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis 
merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.  

 
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening 

Efek di KSEI.  
 

5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak 
memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang 
melekat pada saham.  

 
6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada 

saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening 
Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang 
memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 
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7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, 
pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham 
keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham 
didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.  

 

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI 
melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi 
formulir penarikan efek.  
 

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif 
Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan 
diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian yang mengelola saham.  
 

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib 
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di 
KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.  

 
b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif 

Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut 
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana 
yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.  

 
 

E. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM  
 
Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 Juli 2026 sampai 
dengan 6 Juli 2026. 
 

Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan 
Hari Pertama 00:00 WIB – 23:59 WIB 
Hari Kedua 00:00 WIB – 23:59 WIB 
Hari Ketiga 00:00 WIB – 12:00 WIB 

 
F. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM  

 
Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia 
tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan 
kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. 

 
Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan 
pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau 
Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal 
tersebut menyampaikan pesanan. 
 
Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana 
Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. 
 
Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi 
persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan 
nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia 
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pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. 
 
Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu 
Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Dana tersebut akan dibayarkan ke rekening Perseroan yang 
kemudian akan digunakan sebagai rekening penampungan untuk kemudian digunakan Perseroan sesuai 
dengan rencana penggunaan dana yang telah diungkapkan pada Prospektus ini. Ada pun, rekening 
dimaksud adalah sebagai berikut: 

 
PT Esa Medika Mandiri Tbk 
Bank : Bank Ina Perdana Tbk 

No.: 5765678888 
Cabang: Ariobimo 

Nama Pemegang Rekening: PT Esa Medika Mandiri Tbk 
 

G. PENJATAHAN SAHAM 
 
PT BRI Danareksa Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang 
pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan 
Peraturan IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 25/2025. 
 
1. Penjatahan Terpusat (Pooling) 

 
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, 
jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan. Alokasi untuk 
Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur 
dalam angka VII SEOJK No. 25/2025. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan 
Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan 
dengan ketentuan pada angka VII SEOJK No. 25/2025 sebagai berikut: 
 

Golongan Penawaran Umum 
Persentase Alokasi 

Saham* 

Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian 
Alokasi untuk Penjatahan Terpusat 

Penyesuaian 
I 

Penyesuaian 
II 

Penyesuaian 
III 

2,5x ≤ X < 
10x 

10x ≤ X < 25x ≥ 25x 

I (Nilai Emisi ≤ Rp100 miliar ) Min. (20% atau Rp10 miliar) ≥ 22,5% ≥ 25% ≥ 30% 
II (Rp100 miliar < Nilai Emisi ≤ 

Rp250 miliar) 
Min. (15% atau Rp20 miliar) ≥ 17,5% ≥ 20% ≥ 25% 

III (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ 
Rp500 miliar) 

Min. (10% atau Rp37,5 
miliar) 

≥ 12,5% ≥ 15% ≥ 20% 

IV (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ 
Rp1 triliun) 

Min. (7,5% atau Rp50 
miliar) 

≥ 10% ≥ 12,5% ≥ 17,5% 

V (Nilai Emisi > Rp1 triliun) 
Min. (2,5% atau Rp75 

miliar) 
≥ 5% ≥ 7,5% ≥ 12,5% 

*) mana yang lebih tinggi 
 

Dana yang dihimpun dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebesar 
Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus 
sembilan puluh ribu Rupiah). Berdasarkan nilai tersebut, maka Penawaran Umum Perdana Saham 
ini termasuk pada Golongan Penawaran Umum II, dengan batasan minimum alokasi untuk 
Penjatahan Terpusat adalah paling sedikit sebesar 15% (sepuluh persen) yaitu sebesar 78.428.550 
(tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) saham atau 
sebesar Rp36.861.418.500 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus 
delapan belas ribu lima ratus Rupiah). 
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Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi 
saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel Golongan 
Penawaran Umum II. Pada penawaran umum perdana saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan 
pemesanan maka batas alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat adakan disesuaikan berdasarkan 
tingkat batasan pemesanan yaitu: 
 
a. Apabila mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek 

disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah 
Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; 

b. Apabila mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek 
disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang 
ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau 

c. Apabila mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling 
sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk 
Efek lain yang menyertainya.  

 
Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi 
saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut 
(secara urut):  
a. Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;  
b. Saham milik pemegang saham Emiten;  
c. Saham baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;  
d. Saham hasil pembelian kembali (buyback) oleh Emiten. 
 
Adapun sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan 
penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, 
bersumber dari portepel Perseroan selain dari Saham Yang Ditawarkan .  
 
Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, 
pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi 
Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham: 
 
a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau  
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi 

Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: 
i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan 

penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang 
tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian; 

ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan 
dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa 
penawaran umum; dan  

iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal 
yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.  

 

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang 
disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir. 
 
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang 
sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) 
pesanan. 
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Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang 
tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan 
pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk 
Penjatahan Terpusat Ritel.  
 
Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi 
jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan 
adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum 
Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut: 
 
a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal 

dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan 
perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan 
perdagangan;  

b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan 
dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan 
pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.  

c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan 
berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi; 

d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan 
perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan  

e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional 
sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang 
pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 
1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis. 
 

2. Penjatahan pasti (Fixed allotment)  
 
Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai 
berikut: 
1. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, 

reksadana, korporasi, dan perorangan. 
2. Manajer Penjatahan yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, dapat menentukan besarnya 

persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. 
Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut 
pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan 
merupakan investor institusi seperti korporasi serta investor individu dengan pertimbangan 
investasi jangka panjang. 

3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:  
a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih 

saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen 
penjualan saham sehubungan dengan Penawaran Umum; 

b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau 
c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan 

merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.  
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H. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN 
UMUM PERDANA SAHAM 

 
Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, 
dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa 
Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau 
membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan: 
 
a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:  

1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) 
selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;  

2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau  

3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan 
yang ditetapkan oleh OJK. 

 

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum 

dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran 
nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping 
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi 
tersebut dalam media massa lainnya; 

2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran 
Umum tersebut kepada OJK pada hari sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud 
dalam poin 1); 

3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling 
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan 

4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang 
sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan 
uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan 
penundaan atau pembatalan tersebut.  

 
c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai 

kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:  
 

1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran 
Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek 
mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total penurunan 
indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;  

2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali 
penundaan masa Penawaran Umum; 

3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi 
tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa 
Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar 
harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja 
sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam 
surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan 

4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK 
paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.  
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I. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM  

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham 
yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan 
demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan 
menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. 

 
J. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN 

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana 
akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham 
telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran 
umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. 
 
Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. 
Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) 
hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.   
   
Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah 
Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang 
Ditawarkan batal demi hukum, maka dana pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan pada 
Penawaran Umum Perdana Saham wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang 
pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran 
Umum Perdana Saham. 
 
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan 
dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam 
melakukan kewajiban untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari 
Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam 
melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang 
bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. 
Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan 
pada tanggal pembayaran keterlambatan. 

 
K. PENYERAHAN KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM  

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum 
Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran 
Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. 
Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan 
jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan. 

 
L. PEMBAYARAN HASIL BERSIH PENJUALAN SAHAM YANG DITAWARKAN 

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. 
Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 
(satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Saham di Bursa Efek.  
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XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 
PEMBELIAN SAHAM  

 
Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum Perdana Saham yaitu pada tanggal 2 Juli 2026 
sampai dengan 6 Juli 2026 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan 
Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran 
Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses 
melalui website www.e-ipo.co.id.  
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PT BRI Danareksa Sekuritas 
 

 
 

PT Ina Sekuritas Indonesia  

Gedung BRI II Lt. 23 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46 

Jakarta 12190 
Indonesia 

 
Telp : (+6221) 2557 4800 
Fax. : (+6221) 2557 4900 

Website : www.bridanareksasekuritas.co.id  
Email : ib-group1@brids.co.id 

 

Wisma Indocement Lt.3 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 

Jakarta 12190 
Indonesia 

 
Telp : (+6221) 2510 125 
Fax. : (+6221) 2510 126 

Website : www.inasekuritas.com 
Email : cf@inasekuritas.com 

 

 
Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 
PENJAMIN EMISI EFEK 

 
  

 
PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk 

 
PT Investindo Nusantara Sekuritas 

Plaza Mutiara Lantai 7 Suite 701 
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav E.1.2. 1& 2 

Jakarta 12950 
Indonesia 

 

Telp : (+6221) 2039 2025 
Website : www.yuliesekuritas.com 

 

Plaza Asia 
Jl. Jenderal Sudirman No.59 lantai 17 

Jakarta 12190 
Indonesia 

 
Telp : (+6221) 515 0817 

Website : www.investindosekuritas.co.id 
 

 
 
 
 

http://www.e-ipo.co.id/
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XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
 
 

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, 
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum. 
 
 

  



 
 

 
  

18th floor, Tower I, Sudirman 7.8 T +62 21 3973 8000 

Jl. Jendral Sudirman Kav. 7 – 8 F +62 21 3973 6110 

Jakarta - 10220, Indonesia hbtlaw.com 

 

1 
 

Jakarta, 29 Juni 2026 No. Ref. 114/06/26    
 
Kepada: PT Esa Medika Mandiri Tbk 

ESA 8 Building, 10th Floor,  
Jl. Ir. Sukarno Kav 3-5, Paramount,  
Gading Serpong, Tangerang,  
Banten 15332, Indonesia  

 
Dengan hormat, 
 

Pendapat Dari Segi Hukum 
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham 

PT Esa Medika Mandiri Tbk (“Perseroan”) 
 

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
pasar modal, saya yang bertandatangan di bawah ini, Viska Kharisma Fajarwati, S.H., Rekan pada 
kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 15.02670 
dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada 
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Nomor Pendaftaran STTD.KH-289/PJ-1/PM.021/2023 
tanggal 30 November 2023 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan, 
dahulu bernama 'Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal' (“HKHPM”) dengan Nomor 20180, yang 
telah ditunjuk oleh Perseroan selaku konsultan hukum independen berdasarkan Surat Perseroan 
No. 031/ESA/II/2026 tanggal 18 Februari 2026, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (“Uji 
Tuntas”) terhadap Perseroan, membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (“Laporan Uji Tuntas”), serta 
memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan sebagaimana 
disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang 
pasar modal (“Pendapat dari Segi Hukum”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk 
melakukan penawaran umum perdana saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, 
dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“Penawaran Umum Perdana Saham”) sebagaimana diuraikan 
di bawah ini.  
 
Perseroan, melalui Penawaran Umum Perdana Saham, berencana untuk menawarkan sebanyak-
banyaknya 522.857.000 saham biasa atas nama Perseroan, yang seluruhnya adalah saham baru 
dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50 per saham atau mewakili 
sebanyak-banyaknya sebesar 30% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan 
setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), ditawarkan dengan harga 
penawaran sebesar Rp470 per saham, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full 
commitment) oleh PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT INA Sekuritas Indonesia masing-masing 
sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham, serta PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Investindo Nusantara Sekuritas 
masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Dalam 
rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada 
Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Sehubungan dengan rencana pencatatan saham Perseroan di BEI, 
Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI berdasarkan Surat No. 
S-06951/BEI.PP1/06-2026 tanggal 12 Juni 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek 
Bersifat Ekuitas. 
 
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang 
saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 
Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris 
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di Jakarta Barat (“Akta 153/2026”) yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum 
Republik Indonesia (dahulu bernama ‘Menteri Kehakiman Republik Indonesia’ dan ‘Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut “MHRI”) berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-0012255.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026, (ii) memperoleh 
penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan No. AHU-AH.01.03-0059037 tanggal 23 
Februari 2026, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-
0039241.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026.  
 
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi 
dengan biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 
 
1. Sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran 

sebagian pokok pinjaman Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 
 
Perjanjian Kredit Bank Ina Perdana no. 405/BIP-ARB/KMK-TBH/XII/2024 tanggal 7 Desember 
2021 juncto Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di 
hadapan Sri Buena, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terbagi dalam 2 (dua) jenis fasilitas 
yang akan dilakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman dengan rincian sebagai berikut: 

 
a. Fasilitas Kredit Modal Kerja - Demand Loan (DL) dengan sublimit fasilitas pinjaman 

Bank Garansi 
 

Keterangan  Penjelasan 

Pemberi pinjaman : PT Bank Ina Perdana (“Bank INA”) 

Nomor dan tanggal 
perjanjian 

: Perjanjian kredit No. 405/BIP-ARB/KMK-
B/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 dengan PT 
Bank INA Perdana Tbk (“Bank INA”) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah 
dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 72 
tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Sri 
Buena, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta 
(“Perjanjian Kredit 405/2021") 

Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja - Demand Loan (DL) dengan 
sublimit fasilitas pinjaman Bank Garansi 

Sifat hubungan Afiliasi : Tidak Terafiliasi 

Nilai pinjaman seluruhnya : Rp90.000.000.000,- 

Nilai pinjaman saat ini (per 
8 Juni 2026) 

: Rp87.777.117.552,73 

Jumlah pokok pinjaman 
yang akan dibayarkan 
menggunakan dana 
Penawaran Umum Perdana 
Saham 

: Rp44.877.117.552,73 

Perkiraan sisa pinjaman 
setelah dibayarkan 
sebagian 

: Rp42.900.000.000,- 

Tingkat suku bunga (efektif) : 10,5% p.a. 

Jatuh tempo : 9 Februari 2027 
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Tujuan penggunaan dari 
seluruh pinjaman yang akan 
dibayarkan sebagian 

: Pembiayaan e-katalog dan modal kerja / proyek – 
proyek one off lainnya seperti IDB/World Bank, dll, 
serta penerbitan Bank Garansi untuk penjualan  
via e-katalog / project lainnya yang membutuhkan 
Bank Garansi. 

Riwayat pinjaman yang 
akan dibayarkan 

: Kronologi penarikan:  

1. April 2023: Rp44.000.000.000 

2. Mei 2023: Rp6.000.000.000 

3. Oktober 2023: Rp10.000.000.000 

4. Maret 2026: Rp32.900.000.000 

Prosedur dan persyaratan 
pelunasan dipercepat 

: Menyerahkan surat pemberitahuan tertulis yang 
tidak dapat ditarik kembali sedikitnya 7 hari kerja 
sebelumnya 

Rencana periode pelunasan  Hingga Agustus 2026 

 
b. Fasilitas Kredit Investasi 

 

Keterangan  Penjelasan 

Pemberi pinjaman : Bank INA 

Nomor dan tanggal 
perjanjian 

: Perjanjian Kredit 405/2021 

Jenis Fasilitas : Kredit Investasi 

Sifat hubungan Afiliasi : Tidak Terafiliasi 

Nilai pinjaman seluruhnya : Rp20.000.000.000,- 

Nilai pinjaman saat ini (per 8 
Juni 2026) 

: Rp15.348.485.924,52 

Jumlah pokok pinjaman 
yang akan dibayarkan 
menggunakan dana 
Penawaran Umum Perdana 
Saham 

: Rp5.122.882.447,27 

Perkiraan sisa pinjaman 
setelah dibayarkan 
sebagian 

: Rp10.525.316.757,39 

Tingkat suku bunga (efektif) : 10,5% p.a. 

Jatuh tempo : 31 Juli 2033 

Tujuan penggunaan dari 
seluruh pinjaman yang akan 
dibayarkan sebagian 

: Pembangunan pabrik di Cikupa 

Riwayat pinjaman yang 
akan dibayarkan 

: Kronologi penarikan:  

1. Agustus 2022: Rp4.430.676.000 

2. Desember 2022: Rp4.430.676.000 

3. Februari 2023: Rp4.430.676.000 

4. Maret 2023: Rp4.430.676.000 

5. Mei 2023: Rp710.000.000 

6. Juli 2023: Rp1.420.000.000 
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Keterangan  Penjelasan 

Prosedur dan persyaratan 
pelunasan dipercepat 

: Menyerahkan surat pemberitahuan tertulis yang 
tidak dapat ditarik kembali sedikitnya 7 hari kerja 
sebelumnya 

Rencana periode pelunasan  Hingga Agustus 2026 

 
Catatan: 
*Sumber dana untuk membayar sisa pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan 
pada poin A dan B diatas adalah menggunakan kas internal Perseroan. 
**Dalam hal terdapat denda/penalti atas rencana pelunasan dipercepat, sumber dana 
yang akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut adalah 
menggunakan kas internal Perseroan. 
 
Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga untuk melakukan pelunasan 
dipercepat atas Perjanjian Kredit 405/2021. Selanjutnya Perseroan diwajibkan untuk 
menyerahkan surat permohonan pelunasan dipercepat kepada Bank INA sebagai 
syarat pembayaran dipercepat atas jumlah pokok terutang berdasarkan pinjaman 
sebagaimana dimaksud. 

 
2. Sekitar 6,4% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam bentuk 

pembiayaan belanja modal yaitu pembangunan gedung pabrik Cikupa dengan rincian sebagai 
berikut: 

 

Keterangan  Penjelasan 

Alamat Pabrik : Jalan Bhumimas V No. 12, Desa/Kelurahan 
Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten 
Tangerang, Provinsi Banten 

Estimasi Biaya yang 
Dibutuhkan 

: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp30.251.420.000 

Spesifikasi Lahan : 1.050 m2 di atas SHGB No. 00557/Talaga yang 
dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian 
Sewa Menyewa tanggal 2 Oktober 2025 dan 
Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 Juni 2026. 

Alasan dan Tujuan : Pembangunan gedung pabrik baru dikarenakan 
diperlukannya fasilitas baru terkait dengan 
produksi produk baru Perseroan terkhusus untuk 
pembuatan clean room yang terstandarisasi 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis 
produk. 

Rencana Pembangunan : Selambat-lambatnya dimulai pada Q4 2026 dan 
selesai pada Q4 2027 

Rencana Penggunaan 
Pabrik untuk kegiatan 
produksi 

: Q4 2027 

Perkembangan terkini : Dalam proses penyusunan desain dan rancangan 
teknis pembangunan pabrik oleh vendor 
pembangunan pihak ketiga 

Perizinan  : Perusahaan Anak Perseroan yaitu SUN telah 
memiliki PKKPR No.  04032610213603072 
tanggal 4 Maret 2026 untuk lokasi usaha di Jl. 
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Keterangan  Penjelasan 

Bhumimas V No. 12, Desa/Kelurahan Talaga, 
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, 
Provinsi Banten, Kode Pos 15710.  

 

SUN juga telah melakukan penunjukkan konsultan 
yang akan membantu pengurusan PBG 
berdasarkan Surat Penunjukan Resmi No. 
010/SUN/IV/2026 tanggal 15 April 2026. Lebih 
lanjut, SUN telah mengajukan permohonan PBG 
sebagaimana didukung dengan dokumen 
tangkapan layar detail permohonan dari website 
https://simbg.pu.go.id/ dengan No. Registrasi 
360318-18062026-006, estimasi waktu 
penyelesaian pengurusan PBG pada bulan 
Desember 2026. 

 

Selanjutnya, SUN telah melakukan penunjukan PT 
Kanaka Subur Lestari selaku kontraktor yang akan  
membuat desain rencana pembangunan pabrik, 
melakukan perhitungan teknis, menyusun dan 
membuat rancangan anggaran biaya (RAB) serta 
memberikan rekomendasi teknis yang diperlukan 
terkait perencanaan pembangunan pabrik di 
Cikupa berdasarkan Surat Penunjukan No. 
007/SUN/V/2026 tanggal 28 Mei 2026. 

 
Pabrik Cikupa yang akan dibangun, akan digunakan untuk proses produksi produk baru 
Perusahaan Anak Perseroan yakni SUN.   

 
3. Sekitar 67,9% akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan antara lain pembelian 

barang terkait proyek serta pembelian bahan baku/ persediaan dengan rincian sebagai 
berikut: 
 
a. Sekitar 6,1% akan digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja pembelian 

barang terkait project softloan. 
 

Project softloan adalah proyek dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) untuk 
pembelian perlengkapan medis dengan menggunakan skema pinjaman dengan bunga 
rendah dan jangka waktu pengembalian yang lebih lama. Proyek ini didanai oleh 
lembaga internasional dan/atau pemerintah untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, 
peralatan medis, dan program kesehatan masyarakat. 
 

b. Sekitar 93,9% akan digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja terkait 
pembelian persediaan yakni: 

 

No. Jenis Produk Fungsi Pihak 
Penjual 

Hubungan 
Afiliasi 

Nilai Transaksi 

1. Instrumen 
Bedah 

Pembelian 
persediaan 
instrumen bedah 
merek Medicon 
oleh Perseroan 

Medicon 
eG 

Pihak 
Ketiga 

Sekitar 
Rp30.000.000.000,- 
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No. Jenis Produk Fungsi Pihak 
Penjual 

Hubungan 
Afiliasi 

Nilai Transaksi 

untuk penjualan ke 
customer 

2. Electrosurgical 
Unit 

Pembelian 
persediaan 
electrosurgical unit 
dengan merek 
Bowa dari SUN 
untuk penjualan ke 
customer 

PT Sonnen 
Utama 
Nasional  

Pihak 
Afiliasi 

Sekitar 
Rp30.000.000.000,- 

3. Lampu Operasi Pembelian 
persediaan lampu 
operasi dengan 
merek Simeon dari 
SUN untuk 
penjualan ke 
customer 

PT Sonnen 
Utama 
Nasional  

Pihak 
Afiliasi 

Sekitar 
Rp23.000.000.000,- 

4. Minimally 
Invasive 
Surgery System 

Pembelian 
persediaan 
Minimally Invasive 
Surgery System 
dengan merek 
Gimmi untuk 
penjualan ke 
customer 

Gimmi 
GmbH 

Pihak 
Ketiga 

Sekitar 
Rp15.000.000.000,- 

5.  Benang Bedah Pembelian 
persediaan Benang 
Bedah dengan 
merek Wego 
Sutures dari EWI 
untuk penjualan ke 
customer 

PT Esa 
Wego 
Indonesia 

Pihak 
Afiliasi 

Sekitar 
Rp21.400.000.000,- 

6. Electro Cauter Pembelian 
persediaan Electro 
Cauter dengan 
merek Aspen 
Surgical untuk 
pemenuhan proyek 
World Bank 

Aspen 
Surgical 
Product Inc 

Pihak 
Ketiga 

Sekitar 
Rp45.600.000.000,- 

  
Total 

  Sekitar 

Rp165.000.000.000,- 

 
Rencana penggunaan dana sehubungan dengan keperluan modal kerja yang 
melibatkan pembelian persediaan kepada Perusahaan Anak, yakni SUN dan EWI 
merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020. 
Namun demikian, keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan dengan pihak 
afiliasi tersebut termasuk dalam operational expenditure (OPEX) Perseroan dan 
merupakan transaksi yang termasuk kegiatan usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 
8 Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan dikecualikan dari kewajiban (i) menggunakan 
penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi afiliasi, (ii) mengumumkan 
keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi kepada masyarakat, (iii) menyampaikan 
keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (iv) terlebih dahulu 
memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan dengan mengingat 
transaksi pembelian persediaan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam 
rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang 
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dan/atau berkelanjutan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk (i) 
melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi 
dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum pada awal transaksi dan 
(ii) diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. 
 
Apabila nilai dari pembelian persediaan kepada Perusahaan Anak dan pihak ketiga 
lainnya tersebut mencapai 20% dari ekuitas Perseroan, maka transaksi pembelian 
persediaan tersebut merupakan suatu transaksi material dan Perseroan wajib 
memenuhi ketentuan Peraturan OJK 17/2020. Namun demikian, keperluan modal kerja 
berupa pembelian persediaan dengan pihak afiliasi dan pihak ketiga tersebut termasuk 
dalam operational expenditure (OPEX) Perseroan dan merupakan transaksi yang 
termasuk kegiatan usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK 17/2020, 
Perseroan dikecualikan dari kewajiban (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai 
wajar dari obyek transaksi material, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas 
transaksi material kepada masyarakat, (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan 
dokumen pendukung kepada OJK dan (iv) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari 
RUPS Perseroan dengan mengingat transaksi pembelian persediaan merupakan 
kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan 
dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Oleh karenanya, Perseroan 
hanya diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan 
atau laporan keuangan tahunan Perseroan. 

 

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi 
rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan. 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana 
Hasil Penawaran Umum ("Peraturan OJK 30/2015"), Perseroan  memiliki  kewajiban  untuk  
menyampaikan  laporan realisasi penggunaan dana (“LRPD”) yang tunduk kepada ketentuan 
Peraturan OJK 30/2015. OJK lebih lanjut telah  menerbitkan  Peraturan  OJK  No.  40  Tahun  2025  
tentang  Penggunaan  Dana  Hasil Penawaran Umum (“Peraturan OJK 40/2025”), yang mulai 
berlaku dan akan menggantikan Peraturan OJK 30/2015 pada tanggal 22 Juni 2026. Dengan 
demikian, Perseroan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK  40/2025,  yang mana  LRPD wajib 
disampaikan kepada  OJK  dan  diumumkan  kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan 
situs web Bursa Efek Indonesia, secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 
Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta  
wajib  pula  dipertanggungjawabkan  pada  RUPS  tahunan Perseroan  sampai  dengan  seluruh  
dana  hasil  Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. 
 
Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak 
(sebagaimana didefinisikan di bawah ini), terhitung sejak tanggal didirikannya sampai dengan saat 
dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan anggaran dasar yang 
hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir serta 
riwayat permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak yang 
terbatas pada 3 tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran pertama ke OJK sehubungan 
dengan Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, 
turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak, serta 
pernyataan atau keterangan lisan dan/atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan 
Komisaris, wakil dan/atau karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak, yang hasilnya dimuat dalam 
Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, istilah “Perusahaan Anak” berarti perusahaan dimana 
Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% dari 
modal ditempatkan dan disetor dari perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan 
tersebut dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan 
Anak tanggal 31 Desember 2025 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024 
dan 2023 beserta laporan auditor independen oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris 
(“Laporan Keuangan Perseroan”), yaitu PT Esa Behrindo Trijaya (“EBT”), PT Med8 Makmur 
Mandiri (“MED8”),  PT Sonnen Utama Nasional (“SUN”), PT Sinar Surya Nasional (“SSN”) dan PT 
Esa Wego Indonesia (“EWI”). 
 
Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat dari Segi Hukum kami Nomor 94/06/26    
tanggal 26 Juni 2026. 
 
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana yang dirinci lebih lanjut dalam 
Laporan Uji Tuntas, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi yang kami sebutkan di bagian 
akhir dari Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Perseroan 

 
1.1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten 

Tangerang, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan 
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. 
 
Perseroan didirikan dengan nama “PT Esa Medika Mandiri” berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 26 Januari 2000, dibuat di hadapan Tuti Setiahati K. 
Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI 
berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.204 HT.01.01.Th. 2000 tanggal 31 Mei 2000 
telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan kodya Jakarta Selatan di bawah 
No. 1105/BH.09.03/XI/2000 tanggal 22 November 2000, serta diumumkan pada BNRI 
No. 13 tanggal 13 Februari 2001 dan TBNRI No. 975 (“Akta Pendirian Perseroan”). 

 
Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami 
beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta 153/2026 dan Akta 
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 202 tanggal 25 Maret 
2026 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah 
mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0088678 
tanggal 26 Maret 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. 
AHU-0063055.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 26 Maret 2026 (“Akta 202/2026”). 
Persetujuan para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum 
Perdana Saham dimuat dalam Akta 153/2026 dan Akta 202/2026 yang menyetujui, 
antara lain, sebagai berikut: 

 
a. Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran dan penerbitan dalam 

jumlah sebanyak-banyaknya 522.857.000 saham baru yang akan dikeluarkan 
dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 30% dari modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, 
yang di dalamnya termasuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan 
(employee stock allocation) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari 
jumlah Saham Yang Ditawarkan; 

 
b. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi 

Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 
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(1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi “PT Esa Medika 
Mandiri Tbk”; 

 
c. perubahan Pasal 1 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait Perseroan dapat 

membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam 
maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan 
Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 
d. perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian 

pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama 
dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan 
Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang 
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, 
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 
2008 (“Peraturan IX.J.1”); 

 
e. peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan nilai nominal saham dari 

semula sebesar Rp100 per saham menjadi sebesar Rp50 per saham, sehingga 
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 
 

f. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait 
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari 
Penawaran Umum Perdana Saham;  

 
g. ratifikasi atas penyetoran modal atas saham yang telah dikeluarkan Perseroan 

sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan; 
 

h. perubahan dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan 
untuk disesuaikan dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas Terbuka, antara 
lain, dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 
Terbuka (“Peraturan OJK 15/2020”), Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang 
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi 
dan Rapat Umum Secara Elektronik (“Peraturan OJK 14/2025”), Peraturan OJK 
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik (“Peraturan OJK 33/2014”), dan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan 
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana 
diubah terakhir dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal 
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(“Peraturan OJK 32/2015”);  

 
i. penetapan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pengendali dari Perseroan 

guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (“Peraturan 
OJK 45/2024”) dan penetapan Tuan Surya Gunawan sebagai pemilik manfaat 
dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 
2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi 
Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan 

 
j. persetujuan untuk pemberian program opsi kepemilikan saham kepada 

manajemen dan karyawan (management and employee stock option plan) 
sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan 
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setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(“UU 40/2007”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”), perubahan anggaran dasar 
mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana 
disetujui Akta 153/2026 tersebut di atas berlaku sejak dilaksanakan Penawaran Umum 
Perdana Saham oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.  
 
Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 153/2026 dan Akta 
202/2026  telah memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK 15/2020, 
Peraturan OJK 14/2025, Peraturan OJK 33/2014, dan Peraturan OJK 32/2015. 
 
Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 153/2026 dan 
Akta 202/2026  juga telah dilakukan secara sah dan memperoleh persetujuan dan 
penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 

153/2026, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan 
besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, perdagangan 
besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan 
dan perlengkapan lainnya, dengan kegiatan usaha sebagai berikut: 

 
a. Kegiatan usaha utama yaitu menjalankan usaha perdagangan besar alat 

laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 
46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, 
alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia; 
 

b. Kegiatan usaha penunjang yaitu:  
 

i. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode 
KBLI 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan 
perlengkapan rumah tangga, antara lain perabot rumah tangga 
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, 
elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD 
(Compact Disc) dan DVD (Digital Versatile Disc), perlengkapan stereo, 
konsol video game, alat penerangan, berbagai peralatan makan dan 
minum dari porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, dan garpu, 
peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan gabus, karpet, serta 
barang sejenis lainnya; dan 
 

ii. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (kode 
kbli 46599), yang mencakup usaha perdagangan besar mesin, 
peralatan, dan perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam 
kelompok 46591 sampai dengan 46594, antara lain mesin penggerak 
mula, turbin, mesin pembangkit listrik, dan mesin untuk keperluan rumah 
tangga. termasuk di dalamnya perdagangan besar robot produksi selain 
untuk pengolahan, mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat 
lain untuk keperluan perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, 
perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lainnya, 
perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas 
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mesin yang dikendalikan komputer, serta peralatan dan perlengkapan 
pengukuran. 

 
Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan 
ketentuan Peraturan IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan 
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku 
Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”). 
 
Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan hanya menjalankan kegiatan usaha 
perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia 
sesuai dengan KBLI 46691 sebagaimana tercantum dalam maksud dan tujuan Perseroan 
di dalam Anggaran Dasarnya.  
 

1.3. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan kepemilikan 
saham dalam Perseroan adalah berdasarkan Akta 153/2026 sebagai berikut: 
 
No. Nama Pemegang Saham Nilai Nominal Rp50 per saham % 

Nominal (Rp) Jumlah Saham 

Modal Dasar 215.000.000.000 4.300.000.000 - 

1.  Surya Gunawan Widjaja 18.362.300.000 367.246.000  30 

2.  Eddy Lie 8.847.200.000 176.944.000  15 

3.  Andrew Ignatius Widjaja 14.270.500.000 285.410.000  23 

4.  Florian Chris Widjaja 9.760.000.000 195.200.000  16 

5.  Andrian Matthew Widjaja 9.760.000.000 195.200.000 6 

Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh 

61.000.000.000 1.220.000.000 100 

Saham dalam Portepel 154.000.000.000 3.080.000.000 - 

 
Berdasarkan Akta 153/2026, Perseroan melakukan (i) peningkatan modal dasar dari 
semula Rp61.000.000.000 menjadi Rp215.000.000.000 dan (i) perubahan nilai nominal 
saham dari semula sebesar Rp100 per saham menjadi sebesar Rp50 per saham.  
 
Berdasarkan Akta 153/2026, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui 
penetapan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pengendali dari Perseroan guna 
memenuhi ketentuan Peraturan OJK 45/2024 dengan rujukan ketentuan yang berlaku 
terkait hal ini pada Pasal 45 Peraturan OJK 45/2024. 
 
Berdasarkan Akta 153/2026, dengan mempertimbangkan komposisi kepemilikan saham 
Perseroan dimana tidak terdapat pihak yang baik secara langsung maupun tidak 
langsung memiliki lebih dari 50% saham dalam Perseroan, para pemegang saham 
menyetujui penetapan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pengendali dari Perseroan 
guna memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan OJK 45/2024 dalam Perseroan yang 
merupakan pemegang saham atas 30% saham dalam Perseroan. Adapun pertimbangan 
tambahan, Tuan Surya Gunawan Widjaja telah menandatangani Surat Pernyataan 
Pemegang Saham Pengendali tertanggal 26 Maret 2026 yang mana antara lain memuat 
pernyataan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria pengendali berdasarkan 
ketentuan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan 
Terbuka. 
 
Berdasarkan surat kuasa perubahan pemilik manfaat yang dibuat pada tanggal 23 
Februari 2026, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Tuan Surya Gunawan Widjaja 
yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan berdasarkan Peraturan 
Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari 
Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”) sebagai pihak yang 
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memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam 
anggaran dasar. Informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan tersebut telah 
dilaporkan kepada MHRI melalui sistem administrasi hukum umum, sebagaimana 
diwajibkan oleh Perpres 13/2018 dan Perseroan telah melaksanakan 
kewajiban pengkinian informasi pemilik manfaat Perseroan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 21 Perpres 13/2018 berdasarkan dokumen informasi penyampaian data pada 
tanggal 23 Februari 2026. 
 
Perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham 
Perseroan dalam 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran 
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ke OJK adalah sah dan telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

 
1.4. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 7 Januari 2026 yang dibuat di hadapan 
Christina Dwi Utami S.H., Notaris di Jakarta Barat (“Akta 16/2026”), sebagai berikut: 
 
Direksi 
Direktur Utama : Florian Chris Widjaja 
Direktur : Eddy Lie 
Direktur : Jason Aaron Lie  
Direktur : Andrian Matthew Widjaja 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama : Surya Gunawan Widjaja 
Komisaris : Andrew Ignatius Widjaja 
Komisaris Independen : Sodikin Sadek  
Komisaris Independen : Iwanho  
 
Akta 16/2026 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053455 
tanggal 18 Februari 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI 
dengan No. AHU-0029488.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 18 Februari 2026.  
 
Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, berdasarkan uji tuntas sebagaimana didukung 
oleh surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan tertanggal 18 Februari 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris merupakan orang perseorangan yang telah memenuhi ketentuan Peraturan 
OJK 33/2014 pada saat pengangkatan yang bersangkutan dilakukan.  
 
Selain itu, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di 
atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UU 
40/2007.  
 
Susunan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK 33/2014 
yang mewajibkan Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang 
anggota Direksi. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan 
Pasal 20 Peraturan OJK 33/2014 yang mewajibkan Dewan Komisaris emiten atau 
perusahaan publik paling kurang 2 orang anggota dan apabila Dewan Komisaris terdiri 
dari lebih dari 2 orang anggota, maka paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota 
Dewan Komisaris adalah komisaris independen.  
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1.5. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat sekretaris 
perusahaan dan membentuk komite-komite sebagaimana diwajibkan oleh peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku sebagai berikut: 
 
a. Perseroan telah mengangkat Jason Aaron Lie sebagai Sekretaris Perusahaan 

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 022/ESA/II/2026 tanggal 12 
Februari 2026 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Pengangkatan 
Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK 
No. 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau 
Perusahaan Publik. 
 

b. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Komisaris No. 023/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pembentukan 
Komite Audit Perseroan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan, 
dengan susunan sebagai berikut: 
 
Ketua  : Iwanho; 
Anggota : Dedy Marianto; 
Anggota : Jeannette Latonia.  
 
Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pelaksanaan 
Komite Audit. 
 
Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 024/ESA/II/2026 tanggal 12 
Februari 2026 tentang Piagam Komite Audit Perseroan yang ditandatangani oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. 

 
c. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan 

Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 027/ESA/II/2026 tanggal 12 
Februari 2026 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi 
Perseroan dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 
Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: 
 
Ketua  : Sodikin Sadek; 
Anggota : Sallyana; 
Anggota : Surya Gunawan Widjaja. 

 
Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan 
ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan 
Remunerasi (“Peraturan OJK 34/2014”). 
 
Sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 20 ayat (1) Peraturan OJK 34/2014, 
Perseroan juga telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi 
Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 
028/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pedoman Komite Nominasi dan 
Remunerasi Perseroan. 

 
d. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan mengangkat Liana Lisawati 

sebagai Kepala Unit Internal Audit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi 
Perseroan No. 025/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pembentukan 
Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan Kepala Unit Internal Audit tersebut 
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telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang 
Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal.  
 
Direksi Perseroan juga telah menyusun Piagam Audit Internal berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi Perseroan No. 026/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 
tentang Piagam Audit Internal Perseroan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan 
dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. 
 

1.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh seluruh izin-izin 
dan persetujuan-persetujuan yang penting dan material dari instansi berwenang terkait 
yang masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan 
maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sebagaimana 
disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni, antara lain, Nomor 
Induk Berusaha No. 8120107960061 tanggal 6 September 2018, Izin No. 
81201079600610002 tanggal 3 April 2024, Izin No. 81201079600610002 tanggal 3 April 
2024 dan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) Distributor Alat 
Kesehatan serta izin edar alat kesehatan yang telah berlaku efektif.  
 

1.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kami belum menerima bukti penyampaian 
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) kepada Badan Koordinasi Penanaman 
Modal untuk periode Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2025 oleh Perseroan. 
Berdasarkan Pasal 373 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal 
Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 
Submission) (“Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025”), sanksi administratif berupa 
peringatan tertulis dikenakan kepada perusahaan apabila: (i) tidak menyampaikan LKPM 
selama dua periode pelaporan berturut-turut; (ii) menyampaikan LKPM pertama tanpa 
adanya tambahan nilai realisasi investasi selama empat periode pelaporan berturut-turut; 
atau (iii) menyampaikan LKPM tanpa tambahan nilai realisasi investasi selama empat 
periode pelaporan berturut-turut pada tahap persiapan usaha. 

 
1.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham secara 

langsung pada perusahaan-perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia sebagai 
berikut: 

 
No. Nama Perusahaan Jumlah Lembar 

Saham 
Persentase Kepemilikan 

Saham Perseroan (%) 

1. EBT 600 60 

2. SSN 54.450 99 

3. MED8 1.650 55 

4. SUN 900 90 

 
Kepemilikan saham oleh Perseroan pada perusahaan-perusahaan di atas adalah sah 
dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah serta telah sesuai dengan Anggaran 
Dasar.  
 
Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, sebagaimana didukung dengan surat 
pernyataan Perseroan, kepemilikan saham oleh Perseroan tersebut di atas tidak sedang 
dibebankan dengan jaminan gadai untuk kepentingan pihak lain.  
 
Berdasarkan Uji Tuntas dan sepanjang pengetahuan kami sebagaimana didukung 
dengan surat pernyataan Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau 
sengketa sehubungan dengan kepemilikan saham tersebut di atas.  
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1.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki aset material berupa hak 
atas bidang-bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) 
sebagai berikut: 
 

No. Alas Hak atas 
Tanah dan Tanggal 

Penerbitan 

Lokasi Tanggal 
Berakhir 

Hak 

Luas 
Tanah 
(m2) 

Catatan 

1.  SHGB No. NIB 
09.02.000022439.0 
tanggal 21 Maret 2025 
 

Kelurahan Menteng 
Dalam, Kecamatan 
Tebet, Kota 
Administrasi 
Jakarta Selatan, 
Provinsi DKI Jakarta 
 

30 Juni 2041 76 Sedang 
dijaminkan 
kepada PT Bank 
Ina Perdana Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
Akta 
Pembebanan 
Hak 
Tanggungan 
(“APHT”) No. 
192/2025 
tanggal 27 
Agustus 2025 
yang dibuat oleh 
PPAT Sri Buena 
Brahmana.  
 

2.  SHGB No. NIB 
09.02.000021991.0 
tanggal 7 Maret 2025 

Kelurahan Menteng 
Dalam, Kecamatan 
Tebet, Kota 
Administrasi 
Jakarta Selatan, 
Provinsi DKI Jakarta 

29 Juni 2041 76 Sedang 
dijaminkan 
kepada PT Bank 
Ina Perdana Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
193/2025 
tanggal 27 
Agustus 2025 
yang dibuat oleh 
PPAT Sri Buena 
Brahmana.  
 

3.  SHGB No. NIB 
28.04.000110846.0 
tanggal 18 September 
2025 

Kelurahan Cihuni, 
Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten 
Tangerang, Provinsi 
Banten 

4 Desember 
2034 

249  Sedang 
dijaminkan kepada 
PT Bank OCBC 
NISP Tbk dengan 
hak tanggungan 
peringkat pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
214/2025 tanggal 
30 Oktober 2025 
yang dibuat oleh 
PPAT Michael 
Wisnoe Barata. 
 

4.  SHGB No. 6778 
tanggal 7 Maret 2016 

Desa 
Limusnunggal, 
Kecamatan 
Cilenungsi, 
Kabupaten Bogor, 
Jawa Barat 

6 Februari 
2042 

372 Sedang 
dijaminkan kepada 
PT Bank OCBC 
NISP Tbk dengan 
hak tanggungan 
peringkat pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
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No. Alas Hak atas 
Tanah dan Tanggal 

Penerbitan 

Lokasi Tanggal 
Berakhir 

Hak 

Luas 
Tanah 
(m2) 

Catatan 

146/2024 tanggal 
8 Agustus 2024 
yang dibuat 
dihadapan PPAT 
Marliana.  

5.  SHGB No. NIB 
09.02.000022365.0 
tanggal 4 Maret 2025 

Kelurahan Menteng 
Dalam, Kecamatan 
Tebet, Kota 
Administrasi 
Jakarta Selatan, 
Provinsi DKI Jakarta 

30 Juni 2031 76 Sedang 
dijaminkan 
kepada PT Bank 
Ina Perdana Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
191/2025 
tanggal 27 
Agustus 2025 
yang dibuat oleh 
PPAT Sri Buena 
Brahmana.  
 

6.  SHGB No. NIB 
28.04.000117609.0 
tanggal 16 Oktober 
2025 

Kelurahan Cihuni, 
Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten 
Tangerang, Provinsi 
Banten 

4 Desember 
2034 

971 Sedang 
dijaminkan kepada 
PT Bank OCBC 
NISP Tbk dengan 
hak tanggungan 
peringkat pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
214/2025 tanggal 
30 Oktober 2025 
yang dibuat oleh 
PPAT Michael 
Wisnoe Barata.  
 

7.  SHGB No. NIB 
28.04.000110294.0 
tanggal 18 September 
2025 

Kelurahan Cihuni, 
Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten 
Tangerang, Provinsi 
Banten 

4 Desember 
2034 

155 Sedang 
dijaminkan kepada 
PT Bank OCBC 
NISP Tbk dengan 
hak tanggungan 
peringkat pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
214/2025 tanggal 
30 Oktober 2025 
yang dibuat oleh 
PPAT Michael 
Wisnoe Barata.  
 

8.  SHGB No. NIB 
28.04.000110303.0 
tanggal 18 September 
2025 

Kelurahan Cihuni, 
Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten 
Tangerang, Provinsi 
Banten 

28 
September 

2048 

95 Sedang 
dijaminkan kepada 
PT Bank OCBC 
NISP Tbk dengan 
hak tanggungan 
peringkat pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
214/2025 tanggal 
30 Oktober 2025 
yang dibuat oleh 
PPAT Michael 
Wisnoe Barata  
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No. Alas Hak atas 
Tanah dan Tanggal 

Penerbitan 

Lokasi Tanggal 
Berakhir 

Hak 

Luas 
Tanah 
(m2) 

Catatan 

9.  SHGB No. NIB 
28.04.000110302.0 
tanggal 18 September 
2025 

Kelurahan Cihuni, 
Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten 
Tangerang, Provinsi 
Banten 

16 November 
2048 

25 Sedang 
dijaminkan kepada 
PT Bank OCBC 
NISP Tbk dengan 
hak tanggungan 
peringkat pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
214/2025 tanggal 
30 Oktober 2025 
yang dibuat oleh 
PPAT Michael 
Wisnoe Barata  
 

10.  SHGB No. 425 
tanggal 27 September 
2012 

Kelurahan Dwikora, 
Kecamatan Medan 
Helvetia, Kota 
Medan, Provinsi 
Sumatera Utara 

17 Desember 
2025 

137 Sedang 
dijaminkan kepada 
PT Bank Ina 
Perdana Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat pertama 
berdasarkan 
APHT No. 05/2022 
tanggal 19 April 
2022 yang dibuat 
dihadapan PPAT 
Dody Safnul.  
 

11.  SHGB No. 1358 
tanggal 5 Oktober 
2004 

Desa/Kelurahan 
Wonodri, 
Kecamatan 
Semarang Selatan, 
Kabupaten/Kotama
dya Semarang, 
Provinsi Jawa 
Tengah  

28 Juni 2029 85 Sedang 
dijaminkan 
kepada PT Bank 
Ina Perdana Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
730/2022, yang 
dibuat di 
hadapan PPAT 
Tuti Wardhany.  
 

12.  SHGB No. 4876 
tanggal 13 Januari 
2022 

Desa/Kelurahan 
Cihuni, Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten/Kotama
dya Tangerang, 
Provinsi Banten 

21 Oktober 
2051 

171 Sedang 
dijaminkan 
kepada PT Bank 
OCBC NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
259/2024 dan 
dan peringkat 
kedua 
berdasarkan 
APHT No. 
202/2024, yang 
dibuat di 
hadapan PPAT 
Utami 
Ratnawaty.  
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No. Alas Hak atas 
Tanah dan Tanggal 

Penerbitan 

Lokasi Tanggal 
Berakhir 

Hak 

Luas 
Tanah 
(m2) 

Catatan 

13.  SHGB No. 4877 
tanggal 13 Januari 
2022 

Desa/Kelurahan 
Cihuni, Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten/Kotama
dya Tangerang, 
Provinsi Banten 

4 November 
2051 

165 Sedang 
dijaminkan 
kepada PT Bank 
OCBC NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
259/2024 dan 
dan peringkat 
kedua 
berdasarkan 
APHT No. 
202/2024, yang 
dibuat di 
hadapan PPAT 
Utami 
Ratnawaty. 

14.  SHGB No. 4179 
tanggal 21 Agustus 
2018 

Desa/Kelurahan 
Cihuni, Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten/Kotama
dya Tangerang, 
Provinsi Banten 

4 Desember 
2034 

650 Sedang 
dijaminkan 
kepada PT Bank 
OCBC NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
259/2024 dan 
dan peringkat 
kedua 
berdasarkan 
APHT No. 
202/2024, yang 
dibuat di 
hadapan PPAT 
Utami 
Ratnawaty. 

15.  SHGB No. 4615 
tanggal 15 April 2021 

Desa/Kelurahan 
Cihuni, Kecamatan 
Pagedangan, 
Kabupaten/Kotama
dya Tangerang, 
Provinsi Banten 

4 Desember 
2034 

161 Sedang 
dijaminkan 
kepada PT Bank 
OCBC NISP Tbk 
dengan hak 
tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
259/2024 dan 
dan peringkat 
kedua 
berdasarkan 
APHT No. 
202/2024, yang 
dibuat di 
hadapan PPAT 
Utami 
Ratnawaty. 

16.  SHGB No. NIB 
12.39.000034021.0 
tanggal 11 April 2018 

Kelurahan 
Baratajaya, 
Kecamatan 
Gubeng, Kota 

11 April 2038 66 Sedang 
dijaminkan 
kepada PT Bank 
Ina Perdana Tbk 
dengan hak 
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No. Alas Hak atas 
Tanah dan Tanggal 

Penerbitan 

Lokasi Tanggal 
Berakhir 

Hak 

Luas 
Tanah 
(m2) 

Catatan 

Surabaya II, 
Provinsi Jawa Timur 

tanggungan 
peringkat 
pertama 
berdasarkan 
APHT No. 
02/2026 tanggal 
6 Maret 2026 
yang dibuat 
dihadapan PPAT 
Christine Elisia 
Widjaya. 

 
Kepemilikan Perseroan atas bidang-bidang tanah tersebut di atas telah didukung dengan 
dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 
Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, berdasarkan Uji Tuntas dan sepanjang 
pengetahuan kami sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Perseroan, aset 
material Perseroan tersebut di atas tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau 
perkara. 
 

1.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki hak atas kekayaan 
intelektual yang didaftarkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berupa 10 
sertifikat merek yang seluruhnya masih berlaku dan terdaftar atas nama Perseroan yaitu 
sebagai berikut: 
 

No. Nomor 
Pendaftaran 

Merek Kelas Barang/Jasa Jangka Waktu Perlindungan 

1.  IDM000750024 

 

10 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 
18 Mei 2028 

2.  IDM000750023 

 

11 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 
18 Mei 2028 

3.  IDM000744902 

 

20 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 
21 Mei 2028 

4.  IDM0007449013 

 

10 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 
21 Mei 2028 

5.  IDM000699003 

 

10 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 
17 Mei 2028 
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No. Nomor 
Pendaftaran 

Merek Kelas Barang/Jasa Jangka Waktu Perlindungan 

6.  IDM000698996 

 

11 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 
17 Mei 2028 

 

7.  IDM000698980 

 

20 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 
17 Mei 2028 

 

8.  IDM000702529 

 

10 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 
16 Mei 2028 

9.  IDM000702538 

 

20 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 
16 Mei 2028 

 

10.  IDM000750030 

 

10 10 tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan sampai dengan tanggal 
18 Mei 2028 

 
Kepemilikan Perseroan atas hak atas kekayaan intelektual berupa sertifikat-sertifikat 
merek di atas telah didukung dengan dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan 
anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 
Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, berdasarkan Uji Tuntas sebagaimana didukung 
dengan surat pernyataan Perseroan, hak atas kekayaan intelektual Perseroan tersebut 
di atas tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau perkara. 
 

1.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menutup asuransi terhadap 
bangunan material yang dimiliki Perseroan sehubungan dengan kegiatan usahanya yang 
masih berlaku sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus 
Penawaran Umum Perdana Saham. 
 
Berdasarkan surat pernyataan Perseroan, nilai pertanggungan asuransi tersebut telah 
memadai untuk memberikan perlindungan terhadap bangunan material yang dimiliki oleh 
Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. 
 

1.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan menandatangani perjanjian kredit 
berdasarkan (i) Perjanjian Kredit 405/2021, (ii) Perjanjian Kredit Bank OCBC (“Perjanjian 
Kredit Perseroan”), dimana perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan 
dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku 
pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut. 
 
Terdapat persetujuan yang wajib diperoleh Perseroan untuk dilaksanakannya 
Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Perjanjian Kredit 405/2021. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh Surat No. 
BIP/CBA/0451/0226 tanggal 13 Februari 2026 terkait Persetujuan Perubahan Syarat dan 
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Kondisi PT Esa Medika Mandiri dari PT Bank Ina Perdana Tbk dan  surat elektronik 
tertanggal 19 Februari 2026 sehubungan dengan pengesampingan pembatasan-
pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Bank INA, dengan catatan perubahan 
kondisi akan dicantumkan dalam adendum perjanjian kredit setelah Penawaran Umum 
Perdana Saham selesai dilaksanakan. Selanjutnya, tidak terdapat pembatasan yang 
merugikan hak-hak pemegang saham publik berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan. 
 

1.13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian 
yang bersifat penting dan material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan 
sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan prospektus Penawaran Umum 
Perdana Saham, sebagai berikut (“Perjanjian Material Perseroan”): 
 
a. perjanjian pengadaan barang; 
b. perjanjian sewa ruangan kantor; dan 
c. dokumen penunjukan distributor. 
 
Perjanjian Material Perseroan yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan 
sehubungan dengan kegiatan usaha utamanya adalah sah, mengikat Perseroan dan 
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian-
perjanjian tersebut.  
 
Perseroan tidak tunduk pada suatu ketentuan atau kewajiban untuk memperoleh 
persetujuan atau melakukan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Penawaran 
Umum Perdana Saham sehubungan dengan Perjanjian Material Perseroan. 
 
Selain itu, Perjanjian Material Perseroan tersebut juga tidak mengatur ketentuan yang 
dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 
 

1.14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian 
yang bersifat penting dan material dengan pihak terafiliasi, yaitu perjanjian sewa dengan 
EBT, MED8, SUN, serta Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja sebagaimana 
diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan prospektus Penawaran Umum Perdana 
Saham. 
 
Perjanjian sewa yang dibuat dan ditandatangani oleh (i) Perseroan sebagai pemberi 
sewa dengan EBT, MED8, dan SUN sebagai penerima sewa dan (ii) Jenny Jahjataru dan 
Andrew Ignatius Widjaja sebagai pemberi sewa dan Perseroan sebagai penerima sewa 
tersebut adalah sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian 
tersebut. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, masing-masing perjanjian sewa yang 
dibuat antara Perseroan dengan EBT, MED8, SUN, serta Jenny Jahjataru dan Andrew 
Ignatius Widjaja masih berlaku. 
 
Perjanjian sewa dengan EBT, MED8, SUN, Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja 
tersebut tidak mengatur ketentuan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran 
Umum Perdana Saham serta yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.  
 
Berdasarkan Uji Tuntas atas surat pernyataan Direksi Perseroan, EBT, MED8, dan SUN, 
perjanjian sewa dengan EBT, MED8, SUN, serta Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius 
Widjaja tersebut telah dibuat secara wajar (arms length) dan tidak terdapat kondisi 
dimana Perseroan melakukan cidera janji atas kesepakatan-kesepakatan yang telah 
disepakati dengan pihak-pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian 
tersebut. 
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1.15. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-
kewajiban material di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut: 
 
a. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum; 

 
b. mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan 

program jaminan sosial kesehatan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU 40/2004”) sebagaimana 
diubah dengan UU Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU 24/2011”) sebagaimana diubah 
dengan UU Cipta Kerja;  
 

c. melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 
1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (“UU 7/1981”); dan 

 
d. memiliki peraturan perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan UU 
Cipta Kerja (“UU 13/2003”). 

 
Selain itu, berdasarkan Uji Tuntas dan sepanjang pengetahuan kami sebagaimana 
didukung dengan surat pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga 
kerja asing.  

 
1.16. Berdasarkan Uji Tuntas dan sebagaimana didukung dengan surat pernyataan dari 

Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan 
berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara daring melalui situs sistem informasi 
penelusuran perkara pengadilan yang tersedia (sebagaimana relevan) sampai dengan 
Batas Waktu Penerimaan Dokumen yang tersedia untuk umum di Republik Indonesia, 
sepanjang pengetahuan kami, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang:  
 
a. menerima suatu somasi, klaim, tuntutan atau gugatan apapun yang sifatnya 

material dan tidak material dan dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan 
usaha dan keadaan keuangan Perseroan serta dapat berdampak negatif 
terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan 
  

b. terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut 
termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau 
perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan 
Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan 
melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase 
lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang 
diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di 
Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan 
perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan 
administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha; yang sifatnya material dan tidak material yang dapat 
mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha, dan keadaan keuangan 
Perseroan secara material dan dapat berdampak negatif terhadap rencana 
Penawaran Umum Perdana Saham. 
 

 



 
 

 
 
 
 

23 
 

2. Penawaran Umum Perdana Saham 
 

2.1. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh 
persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta 
153/2026.  
 

2.2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam 
rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani perjanjian-
perjanjian berikut ini: 

 
a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham 

Perseroan  No. 178 tanggal 25 Februari 2026, sebagaimana diubah dengan (i) 
Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham 
Perdana Saham Perseroan No. 212 tanggal 26 Maret 2026, (ii) Akta Perubahan 
II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Saham 
Perseroan No. 183 tanggal 15 Juni 2026, keduanya dibuat di hadapan Christina 
Dwi Utami S.H., Notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan dengan  PT BRI 
Danareksa Sekuritas dan PT INA Sekuritas Indonesia, masing-masing sebagai 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran 
Umum Perdana Saham, dan (iii) Akta Perubahan III dan Pernyataan Kembali 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan 
No. 399 tanggal 26 Juni 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., 
Notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan dengan  PT BRI Danareksa Sekuritas 
("BRIDS") dan PT INA Sekuritas Indonesia ("INAS"), masing-masing sebagai 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran 
Umum Perdana Saham serta PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk ("Yulie 
Sekuritas") dan PT Investindo Nusantara Sekuritas ("IN Sekuritas") masing-
masing sebagai Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham 
("PPEE");   
 

b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 179 tanggal 25 
Februari 2026, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian 
Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 213 tanggal 26 Maret 2026, (ii) 
Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 
184 tanggal 15 Juni 2026, seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami 
S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan (iii) Akta Perubahan III dan Pernyataan 
Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 400 tanggal 
26 Juni 2026, seluruhnya dibuat antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom 
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; dan  

 
c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-

006/SHM/KSEI/0226 tanggal 27 Maret 2026, antara Perseroan dan  PT 
Kustodian Sentral Efek Indonesia. 
 

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah 
ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana di atas telah sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 
Berdasarkan Uji Tuntas dengan merujuk pernyataan dan jaminan dari masing-masing 
Perseroan, BRIDS, INAS, Yulie Sekuritas dan IN Sekuritas pada PPEE, sepanjang 
berkaitan dengan keterbukaan informasi sehubungan dengan pernyataan pendaftaran 
dan/atau perbaikan dokumen pernyataan pendaftaran, ketentuan terkait partisipan 
sistem, rujukan atas sistem penawaran umum elektronik pada Penawaran Umum 
Perdana Saham, periode dan tata cara penjatahan, tata cara penyampaian minat oleh 
calon pemodal, kriteria golongan penawaran umum serta pelaksanaan uji tuntas sesuai 
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dengan kebijakan dan standar prosedur operasional dari penjamin pelaksana emisi efek, 
PPEE telah disusun dan disiapkan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 
41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik sebagaimana 
dilaksanakan oleh Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.04/2025 tentang Verifikasi 
Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam 
Penawaran Umum Saham Secara Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal Dan Perilaku Perusahaan Efek 
Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara 
Pedagang Efek. 
 

3. Perusahaan Anak 
 

3.1. Masing-masing Perusahaan Anak adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara 
sah dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan negara Republik Indonesia. 

 
3.2. Perubahan terakhir anggaran dasar dari masing-masing Perusahaan Anak telah dibuat 

secara sah dan memperoleh persetujuan MHRI berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

3.3. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, masing-masing Perusahaan Anak telah 
menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana 
tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak terkait, kecuali SSN 
dan EWI yang berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, sebagaimana didukung dengan 
Laporan Keuangan Perseroan, belum beroperasi secara komersial dan karenanya belum 
melakukan kegiatan usaha.  
 
Maksud dan tujuan Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar 
masing-masing Perusahaan Anak telah sesuai dengan KBLI 2020. 
 

3.4. Selain SSN dan EWI yang tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan dan 
susunan kepemilikan saham selama 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan 
pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ke OJK, struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham masing-masing Perusahaan Anak beserta perubahan-
perubahannya, selama 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran 
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ke OJK adalah sah serta dilakukan 
sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pada tanggal dari Pendapat Segi Hukum ini, tidak terdapat Notulen Rapat Direksi dan 
Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Anak, kecuali untuk EBT, EWI, SUN 
dan MED8. Sehubungan dengan hal tersebut, UU 40/2007  tidak mengatur khusus sanksi 
atas ketiadaan notulen rapat direksi dan dewan komisaris tersebut.  
 

3.5. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perusahaan Anak yang menjabat saat ini telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak terkait dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak 
tersebut masih berlaku. 
 

3.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, masing-masing Perusahaan Anak telah 
memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang penting dan material yang masih 
berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama masing-masing Perusahaan Anak, 
sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan 
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maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar masing-masing 
Perusahaan Anak tersebut, kecuali SSN dan EWI yang berdasarkan konfirmasi dari 
Perseroan, sebagaimana didukung dengan Laporan Keuangan Perseroan, dimana 
kedua anak perusahaan ini belum beroperasi secara komersial dan karenanya belum 
melakukan kegiatan usaha.  
 

3.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kami belum menerima bukti penyampaian 
LKPM kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dari masing-masing Anak 
Perusahaan untuk tiga periode pelaporan terakhir (kecuali EBT yang telah 
menyampaikan tanda terima pelaporan LKPM untuk periode Semester I dan II tahun 
2025 dan SUN untuk periode Triwulan III Tahun 2025). Berdasarkan Pasal 373 Peraturan 
BKPM Nomor 5 Tahun 2025, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan 
kepada perusahaan apabila: (i) tidak menyampaikan LKPM selama dua periode 
pelaporan berturut-turut; (ii) menyampaikan LKPM pertama tanpa adanya tambahan nilai 
realisasi investasi selama empat periode pelaporan berturut-turut; atau (iii) 
menyampaikan LKPM tanpa tambahan nilai realisasi investasi selama empat periode 
pelaporan berturut-turut pada tahap persiapan usaha. 

 
3.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, SSN memiliki penyertaan saham langsung 

dalam perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagai berikut:  
 

No. Nama Perusahaan Jumlah Lembar 
Saham 

Persentase Kepemilikan 
Saham Perseroan (%) 

1. EWI 5.940 55 

 
Kepemilikan saham oleh SSN pada EWI di atas adalah sah dan didukung oleh dokumen-
dokumen yang sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar. 
 
Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kepemilikan saham oleh SSN tersebut di atas 
tidak sedang dibebankan dengan jaminan gadai untuk kepentingan pihak lain.  
 
Berdasarkan Uji Tuntas dan konfirmasi dari Perseroan dan SSN, SSN tidak sedang 
terlibat dalam perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan saham tersebut 
di atas. 
 

3.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perusahaan Anak tidak memiliki aset material 
berupa tanah dan bangunan. 
 

3.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perusahaan Anak tidak memiliki hak atas 
kekayaan intelektual yang didaftarkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia 
atas nama Perusahaan Anak, kecuali untuk MED8.  

 
3.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, sebagaimana didukung dengan surat 

pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi Perusahaan Anak tidak 
memiliki perlindungan asuransi atas risiko yang bersifat penting dan material sehubungan 
dengan kegiatan usahanya maupun harta kekayaan yang bersifat material, mengingat 
Perusahaan Anak tidak memiliki harta kekayaan yang bersifat material. 
 

3.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian 
kredit. 
 

3.13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, EBT, MED8, SUN, dan EWI telah 
menandatangani perjanjian yang bersifat penting dan material dengan pihak terafiliasi, 
yaitu perjanjian sewa dengan Perseroan, surat penunjukan distributor khusus untuk 
MED8, letter of authorization antara SUN dan Perseroan, perjanjian kerjasama pabrikan 
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antara EBT dan MED8, perjanjian kerjasama pabrikan antara Perseroan dan EWI, 
perjanjian sewa antara EWI dan SUN, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji 
Tuntas dan prospektus Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
Sehubungan dengan (i) perjanjian sewa yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan 
sebagai pemberi sewa dengan masing-masing EBT, MED8 dan SUN sebagai penyewa; 
(ii) surat penunjukan distributor yang dibuat dan ditandatangani oleh MED8 sebagai agen 
tunggal (sole agent) untuk produk Esatech dan Surgitec dengan Perseroan yang ditunjuk 
sebagai salah satu sub distributor tersebut; (iii) letter of authorization SUN dan Perseroan; 
(iv) perjanjian kerjasama pabrikan antara EBT dan MED8; (v) perjanjian kerjasama 
pabrikan;  (vi) perjanjian sewa antara EWI dan SUN adalah sah, mengikat masing-masing 
EBT, MED8, SUN, dan EWI dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran 
dasar masing-masing EBT, MED8, SUN, dan EWI yang berlaku pada saat 
penandatanganan perjanjian tersebut.  
 
Berdasarkan Uji Tuntas dan sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi 
Perseroan dan Surat Pernyataan Direksi EBT, MED8, SUN, dan EWI, masing-masing 
perjanjian tersebut telah dibuat secara wajar (arms length). 
 

3.14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban-
kewajiban material di bidang ketenagakerjaan yaitu:  

 
a. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum berdasarkan Uji Tuntas 

terhadap Surat Pernyataan Direksi masing-masing Perusahaan Anak;  
 

b. mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan 
program jaminan sosial kesehatan sesuai dengan UU 40/2004 dan UU 24/2011;  

 
c. melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai UU 7/1981; 

 
d. EWI yang telah memperoleh pengesahan atas Rencana Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing dan izin tinggal terbatas terkait dengan penggunaan tenaga kerja 
asing pada EWI; dan 
 

e. EWI dan SUN yang telah memiliki peraturan perusahaan.  
 
3.15. Berdasarkan Uji Tuntas dan sebagaimana didukung dengan surat pernyataan dari 

Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perusahaan Anak dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara daring melalui 
situs sistem informasi penelusuran perkara pengadilan yang tersedia (sebagaimana 
relevan) sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen yang tersedia untuk umum 
di Republik Indonesia, sepanjang pengetahuan kami, Perusahaan Anak dan masing-
masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang: 
 
a. menerima suatu somasi, klaim, tuntutan atau gugatan apapun yang sifatnya 

material  dan tidak material dan dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan 
usaha dan keadaan keuangan Perusahaan Anak terkait serta dapat berdampak 
negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan 
 

b. terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut 
termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau 
perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan 
Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan 
melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase 
lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang 
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diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di 
Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan 
perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan 
administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha; yang sifatnya material dan tidak material yang dapat 
mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan 
Perusahaan Anak terkait secara material serta dapat berdampak negatif 
terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham. 

 
4. Kualifikasi dan Asumsi 

 
Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi 
dan kualifikasi sebagai berikut: 

 
4.1. Kualifikasi 

 
a. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan 

berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum 
Perdana Saham; 
 

b. dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan 
dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data 
dan/atau informasi yang ada sampai dengan tanggal 29 Juni 2026 (“Batas 
Waktu Penerimaan Dokumen”); 
 

c. sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen 
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, 
Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 
tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan standar HKHPM sebagaimana 
dimuat dalam Keputusan HKHPM Nomor Kep.03/HKHPM/Xl/2021 tanggal 10 
November 2021 tentang Perubahan atas Keputusan HKHPM Nomor 
KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum 
Pasar Modal (“Standar Profesi HKHPM 2021”), kami membatasi Pendapat dari 
Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas khusus untuk (a) pemeriksaan anggaran 
dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan 
anggaran dasar terakhir dan (b) pemeriksaan struktur permodalan dan 
perubahan kepemilikan saham hanya mencakup (i) 3 tahun terakhir sebelum 
tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (ii) sejak berdirinya jika pendiriannya 
kurang dari 3 tahun sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (iii) 
perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham terakhir, 
dalam hal 3 tahun terakhir tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan 
dan kepemilikan saham. Dikarenakan adanya pembatasan dalam pemeriksaan 
hukum kami tersebut diatas, kami mengasumsikan setiap perubahan anggaran 
dasar dan struktur permodalan dan kepemilikan saham yang tidak termasuk 
dalam pemeriksaan dari segi hukum telah dibuat secara sah dan telah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya 
persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan 
atau pendaftaran pada pihak yang berwenang; 
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d. kami tidak melakukan penilaian dan pemeriksaan dari sisi (a) perpajakan, dan (b) 
komersial dan keuangan dari Perseroan dan para pemegang sahamnya, serta 
Perusahaan Anak. Mengenai perpajakan, kami hanya melakukan pemeriksaan 
atas telah disampaikannya SPT pajak penghasilan badan; 
 

e. uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat 
dari Segi Hukum semata-mata berdasarkan hukum dan praktik yang berlaku di 
Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, 
dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat 
penafsiran menurut hukum dan praktik yang berlaku di negara lain selain Negara 
Republik Indonesia. Selanjutnya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi 
Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum 
atau yurisdiksi hukum negara lain; 
 

f. sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami terkait dengan keterlibatan 
perkara Perseroan dan Perusahaan Anak serta masing-masing anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, sesuai dengan Standar 
Profesi HKHPM 2021, kami melakukan pemeriksaan atas keterlibatan mereka 
dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia melalui website 
lembaga peradilan terkait. Namun demikian, mengingat di Indonesia belum 
adanya lembaga penyedia informasi publik yang dapat dipercaya untuk 
memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan Perseroan dan 
Perusahaan Anak maupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan 
Perusahaan Anak atas sengketa hukum/perselisihan pengadilan yang mungkin 
dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan 
dan Perusahaan Anak, lebih lanjut kami juga mendasarkan diri pada pernyataan-
pernyataan tertulis dan lisan yang kami peroleh dan terima dari masing-masing 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak sampai 
dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen; 

 
g. untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan dan 

Perusahaan Anak kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat dari Segi 
Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami 
mendasarkan pendapat kami pada hasil diskusi kami dengan Perseroan dan 
Perusahaan Anak, konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta 
keterangan-keterangan yang diterima oleh kami dari Perseroan dan Perusahaan 
Anak sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;  
 

h. sehubungan dengan perubahan riwayat permodalan, pemegang saham, anggota 
direksi dan dewan komisaris serta anggaran dasar, berdasarkan Undang-
Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU 3/1982”), 
perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor 
Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan. Selanjutnya dengan berlakunya UU 40/2007, MHRI kini 
menyelenggarakan Daftar Perseroan yang dimaksudkan untuk memuat data 
tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat 
kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain 
tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan 
susunan pemegang saham sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UU 
40/2007. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 UU 40/2007, Daftar 
Perseroan yang diselenggarakan MHRI tidak dapat dikaitkan dengan 
pendaftaran perusahaan yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan 
oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. UU 3/1982 
telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 2 November 2020 
berdasarkan UU Cipta Kerja. Dalam Laporan Uji Tuntas, kami menguraikan 
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perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pemegang saham 
Perseroan dan Perusahaan Anak yang dibuat setelah berlakunya UU 40/2007 
dan sebelum dicabutnya UU 3/1982 yang tidak dapat didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan karena perubahan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan yang diselenggarakan oleh MHRI yang menjadi alasan tidak 
diterimanya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat 
yang berwenang; dan 
 

i. apabila kata-kata “sepanjang pengetahuan kami” digunakan dalam Pendapat 
dari Segi Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak, hal tersebut berarti 
bahwa kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang 
bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan dalam Pendapat dari Segi 
Hukum, dan kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar dokumen-dokumen 
yang telah diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami mengenai hal-hal 
yang dikemukakan tersebut sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, 
serta mendasarkannya kepada keterangan-keterangan lisan atau pernyataan-
pernyataan tertulis yang kami peroleh dan terima dari pihak-pihak yang terkait, 
baik dari Perseroan dan Perusahaan Anak maupun dari pihak-pihak dan instansi-
instansi lain. 

 
j. Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 

Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 
2025) (“Perka BPS 7/2025”) yang telah berlaku sejak 18 Desember 2025, kami 
memahami bahwa seluruh penggunaan KBLI yang telah tercantum dan 
digunakan oleh masing-masing pengguna KBLI wajib disesuaikan dengan 
ketentuan dalam peraturan tersebut paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan 
terhitung sejak tanggal 18 Desember 2025 yang telah berakhir pada tanggal 17 
Juni 2026. Dalam melaksanakan Uji Tuntas, kami tidak melakukan verifikasi atas 
kesesuaian KBLI Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap KBLI 2025, dengan 
pertimbangan bahwa tidak terdapat aksi korporasi yang mengubah maksud dan 
tujuan dan/atau kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang 
mewajibkan perubahan anggaran dasar dalam rangka menyesuaikan KBLI 2025. 
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat 
Statistik No. 4.S/Tahun 2026 No. M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, Nomor 1 Tahun 
2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 
Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(“SEB Implementasi KBLI 2025”), penyesuaian KBLI 2025 berdasarkan Perka 
BPS 7/2025 melalui perubahan anggaran dasar hanya diperlukan apabila 
terdapat aksi korporasi yang mengubah maksud dan tujuan dan/atau perubahan 
kegiatan usaha atas kegiatan usaha yang telah ada. Apabila perubahan hanya 
berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak 
mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup 
kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, penyesuaian 
tidak diperlukan karena dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan 
Sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran 
dasar. Berdasarkan SEB Implementasi KBLI 2025, penyesuaian tersebut 
dilakukan secara otomatis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan 
Kementerian Hukum melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS. 
 

4.2. Asumsi 
 
a. setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan, 

Perusahaan Anak mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak kepada kami 
adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan 
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berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan 
semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu 
Penerimaan Dokumen; 
 

b. setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan 
Perusahaan Anak mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak kepada kami 
dalam bentuk fotokopi, turunan dan/atau salinan adalah lengkap dan isinya benar 
serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah 
sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah 
dibuat dan ditandatangani oleh orang(-orang) yang berhak dan berwenang 
berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan 
semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu 
Penerimaan Dokumen; 
 

c. semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam 
setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam 
bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam 
dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat 
dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku; 
 

d. setiap dokumen konfirmasi,  atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari 
Perseroan dan Perusahaan Anak mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak 
baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, 
pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan 
Perseroan dan Perusahaan Anak adalah benar dan menggambarkan situasi dan 
kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan; 
 

e. setiap dokumen, baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, konfirmasi, 
pernyataan atau keterangan yang diperoleh dan diterima oleh kami dalam rangka 
penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini telah diberikan oleh pihak yang 
berhak dan berwenang untuk memberikan dokumen dan/atau mengungkapkan 
konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut; 
 

f. instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan 
izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan dan 
Perusahaan Anak termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum 
Perdana Saham, adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk 
melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang(-orang) yang 
berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan 
dan/atau menandatangani izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda 
pendaftaran yang bersangkutan adalah sah; 
 

g. dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, data, fakta-fakta, 
informasi-informasi, dalam bentuk asli maupun fotokopi, dan keterangan-
keterangan, penegasan-penegasan baik lisan maupun tertulis yang diberikan 
oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan/atau pihak ketiga kepada kami 
maupun diberikan dari pihak ketiga kepada Perseroan dan Perusahaan Anak 
yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif 
kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum 
ini adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan 
tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak ada dokumen-dokumen, 
pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-
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keterangan, penegasan-penegasan yang tidak disediakan kepada kami yang 
dapat mengakibatkan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini menjadi tidak 
akurat dan menyesatkan serta telah diberikan oleh Instansi Pemerintah dalam 
hal izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran, yang diwakili oleh 
orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, 
menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen tersebut; 
 

h. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan 
Anak telah diwakili oleh orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak 
tersebut, dan orang(-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin 
dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau 
peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan 
karenanya orang(-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang 
diwakilinya dengan Perseroan dan Perusahaan Anak serta menandatangani 
perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah 
sah dan mengikat pihak yang bersangkutan; 
 

i. setiap perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan 
Perusahaan Anak telah memberikan keuntungan terbaik dan akan memberikan 
manfaat kepada Perseroan dan Perusahaan Anak; dan 
 

j. setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang 
diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat 
dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah 
benar dan sesuai dengan kenyataan. 

 
 
 

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan) 



Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen­
dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, 
tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan, tidak berpihak serta terlepas dari 
kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan 
kami bertanggung jawab alas isi Pendapat dari Segi Hukum ini. 

Hormat kami, 

HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG 

Viska Kharisma Fajarwati, S.H. 
STTD No. STTD.KH-289/PJ-1/PM.021/2023 

Tembusan: 
• Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas
Jasa Keuangan
• Bapak Kunwidarto selaku Kepala Direktorat Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik 1
Otoritas Jasa Keuangan
• Kepala Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, dan Perizinan Keuangan 
Derivatif,
dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan
• Bapak Nurkhamid selaku Analis Divisi Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik 1.1 Otoritas
Jasa Keuangan
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XIX. LAPORAN KEUANGAN  
 

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2025, 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Auditor. 
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